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RINGKASAN

POLITIK IDENTITAS
Studi Kualitatif Tentang Konstruksi ldentitas
Politik Etnik Mandar

Gustiana A Kambo

Otonomi daerah telah memberi tempat yang baik bagi etnik
tertentu untuk menunjukkan identitas politiknya. Identitas politik etnik
dikonstruksi oleh elite dalam melakukan tindakan-tindakan yang terkait pada
kepentingan wilayah etnik. Sebagian elite memandang etnisitas sebagai alat
untuk mempertahankan kekuasaan, persaingan untuk memperoleh sumber
daya, menciptakan solidaritas dan kebersamaan, mengukuhkan dan
memperkuat identitas, serta membedakan dengan kelompok etnik yang lain.

Ada dua pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu; pertama,
bagaimanakah kelompok etnik Mandar mengkonstruksi identitas mereka?
Apa sajakah yang menjadi elemen penting etnik Mandar, dan mengapa
identitas etnik itu penting bagi mereka secara politik dan sosial? Kedua,
betulkah formasi identitas etnik Mandar merupakan sebuah project identity
yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan propinsi Sulawesi Barat?.
Pertanyaan penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif yang digunakan merujuk pada interaksi simbolik
yang merupakan bagian dari perspektif konstruksionis. Metode ini dilakukan
dengan menghimpun bahan-bahan di iapangan melalui indepth interview
(wawancara mendalam) sebagai kekuatan data, observasi (pengamatan)
berperan serta, dan penelusuran dokumen dari berbagai sumber. Analisis
dilakukan dengan metode understanding of understanding, yaitu data yang
telah diperoleh dari subjek penelitian dan informan merupakan first order
understanding, data tersebut dibaca ulang dan dipahami melalui pemikiran
dasar interaksi simbolik Mead dan dipertegas oleh konsep dari Blumer, yang
merupakan second order understanding. Sementara pemahaman akan
peristiwa-peristiwa yang mendukung konstruksi identitas dipahamami
sebagai third order understanding.

Studi ini mengambil setting pada komunitas etnik Mandar, yang
sebelumnya bergabung dalam wilayah Sulawesi Selatan. Etnik ini secara
historis pemah berjaya pada masa kerajaan Balanipa, yang kemudian
membentuk konfederasi dengan 14 kerajaan lain di wilayah Mandar dengan
sebutan Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Dalam
perkembangannya etnik ini berusaha mengukuhkan kehormatan etnik dan
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sejarah dengan melepaskan diri dari propinsi induknya (Sulawesi Selatan)
dan membentuk propinsi baru, yaitu propinsi Sulawes: Barat.

Provinsi Sulawesi Barat terbentuk tidak tepas dari konstruksi politik
sebagian elite yang berupaya mereduksi dan memanipulasi kepentingannya
menjadi sebuah keinginan mengatasnamakan masyarakat Mandar untuk
mendapatkan kembali (re-invented) hak —hak kepemilikan etnik dan hak
kepemilikan sejarah. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, dapat
disimpulkan bahwa pemikiran, perilaku dan tindakan komunitas etnik Mandar,
khususnya yang dibangun elite bertujuan untuk memproduksi kesadaran aktif
politik etnik.

Terdapat dua kesimpulan umum dalam penelitian ini, pertama,
identitas yang dikonstruksi oleh elite sangat jelas bertujuan untuk menjaga
dan mengamankan kehormatan etnik, dalam hal ini etnik dijadikan sebagai
sumber identitas masyarakat Mandar. ldentitas Mandar menjadi sangat
penting sebagai pemersatu ketika diperhadapkan pada kondisi marginalisasi
etnik dalam memperoleh akses politik dan ekonomi. Identitas Mandar
dibangun dengan merespon kembali elemen kecintaan dan simbol utama
seperti pada masa kejayan Mandar pada ke-16 yang lalu. Kedua, konstruksi
yang dilakukan oleh elite merupakan indikasi politik identitas yang
menempatkan Mandar sejajar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan. Artinya,
terbentuknya provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa Mandar sama
dengan etnik lain yang memiliki komunitas sendiri yang patut untuk
diperhitungkan. Dengan demikian konstruksi identitas Mandar merupakan
pengakuan etnik dan politik sekaligus.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat perspektif konstruktivis,
bahwa segala tindakan komunitas etnik Mandar dalam hubungannya dengan
etnik lain dapat diterjemahkan melalui perspektif interaksi simbolik. Teori ini
berusaha memahami perilaku manusia sebagai proses keterlibatan individu
dengan mempertimbangkan ekspektasi orang yang Dberinteraksi dengan
mereka, sekaligus memahami makna dibalik perilaku interaksi tersebut.
Sementara itu dalam rangka pengupayaan identitas, dalam penelitian ini
dimotori oleh elite (baik elite intelektual maupun tradisional) dapat ditetusuri
melalui pemikiran Bradley, Hale dan Castell, bahwa tindakan elite tersebut
sebagai bentuk keinginan kaum minoritas dan termarginal untuk memperoleh
hak-haknya.

Studi ini menghasilkan pemahaman teoritik tentang perilaku elite
yang mengatasnamakan etnik untuk mendapatkan kembali (re-invented)
identitas yang dianggap terkubur. Etnisitas kenyataannya meleburkan saling
silang kepentingan politik dan etnik, karena keduanya merupakan legitimasi
untuk memperoleh identitas. Pemahaman seperti ini dalam studi identitas
etnik dikategorikan dalam perspektif konstruktivis-interpretivis (instrumentalis)
(Bradley, 1997; Hale, 2004; Castell, 2004). Inti dari perspektif ini
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menyebutkan bahwa identitas etnik adalah sesuatu yang muncu! tidak secara
alamiah, karena keberadaannya merupakan sumber politik sekaligus sebagai
instrumen artikulasi politik demi kepentingan individu dan kelompoknya.

Rujukan penelitian ini tidak lepas dari penelitian dengan
pendekatan konstruktivis (dapat dilihat pada hal 23). Disimpulkan dari
penelitian tersebut, bahwa sumber identitas dapat diperoleh dari berbagai
latar belakang antara lain: agama, ras, kultur, profesi ataupun etnik. Berlatar
belakang etnik, baik hasil penelitian Hoshaour, Stokwell maupun Suparlan
melihat bahwa kecenderungan identitas dari sumber etnik merupakan salah
satu pemicu timbulnya konflik. Bahkan dimanfaatkan dalam mengejar
kekuasaan rezim tertentu untuk kebebasan etniknya. Sementara dalam
penelitian ini, identitas yang dimunculkan oleh etnik Mandar diupayakan
dengan damai dan tidak menimbulkan konflik, walaupun pada akhirnya juga
mengejar kekuasaan etnik, akan tetapi tidak disertai dengan rezim kekuatan
Mandar. Dengan kata lain penelitian ini selain menyempurmnakan penelitian
etnik Hoshour, Stokwell dan Suparian, juga meneguhkan adanya pemikiran
teritorialisasi identitas sebagai pembentukan daerah administratif dengan
pemisahan diri secara politik dari kelompok dominan melalui perspektif
konstruktivis.
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SUMMARY

IDENTITY POLITICS

The Qualitative Study on Identity Construction of
Mandar Ethnic

Gustiana A Kambo

A regional autonomy provides a favorable place for certain ethnic
group for showing their political identity. The ethnic group’s political identity is
contructed by local ruling elite in carrying out any actions related to the
regional interests. Some elites intentionally take an advantage of the ethnicity
as their tool to sustain their power, seize resources, create solidarity and
collectivity, reinforce identity, as well as differentiate their ethnic groups from
other ethnic groups.

This research is carried out to answer two questions. In the first place,
how the Mandar ethnic group construct their ethnic identity? What are
essential elements existing in the Mandar ethnic, and why the ethnic identity
is very important for them both in political and social senses? Second, does
the formation of the Mandar ethnic identity represent a project identity that
becomes an integral part of the process in forming West Sulawesi province?
These question are answered using a qualitative method.

The qualitative method used in the research is based on symbolic
interaction that becomes a significant part of the contructivist perspective.
The data are collected through in-depth interview, participant observation,
and documentation. The data are analized using understanding of
understanding method. This means that those data gathered from the
subjects and key informants account for first order uderstanding. These data
are then reinterpreted and understood through basic ideas of Mead’s
symbolic interaction and supported by Blumer's concepts. In this point, these
data constitute second order undertanding. In the same manner, the
understanding of some events that support the identity construction is
considered as third order understanding.

The research takes Mandar ethnic group as social setting in which
Mandar ethnic previously becomes the part of South Sulawesi. Historically,
this ethnic had ever reached their glory period in the course of Balanipa
kingdom, which then established a confederation with other 14 kingdom in
Mandar region where in later days they are known as Pitu Ba'bana Binanga
and Pitu Ulunna Salu. In subsequent developments, the ethnic group
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strengthens their ethnic honor and historicity by establishing a new and
distinct province recently more known as West Province.

A formation of West Sulawesi province is ciosely related to the local
ruling elite’s political construction that attempt to reduce and manipulate their
own interests on behalf of Mandar community with a single purpose of
reinventing the ethnic group's rights and historicity ownership. With respect to
this understanding, it is concluded that thoughts, behaviors asnd actions of
Mandar ethnic group, particularly those put into force by the elite, are
deliberately designed to produce the active awareness of the ethnic politics.

There are two conclusions in this research. First, an identity under
construction by the elite is intentionally designed to protect and secure the
ethnic group’s dignity and honor. Consequently, the ethnic is made as a
source of Mandar's identity. The Mandar’s identity becomes a very important
as the unifying force when their community is placed in minority position and
always marginalized in gaining an access to the political and economic
spheres. The Mandar's identity is revitalized by giving a response to, and
reminding, the Mandar greatness as materialized in the Mandar kingdom in
the past which had reached the symbol of the glorious Mandar. Second, the
local ruling elite have constructed the ethnic identity and carried on the
identity politics by placing Mandar as equal to other ethnic groups present in
South Sulawesi. This suggests that through the formation of a new province
named as West Sulawesi, the Mandar ethnic group doesn't differ from other
ethnic groups and has a separate and distinct community on their own side.
Thus, their identity construction represent the ethnic and political recognition
as well.

In theoretical sense, these research findings give a support to
contructivist perspective, saying that all actions put into effect by the Mandar
ethnic group in connection with other ethnic groups can be understood using
a symbolic interaction perspective. This theory tries to comprehend the
human behavior as process of the the individual involvement by taking into
consideration of the expectations of other people to whom thy have
interaction, and apprehend the meaning beyond such a social interaction. To
the same extent, the identity construction under pioneer of and undertaken by
the elite (both intellectual and traditional elite) can be dated back to the ideas
of Bradley, Hale and Castell, arguing that those elite’s actions represent the
shared wishes or desires of the minority and marginal groups to recover and
reinvent their rights.

This research generates a theoretical understanding on the elite’s
behavior that have taken some actions on behalf of the ethnic group’s
common interests with the purpose of reinventing their identity which they
consider as disappearing. In fact, the ethnicity has united or integrated some
different and conflicting political and ethnic interests since those politicat and
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ethnic interests serve as a legitimacy and justification to obtain the identity.
Such an understanding in the study of ethnic identity belong to constuctivist-
interpretivist (instrumentalis) perspective (Bradley, 1997, Hale, 2004; Castell,
2004). Essentially, the perspective says that the ethnic identity doesn't occur
naturally, since its presence becomes a source of political issues and serves
as an instrument of political articulation for the sake of the individual and
groups’ interests.

The research, of course, owes to some similar researches using
constructivism approach (see page 23). By and large the results from these
researches conclude that the sources of identity may derive from, among
others, religion, race, culture, occupation and ethnic backgrounds. Regarding
the ethnic background, the results of Hoshaour, Stokwelt and Suparlan reveal
that an identity resulting from the ethnic “source” tend to raise a conflict and
such identity may be used by the elite to pursue and acquire the political
power in their efforts to make their ethnic group independent. However, in this
research, the Mandar ethnic group constructs their ethnic identity in peaceful
manner without any violent encounters or conflicts, aithough they ultimately
seek to pursue the power for their ethnic group’s interests, but without any
violent actions. In other words, this research in addition to making perfection
to the studies of ethnic as done by Hoshaour, Stokwell and Suparian, it also
corroborates the ideas of identity territorialization as the administrative area
formation by making political differentiation from the dominant group through
constructivism approach.
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ABSTRAK

POLITIK IDENTITAS
Studi Kualitatif Tentang Konstruksi ldentitas
Politik Etnik Mandar

Gustiana A Kambo

Penelitian ini diarahkan untuk memahami kompleksitas dinamika
politik lokal yang berlatarbelakang identitas dan etnisitas. Dinamika ini terjadi
di wilayah etnik Mandar sebagai refresentasi dari Sulawesi Barat. Masalah
penelitian yang dikemukakan, perfama, bagaimanakah kelompok etni Mandar
mengkonstruksi identitas mereka? Apa saja yang menjadi elemen penting
etnik Mandar, dan mengapa identitas etnik itu penting bagi mereka secara
politik dan sosial? Kedua, betulkah formasi identitas etnik Mandar merupakan
sebuah project identity yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan
propinsi Sulawesi Barat?

Perspektif konstruktivis yang digunakan dalam penelitian ini
mendeteksi keinginan para elite yang mengatasnamakan masyarakat Mandar
untuk mendapatkan kembali (re-invented) hak —hak kepemilikan etnik dan
hak kepemilikan sejarah. Bertitik tolak dari perspektif etnik konstruktivis,
dapat dipahami bahwa pemikiran, perilaku dan tindakan komunitas etnik
Mandar, khususnya yang dibangun elite bertujuan untuk memproduksi
kesadaran aktif politik etnik.

Hasil peneiitian yang diperoleh, yakni pertama, idenfitas yang
diproduksi oleh elite (yang mengatasnamakan etnik) diterjemahkan sebagai
suatu proses kepentingan kelompok etnik untuk menjaga, mengamankan
kehormatan etnik. Dengan demikian etnik adalah sumber identitas. Kedua,
konstruksi oleh elite, merupakan tindakan politik identitas menempatkan
Mandar kembali sejajar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan. Sehingga
konstruksi identitas tersebut merupakan pengakuan etnik dan politik
sekaligus.

Konstribusi penting dari disertasi ini adalah perilaku yang
membangkitkan kehormatan etnik melalui elemen-elemen identitas.
Konstruksi atas elemen-elemen tersebut merupakan perwujudan dari rasa
ketidakadilan menempatkan Mandar sebagai sub etnik yang kurang
mendapat kesempatan politik di Sulawesi Selatan. Dengan kondisi tersebut,
etnisitas menjadi penting dan ditempatkan sebagai sesuatu yang dibutuhkan
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dalam menimbulkan solidaritas etnik sebagai pengikat sekaligus sebagai
pembeda dan pengada dengan etnik yang lain.

Alasan tindakan komunitas etnik Mandar dalam mengkonstruksi
identitasnya terkait interaksinya dengan etnik iain dapat dihubungkan dengan
perspektif interaksi simbolik ala Mead dan Blumer. Sedang pengupayaan
identitas yang dimotori oleh elite (baik elite intelektual dan tradisional) dapat
dilihat dari teori Bradley, Hale dan Castell. Bahwa tindakan elite tersebut
sebagai bentuk keinginan kaum minoritas dan termarginal untuk memperoleh
hak-haknya. Teori interaksi simbolik yang berpendapat bahwa kehormatan
etnik yang dikukuhkan oleh elite dipahami sebagai pemikiran Blumer,
merupakan terjemahan dari tindakan interpretif dalam rangka penunjukkan
diri etnik (self indication). Sementara Teori Bradley, Hale dan Castell
diterjemahkan sebagai pespektif konstruktivis -interpretivis (instrumentalis)
Inti dari perspektif ini menyebutkan bahwa identitas etnik adalah sesuatu
yang muncul tidak secara alamiah, tetapi diupayakan untuk dapat
mempertahankannya, mengamankannya, dan menjaganya agar tetap eksis.

Dengan merujuk pada penelitian Hoshaour, Stokwell dan Suparian
memandang identitas bersumber dari etnik, maka etnik dapat dijadikan
sebagai salah satu sumber pemicu timbul konflik dan bahkan etnik dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu jalan dalam mengejar kekuasaan rezim
tertentu. Dalam penelitian ini, identitas yang dikonstruksi merupakan kerja
keras dari etnik Mandar dengan pengupayaan secara damai dan
menghindarkan dari aspek-aspek yang dapat menimbulkan konflik. Akhirnya
dapat dikatakan bahwa penelitian ini menyempurnakan penelitian etnik
Hoshour, Stokwell dan Suparlan, sekaligus meneguhkan pemikiran
teritorialisasi identitas etnik Mandar sebagain dari politik identitas yang
merujuk pada perspektif konstruktivis.

Kata kunci: konstruktivis, identitas, etnisitas, elite, minoritas, marginal,
politik identitas.
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ABSTRACT

IDENTITY POLITICS
The Qualitative Study on Identity Construction of
Mandar Ethnic

Gustiana A Kambo

The purpose of this research is to have a comprehensive
understanding of the complexity and dynamics of the local politics underlying
the identity and ethnicity. This situation occurs in a social setting of Mandar
ethnic group as the representation of West Sulawesi. The research is
designed to answer two questions. First, how the Mandar ethnic group
construct their identity? What are essential elements existing in the Mandar
ethnic, and why the ethnic identity is very important for them both in political
and social senses? Second, does the formation of the Mandar ethnic identity
represent a project identity that become an integral part of the process in
forming West Sulawesi province?

The constructivism perspective put into use in the research reveals the
desires of the local elite carrying out yheir actions on behalf of Mandar ethnic
group’s common interest to reinvent the ethnic rights and historicity
ownership. With respect to this understanding, it is concluded that thoughts,
behaviors and actions of Mandar ethnic group, particulary those put into force
by the elite, are deliberately designed to produce the active awareness of
ethnic politics.

The results show that, first, an identity produced by elite (who does so
on behalf of the ethnic group) is translated into the ethnic group’s common
interest in associated with their efforts to sustain and secure the ethnic honor
and dignity. Consequently, the ethnic identity and carried on the identity
politics by placing Mandar as equal to other ethnic present in South Sulawesi.
Thus, the identity construction reprents the ethnic and political recognition as
well.

A fundamental contribution the research may give to the body of social
sciences is that certain behaviors can revitalize the ethnic honor and dignity
through elements of identity. This identity construction may reflect an injustice
of the competent authorities that have placed Mandar as minor ethnic group
who is seriously lacked of an access to political opportunities in South
Sulawesi. In this context, ethnicity is employed to raise the vibrant solidarity
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among ethnic people. Thus, the ethnicity becomes unifying and discriminating
factors from other ethnic groups.

Some reasons behind the identity construction in Mandar ethnic group
relative to their ethnic group may be attributed to symbolic interaction point of
view from Mead and Blumer. In like manner, any effors in line with the identity
contruction under control of the elite (both intellectual and traditional elite) can
be dated back to the theories of Bradley, Hale and Castell, arguing that tose
elite’s actions reperesent the sahred wishes of the minority and marginal
groups to reinvent their rights. The symbolic interaction theory from Blumer
say that the ethnic honor as built and reinforced by the elite is the transiation
from interpretive actions in associated with the ethnic self-indication.
Conversely, theory of Bradley, Hale and Castell is translated as contructivist-
interpretivist (intrumentalist) perspective. The perspective states that the
ethnic identity doesn’'t happen naturally, since there are intentional efforst
from the elite or other community members to maintain, secure and guard the
ethnic identity in order that it remains to exist.

As for the finding of Hoshour, Stokwell and Suparlan declaring that the
identity may take a source from ethnic, then the ethnic can be either as the
source of conflict trigger or can be employed as the way to pursue and grab
the political power. In this research, Mandar ethnic group has profoundly
constructed their identity in peaceful manner without involving any violent
conflicts. Thus, the finding of this research give a support to Hoshour,
Stokwell and Suparlan’s research and corroborate the idea of identity
territorialization of Mandar ethnic as the identity politics based on
contructivism approach.

Key words: constructivist, identity, etnicity, elite, minority, marginal, and
identity politics
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A. Latar Belakang Masalah

Walaupun bukan merupakan fenomena yang sepenuhnya baru, studi
tentang politik identitas menarik perhatian para ahli ilmu sosial belakangan ini
(Jenkins, 1996, Castell 2004), terutama setelah terjadinya konflik yang
metibatkan kekerasan di antara berbagai kelompok etnik dan agama yang
berbeda menghasilkan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Konflik di
antara kelompok etnik Tutsi dan Hulu di Afrika, Bosnia dan Serhia di Balkan,
adalah dua contoh fenomenal yang memperlihatkan dengan jelas keterlibatan
praktik politik identitas dalam wajah yang paling jelas, brutal, dan destruktif.

Sparringa (2007) menyebutkan bahwa kecendrungan akan
berkembangnya politik identitas sama sekali tidak terkait dengan sistem
politik tertentu. Politik identitas bahkan dapat berkembang subur dalam
sistem demokrasi sekalipun. Di Indonesia kecendrungan itu terfihat lebih
jelas justru ketika terdapat ruang untuk mengekspresikan kebebasan. Dalam
pandangannya (2007:14), praktik politik identitas di negeri ini dapat dikenali
melalui berbagai bentuk, dari yang samar-samar hingga agak jelas.
Pembentukan partai dan organisasi yang berbasis Islam yang

memperjuangkan formalisasi Syariah Islam dan pembentukan daerah
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administratif setingkat provinsi dan kabupaten atas dasar ikatan etnik di
beberapa wilayah di luar Jawa merupakan indikasi akan terjadinya
kecendrungan itu.

Dalam kasus yang terakhir, pembentukan daerah-daerah administratif
di beberapa wilayah memperlihatkan sekaligus terjadinya teritorialisasi
identitas-sebuah konsep yang dipakai untuk merujuk berkembangnya
fenomena politisasi identitas etnik -(kadang bercampur dengan agama atau
denominasi  kultural lainnya)- untuk tujuan pembentukan daerah
pemerintahan baru. Teritorialisasi identitas sering merupakan awal dari re-
grouping kultural berbasiskan wilayah yang dalam praktiknya dapat
mengambil wajah terbentuknya daerah otonom, bahkan negara baru. Dalam
kasus terakhir, terbentuknya Pakistan dari India (1947) dan Bangladesh dari
Paskistan (1972) adalah contoh-contoh yang cukup jelas untuk
menggambarkan teritorialisasi identitas yang berakhir dengan pemisahan diri
secara politik dari kelompok dominan.

Sebagai sebuah definisi umum, politik identitas merujuk pada praktik
politik yang berbasiskan identitas kelompok-sering atas dasar etnik, agama,
atau denominasi sosial-kultural lainnya-yang merupakan kontras terhadap

praktik yang berbasiskan kepentingan (Sparringa, 2007: 12)." Politik identitas

1 Penting untuk dicatat di sini bahwa tidak semua politik identitas mengambil bentuk sebuah
perjuangan pemisahan diri. Gerakan gay dan lesbian, kaum perempuan, kelompok “manula” (manusia
usia lanjut), atau perjuangan yang dilakukan oleh kelompok “orang cacat” (diffable persons) adalah
beberapa contoh lain dari politik identitas yang terutama ditujukan untuk memperoleh pengakuan politik
yang mendasar untuk memungkinkan diterimanya periakuan yang lebih adil atas dasar kebedaan yang
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(O8]

(dalam buku teks sering disebut dengan dua terminoidgi yang saling
dipertukarkan: “identity politics” atau “politics of identity’§ merujuk pada
berbagai bentuk mobiiisasi politik atas dasar identitag kolektif yang
sebelumnya sering kali disembunyikan (hidden), ditekan (subpressed), atau
diabaikan (neglected), baik oleh kelompok dominan yang Rerdapat dalam
sistem demokrasi liberal atau oleh agenda polittk kewargqnegaraan yang
diusung untuk dan atas nama demokrasi yang iebih progresiff(Halls and Gay,
1996: Calhoun: 1994).

Dalam perkembangannya, studi politik identitas merfgundang minat
yang mendalam di kalangan para ahli teori sosial dari perspektif yang
beragam. Kaum postsructuralist, semisal Foucauit (1976, 1979, 1981, 1982),
menfokuskan analisisnya pada politik tubuh serta relasi kekliasaan sebagai
basis awal dalam memahami politik identitas. Sementara ity, para ahli ilmu
sosial berperspektif konstruktivis-interpretivis percaya bahwa 7dentitas adalah
hasil sebuah konstruksi sosial. Walaupun cukup banyak varian dari
perspektif ini, pada umumnya mereka percaya bahwa ihﬁentitas adalah
sumber dan sekaligus bentuk makna dan pengalaman yang Bersifat subjektif
dan inter-subjektif. Oleh karena itu, identitas adalah hasil setﬁuah proses dan
praktik sosial. Dua perspektif lainnya, yakni primordialis daph instrumentalis

memiliki pandangan yang berbeda tentang identitas. Perspgktif primordialis

bersifat khusus (peculiar) yang dimiliki dan atau melekat pada individu atau kelorfpok (Lihat Alcoff and
Mendieta, 2003; Castell, 2004, Sparringa, 2007).
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percaya bahwa identitas adalah sebuah "penanda” yang dlperoleh melalui
asal ususl keturunan dan karena itu bersifat "given’. Seflang perspektif
intrumentalis percaya bahwa identitas adalah hasil mobilisasiﬂdan manipulasi
(Bradiey, 1997; Brown, 2000: 5; Sparringa, 2007: 3).

Politik identitas, oleh sebagian ilmuwan sosial Iain*ya diistilahkan
dengan biopolitk dan politk perbedaan sebagai namja lain dalam
menerjemahkan permainan dan pergulatan perbedaan iderftitas (Foucault,
1988, Heller, 1995:x; Beyme, 1996:122).2 Menurut Aicof{ dan Mendieta
(2003) politik identitas berfokus pada kajian tentang pewbedaaan yang
didasarkan atas asumsi-asumsi fisik seperti persoala politk yang
dimunculkan akibat problematik gender, feminisme dan mask}linisme. Selain
itu juga karena pertentangan yang muncul dalam masyarakat karena
perbedaan agama, kepercayaan dan bahasa atau pada pgrsoalan politik
etnik yang berbeda fisik dan karakter fisiologis.

Sementara itu, persoalan identitas etnik dalam kajian golitk mengacu

pada kelompok etnik atau minoritas etnik. Penafsiran kelomppk etnik sendiri

Z  Politik Identitas oleh Foucault (1988), memandang politik identitas seb3gai perbedaan yang

memasukkannya dalam domain “mikropolitik” dalam pengertian “politik wacana” [pofitic of discourse)
dan biopolitik. Sebuah gerakan yang ingin mengugah wacana yang tertindas danfpinggiran dari relasi
kuasa, dominasi dan resistensi. Dalam politik wacana, kelompok-kelompok fmarginal berusaha
menghadapi wacana hegemonik yang kemudian dapat memposisikan individu daldm identitas-identitas
normal untuk melepaskan kebebasan bermainnya perbedaan-perbedaan. HMeligr (1995) dipandang
sebagai konsep dan gerakan politik yang fokusnya pada perbedaan (difference) sepagai kategori politik
yang utama. Politik perbsdaaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rapisme, biofeminisme
dan perselisihan etnik yang terkadang dibarengi dengan intoleransi, dan prafk-pratik kekerasan.
Beyme (1996), memperkenalkan politik identitas sebagai perbedaaan, yang tinfbul karena gerakan
politik dari tahap pramodem sampai postmodern.
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dapat mencakup bangsa etnik (etnic nation), sedangkan pada wacana
kontemporer dipakai dalam nuansa yang lebih sempit. Dalam konteks ini,
kelompok etnik (diwakili oleh kaum minoritas) biasanya tidak memiliki teritori
sendiri dan tujuan mereka tidak menginginkan determinasi kebangsaaan.
Akan tetapi, tujuan difokuskan pada pencarian proteksi dan kemajuan
kelompok, khususnya bagi individu dalam kelompok pada suatu wilayah
negara (Kellas, 1998:119). Nuansa seperti itu merupakan bentuk gerakan
“kembali ke” dunianya, kearifan tradisional, lokalitas, dan sebagainya. Hak-
hak politik yang dituntut tidak sampai pada taraf “independen” (separatisme)
akan tetapi lebih banyak pada kebebasan berekspresi dan bersosialisasi.
Politik identitas menurut Bradley (1997 137), merujuk pada suatu
pemikiran bahwa identitas terkonstruksi akibat ketidaksetaraan
(inequalities), divisi sosial (social divisions) dan perbedaan
(difference).® limuwan ini menitikberatkan identitas pada empat aspek,
yaitu; kelas, gender, usia dan ras (termasuk etnisitas). Ketidaksetaraan atas
sumber identitas menurutnya dapat memicu timbuinya separatisme dan
secara praktis memudahkan konflik, sering kali konflik yang terjadi

menyebabkan identitas mengabur. Dalam situasi identitas yang demikian,

} Konsep identitas juga sangat terkait dengan gagasan budaya (Ellias dan Moore, 2003:356;
Haralambos, 2000:886). Kedua pemikir ini memandang bahwa salah satu jalan untuk dapat
mempelajan atau memahami budaya yang kompleks, maka kita harus peka terhadap penyaluran
budaya dan meiaksanakannya sesuai dengan keinginan bersama. Budaya menjadi sebuah kekuatan
penyelesaian masalah praktis. Artinya, budaya merupakan andalan bagi suatu kefompok dalam
menciptakan identitasnya.
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politik perbedaaan menjadi persoalan yang mendasar. Fenomena tersebut
dapat di temukan daiam situasi masyarakat yang multikultur dan multietnis.
Dalam kerangka ini, hubungan interaktif antar etnik yang berbeda biasanya
menjadi penting terutama menjalin hubungan etis, kerangka hubungan ini
salah satunya dapat dilakukan melalui sikap toleran politik (politica!
tolerance).

Fenomena konstruksi identitas etnik di beberapa negara mulai terasa.
Pada umumnya, fenomena tersebut didasarkan atas disintegrasi dari
kelompok etnik atau kelompok identitas untuk memisahkan diri. Contohnya
Pakistan yang awalnya merupakan bagian dari india memisahkan diri karena
alasan etnik dan agama. Disamping itu pula, kelompok etnik separatisme
Moro di Filipina mengkiaim Mindanao sebagai wilayah etnik mereka yang
saat ini berjuang melepaskan diri dari Filipina, dan yang terakhir etnik Kasmir
di India, dan Kurdi di Irak.

Politik ethno-national juga terjadi, sebagai contoh, gerakan Bouganville
untuk lepas dari Papua New Guena, merupakan fenomena umum terjadi di
negara berkembang yang baru merdeka, seperti juga terjadi di Myanmar dan
India. Pada tahun 1972 diperkirakan 19 negara di dunia memiliki masaiah
ethno-national. Dasar dari gerakan untuk pemisahan tersebut karena
perbedaan daerah, bahasa dan nilai-nilai budaya daerah dan biasanya

merupakan gerakan menentukan nasib sendiri (self determination).
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Fenomena lain yang juga dipicu oleh spirit yang sama, dapat dilihat
dari keruntuhan Uni Sovyet yang terpecah menjadi beberapa negara, dan
memperoleh kemerdekaan. Demikian juga terjadi di Fiji, pertentangan yang
berlatar belakang etnik, agama, dan budaya memicu berbagai tindak
kekerasan dimana perlawanan etnik terhadap dominasi etnik menggunakan
kekuatan militer. Selain itu kekuatan primordial yang dibarengi nuansa politik
dan kepentingan ekonomi, contohnya gerakan Basques di Spanyol dengan
memposisikan bahasa dan simbol-simbol budaya layaknya seperti bendera.
Gerakan politik kelompok Basgues ini memiliki tujuan lepas dari Spanyol dan
berusaha untuk memperoleh kemerdekaan.

Di Indonesia fenomena seperti di atas, walaupun bukan fenomena
baru, lebih menguat dalam tataran self determination dari berbagai kelompok
etnik. Contohnya, gerakan pemberontakan di Sulawesi Selatan Permesta
1950, Republik Maluku Selatan (RMS) 1950, pemberontakan Organisasi
Papua Merdeka (OPM) tahun 1962 dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
tahun 1976. Sementara itu, fenomena yang berlatar belakang demikian saat
ini semakin lama semakin memudahkan lahimya konflik antaretnik
khususnya dalam konteks kultural dan struktural, Contohnya di Kabupaten

Sambas antar etnik Melayu dan Madura, Sampit antar etnik Dayak dan

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Madura, di Ambon antar etnik Bugis, Buton, Makassar dengan penduduk asi,

di Poso, dan terakhir di Mamasa Sulawesi Barat.*

B. Konteks Penelitian

Secara umum, disertasi ini melihat kecendrungan politik identitas etnik.
Kajiannya diarahkan pada munculnya etnik tertentu untuk membentuk
provinsi dan/atau kabupaten/kota. Keinginan pemekaran ini, didasarkan oleh
tuntutan untuk mendapat pengakuan etnik dan pengakuan politik. Salah satu
etnik di Sulawesi Selatan yang telah membentuk provinsi Sulawesi Barat
adalah etnik Mandar. Keinginan etnik Mandar membentuk provinsi baru yang
lepas dari provinsi induknya didasarkan atas 3 pertimbangan. Pertama, etnik
Mandar ingin mendapat pengakuan politik dengan pemberian kesempatan
kepadanya untuk membentuk provinsi tersendiri. Kedua, etnik Mandar ingin
mendapat pelayanan yang lebih baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan. Ketiga, etnik Mandar dalam sejarah pemerintahan Belanda

adalah salah satu afdefing yang dikenal dengan afdeling Mandar.

* Mamasa dan Polmas (Polewali-Mamasa) merupakan wilayah yang tidak terpisahkan. Dengan
Undang-Undang Otonomi UU No. 11 tahun 2002 Mamasa menjadi wilayah sendir. Akan tetapi hal itu
melahirkan konflik. Mamasa-Polmas tidak lagi harmonis. Konflik bersumber karena ada warga yang
ingin tetap berada di wilayah Polmas, tak ingin bergabung dengan Mamasa. Hal ini disebabkan banyak
faktor, antara lain: kesejarahan, etnik, budaya, ekenomi, dan agama. Di wilayah yang sama, ada juga
warga yang telap ingin bergabung dengan kabupaten baru itu. Ada tiga kecamatan yang tidak ingin
bergabung dengan Mamasa, yakni Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM). Implikasinya
terjadi dua kepemimpinan ditiga kecamatan tersebut, ada dua camat, dua lurah, dua desa, bahkan dua
kepala sekolah (satu sekolah), dan dua kepala puskesmas. Karena kekuatan kelompok tersebut
hampir sama banyak, maka masyarakatnya hanya mengakui pemimpinnya masing-masing.
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Pembentukan afdeling itu dilakukan karena pada masa itu etnik Mandar
merupakan persekutuan amara’diang (kerajaan) yang berdiri sendiri.

Dalam pandangan orang Bugis-Makassar,® wilayah Mandar adalah
wilayah yang merupakan bagian Tana Luwu’' dan Ware' sebagai negara
Bugis yang tertua dan meliputi semua negeri Bugis, Makassar, Toraja dan
Mandar (Latoa, 1985: 400). Dengan demikian Mandar dianggap sebagai
wilayah negara Bugis besar yang tercipta dari negeri ButtaGowa. |
Manyumbangi (Todilaling} -anak raja Napo- menghabiskan masa remajanya
dan bekerja sebagai panglima perang di Kerajaan Gowa. Dalam
perkembangannya Todilaling membentuk kerajaan Mandar yang disebut
kerajaan Balanipa (Rahman, 1984:48). Ada sesuatu nilai yang tetap menjadi
landasan terpilihnya seorang pemimpin di Balanipa, yaitu nilai kepribadian

seseorang dalam memimpin kaumnya. Todilaling diangkat sebagai petugas

3 Amaradiang (kerajaan) Mandar terbentuk pada pertengahan abad ke-16. Kerajaan Mandar
terdiri dari 14 kerajaaan kecil, salah satu kerajaan Mandar adalah Balanipa. Sebelumn Balanipa (salah
satu kerajaan) berdiri, kawasan Mandar diperintah oleh Tomakaka (dituakan/ditokohkan} yang terdiri
dari 41 tomakaka yang tersebar di seluruh kawasan Mandar. Dalam Amaradiang Mandar terdapat dua
kerajaan besar yang menonjol yaitu kerajaan Passokkorang (di Mapilti Poimas) dan kerajaan Baras (di
Pasangkayu, Mamuju). Balanipa adalah salah satu kerajaan di dalam kerajaan Passokorang. Kerajaan
Balanipa sangat relevan datam perspektif Sulawesi Barat karena kerajaan inilah yang dianggap
sebagai pelopor dari sejumlah fakta kesejarahan yang bernilai budaya tinggi dan dianggap sebagai
“ayah” atau pemandu moral bagi kerajaan-kerajaan tainnya. Hal itu menjadi rujukan di bidang hukum
adat (ada’), pemerintahan dan kepemimpinan bagi orang-orang Mandar

®  Dinegara besar ini segala kekuasaan pimpinan dalam persekutuan hidup datang langsung
dari PatotoE (Yang meneniukan nasib atas segala sesuatunya) menjadi keyakinan yang hidup.
Pemimpin itu adalah dewa atau sebagai wakil dewa, melakukan pimpinan, mengatur tata tertib umat
manusia, dan orang taat kepada kekuasaan suci. Tokoh pemimpin dalam periode Galigo, seperti
Batara Guru, Batara Lettu dan Sawerigading dimana tokch-tokoh ini digambarkan memiliki kekuatan
kharismatik yang lahir dari kepercayaan keagamaan. Pola ini bertahan hingga muncul konsepsi
kekuasaan To-Manurung vang datang di TanaBone, TanaWajo dan ButtaGowa
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ada’ (aturan adat), yang menjalankan suatu penugasan untuk
menyelenggarakan kekuasaan di bidang politk pemerintahan sebagai
mara'dia (raja) yang bergelar arajang (yang dibesarkan).

Kerajaan besar Mandar disebut sebagai Pitu Ba'bana Binanga, Pitu
Ulunna Salu, yang berarti suatu wilayah yang terdiri dari tujuh kerajan di hilir
sungai dan tujuh kerajaan di hulu sungai (Rahman, 1984: 46). Keempat
belas kerajaan ini masing-masing diperintah oleh seorang raja dan hidup
berdampingan secara harmonis dan saling bersinergi (Sipamandar).
Kerjasama dan saling bersinergi itu dikukuhkan dalam beberapa kali ikrar
yang disebut lkrar Tammajarra dan terakhir bersumpah satu untuk bersatu di
suatu desa yang bernama Luyo (Kecamatan Campalagian kabupaten
Polmas).

Afdeling Mandar dalam perkembangannya terbagi menjadi tiga
kabupaten, yaitu kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju. Tokoh-tokoh dari
kabupaten tersebut mengusulkan agar wilayahnya menjadi satu provinsi.
Tetapi realitas politk dan pemerintahan negara yang baru merdeka serta
kemampuan sumber daya manusia telah menyadarkan para pejuang, bahwa

untuk menjadi provinsi, diperlukan kesiapan dan lingkungan sumber daya

7 Akar sejarah ini yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menetapkan sistem wilayah
pemerintahan yang berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan politik pemerintahan. Hal itu
terlihat setelah wilayah Mandar dijadikan menjadi satu afdeling di wilayah Sulawesi. Aspek kesejarahan
pemerintahan afdeling Mandar mulai diterapkan oleh pemerintah kolonial Befanda pada tahun 1916
berdasarkan staastsblad No.325/1918. Pada waktu itu Celebes (Sulawesi) di bagi sebelas afdeling,
empat afdeling pada Kresidenan Utara dan tujuh di Kresidenan Selatan. Mandar salah satu afdeling di
Kresidenan Selatan. Saat itu pembagian wilayah lebih mempertimbangkan aspek histeris dengan
melihat |atar belakang kerajaan besar yang ada (Rahman, 1984:63).
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yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi
yang otonom. Hal ini merupakan resistensi terhadap hubungan kekuasaan
yang bermasalah antara masyarakat dengan negara. Gambaran resistensi
internal ini diwujudkan dalam keinginan mengupayakan kembalinya Mandar
sebagai etnik yang diakui secara politik.

Walaupun bukan fenomena baru, pengakuan secara politik adalah
usaha memerangi marginalisasi etnik yang selama ini banyak dilihat di
tataran birokrasi. Kekuasaan birokrasi provinsi lebih mengedepankan etnik
Bugis yang berasal dari elit-elit politik dari keturunan bangsawan. Contoh
kasus di saat pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dua calon dari etnik
Mandar yang dianggap mampu bersaing ternyata harus dikalahkan oleh satu
calon dari etnik Bugis yang akhirnya menduduki dua kali periode
kekuasaannya. Marginalisasi birokrasi ini memposisikan etnik Mandar
sebagai etnik yang tertinggal dari etnik lain di Sulawesi Selatan. Padahal
etnik Mandar sangat toleran terhadap etnik iain.?

Dominannya suku lain baik Bugis, Makassar dan Jawa dalam bidang
ekonomi tidak dianggap oleh Mandar sebagai sebuah bentuk persaingan.
Bagi Mandar, mereka adalah komunitas yang dapat memajukan daerah

Mandar, sekaligus sebagai satu bangsa. Hal itu berbeda dengan konsep

¢ o wilayah Mandar sendiri, terdapat semua suku yang ada di Sulawesi Selatan seperti Bugis,
Makassar dan Toraja, suku pendatang pun juga terutama Jawa, Madura dan Bali. Uniknya
heterogenitas suku-suku kurang menimbulkan konflik etnik, mereka hidup berdampingan dengan
langgeng tanpa ada penyerobotan wilayah atau kekuasaan atas suku yang dominan.
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yang ditawarkan oleh Smith (1970) bahwa masyarakat yang ditandai oleh
pluralisme etnik cenderung akan terjadi kuatnya dominasi salah satu
kelompok. Kematangan institusi dan sistem nilai antar kelompok merangsang
timbulnya dominasi, terfepas dari sistem politik yang dianut dan kepercayaan
akan kesadaran politik masyarakat yang sedang berkembang cenderung
merupakan perangsang dan pengamanan kepentingan dalam urusan
pemerintahan. Akan tetapt perasaan primordial tetap kuat maka kepentingan
pemerintah di atas muncul dalam bentuk kesukuan yang bercorak
primordial.9 Dalam hal ini, jika realitas tersebut berlangsung lama dalam
masyarakat multikuftur, maka biasanya memicu reformasi, dimana terkadang
menginginkan perubahan kondisi yang lebih kondusif.

Era reformasi mengulirkan keterbukaan kehidupan politik masyarakat,
Mandar tergugah mengukuhkan wacana pembentukan provinsi sesuai UU
No. 22 tahun 1999 (sebelum direvisi) tentang Pemerintahan Daerah.
Pembentukan provinsi baru pada tataran lokal dianggap sangat realistis, hal
ini berarti memberikan peluang dan kran baru kepada daerah untuk mandiri,
selain itu diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat

mengurangi eksploitasi, marginalisasi serta sentralisasi pemerintahan

Mengacu pada konsep Smith ini, Mandar sebagai suatu kelompok dominan tidak memiliki
kemampuan penguasaan terhadap wilayah dan kelompoknya sendiri, identitasnya seolah terlebur
dengan adanya heterogenitas etnik di wilayahnya. Kondisi ini mengurangi kedinan etniknya ditambah
dominasi etnik Bugis dalam wilayah Sulawesi Selatan. Posisi terpinggirkan dikukuhkan dengan
menggulirkan wacana Kkejayaan kerajaan Mandar sebagai wujud etnik yang memiliki pengaruh besar
melalui tahap-tahap perjuangan yang hingga era reformasi tetap diteruskan.
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provinsi. QOleh karena itu, disertasi ini akan membidik penelitian tentang
etnisitas terutama pada interaksi antaretnik yang dikonstruksi untuk
menemukan (baca: menghadirkan) kembali identitas, dengan fokus pada
etnik Mandar.

Ruang lingkup studi ini adalah politik lokal dengan latar komunitas
etnik Mandar yang menginginkan pembentukan provinsi. Kecendrungan
komunitas ini mendorong masyarakat Mandar melakukan gerakan ke arah
perubahan dan berusaha mendapatkan hak kesejarahan etnik, di mana hak
tersebut menjadi bagian penting konstruksi identitas. Dalam hal ini. identitas
etnik sangat penting untuk dikembalikan pada posisi sebenarnya, dengan
tetap memegang nilai budaya ke-Mandaran. Fenomena etnisitas ini semakin
menguat ketika reaksi itu dimobilisasi oleh kelompok elite dan sebagai satu
kekuatan group tertentu. Kekuatan tersebut tergabung dalam paguyuban
forum Sipamandar, yang anggotanya merupakan gabungan antara elit
intelektual dan elit tradisional.

Gabungan elit tersebut, mempelopori pembentukan Komite Aksi
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAPP-SULBAR) pada tangal 9
september 1988 di Makassar. Komite ini terlahir dari hasil formatur lima yang
dibentuk oleh forum Sipamandar, yaitu Husni Jamaluddin, Ma’mun
Hasanuddin, H. Maksum Dai (Mamuju), H. Borahima (Polmas), dan Rahmat
Hasanuddin (Majene). Hasil formatur ini kemudian menunjuk Rahmat

Hasanuddin sebagai ketua Umum KAPP-Sulbar dan Drs. Naharuddin
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sebagai sekjen. Keduanya kemudian diserahi tugas untuk membentuk
kelompok kerja di masing-masing kabupaten, di mana ketuanya juga
merupakan anggota forum Sipamandar.

Pengupayaan identitas Mandar yang dilakukan oleh KAPP-Sulbar,
merupakan rangkaian dari tahap yang kelima, sebelumnya, fenomena seperti
ini telah melewati perjalanan panjang dari tahap ke tahap. Tahap awal terjadi
bulan agustus 1945 yang di pelopori oleh pejuang gerakan di daerah Mandar.
Tahap kedua, agustus 1948 pada masa pemerintahan Negara Indonesia
Timur. Tahap ketiga tahun 1950 saat itu terjadi pemberontakan Kahar
Muzakkar dan wilayah Mandar juga terimbas, terisolasi dari pemerintahan
provinsi dan pusat. Tahap keempat tahun 1966 dimulai sejak runtuhnya Orde
lama di mana gerakan sosial ini telah melibatkan para mahasiswa, terakhir
tahap kelima tahun 1998, zaman reformasi yang ditandai dengan terbukanya
aspirasi yang menuntut perubahan politik dan pemerintahan, salah satunya
adalah pemekaran wilayah.

Dalam perkembangannya, konstruksi identitas Mandar, diilhami dari
elemen-elemen budaya'®, yaitu sistem nilai budaya yang terlahir dan berlaku

dalam kerajaan Mandar Balanipa 1. Sistem nilai tersebut mencakup dua hal

10 Elemen tersebut seakan hilang bersamaan dengan pemecahan kerajaan Mandar oleh
Belanda dalam tiga kabupaten. Sehingga menurut Sejarahwan Darmawan Mas'ud (Wawancara, 5
November 2004), identitas Mandar dapat dikatakan sebagai identitas baru. Hai ini disebabkan karena
banyaknya kepentingan rakyat tidak terakomodasi, tertinggal (ada rentang kendali) antara kepentingan
pemerintah dan rakyat, terbukti bahwa semakin ke Mamuju rentang kendali itu makin tinggi. Kondisi ini
kemudian dicoba untuk dikembalikan dalam gabungan Mandar, dengan dikukuhkannya kembali
identitas Mandar seperti pada abad 18.
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penting, yaitu: (1) maasayanni pa’banua (kecintaan pada orang Mandar),
bahwa segala sesuatu diperuntukkan demi kemaslahatan masyarakat, dan
(2) maasayanni lita’ (kecintaan pada tanah/negeri), yaitu menyelamatkan fita’
(negeri) dari ancaman luar. Kedua kecintaan tersebut merupakan simbol
sebagai Mandar malab’bi, sebuah stigmatisasi yang harus dimiliki sebagai
sosok seorang Mandar dalam kehidupannya.

Pengangkatan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal ini dapat bersifat
propaganda jika tidak memperdulikan hak-hak masyarakat lain, tegasnya,
walaupun peningkatan kepercayaan diri di daerah sangat penting sebagai
sarana membangun partisipasi masyarakat, kemungkinan pemahaman
etnosentrisme menjadi perhatian. Dalam wacana provinsi baru keinginan
untuk mandiri menjadi alasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun secara pribadi, tokoh dan rakyat Mandar mengakui adanya alasan
etnik, akan tetapi hal itu tidak dikumadangkan dan dibungkus rapi dengan
alasan otonomi.

Etnik Mandar merasa tertimbun di bawah etnik Bugis dan Makassar,
sehingga sejarah, kebudayaan serta sifat Mandar sudah agak memudar.
Etnik Bugis, Makassar, dan Toraja sudah terkenal di Sulawesi Selatan, tetapi
etnik Mandar sering dianggap hanya sebagai sebuah sub-group dari
kelompok orang Bugis. Walaupun kebudayaan etnik dan identitas lokal
sempat diperkuat oleh pembentukan provinst yang baru, kemuncuian

ketegangan etnik yang terencana di dalam wilayah Sulawesi Selatan sengaja

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dihindari. Karena itu, nama Mandar tidak terpilih sebagai nama provinsi baru,
dan Sulawesi Barat dianggap lebih layak di wilayah yang sudah didiami oleh
berbagai etnik, baik dari Sulawesi Selatan maupun di luar pulau itu (Danial,
2001), dan Mandar sendiri akan menjadi nama ibukota provinsi Sulawesi
Barat.

Upaya untuk menjelaskan fenomena di atas, secara teoritik menarik
untuk dikaji. Dalam iimu sosial, fenomena seperti ini dikategorikan dalam
studi politk identitas khususnya pada identitas etnik (Bradley, 1997;
Haralambos, 2001: 929). Studi politik identitas etnik mengedepankan prilaku
dan tindakan bermakna etnisitas mulai dari struktur tubuh, nama, bahasa,
sejarah, asal-usul, kepercayaan, dan kebangsaan. Elemen tersebut yang
memegang peranan dalam proses interaksi sosial dan politik. Dalam proses
identifikasi etnik yang dicermati adalah kepentingan kelompok untuk
menjaga, mengamankan (securitisation) identitas mereka agar tetap eksis.
Artinya etnisitas menjadi sumber kebertahanan suatu identitas.

Perdebatan teori etnisitas dikelompokkan dalam tiga perspektif ( Hale,
2004: 459; Kuper dan Kuper, 2000: 309; Mathias Koenig, 1999), vaitu
primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Pertama, perspektif
primodialisme memandang bahwa kelompok etnik berakar pada kesadaran
kultural yang diperoleh dari bekerjanya institusi paling dasar seperti keluarga,
agama, bahasa, kewilayahan, kebudayaan dan organisasi sosial yang

disadan secara objek sebagai hal yang “given” yang diwariskan secara turun
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temurun. Dalam hal ini, etnisitas berkembang sebagai lanjutan dari suatu
kelompok etnik melalui self contained process.

Kedua, perspektif konstruktivis, dalam perspektif ini suatu identitas
etnik dikonstruksi, diciptakan secara aktif, dipelihara, diberi penguatan oleh
individu dan kelompok untuk memperoleh akses sosial dan politik. Mereka
terlibat dalam politk dengan membangun simbol-simbol etnik yang
didasarkan atas alasan praktis sebagai sarana efektif untuk menimbulkan
dukungan emosional dari segenap pihak.

Ketiga, perspektif instrumentalis lebih menaruh perhatian pada proses
manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok sosial disusun atas
dasar etnisitas. Perspektif ini memandang etnisitas sebagai sesuatu yang
membantu individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini
terjadi pada kelompok minoritas yang berada pada posisi extremely poor
dan/atau powerless sehingga membutuhkan kekuatan untuk promosi yang
lebih tinggi. Dalam arti bahwa etnisitas merupakan respon atas perlakuan
yang pilih kasih.

Mengikuti penjelasan perdebatan teori etnisitas, maka penulis
meneguhkan perspektif konstruktivis, terutama dalam melihat fenomena yang
akan diteliti. Disertasi ini merupakan hasil penelitian yang dikategorikan
dalam kelompok konstruktivis, memandang etnisitas sebagai ekspresi
perasaan yang dibangkitkan untuk mempertahankan kedirian etniknya,

sehingga dalam hal ini, etnik berfungsi sebagai pemisah dan pembeda
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dengan yang lain atau sebagai pengikat dalam satu komunitas etnik, dengan
maksud agar identitasnya dapat dikenali dan dihargai. .

Beberapa studi tentang identitas dan politik etnik menjadi bahan
perbandingan untuk memperkaya perspektif ini, antara lain karya dari
Elizabeth Morrel yang berjudul Ethnicity, Art and Politics Away from the
Indonesia Centre (2000)"". Kajiannya memaparkan ikiim instabilitas pada ‘
konflik sosial dan ketidakadilan yang diekspresikan. Morrel melihat seniman
sebagai satu komunitas yang terkemuka dalam mengartikulasikan kepedulian
pemerintah pada masyarakat. Saat masyarakat mempertanyakan kedudukan
ideologi, banyak di antara seniman menempatkan dirinya di garis depan
untuk mewujudkan rekonsiliasi etnik dan agama. Didasarkan atas
kekecewaan dan ketidakadilan yang berkepanjangan, serta frustasi dengan
ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan situasi tersebut. Para
pekerja seni mengadopsi sebuah pendekatan kultural untuk memunculkan

tanggung jawab sosial.

' Berbeda dengan Morell yang melihat aktivitas seniman secara keseluruhan. Peter Wade
meneliti lain, dalam karyanya yang berjudul Music and Formation Black identity in Columbia (2002)
menyoroti  penegasan akan pembentukan identitas hitam dengan jalan musik. Di Amerika masih
terdapat tekanan dan pengerahan politik terhadap kelompok masyarakat, sehingga untuk
mengungkapkan hal ini maka Wade menguraikan musik dan tarian merupakan patokan dasar dalam
pemahaman rasisme dan formasi identitas rasial. {a membantah bahwa orang-orang hitam
menggambarkan bakatnya terhadap musik untuk mereka sendiri secara eksklusif maupun unik. Mereka
mendukung baik jaringan fokal maupun jaringan musik global, akan tetapi tetap menyatakan sebagai
suatu identitas hitam dalam konteks waktu tertentu.

Gustiana A Kambo
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Konstruksi identitas berdasarkan organisasi,'” Benjamin Marquez
menelorkan karyanya berjudul; Choosing Sides: Constructing identities in
Mexican-American  social movement organizations (2001) Marquez
menawarkan bingkai konseptual dalam memahami proses formasi dalam
suatu organisasi gerakan sosial minoritas. la mencoba mengembangkan
suatu model formasi identitas yang diciptakan oleh Mexican-American
organisasi yang menitikberatkan pada pemusatan atas penafsiran untuk
menggabung tiga wacana yang berbeda yaitu: diskriminasi rasial, kultur dan
kerugian ekonomi hegemoni.

Penelitian yang menyoroti permasalahan lokal tentang identitas etnik
yang menimbulkan konflik antara lain dilakukan oleh Cathy A. Hoshour yang
berjudul Reseftlement and Politicization of Ethnicity in Indonesia (2001).
Penelitian ini memusatkan perhatian pada persoalan implikasi pemukiman
skala besar mengenai negosiasi identitas, perbedaan dan lokalitas politik.
Secara khusus persoalan yang dikaji adalah peran alokasi nilai dalam negara

yang dipolitisasi melalui kategori identitas etnis. Akibatnya setiap perhatian

12 penelitian bertema konstruksi identitas dari organisasi oleh Syamsuddin Haris (Peneliti
Puslitbang dan Kewilayahan LIPI), Analisis CSIS 1993-3 yang berjudul: Polfitik Isiam PPP dan Pemilu
1992 Pequangan Mencan atau Mempertahankan Identitas. Ditemukan bahwa kebutuhan akan pertunya
identitas yang lebih jelas bagi PPP di masa depan, {ampaknya merupakan tuntutan yang tidak dapat
ditawar-tawar lagi. Hasil Pemilu memperiihatkan makin kompleksnya persoalan yang dihadapi PPP, jika
masalah identias tidak kunjung bisa dirumuskan oleh elit partai. Disamping itu, PPP tampaknya tidak
mungkin lagi mengandalkan dukungan para pemilih tradisional, bukan hanya karena populasi mereka
makin berkurang, tetapi juga “menggoda” partai ini untuk memanfaatkan kembali ikatan-ikatan yang
bersifat sectarian dan primordial. Akibatnya, identitas baru tidak kunjung “diternukan™.Apabila proses
“nencarian” identitas baru belum berakhir, maka selama itu puta PPP akan tampil konservatif dan
akomodatif terhadap pemerintah. Mengapa? Karena pitihan sikap dan tingkah laku semacam itu cukup
“aman” bagi partai yang tengah mengalami perubahan cukup mendasar.
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pada proses yang terletak antara perubahan yang terencana dan hasii-hasil
nyata berdasarkan studi lokal yang mendalam terhadap satu daerah
transmigrasi. Konflik etnis merupakan saiah satu implikasi yang ditimbulkan
atas pelaksanaan pembangunan ekonomi. integrasi nasional yang
ditaksanakan pemerintah, dilakukan melalui transmigrasi yang didasarkan
atas kategori identitas etnis.

Hasil penelitian yang diangkat oleh Riwanto Tirtosudarmo mengupas
persoalan etnisitas dari Kalimantan dengan fokus pada Migrasi dan Konfiik
Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
(2002).13 Penelitian ini melihat pada hubungan antara demografi, khususnya
mobilitas penduduk atau migrasi dengan konfiik. Hal itu merupakan sebuah
persoalan yang masih harus dikaji secara sistematis. Rangkaian konflik yang
terjadi di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan indikasi kuatnya
hubungan diantara keduanya. Apa yangd disaksikan dalam lima tahun terakhir
seolah-olah menegaskan bahwa akumulasi konfrontasi antara migran dan
nonmigran yang di daerah-daerah meletus menjadi konflik etnis yang bersifat

terbuka, sejalan dengan euphoria desentralisasi dan otonomi daerah.

13 Masalah seperti ini juga disoroti oleh Parsudi Suparian dalam jurnal Antropologi Indonesia;
62,2000 dengan judul Etnicity and Nationality among The Sakai: The Transformation of an isolated
Group inte a Part of Indonesian Society. Kesukubangsaan dari Orang Sakai diwujudkan sebagai
tanggapan terhadap struktur kekuasaan. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan orang
Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayan serta atribut-atribut etnik untuk identitas dir,
perolehan posisi dan perolehan sumber daya dalam hubungan sosial dan antaretnis. Dua kasus
program pemukKiman orang Sakai di Muara Basung dan Sialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan
struktur kekuasaan yang berbeda bagi orang Sakai. Kedua program mengalami kegagalan.Tetapi,
melalui pengalaman dikedua pemukiman tersebut, orang Sakai mendefenisikan ulang kesukubangsaan
sebagai identitas baru.
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Fenomena itu menguatkan solidaritas etnis yang mendapatkan saluran baru
dan di masa depan akan semakin memperkuat politik etnik.

Dalam memperkuat politik etnik, penelitian yang dilakukan Snyder
(2000) dan Stockwell (2000) menggunakan simbol-simbo! etnik. Simbol
tersebut digunakan menjadi alasan praktis sebagai sarana efektif untuk
menimbulkan dukungan emosional. Kedua pakar itu menekankan peran elite
dalam mengkonstruksi identitas etnik melalui mobilisasi politik dan sumber
daya ekonomi, Artinya dalam kompetisi untuk memperebutkan posisi,
etnisitas itu direalisasikan oleh elite-elite politik untuk mengklaim suatu posisi
dan keuntungan tertentu (Bell dalam Glazer dan Moynihan, 197: 168-169).

Mengikuti pandangan Bradley (1997, 137), menyebutkan bahwa
konstruksi identitas dapat diakibatkan oleh empat aspek, yaitu; kelas, gender,
usia dan ras (etnik). Menururnya keempat aspek tersebut terkadang
mengakibatkan separatisme dan bahkan konflik yang muncul secara inheren
pada suatu komunitas tertentu. Hal itu diasumsikan demikian, karena ke
empat aspek tersebut menjadi alat pembeda dari setiap identitas, etnik
merupakan sumber penting identitas dalam masyarakat dari pada dalam
kelas. Dalam hal ini, identitas dapat memproduksi kesadaran aktif politik dari
kelompok etnik. Etnik sebagai sumber identitas bergantung pada bagaimana
pemanfaatannya secara politis untuk mengerahkan kelompok dan
menyediakan ruang kesadaran atas kepemilikan etnik dan sejarah. Dengan

demikian, Bradley mendukung bahwa untuk mendapatkan kepemilikan etnik
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dapat digunakan berbagai cara baik dengan mengunakan simbol-simbol
etnik tertentu atau dengan memperkenalkan petanda etnik baru sebagai
identitas.

Hasil penelitian di atas memperkaya khasanah konstruksi identitas,
pada kenyataannya terdapat aspek lain sebagai sumber identitas, misalnya
seni dan musik ataupun organisasi yang akhirmya juga mengasumsikan
bahwa identitas menjadi salah satu penyebab timbuinya konflik. Adapun
upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku konstruksi, baik secara damai
dengan melibatkan negosiasi atau bahkan iebih keras dengan melibatkan
pertentangan dan pertikaian, semuanya adalah bagian dari upaya untuk
menjaga dan mempertahankan identitasnya. Berikut disertakan risalah

singkat yang memuat beberapa hasil penelitian terdahulu.
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Tabel 1

]
(W]

Peta Penelitian Terdahulu Tentang Identitas

2000

Peter Wade, 2002

Benyamin Marquez,
2001

Cathy A Hoshour,
2001

Riwanto
Tirtosudarmao, 2002

Politics Away from the
indonesia Centre

Music and Formation
Black Identity in
Columbia

Choosing Sides:
Constructing  Identities
in  Mexican-American
Sacial Movement
Organizations

Resettlement and
Politicization of Ethnicity
in Indonesia

Konflik Etnik: Belajar
darn konflik di
Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah,

Peneliti/Penuiis, Judut Temuan
Tahun
Elizabeth  Morrel, | Ethnicity, At and | Seniman sebagai satu komunitas

menempatkan dirinya digaris depan
untuk mewujudkan rekonsialiasi etnik
dan agama. Pekerja seni ini mengdopsi
pendekatan cultural yang diekspresikan
secara kreatif untuk memunculkan
identitas dirinya sebagai tanggung jawab
sosial.

Memanfatkan musik dan tarian sebagai
penegasan akan pembentukan identitas
hitam. Di Columbia masih ada tekanan
dan pengerahan politik terhadap
ketompok masyarakat sehingga musik
dan tarian merupakan patokan dasar
pemahaman rasisme dan formasi
identitas rasial.

Pemahaman proses formasi di dalam
suatu  organisasi gerakan  sosial
minoritas. Organisasi ini
mengembangkan suatu model formasi
identitas yang diciptakan oleh Mexican-
American organisasi yang
menitikberatkan pada pemusatan atas
penafsiran untuk menggabungkan tiga
wacana yang berbeda yaitu: diskriminasi
rasial, kultur dan kerugian ekonomi
hegemoni.

Fokusnya pada implikasi pemukiman
terkait masalah negosiasi identitas dan
lokalitas  tradisional. Usaha untuk
meningkatkan kesatuan nasional dan
identitas nasiinal dapat hancur jika
alokasi nilai didasarkan atas kategori
etnik.

Fokusnya melihat pada hubungan antar
demografi, khususnya mabilitas
penduduk migrasi dan konflik. Akumulasi
konfrontasi antara migran dan nonmigran

[ D1}
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Parsudi
2000

Suparian,

Robert  Stockwell,
2000

Ethnicity and Nationality
among The Sakai. The
Transformation of an
Isolated Group Into a
Part of Indonesian
Society.

Democracy and Ethnic
Conflict: A comparative
Analysis of Fiji, Guyana,
Mauritias and Trinidad

yang menimbulkan  konflik  etnik.
Fenomena ini menguatkan solidaritas
etnik yang akhirnya akan memperkuat
politik etnik.

Kesukubangsaan Orang Sakai
merupakan resistensi struktur kekuasaan
dengan menunjukkan potensinya dalam
memanipulasi simbol-simbol kebudayan
serta atribut-atribut etnik untuk identitas
diri, perolehan posisi dan perolehan
sumber daya dalam hubungan sosial
antaretnis. Program pemukiman di
Muara Basung dan Sialang Rimbun
menunjukkan orang Sakai
mendefenisikan ulang kesukubangsaan
sebagai identitas baru.

Dalam proses demokratisasi di Guyana,
Elite memainkan kartu etnik dengan
ditandai mengakomodasi  penonjolan
atas simboi-simbol etnik, yang kemudian
mengakomodasi dan mengkonstruksi
rezim.

Dalam disertasi ini, penulis menyoroti bagaimana identitas sebagai

sebuah konstruksi sosial itu dipahami secara teoretik sebagai sebuah proses

sosial

dan politik yang mempertemukan penafsiran subjektif dan

intersubjektif dalam kerangka yang tidak terpisah dengan beroperasinya

seluruh kompleksitas ideologi yang berbasiskan identitas, ras, agama, kias,

gender, lokalitas, nasionalitas dan globalitas (Cohen and Kennedy, 2000;

Alcoff and Mendieta, 2003).
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C. Perumusan Masalah

Dari uraian yang lebih awal dalam disertasi ini, sangat jelas terlihat
bahwa identitas adalah sebuah konstruksi sosial yang didalamnya melibatkan
proses formasi dan transformasi yang tidak terpisah dari praktik sosial yang
sangat erat dengan struktur dan relasi kekuasaan yang beroperasi melalui
politik perbedaan, divisi sosial, dan ketidaksetaraan. Berpijak dari
argumentasi itu, disertasi ini mengajukan dua pertanyaan pokok:

1. Bagaimanakah kelompok etnik Mandar mengkonstruksi identitas
mereka? Apa sajakah yang menjadi elemen penting dari identitas etnik
Mandar, dan bagaimanakah identitas itu penting bagi mereka secara
politik dan sosial?

2. Betfulkah formasi identitas etnik Mandar merupakan sebuah project
identity yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan provinsi

Sulawesi Barat?
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarmnya memiliki tujuan untuk memperolah
pengetahuan berupa pemahaman mengenai konstruksi identitas etnik di
tingkat lokal, yaitu:

1. Pemahaman masyarakat Mandar akan identitasnya sebagai orang
Mandar (elemen-elemen penting yang menjadi sumber identitasnya,
dan mengapa identitas menjadi sangat penting bagi kelompoknya
secara politik dan sosial).

2. Selain itu disertasi ini juga mengungkapkan bahwa formasi identitas
etnik Mandar merupakan sebuah project identity yang tidak

terpisahkan dengan proses pembentukan provinsi Sulawesi Barat.

2. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan ini akan diuraikan dua aspek. Pertama, manfaat
teoritis. Kedua, manfaat praktis. Kedua aspek ini akan diuraikan lebih lanjut.

2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran
dalam bidang politik lokal khususnya kajian politik perbedaan atau politik
identitas. Dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk
memperkaya pemahaman intelektual penulis akan konseptualisasi identitas

etnik, karena etnik menjadi kajian yang sentral dalam analisis perbedaaan.
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Dalam penelitian ini lebih mengedepankan pemahaman terhadap
konstruksi identitas etnik lewat perspektif konstruksitivis etnisitas dan
interaksi simbolik. Menurut perspektif ini, identitas etnik dapat dikonstruksi
untuk dapat direspon dalam lingkungan sendiri atau lingkungan luar.
Tindakan konstruksi tersebut melibatkan individu dan kelompok sebagai
realitas sosial yang membentuknya.

Berangkat dari pemikiran teoritik konstruktivis dalam melihat
konstruksi identitas etnik Mandar, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat
menyumbangkan pemikiran dalam bidang ilmu sosial kajian politik identitas.
Karena politik identitas perkembangannya dewasa ini lebih banyak
menampilkan diri dalam wacana politik kebudayaan yang memunculkan
gerakan baru yakni postmodern.

2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memahami tindakan
dari pelaku konstruksi identitas Mandar dalam menegosiasikan identitasnya
di wilayah sendiri bahkan di wilayah Sulawesi Selatan. Dengan demikian,
hasil penelitan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan
informasi data yang valid kepada pemerintah untuk dapat merumuskan
kebijakan yang berkaitan dengan dominasi etnik dan marginalisasi etnik di

wilayah negara kita yang sangat multikuitur.
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E. Kerangka Konseptual Teoritik

Dalam kerangka konseptual teoritik, penulis memaparkan teori yang
dianggap relevan dalam membantu melakukan penelitian maupun datam
menganalisis dan memberi makna terhadap fenomena yang terjadi. Adapun
konseptualisasi key words terdiri darii etnisitas, identitas dan elite.
Konseptulisasi itu dijabarkan dalam etnisitas dan  pendekatan dalam
memahami efnisitas. Selanjutnya diikuti dengan konsep identitas, politik
identitas dan formasi identitas serta politik elite dalam formasi identitas.
Bagian akhir dari kerangka konseptual teoritik ini dikemukakan teori interaksi
simbolik dalam pandangan Herbert Blumer. Sebelum menjelaskan konsep

dan teori tersebut, terlebih dahulu dikemukakan perspektif dalam disertasi ini.

1. Perspektif Teoretis

Disertasi ini merujuk pada perspektif konstruksitivis dalam menyoroti
masalah identitas etnik Mandar. Penulis akan menjawab pertanyaan
mendasar dalam kajian identitas yaitu: Mengapa identitas sangat penting
bagi individu? Dalam hatl ini, penulis akan menjawab dengan menggunakan
beberapa konseptualisasi untuk mendekati permasalahaan penelitian.
Konseptualisasi diawali dengan penentuan perspektif teori kemudian
memaparkan teori-teori yang dianggap relevan mewakili kajian ini.

Perspektif konstruktivis dalam penjelasan ontology menyebutkan

bahwa realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu.
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Akan tetapi kebenaran realitas sosial bersifat nisbi (tidak tetap), yang berlaku
sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial (Hidayat,
1999;39). Dalam perspektif ini, individu bukaniah entitas yang ditentukan
oleh realitas sosial di luar dirinya, tetapi agen kreatif yang memproduksi
sekaligus mereproduksi serta mengkonstruksi dunia sosialnya. Sebagai
agen kreatif, manusia dalam menghadapi fakta tidak hanya melakukan
konstruksi tetapi juga dekonstruksi dan rekonstruksi. Selain itu melakukan
recognition dan refleksi berdasarkan pengalaman, prerequisite, serta konteks
sewaktu menghadapi realitas tertentu.

Realitas sosial dinyatakan sebagai konstruksi manusia, dan sebaliknya
manusia, kebiasaannya, tindakan dan prilaku serta pemikirannya dibentuk
oleh faktor-faktor sosial (Collin, 1997:65). Berger dan Luckman menyatakan
bahwa masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah realitas
objektif.  Manusia adalah produk masyarakat (Berger dan Luckman,
1990;80). Dengan demikian, realitas sosial adalah ciptaan manusia kreatif
melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya.
Realitas sosial itu “ada” dilihat dari subjektivitas “ada” itu sendiri dan dunia
objektif di sekeliling realitas sosial. Individu tidak hanya dilihat sebagai
“kedirian™nya (dirinya sendiri), tetapi juga dilihat darimana “kedirian” itu
berada, bagaimana ia menerima dan mengaktualisasi dirinya serta

bagaimana pula lingkungan menerimanya. Artinya bahwa manusia dapat
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mereproduksi aktivitas yang diniatkan dalam segala prilakunya termasuk
dalam pembentukan identitasnya

Untuk mengkaiji identitas etnik, Henry Hale (2004: 459-463)
menawarkan dua perspektif yaitu primordialis dan konstruktivis (dalam hal ini
instrumentalis digabung menjadi satu bagian dengan konstruktivis).
Perspektif primordialisme menurut Hale merupakan gambaran tentang
kelompok etnik. Dalam hal ini ia menyamakan dengan “dinding” (pembatas)
dari suatu masyarakat. Melalui pemahaman itu, Hale melihat ada batasan-
batasan tertentu dari suatu kelompok etnik dan dapat diidentifikasi melalui
ciri tertentu yaitu kultur, tradisi, sejarah, ciri fisik, daftar lagu-lagu, bahasa,
agama dan lain-lain.

Hale berpandangan bahwa suatu kelompok etnik adalah suatu
kekerabatan yang diperluas dari beberapa ciri tertentu tersebut. Ciri itu tidak
berubah dan cenderung konsisten di dalam kelompok. Hubungan di
dalamnya menjadi sesuatu yang penting guna menjaga kesatuan dan
kebertahanan kelompok etnik secara bersama-sama dan menembusnya
lewat motif kekuasaan.

Pandangan primordialisme ini setidaknya memiliki kelemahan. Hal ini
disebabkan karena primordialisme mengandung dua unsur yang
memudahkan terjadinya konflik identitas etnik, yaitu (1) adanya pandangan
kerterikatan yang kuat terhadap kelompoknya yang menimbulkan sentimen

etnik yang tinggi sehingga sulit untuk berinteraksi dengan kelompok lain
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(Triyono, 2003:27: Rothschild, 1981:29). (2) kompetisi dalam bidang poiitik,
ekonomi, sosial dan budaya mendorong menguatnya identitas dan emotional
appeal dari suatu kelompok etnik

Perspektif konstruktivis yang dijelaskan Hale memandang bahwa suatu
kelompok etnik tatanannya tidak terstruktur dengan baik. Dia menyamakan
kelompok etnik dengan “dinding batu”. Hal ini berangkat dari ide pemikiran
dari Barth yang dikutip oleh Hale, (2004; 461) yang membantah adanya corak
khas dari suatu kelompok etnik. Disebutkannya, corak dari suatu kelompok
etnik bukaniah elemen budaya tertentu atau kekerabatan yang
membedakannya dari kelompok yang lain, tetapi semata-mata merupakan
batasan yang dirasakan dan yang beriaku. Kriteria anggota kelompok
bertujuan pada pengupayaan perubahan setiap waktu dari anggota yang
datang dan pergi serta pembangunan tradisi baru dan jalan hidupnya, namun
anggota kelompok tersebut, tetap bertahan dalam struktur kehidupan sosial.

Mengikuti penjelasan perspektif konstruktivis Hale, maka etnisitas
dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak tetap, pragmatis, oportunistik,
dan dibentuk oleh orang-orang tertentu. Akibatnya aktor-aktor yang aktif
dalam suatu hubungan dan kebudayaan tidak hanya diterima begitu saja
tetapi juga mengkonstruksinya ke dalam dunia sosial mereka sesuai dengan
alam pikiran, norma, estetika, dan simbol-simbol kebudayaan (Delanty dalam

Ritzer dan Smart, 2001:472).
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Perspektif konstrutivis, kontras dengan primordialisme. Dalam
penerapan, terutama yang terkait dengan identitas dapat dilakukan dengan
cara mengobservasi keanggotaan dalam kelompok sosial, kemudian
membandingkan dengan kultur luar. Hal itu diperiukan sebagai upaya untuk
agregasi kesadaran kelompok sehingga mempunyai relevansi dengan
ideologi dan politik. Dalam hal ini konstruksi identitas etnik dapat dijelaskan
sebagai upaya respon dari tekanan situasi kelompok dominan, respon
terhadap perlakuan pilih kasih, dan juga upaya defensif dari suatu kelompok.
Berdasarkan pandangan ini, maka proses konstruksi sosial selalu dikaitkan
dengan keterlibatan anggota komunitas kelompok dan elite (Ashley,
1998,259). Persepsi "kami” menjadi pembeda dengan kelompok lain tetapi
menjadi pengikat dengan kelompoknya sendiri.

Dalam pandangan konstruktivis, etnisitas merupakan upaya dari
kelompok elite untuk merespon, memiliki sikap pragmatis, dan merasionalkan
lingkungan. Etnisitas dipandang sebagai sesuatu yang tidak alamiah.
Etnisitas dijadikan sebagai sumber politik dan sebagai sarana untuk kohesi
seseorang agar dipromosikan untuk memfasilitasi artikulasi politik dari
kepentingan individu dan kelompok. Hasilnya adalah suatu arena politk
tawar-menawar dalam situasi piural, atau bisa jadi bahwa politik suatu arena
konflik bagi elite politik (Brown, 1998 xvi). Dengan demikian, etnisitas
adalah sesuatu yang manipulated dan construction. Alasannya, karena

etnisitas bukan sesuatu yang diakibatkan oleh pembawaan turun temurun
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dan fisik saja, melainkan karena adanya konstruksi yang dilakukan oleh
kelompok tertentu terhadap kelompok lain secara intersubjektif (Feagen &
Feagen, 1996:2). Dengan demikian, pemahaman elite tehadap etnik adalah
sesuatu yang sengaja diciptakan atau dibangkitkan (baca: konstruksi). Hal ini
menjadi sesuatu yang mudah karena dalam masyarakat plural, isu etnik
menjadi penting.

Terkait dengan perspektif konstruktivis, dalam pemikiran politik
identitas, disertasi ini merujuk dalam pemikiran Bradley (1997), Castell (2004)
dan Porta (2004). Pemikiran ketiga teoritis sosial ini pada dasarnya
mengedepankan asumsi bahwa identitas mengikutsertakan berbagai
pemahaman individu (subjektif dan inter-subjektif) dan kelompok terhadap
konteks yang melingkupinya sebagai proses dan praktik sosial. Pada satu
sisi, identitas terkonstruksi atas ‘pemahaman ketertindasan dan marginalisasi
yang dilakukan oleh kelompok dominan (biasanya moyoritas) terhadap
kelompok minoritas. Dalam pemahaman demikian menunjukkan adanya
makna "pembeda’ antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Pada
sisi lain, identitas memproduksi kesadaran aktif politik dari kelompok etnik
yang biasanya melibatkan mobilisasi dan manipulasi kolektif. Tindakan
kolektif tersebut mencerminkan identitas tandingan kelompok marginal untuk
membangun transformasi identitas demi perubahan kelompoknya. Dalam

pemahaman tersebut, tindakan kolektif menterjemahkan makna integrasi dan
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"pengikat” sesama komunitas (baca: kelompok yang ingin lepas dari
ketertindasan)

Untuk menganalisis konstruksi identitas etnik Mandar, penulis juga
mengaitkannya dengan perspektif interaksi simbolik, dengan alasan
perspektif ini berada tataran konstruksionisme. Berangkat dari pemikiran
Weber dan Simmel (dalam Walter, 2000:7) sebagai kaum konstruksionis
menyatakan dengan tegas bahwa perilaku manusia secara fundamental
berbeda dari prilaku objek yang alaminya. Manusia selalu menjadi agen
dalam konstruksi realitas sosial yang aktif -cara mereka bertindak tergantung
pada bagaimana mereka memahami atau memberi makna kepada prilaku
mereka- manusia harus mampu menginterpretasi. Dalam menginterpretasi,
yang terpenting dilakukan oleh manusia sebagai subyektif atau individualistik.

Interaksi simbolik dibangun dari premis bahwa individu menentukan
lingkungan mereka sendiri, dalam pengambilan peran (taking the role of the
order) tindakan yang dilakukan mendapat respon dari orang {ain. Dalam hal
ini tindakannya bertujuan untuk memenuhi tuntutan tertentu yang bersifat
sosial, politik, ekonomi dan sebagainya (Mead, 1934, Rose, 1962, Blumer,
1969, Felson, 1981). Pemenuhan tuntutan tertentu dapat dikonstruksi oleh
individu dan kelompok melalui penciptaan secara aktif, dipelihara dalam
lingkungannya sendiri atau dalam lingkungan dengan orang lain atau bahkan

mungkin melalui proses manipulasi dan mobilisasi.
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Alasan yang mendasari tindakan untuk mengkonstruksi identitas etnik
dapat ditetusuri oleh perspektif pemikiran di atas. Dalam disertasi ini, penulis
mencermati ranah kesadaran etnik Mandar yang dikonstruksi sebagai
ekspersi perasaan yang dibangkitkan untuk mempertahankan kedirian

etniknya sebagai kesadaran identitas.

2. Etnisitas, ldentitas, dan Elite

2. 1. Konseptualisasi Etnisitas

Kajian etnik dan etnisitas awalnya mengupas tentang sekelompok
manusia yang mempunyai kebudayaan sama, lalu berkembang seiring
perubahan menuju ke ranah politik. Menurut Eriksen (1993: 10), etnisitas
berasal dari bahasa Yunani ethnos (ethnikos), yang berarti tidak beragama.
Etnik digunakan oleh orang-orang Eropa untuk menyebut orang suku aborigin
barat sebagai masyarakat yang belum beradap dan beragama
(Haralambos,2000: 222). Sedangkan di Inggris sampai pada pertengahan
abad 19, etnik digunakan sebagai alternatif dari ras.

Bagaimanapun pemyataan ilmuwan sosiologi dan antropologi,
kelompok etnik biasanya difihat sebagai perbedaan budaya daripada fisik.
Selanjutnya, dengan menarik konsepsi dasarnya, maka ilmuwan sosial
mempunyai sudut pandang berbeda tentang etnisitas. Perbedaan terlihat
dalam pengkategorian fungsi, ciri, dan syarat kemunculan etnisitas. Kajian

aspek sosial politik tentang etnik disebut dengan etnisitas {Bahar,1995:139).
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limuwan sosial menyetujui bahwa etnisitas merupakan fenomena yang
penting dalam kajian politik. Awalnya melakukan pemahaman terhadap
keberadaan suatu etnik. Etnik memiliki kajian yang mendalam dalam
perkembangannya. Misalnya, etnik dikembangkan atas dasar perasaan
memiliki dalam suatu ikatan kelompok (Connor,1993: Horowitz,1985;
Shill,1957), etnik sebagai sebuah jaringan simbol-simbol signifikan (Geerte,
1867, 1973: Smith,2000), etnik terbuat atas pilihan kehidupan kelompok
yang disebut sebagai konstruksi sosial (Anderson, 1991: Bart, 1996: Royce,
1982).

Dalam kajian psikologi, seseorang dikategorikan sebagai suatu etnik
jika (&) secara mental seseorang bersiap untuk berkorban demi kepentingan
etniknya, atau (b} seseorang rela bergabung dalam suatu kelompok etnik
yang dianggap cocok dan dapat dipercaya oleh anggota kelompok etnik yang
lain (Hogg & Mullin dalam E.Hale, 2004: 473).

Kategori ini memunculkan pertanyaan, apa saja yang dapat
digolongkan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai etnik tertentu.
Horowitz (1985: 52-53) melihat pada faktor darah dan kelahiran, dimana
berdasarkan faktor tersebut seseorang dapat dibedakan atas dasar warna
kulit, bahasa dan kepercayaan. Berbeda dengan Horowitz, Rudoif (1986: 2)
mengacu pada pengertian teritorial, yaitu melihat faktor batas-batas wilayah
dalam sistem politik sebagai pertimbangan utama sebagai dasar geografis.

Etnik menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok.
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Sehingga, walaupun seseorang berbeda warna kulit dan bahasa, tetapi jika
berdiam dalam sutu wilayah tertentu pasti satu etnik. Seseocrang menjadi
Jawa, Batak, Afrika atau Negro predikat awalnya tidak disadari. Predikat
menjadi faken for granted yang merupakan kategori kelompok dalam
kebersamaan (kolektifitas) pada suatu witayah.

Cin khas yang melekat pada suatu kelompok etnik adalah tumbuhnya
perasaan dalam suatu komunitas (sense of community) di antara para
anggotanya. Perasaan tersebut menimbulkan kesadaran akan hubungan
kuat. Selain itu, tumbuh pula perasaan “kekitaan” pada diri anggotanya maka
terselenggarakan rasa kekerabatan. Kita dalam identitas kelompok etnik
mempunyai dua pandangan yaitu (1) sebagai sebuah unit yang objektif yang
dapat diartikan oleh perbedaan sifat budaya seseorang, atau (2) hanya
sekedar produk pemikiran seseorang yang kemudian menyatakannya
sebagai suatu kelompok etnik (Manger, 1994:13).

Sejalan dengan pandangan di atas Rex (1994:8) menilai bahwa
kategori suatu etnik diterapkan pada kelompok dalam kebersamaan dan
kolektivitas. Lazimnya, berdasarkan kategori dan ciri-cii umum, manusia
dikelompokkan ke dalam berbagai ras. Bila ras tersebut dikaitkan dengan
kebudayaan mereka, maka terbentuk kelompok etnik. Setiap manusia
meniadi salah satu ras dan kelompok etnik.

Sementara itu, Yinger (1981) mengasumsikan perbedaan pengertian

antara fisik dan sosial (ras) dalam etnisitas. Disebutkan bahwa perbedaan
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fisikk ‘race” secara mendetail dijelaskan dalam teori, namun dalam
kenyataannya batas antara fisik “race” menjadi kabur. Kelompok manusia
secara fenotif sulit dibedakan. limu sosial mendefenisikan race sebagai
kelompok etnik yang dilihat ofeh dirinya sendiri atau oleh kelompok lain yang
memiliki perbedaan karakteristik secara biologis dengan atau tanpa
kenyataan bentuk yang berbeda kelompok biologis.

Kelompok etnik ™ oleh Yinger dibedakan dalam tiga tipe dasar, yaitu:

1. keberadaan populasi imigran yang memiliki warga keturunan
digolongkan dalam satu kelompok etnik, contonya di Amerika, Filipina,
dan Koreg;

2. sebuah sub kelompok sosial yang memiliki nenek moyang, keturunan
dan latar belakang budaya bersama dapat dikatakan sebagai
kelompok etnik. Contohnya, kelompok Indian di Amerika;

3. sebuah kelompok etnik dapat berasal kelompok pan-cultural
seseorang dari perluasaan perbedaan budaya dan latar belakang
masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi “mirip” atas dasar bahasa,
race, agama dan persamaan status.

Lebih jauh dalam kajian antropologi, Narofl (dalam Barth, 1988: 11)

menyebutkan bahwa umumnya kelompok etnik sebagai suatu komunitas

4 Yinger menyebutkan bahwa kelompok etnik adalah suatu segmen masyarakat yang lebih luas

dilihat oleh yang lain berbeda dalam beberapa karaktenstik berikut bahasa, agama, race, dan nenek
moyang dengan budayanya para anggota mempersepsi diri seperti itu, dan mereka berpartisipasi
dalam aktivitas pembangunan sekeliling mereka (rill atau mistik) asal atau budaya bersama.
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memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) secara biologis mampu berkembang
biak dan bertahan (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar
akan kebersamaan dalam sutu bentuk budaya (3) membentuk jaringan
komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya
sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok
komunitas yang lain.

Daiam pandangan Barth tersebut, dipahami bahwa suatu kelompok
etnik sebagai suku bangsa yang memiliki budaya dengan bahasa tersendiri
dapat sebagai suatu komunitas yang berbeda satu unit dengan unit yang lain.
Dalam hal ini, etnisitas dipandang sebagai suatu keluarga besar yang
dikategorikan sebagai sebuah komunitas atau identitas yang establish yang
memiliki elemen penting.

Terkait dengan identitas, maka peng-aktifan etnisitas menyangkut
atas pembedaan dan pengakuan, menimbulkan dikotomi “aku”, “kamu’;
‘kami’,"mereka”; “orang dalam “ dan “orang luar’ sehingga jika dikotomi itu
tidak ada etnisitas hilang (Dweyer, 1963:3). Dikotomi ini memungkinkan
munculnya pembatas antara satu etnik dengan etnik iain atau sekaligus
sebagai suatu ikatan perekat terjadinya interaksi antar etnik karena secara
kultural ada perbedaan gagasan dan kepentingannya.

Perbedaan gagasan dan kepentingan etnik yang memungkinkan
interaksi mengarah pada pengaktifan simbol-simbol etnisitas, hal ini

memudahkan timbulnya persaingan atau konflik antar etnik. Konflik terkadang

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
40

timbul karena memperebutkan sumber daya atau bahkan kehormatan,
dengan berusaha mempertahankan kedirian etniknya, mereka merasa
terhormat dan dihargai. Kondisi ini memunculkan siapa yang berpihak pada
gagasan dan kepentingannya menjadi kawan untuk tetap mempertahankan
identitas etniknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat memberi makna atas
etnisitas. Makna tersebut dapat ditelusuri dari dua hal. Pertama, etnisitas
adalah sebuah rangkaian petanda dalam hubungan sosial. Kedua, etnisitas
merupakan sumber politik identitas. Dalam hal yang pertama, etnisitas
merupakan petanda dasar (asal-usul) yang dimiliki oleh sebuah kelompok
etnik, petanda etnik ini berfungsi sebagai pembeda dalam relasi sosial.
Dalam hal yang kedua, etnisitas berfungsi sebagai penegas perbedaan
antara “kita" (we) dan “mereka” (they), membedakan orang Bugis bukan
Makassar atau Mandar bukan Toraja dan lainnya, terutama terkait pada

sumber-sumber politik.

2.2, Pendekatan dalam Memahami Etnisitas

Perselisihan etnik dalam warna identitas sering dikaitkan dengan
aspek kesejarahan. Kaitan ini oleh Appadurai (dalam Baso, 2002; 41) disebut
sebagai production of natives, yaitu produksi “pribumi”. Istilah yang
digunakan untuk menyatakan suatu keaslian. Native diasumsikan sebagai

istilah orang atau kelompok yang mengatasnamakan keberadaannya sebagai
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penduduk asli dalam suatu daerah dan wilayah tertentu (indigeaus people).
Keberadaan kelompok ini dengan membawa atribut bahwa dirinya atau
kelompoknya memiliki keterikatan atas kepemilikan terhadap wilayah yang
mereka tempati.

Keterikatan wilayah ini kemudian merembers pada pandangan bahwa
di tanah itulah mereka dilahirkan, di wilayahnya nenek moyang mereka
terlahir dan ada, sehingga dengan demikian kelompok atau orang ini
mengindentifikasikan dirinya dengan wilayah tersebut dan bahkan
mempertahankannya. Dalam hal ini, kelompok tersebut berusaha tetap
mempertahankan nilai budaya pendahulunya, agar terjaga eksistensinya.

Terkait dengan keberadaan etnik, fungsi etnik ditinjau pada dua hal
pokok, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal etnik menjaga
integrasi, memperkokoh, dan menjaga kesinambungan budaya suatu
kelompok. Hal itu dapat terjadi karena di dalam kelompok etnik terdapat
jaringan hubungan perscalan yang padat yang sebagian besar didasarkan
pada kekerabatan dan pada kontak langsung, tatapan muka yang terjadi
pada sebuah komunitas. Nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok etnik itu
sebagai bagian tidak tertulis, dan individu diikat satu dengan yang lain dalam
jaringan ketergantungan.

Secara eksternal etnik dipandang secara intrinsik merupakan sumber
potensi yang sangat efektif dalam menggerakkan massa (mobilisasi) untuk

mengalangkan integrasi sosial. Dalam hal ini etnik menjadi penegas identitas
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kelompok “kita” (we) dan “mereka” (they). Kelompok “kita” dibenarkan dan
kelompok “mereka’ diperkaburkan. Identitas “kita’, “mereka’ yang
membutuhkan legitimasi, dan dikembangkan dalam narasi besar dan
diperkukuhkan dalam bentuk-bentuk ekspresi etnik seperti kekhasan nama,
bahasa dan diaiek mereka. Fungsi etnik seperti itu, dan ekspresi yang
menopangnya berlangsung dengan cara, misainya dengan menghadirkan
(invented) atau menunjukkan situasi-situasi khusus di mana penggunaan
etnik dibenarkan.

Berdasarkan fungsi etnik tersebut James McKay (1982)
mengidentifikasi dua pendekatan bentuk kelompok etnik, yaitu mobilisasi dan
primordial; Pertama; dalam pendekatan mobilisasi melihat secara alamiah,
bahwa tidak dapat dihindarkan keberadaan enisitas. Identitas etnik
diciptakan secara aktif, dipelihara, diberi penguatan oleh individu dan
kelompok agar mendapatkan akses sosial, politik dan sumber daya mental.
Orang menggunakan simbol identitas untuk mencapai tujuannya, dan
kelompok etnik cenderung dibentuk ketika orang percaya mereka dapat
keuntungan cleh pembentukan identitas etniknya. Contoh, di Asian Seiatan
atau Afro-Caribbeans di Inggris yang mengembangkan identitas etnik dengan
menawarkan dukungan emosional dan praktis para anggota kelompok etnik
dalam kemakmuran agar terjadi perubahan dalam hukum dan politik yang

dapat memperkuat kekuasaan etniknya.
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Menurut McKay pendekatan ini memiliki keterbatasan yakni
cenderung memandang rendah kekuatan emosional ikatan etnik dan
diasumsikan bahwa etnisitas selalu berkaitan dengan perasaaan bersama
yang ingin dikejar kelompok etnik. Dia menyatakan bahwa beberapa fakta
kelompok etnik mengejar ketertarikan politik dan ekonomi, dan bukan berarti
semua kelompok etnik memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya Mckay
mengasumsikan bahwa pendekatan ini terkadang sulit dibedakan dengan arti
kelas dan stratifikasi etnik, kedua pandangan ini menurutnya agak berbeda.
Etnisitas masuk pada bagian kepentingan kelas dan memiliki lintas batas
kelas, seperti di Irandi Utara, Afrika Selatan dan Libanon, konflik etnik sering
terjadi daripada konflik kelas dan orang sering mengindentifikasi dirinya
sebagai kelompok etnik daripada kelompok kelas.

Kedua, pendekatan primordial digunakan pertama kali oleh Shils
seorang sosilog Amerika tahun 1957. Shils menyatakan bahwa seseorang
dapat memiliki atribut primordial dalam wilayahnya atau berdasarkan asal
mereka, agama dan keluarganya. Atribut ini memasuki perasaan yang kuat
pada loyalitas, intensitas dan solidaritas kelompok. Atribut etnik primordial
dapat saja berakar pada kelompoknya dan menjadi basis konflik antara
kelompok etnik dalam waktu lama. McKay, melihat bahwa kekuatan
primordial dapat menilai kekuatan emosional ikatan etnik, tetapi juga kritis.
Dia menyatakan pendekatan ini cenderung deterministik dan statik dengan

pertimbangan: (a) anggota kelompok etnik memiliki sedikit pilihan tentang
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rasa cinta kasih; sehingga dalam realitas perlengkapan etnik mampu
mengubah kekuatan dari individu ke individu, (b) setiap anggota kelompok
etnik secara individu akan memiliki identitas etnik (c) pendekatan ini tidak
mudah dihubungkan dengan perubahan identitas etnik antar anggota
kelompok etnik, dan (d) pendekatan ini menumbuhkan banyak kepentingan
emosi dasar manusia cenderung dikatakan sebagai etnik dan identitas
kelompok agar eksis dalam kekosongan politik dan ekonomi.

Dalam kombinasi dari dua pendekatan ini, McKay percaya bahwa
prilaku, ikatan emosi primordial dan ikatan instrumental mobilisasi dapat
dihubungkan. Keduanya merupakan “manifestasi” dari etnisitas. Selain itu,
pertentangan atas kedua pendekatan itu dapat dikombinasikan, karena
etnisitas dapat didasarkan atas mobilisasi dan primordial. Berangkat dari
pemahaman itu, McKay mengkiasifikasi lima tipe etnisitas, yaitu: pertama,
etnik tradisional, kedua, etnik militan; ketiga, etnik simbolik; keempat, etnik
manipulator dan kelima, etnik semu (pseudo-ethnics). Kelima klasifikasi
tersebut dijelaskan lebih lanjut.

Etnik Tradisional, pada kelompok etnik tradisional memiliki ikatan
kebersamaan, terutama ikatan emosional. Kelompok ini memiliki sejarah
panjang yang disosialisasikan pada keturunannya untuk menginternalisasi
budayanya, tidak memperhatikan secara partikular kepentingan ekonomi dan
sosial, lebih menekankan pemeliharan budaya. Kelompok ini sangat kuat

mengindetifikasi kelompoknya dimana mereka berada dan mungkin tertarik
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terhadap material tetapi tidak memobilisasi untuk mengejar kolektifitasnya.
Contohnya, Hutterite di Amerika Utara, dan minoritas suku di Timur Tengah,
seperti Armenia, Asiria, Kurdi dan Kristen Libanon

Etnik Militan, pada kelompok etnik diperkuat oleh kedudukan primordial
dan politik serta kepentingan ekonominya. Contohnya, Basgues di Spayol
yang memiliki bahasa sendiri dan simbo! budaya sendiri seperti bendera.
Namun demikian kelompok ini memiliki gerakan politik yang mencoba
mencapai keuntungan otonomi yang lebih besar atau memerdekakan diri dari
Spanyol.

Etnik Simbolik, kelompok etnik memiliki peluang atribut etnik dalam
pengertian primordial dari faktor politik dan ekonomi. Kelompok ini memiliki
keterlibatan dalam kelompoknya, atau identifikasi dengan kelompok etniknya.
Contohnya, di USA, keturunan Skontlandia yang sering mengadakan festival
kelompok, dan lIrdandia yang bekerjasama dengan St Patrick’Day
mengadakan parade, hal ini semua merupakan bagian simbol-simbol
etniknya.

Etnik  Manipulator, kelompok ini berusaha untuk mencoba
mempromosikan aktivitas politiknya dan minat ekonominya, tetapi dalam
memanipulator etnik tidak seperti kelompok solidaritas dan ikatan emosional
yang kuat seperti etnik tradisional dan etnik militan. Contohnya, ikatan
Nasionalisme di Scotlandia tahun 1970-an merupakan kelompok organisasi

partai politik, tetapi tidak memiliki putusan kebebasan ekonominya.
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Pseudo-Ethnics  (etnik-semu), merupakan kelompok etnik yang
memiliki potensi menjadi sebuah kelompok yang kuat tetapi tidak terealisir
secara potensial. Pemimpin berjuang memobilisasi perasaan identitas etnik.
Anggota kelompok lebih setia kepada negara daripada kelompok etniknya
atau kelompok etnik potensial. Contohnya, di Pulau Selatan New Zealand
menginginkan daerahnya menjadi merdeka tetapi kesulitan karena tidak
memiliki perasaan yang kuat terhadap pulau.

Gagasan yang dikemukakan oleh Shils dan McKay mengisyaratkan
bahwa etnisitas digunakan sebagai atribut budayanya, dimana kelompok
etnik tertentu dapat dibedakan dengan kelompok etnik lainnya dan diberi
label yang spesifik. Seiring dengan hal itu Fiscer (1986: 195-196)
menegaskan bahwa etnisitas pada dasarnya merupakan sesuatu dalam
setiap generasi harus dicari kembali (reinvented) dan ditafsirkan kembali
(reinterpreted) oleh setiap individu dan bukan sesuatu yang sederhana
diwariskan dari generasi ke generasi. Etnisitas dalam pandangan ini
merupakan sebuah proses yang dinamis dan dapat berkembang sepenuhnya
melalui perjuangan panjang.

Merujuk pada pendekatan fungsi etnik di atas, terdapat tiga
pendekatan teoritis utama dalam melihat fenomena etnisitas yang tidak jauh
berubah dengan  pendekatan  fungsinya, yaitu primordialisme,
konstruktivisme, dan instrumentalisme (Mathias Koenig, 1999; Kuper dan

Kuper, 2000:309; Hale, 2004: 459). Pertama, pendekatan primordialisme
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dikembangkan oleh Even Shill (1957), Ciiffrord Geertz (1967) dan Van de
Berghe (1981). Pendekatan ini melihat fenomena etnis dalam kategori-
kategori sosio-biologis, yang pada umumnya beranggapan bahwa kelompok-
kelompok sosial dikarakteristikkan oleh gambaran seperti kewilayahan,
agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari
secara objektif sebagai hal yang “given”, dari sananya, dan tidak dapat
dibantah. Pendekatan ini terbukti mempunyai pengaruh terhadap gambaran
sosial masyarakat. Namun, pendekatan ini tidak bisa dipertahankan secara
metodologis karena memberi status ontologis dan esensial terhadap entitas-
entitas kelompok, sedangkan ilmu-ilmu sosial butuh tafsiran dan penerangan
akan kemunculan, stabilisasi, dan perubahannya dari waktu ke waktu dengan
merekonstruksi secara objektif dari para pelakunya. Seperti analisis yang
dilakukan oleh Max Weber, etnisitas didefinisikan sebagai sekumpulan orang
yang menghibur kepercayaan subjektif dalam nyanyian mereka karena
kesamaan-kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan pengalaman satu
koloni dan migrasi.

Kedua, pendekatan konstruktivis iebih menarik perhatian. Pendekatan
ini dikembangkan oleh Frederik Barth (1969), Deutsch (1966), Gellner (1983),
dan Hassa (1986) yang memandang identitas etnik sebagai hasi! dari proses
sosial yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus-menerus
membangun dan dibangun oleh manfaat mitologi, suatu himpunan sejarah

dari bahasa dan pengalaman masa lampau.
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Pendekatan instrumentalisme, lebih menaruh perhatian pada proses
maniputasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial
tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan,
agama, ras dan bahasa

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
perkembangan etnisitas sebagai petanda identitas merupakan proses yang
memperhitungkan fakta bahwa etnisitas bukanlah satu-satunya bagian dalam
menciptakan petanda etnik. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa yang
harus juga diperhitungkan adalah pergulatan dalam menemukan petanda
etnik merupakan proses yang mengacu pada visi dan mist masa depan,
dengan berpijak pada sejarah masa lalu. Oleh karena itu, proses pencarian
petanda etnik merupakan dinamika yang terus bergulir, diperbaharui,

diperjuangkan dan tidak pernah berakhir.

2.3. Konseptualisasi ldentitas
Studi identitas merupakan kajian yang salah satunya terlahir dari
pemikiran Friedrich Hegel seorang filosof German, pemikirannya mendukung
gerakan revolusioner di Perancis, terkait dalam mempersatukan Eropa. Salah
satu karyanya yang mendukung studi ini adalah The Phenomenology of Mind
(1807). Karya tersebut telah mempengaruhi pikiran Marx terutama pada
pertentangan kelas (perjuangan kelas). Hal itu berkembang dan melahirkan

pemahaman interdependensi identitas, yang belakangan ini disebut dengan
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pengakuan politik (politics of confession)'®.  Pengaruh Marx tersebut
setidaknya telah memperkuat studi identitas, sehingga identitas merupakan
salah satu bagian dari teori sosial yang cukup berkembang (Alcoff dan
Mendieta, 2003: viii).

Dalam perkembangan selanjutnya, identitas menjadi bagian dalam
melakukan interaksi-interaksi sosial, baik dalam masyarakat heterogen
maupun yang homogen. Dalam masyarakat yang heterogen jarang
ditemukan adanya identitas tunggal. Akan tetapi, biasanya orang-orang
mengindentifikasikan diri mereka dengan nilai-nilai dari peibagai kelompok
yang berbeda. Hal itu mengilhami beberapa pemikir yang mendalami kajian
identitas. Studi identitas menampakkan perkembangannya, misatnya: makna
identitas dari psikoanalisa (Freud, 1921:24), formasi identitas sebagai siklus
hidup manusia (Erikson, 1989; Hal,1996:160; Bauman, 1996), tipe
penciptaan identitas (Shill, 1957; Bradley, 1997).

Studi identitas pada kenyataanya tidak didefinsikan sebagai suatu
yang tunggal, homogen dan permanen. ldentitas merupakan pemahaman
yang melibatkan individu dan kelompok dalam suatu situasional atas
keberadaannya. Dalam hal ini, Giddens mengkonstruksi sebagai mulfiple

identity yang melibatkan pemahaman dasar atas tingginya etos

Y Hal ini diperkuat dengan tulisan Marx, On the Jewish Question (1843) berisikan dukungan
pertawanan hak-hak sipil Yahudi atas revolusi sosial untuk kaum buruh. Marx merespon pengaruh
pemahaman dan hubungan antara identitas privasi, seperti agama (kepercayaan) dan negara.
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‘kepemenuhan/pemenuhan diri” (self fulfillment) serta “aktualisasi diri” (self
actualisation). Apa yang disebutkannya bertitiktolak pada proses strukturasi
modernitas yang menerobos ke ranah hidup pribadi. Bagi Giddens, diri (seff)
tidak hanya menjadi penentuan tradisi komunitas lokal, lebih dari itu, identitas
diri menjadi proyek yang refleksif (1990: 114; 1991:5). Artinya, keseluruhan
cara hidup dan narasi diri kita semakin berlangsung dalam rimba pilihan yang
disaring lewat sistem abstrak dan dialektika antara apa yang lokal dan yang
global. Dengan demikian proses ganda ‘menglobal dan melokal
(mempersonal)’ dalam konstruksi identitas diri sebagai proyek refleksif
merupakan elementer refleksif modernitas. Individu harus menemukan
identitasnya dalam strategi-strategi dan pilihan-pilihan yang disediakan oleh
sistem-sistem abstrak. Sedangkan aktualisasi diri yang dibangun dari
kepercayaan dasar dalam konteks personalis hanya dapat dibangun oleh
pengeluaran diri pada yang lain (Giddens, 1990: 176).

Sementara itu studi identitas pada dasarnya, melihat karakter individu
yang tercermin sejak lahir sebagai suatu anugerah dari sang pencipta. Hal ini
merupakan identitas dasar dan kemudian membentuk “keakuan” dan
membedakannya dengan yang lain (kamu, mereka, dan dia). Terkait dengan
pemikiran tersebut, Jary (Haralambos, 2000: 885) mengasumsikan bahwa
identitas adalah jati diri yang terkait dengan perasaan diri, yaitu rasa diri yang
berkembang selama masa pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa,

yang dapat membedakan segala perilakunya dengan orang tua, keluarga dan
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masyarakat dimana ia berada. Dalam hal ini identitas lebih berorientasi pada
kesadaran pada diri sendiri (siapa mereka/aku), apa yang paling baik dan
berarti baginya serta apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan
dirinya.

Selanjutnya, Jary mengembangkan pemikirannya bahwa identitas tidak
hanya dapat dilihat dari impresi kedirian kita sendiri tetapi juga berasal dari
impresi diri dari orang lain, serta impresi orang lain tentang kita. Menurutnya,
ada dua hal penting dalam menilai identitas, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Dalam hal yang disebut pertama, sebagai faktor internal identitas
terlahir dari apa yang terpikirkan tentang identitas kita, sedang dalam hal
kedua, yakni identitas eksternal dapat diidentitifikasi bagaimana orang lain
melihat dan beraksi terhadap diri kita. Hal itu dapat menjadi sebuah
pertentangan atau dapat mendukung dan memperkuat pandangan Kkita
terhadap diri kita sendiri. Artinya bahwa, munculnya identitas berasal dari
hubungan antara diri kita dengan orang lain. Dengan demikian identitas
dibentuk dan ditata dalam hubungan dialektik antara faktor internal dan faktor
eksternal, dan hasil dari interaksi keduanya dapat menghasilkan identitas diri.

Keterkaitan antara identitas internal dan eksternal melahirkan
pengukuhan atau “penciptaan’. Hal ini menjadi spirit atas proses ketahiran
yaitu mengacu pada penciptaan suatu identitas bersama berkaitan dengan
nilai-nilai dan simbol-simbol yang mendasari landasan suatu sistem dalam

masyarakat. Masalah penciptaan identitas bersama selalu berkisar pada
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perkembangan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut bersama yang dapat
memberi masyarakat di wilayah tertentu suatu perasaan solidaritas sosial.
Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu-individu tersebut
setuju atas pendefinisian diri mereka atas yang saling diakui, yakni suatu
kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain, dan suatu
perasaan akan harga diri bersama mereka. Seringkali gagasan (ide), nilai,
norma, dan simbol ekspresif yang dianut bersama definisi, kesadaran dan
penghargaan kehormatan diri. Gagasan tersebut merupakan konsep yang
sangat umum mengenai hal yang diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan
tindakan mana yang harus diambil (Andrain, 1995:98)

Terkait atas ketidaksetaraan,’® jika menfokuskan pada konteks
identitas etnik, pemahaman interaksi simbolik, khususnya dari Mead menilai
bahwa konsepsi-diri seseorang bersumber dari partisipasinya dalam budaya
di mana ia dilahirkan atau yang ia terima. Budaya diperoleh individu melalui

simbol-simbol dan simbol-simbol ini bermakna baginya lewat eksperimentasi

16 Datam pemikiran tentang identitas dan ketidaksetaraan, Bradley menyatakan bahwa konsep
identitas tidak pernah modern dan tidak postmodem, tapi memiliki bentuk atas dirinya sendiri. Kunci
objektif menjadi pokok dalam memandang identitas secara bersamaan atas pendekatan klasik dan
modem yang lebih baru dari perspektif postmodern dan postrukturalis (Bradiey, 1997) Point penting
Bradley dalam membedakan dua pendekatan itu antara lain: pertama, pendekatan modern lebih
menekankan pada pentingnya struktur (kelas atau patriarki), sedang pendekatan postmodemn
tekanannya pada pilihan; kedua, pendekatan modem melihat bahwa masyarakat terpolarisasi (kaya
dan Miskin), sedang postmodern melihat masyarakat dan identitas anggota, terfragmentasi dalam
beberapa kelompok berbeda; ketiga, pendekatan moder melihal kelas dan gender sebagai sumber
utama identitas, sedang postmodern menyatakan bahwa kelas dihilangkan. Penekanan pada race,
etnisitas, nasionalitas, budaya dan agama, sebagai yang berbeda, saling berkaitan, sebagai sumber
identitas; keempat, pendekatan modem melihat masyarakat relatif dapat diramalkan, dengan derajat
tatanan sosial, sedang postmodem menekankan pada kekacauan dan kebingungan, suatu yang tanpa
batas mendekati peristiwa unik; kefima, pendekatan modern menekankan pada material sebagai
sumber kekuasaan, sedang postmodern menekankan pentingnya budaya dan simbol.Dari sudut
pandang postmodem, kekuasaan berasai dari kontrol atas wacana, atas bagaimana rakyat bebrbicara
dan berpikir tenrang isue atau kelompok sosial. Makna dipandang sebagai sentral.
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dan akhirnya familiarity dengan berbagai situasi (dalam Palakshappa,
1971:41). Dalam Kkaitan ini, identitas etnik juga suatu proses, terbentuk lewat
interpretasi realitas fisik dan sosial yang memiliki atribut-atribut etnik. Identitas
etnik berkembang melalui internalisasi pengkhasan-diri (self-typication) oleh
orang lain yang dianggap penting (significant others), tentang siapa aku dan
siapa orang lain berdasarkan latar belakang etnik mereka. Semuanya
dianggap keniscayaan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Proses itu juga
melibatkan internalisasi aspek-aspek orang yang dianggap penting ke dalam
diri sendiri.

Dari uraian di atas, secara singkat penulis dapat menegaskan bahwa
identitas diartikan sebagai suatu penilaian yang kemudian membentuk
pengikatan dan pembedaan atas diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hal

ini individu ataupun kelompok tercermin dan terbentuk dari unsur yang

melekat atau sengaja dilekatkan, baik dalam tubuh (fisik) dan lingkungan
sosialnya. Dalam kaitannya dengan identitas Mandar, unsur-unsur yang

sengaja dibangun tersebut adalah identitas etnik, hal ini merupakan

dipengaruhi oleh interaksi dengan dunia lingkungannya, disinilah awal

|
instrumen penegas pembeda dengan orang lain. ldentitas tersebut antara lain
pemikiran atas objek dan subjek politik seseorang atau kelompok.
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2.4. Politk Identitas sebagai Politik Perbedaan

Akar-akar politik identitas salah satu asalnya dapat ditemukan dari
pemikiran filsafat Foucouldian (Michel Foucault) tentang politik tubuh, dari
sejarah seksualitas dan relasi-relasi kekuasaan yang mengelilinginya.
Pemikiran tersebut mengedepankan tentang sejarah tubuh, memandang
tubuh (badaniah) bukan hanya sebagai entitas genetis dan bersifat evolutif,
tetapi lebih merupakan produk sejarah dalam konsep yang lebih umum.
Menyebamya politik identitas dalam pandangan Foucault merupakan akibat
dari runtuhnya masyarakat karena adanya gerakan yang mengontrol
demografis objektif. Foucault merasa diasingkan, disendirikan, dengan cara
dibaptis kemudian memaksanya menyandang identitas baru sebagai seorang
nasrani.

Atas apa yang dialaminya, kemudian Foucault melakukan penyelidikan
bahwa politik identitas merupakan kekhasaan yang terjadi pada negara dan
masyarakat modern (liberal dan demokrasi). Dalam hal ini, Foucauit
menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap tubuh individual dalam proses
politik melalui kekuasaan negara. Dengan demikian, tolak ukurnya adalah
standar negara, dan mengabaikan individu dan masyarakat. Bagi Foucault,
hasilnya ternyata mencegangkan karena sikap iimiah dan cakupannya ke
segala aspek menjadi bentuk kontrol dan tirani yang absolut (Feher,
1996;61). Dalam kata-kata Foucauit di Governmentality, disebutkan karena

kemampuan negara untuk menstransformasikan dirinya sebagai yang
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memerintah, maka masalah pemerintahan dan teknik pemerintahan menjadi
isu politik, satu-satunya lingkup yang nyata bagi perjuangan dan persaingan
politik (Mulgan, 1995:13).

Politik identitas merupakan nama lain dari bio-politik (Faucault, 1988)
dan politik perbedaan (Heller, 1985). Dalam filsafat sebenarnya wacana ini
sudah lama muncul, akan tetapi penerapannya mengemuka setelah kajian ini
masuk dalam disiplin iimu politik yang bersifat empirts dan mulai dibicarakan
pada tahun 1960-an. Term biopolitik dapat ditarik pada tataran filosofis dan
teori politik, terutama analisis politik terhadap fenomena yang sekarang
muncul sebagai akibat pertumbuhan masyarakat modemn.

Politik identitas yang fokusnya pada perbedaan (difference) adalah
bentuk pertahanan terhadap berbagai perbedaan, yang hakikatnya
merupakan integritas pada konteks sosial dan politik, bahkan mempunyai
persamaan tujuan yaitu peneguhan identitas atas pilihan-pilihan politik baik
itu gender, ras, agama, ataupun etnik. Proses ini mengakibatkan adanya
desakan-desakan perbedaan dalam hak asasi, kebebasan dan persamaan.
Politik identitas sebagai politic of difference, setidaknya memeriukan political
tolerance, terutama untuk menampilkan dan menghargai setiap perbedaan
dalam konteks interaksi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi peta politik
masa depan, yang berkembang kearah politk yang beragam, sehingga

dalam hal ini diperlukan moralitas berpolitik yang baik.

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

56

Pada mikropolitik, Foucault (1988:101) memandang politik identitas
pada dua komponen, yaitu politik wacana dan bio-politik. Dalam hal yang
disebut pertama, politik wacana menitik beratkan pada kajian kelompok-
kelompok marginal yang berusaha untuk menghadapi wacana hegemonik
yang memposisikan individu atau kelompok ke dalam “straitjacket’ identitas-
identitasnya untuk merasakan kebebasan atas perbedaan.

Dalam hal yang disebut kedua, yaitu bio-politik (bio-struggle), entitas-
entitas individu dan kelompok berusaha melepaskan diri dari cengkeraman
kekuasaan dan berusaha memperoleh kembali hak-hak yang melekat dalam
diri atau kelompok mereka, agar dapat dihargai dan dikenal.

Sementara itu, Klaus Von Beyme (1996; 122) mengembangkan
karakter gerakan politik identitas dalam tiga tahap perkembangan, yaitu,
pertama, tahap pramodern; kedua, tahap modern dan ketiga, tahap
postmodemn. Dalam tahap politik pramodern, perpecahan fundamentalis
kelompok-kelompok etnik, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial
politik yang menyeluruh. Dalam hal ini mobilisasi secara ideologis diprakarsai
oleh para pemimpin (elite). Tujuannya adalah perampasan dan perebutan
kekuasaaan dari satu kekuasaan dominan.

Pada tahap modern, gerakan politik identitas muncul karena adanya
pendekatan kondisional, keterpecahan suatu komunitas dan membutuhkan
sumber-sumber untuk dimobilisasi. Dalam hal ini terjadi keseimbangan

mobilisasi dari atas (pemimpin) dan partisipasi dari bawah (rakyat), peran
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pemimpin tidak lagi dominan dan tujuan akhir adalah pembagian kekuasaan
{distribution of power).

Kemudian, pada perkembangan postmodern, politik identitas muncul
sebagai suatu gerakan yang berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul
atas berbagai macam kesempatan yang diberikan kepada individual, tidak
ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya
berdasarkan pada kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan
finalnya.

Dalam pandangan akhir tentang politik identitas, khususnya yang
membidik tentang etnik, penampilannya selalu dibarengi dengan relasi-relasi
kekuasaan dalam pola-pola integrasi, separatisme, atau dalam posisi politik
pribumi dan non pribumi. Politik integrasi terjadi ketika kelompok-kelompok
etnik berusaha dan berinteraksi dengan menjaga dan menyatukan diri dalam
suatu kelompok yang mengatasnamakan bangsa atau wilayah tertertu.
Dalam integrasi, perbedaan-perbedaan etnik berusaha diintegrasikan pada
kesamaan atas bangsa atau isme-isme kenegaraan seperti persatuan atau
keutuhan wilayah atau bangsa.

Sebaliknya, separatisme muncul dan perbedaan-perbedaan yang tidak
bisa diintegrasikan ke dalam kelompok atau kesatuan bangsa. Separatisme
dapat juga muncul dari relasi kuasa negara dengan kelompok etnik yang
tidak mau mengintegrasikan diri dengan negara atau sengaja memisahkan

diri karena berbagai faktor, seperti memisahkan diri membentuk negara,
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bangsa atau wilayah sendiri. Contoh kasus, lepasnya Bangladesh dari
Pakistan, dan Pakistan lepas dari India.

Sementara itu, politik pribumi-non pribumi lebih disebabkan sebagai
wacana relasi antar orang dalam dan orang luar suatu wilayah yang erat
kaitannya dengan faktor-faktor migrasi dan penguasaan wilayah, sumber-
sumber ekonomi dan penghidupan. Dalam konteks ini, politik pribumi
merupakan upaya proteksi dan penjagaan diri terutama konteks asli (native),
yang kebanyakan kasus menerima kekalahan dari kaum pendatang. Asal
usul pribumi dapat ditelusuri melalui kacamata sejarah etnik, seperti yang
ditakukan oleh Amold Krupat yang menyelidiki relasi orang Indian sebagai
pribumi Amerika dengan orang kulit putih yang merupakan pendatang.
Dengan ethnohistory dapat diselidiki apakah etnik tertentu mempunyai nilai-
nilai yang fair bagi daerahnya pada masa pendudukan mereka (Krupat,
1992:4)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa
identitas merupakan hal penting dalam menilai diri kita sendiri, diri orang fain,
bahkan impresi orang pada kita. Dengan demikian identitas diartikan sebagai
suatu proses kesadaran diri akan keberadaannya dilingkungan manapun,
sehingga apa yang berarti dan baik buatnya akan dipertahankan untuk dapat
dikenali oleh pihak lain agar tetap eksis dan diakui. Oleh karena itu, fungsi
terpenting identitas adalah sebagai pembeda dan sekaligus pengada. Selain

itu, identitas juga membantu terciptanya solidaritas dan integrasi sosial.
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Usaha untuk dapat eksis dan dikenali dalam politik identitas, terlebih
dahulu mengenal perbedaan baik individu maupun kelompok. Hal ini
biasanya dilakukan jika ada kesenjangan (distorsi) yang sangat tajam dalam
perbedaan tersebut, seperti relasi kuasa yang dibarengi dengan dominasi
ataupun dengan resistens, sehingga untuk menguranginya, terkadang
dilakukan dengan tindakan-tindakan yang biasanya dapat melahirkan konflik,
dan bahkan sampai tahap kekerasan. Kasus politik identitas seperti ini dapat
terjadi baik itu pada tema agama, gender, ras ataupun etnik, sedang kasus
etnik Mandar, merupakan salah satu kenyataan dari politik identitas dalam

upaya melepaskan diri dari dominasi kekuasaan etnik mayoritas.

2.5. Formasi ldentitas

Pada dasarnya, identitas secara objektif didefinisikan sebagai lokasi
(tempat keberadaan) di dalam suatu lingkungan tertentu dan dapat diperoleh
secara subjektif bersama-sama dengan lingkungan tersebut. Identitas,
dengan sendirinya, merupakan satu unsur kunci dari kenyataan subjektif,
sebagaimana kenyatan subjektif, selalu berhubungan secara dialektis dengan

masyarakat.17 Identitas dibentuk dalam proses-proses sosial, sehingga jika

o Kenyataan sosial lebih ditenma sebagai kenyataan ganda daripada suatu kenyataan tunggal.
Kenyataan kehidupan sehari-hari memiliki dimensi objekiif dan subjektif. Manusia adalah pencipta
kenyataan sosial yang objektif melalui proses ekstemalisasi, sebagaimana kenyataan objektif
mempengaruhi kembali manusia melaiui intemalisasi yang menciptakan kenyataan subjektif. Berger
memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat.Karya ini
berimplikasi dalam dimensi kenyataan objektif dan subjektif, maupun proses dialektis dari objektivitas,
internalisasi dan ekstemalisasi.

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

60

identitas sudah diperoleh wujudnya, maka biasanya akan dipelihara,
dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang oleh hubungan sosial. Sementara
itu, identitas dapat juga dihasilkan dari interaksi antar organisme, kesadaran
individu, dan atau struktur sosial yang bereaksi, dari struktur sosial yang telah
diberikan, diusahakan untuk memeliharanya, memodifikasinya atau bahkan
membentuknya kembali (Berger dan Luckmann, 1990: 248).

Terkait dengan kenyataan sosial, identitas dapat dianggap sebagai
bentuk konstruksi sosial. Identitas menjadi bagian dari pemikiran dialektik
dalam pengertian bahwa masyarakat adalah produk manusia. Berger
(1994:4), memandang proses dialektik dari masyarakat terdiri dari tiga
momentum, eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Pemahaman
ekstemalisasi adalah penyesuaian diri baik dalam aktivitas fisik maupun
mental dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivitas
adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau
mengalami proses institusionalisasi, dan intemnalisasi dimana individu
mengindentifikasikan diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial
tempat individu menjadi anggotanya melalui kesadaran subjektif. Melalui
eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivitas,

masyarakat menjadi suatu realitas sui generis, unik. Melalui internalisasi,

maka manusia merupakan produk masyarakat.'®

18 «Exsternalisasi’ dan “objektivasi” adalah istilah dari Hegel, dan dipahami sebagimana terhadap
kolektivitas fenomena Marx. “Intemalisasi” dipahami daiam psikologi sosial Amerika. Dasar teori dari
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Sementara itu, Coolin (1997:5) memandang agak berbeda. Disebutkan
bahwa realitas sosial dimaknai sebagai konstruksi sosial dari fakta manusia,
fakta tersebut tidak hanya menyoroti tentang individu, tetapi juga pada
kelompok atau group yang diistilahkan dengan koiektif sosial, fakta tersebut
melihat fakta sosial pada tataran fisik. Topik yang mendalam dari konstruksi
sosial terkait dengan “sosial”, yang dimaknai lebih sederhana bahwa
kolektifitas menjadi bagian pemahaman spesifik . Esensialnya, bahwa
konstruksi biasanya bekerja dalam agen-agen sosial pluralis, tidak pada
individual. Selanjutnya, konstruksi kemungkinan terbuka pada agen generasi
kolektif dan aktivitasnya dapat digunakan untuk menganalisis term individual.

Bertolak dari pemahaman di atas, identitas etnik Mandar, adalah
identitas etnik yang terinternalisasi dalam tindakan, memiliki makna yang
sangat penting karena dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok etniknya
untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi problem dalam dirinya.
Tindakan penciptaaan identitas etnik Mandar tersebut, merupakan tindakan
luar yang mengikutsertakan tindakan dalam dirinya yang tersembunyi.
Dengan kata lain, identitas kelompok etnik dipandang sebagai tindakan yang
bermakna pada konstruksi peran yang dibangun untuk menentukan ranah

kekuasaan etniknya.

karya G.H. Mead, ¢f. dengan tulisannya Mind, Seff and Society (Universitu of Chicago Press, Chicago,
1934); Anselm Strauss {ed); George Herbert Mead on Social Psycology (University of Chicago Press,
Chicago, 1956). Istilah sui generis, sebagaimana diterapkan pada masyarakat, dikembangkan oleh
Durkheim dalam Rules of Sociological Method (Free Press, Glencoe, Ilt, 1950, Collier-Macmilan,
London, 1964)
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pandangan  Bradley, konstruksi  identitas  karena

ketidaksetaraan, divisi sosial dan perbedaaan. Varian itu menjangkau dari

wilayah ke wilayah, waktu ke waktu dan individu ke individu. Menurutnya,

identitas dapat dilihat dari keterlibatan individu yang mewujudkannya. Tiga

tataran dalam perwujudannya meliputi :

1.

Disertasi

Identitas Pasif, disebut juga identitas potensial. Identitas
potensial menjadi sangat penting, di saat individu-individu
mampu melihat diri mereka sendiri dan orang lain akan
keberadaaannya, namun identitas ini terkadang tidak nampak
dengan jelas. Pandangan ini melihat pada identitas kelas
seseorang.

Identitas Aktif, melihat kesadaran individu dan menetapkan
dasar untuk melakukan tindakan. Elemen positif yang penting
adalah identifikasi diri sendiri walaupun terkadang tidak bersifat
kontinyu dalam batasan membentuk identitas tunggainya.
Artinya bahwa identitas dapat muncul bersamaan ketika
individu sadar akan keberadaaanya.

Identitas Politik, identitas ini eksis ketika mereka sadar dan
menyediakan waktu dan ruang yang lebih konstan untuk
bertindak serta berpikir secara konstan demi identitas mereka.
ldentitas dibentuk dalam aksi-aksi politik. {Haralambos,

2000;929).
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Sehubungan dengan pandangan di atas, Igram {1993) membenarkan
bahwa konstruksi identitas secara politik terkait dengan aksi dan keputusan
politik dari masyarakat atau elite yang akhirnya menentukan sikap politiknya.
Artinya, sikap tersebut diambil berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan
perasaannya akan resisten terhadap perubahan yang minimal secara
psikologi tidak mengubah budaya politiknya (Lihat, Fiske and Taylor 1991;
Kinder 1983; Hurwitz Peffey 1987).

Peran yang dijalankan oleh aktor dalam memformulasi situasi selalu
memcoba mengupayakan identitasnya. Sehubungan dengan hal itu, Jenkins
(Haralambos, 2000:927) memandang bahwa formasi identitas bukaniah
hubungan yang sederhana dalam interaksi individu. ldentitas terkait dengan
kelompok sosial yang lebih luas. Interaksi membimbing untuk mengkonstruksi
batas, atau garis pemisah, antara perbedaan kelompok sosial yang
membawa identitas berbeda.

Kekuatan dalam menunjukkan suatu identias diri sendiri atau
kelompok, atribut identitas kepada orang lain pada kenyataannya selalu
terkait dengan aspek kekuasaan. Suatu kelompok mempunyai kekuasaan
lebih daripada kelompok lain, menunjukkan identitas diri dan atribut identitas
kepada yang lain. Lebih jauh, identitas secara cermat dihubungkan dengan
posisi sosial, bagian dalam organisasi. Klasifikasi organisasi masyarakat atas
dasar pekerjaan dan kedudukan, tidaklah memberikan kebebasan kepada

rakyat untuk memilih posisi mereka dalam organisasi.
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Bagi Jenkins, eksistensi identitas diasosiasikan oleh kelompok dan
posisi sosial dalam organisasi, artinya bahwa identitas tidak bisa sepenuhnya
terpenuhi dengan cara dan alasan yang sederhana. Menurutnya, bahwa
identitas sosial, baik kelas, gender, rase, atau etnisitas dan sebagainya dapat
eksis, dibangun, diperoleh dan dialokasikan melalui relasi kekuasaan.
Identitas terkadang dikonstruksi atau diperjuangkan untuk memperoleh posisi
melalui tipu daya yang hebat. Identitas terbangun melalui interaksi antar
anggota kelompok, yaitu produk sosial yang melibatkan mereka yang
mempunyai kekuasaaan dan kepentingan.

Dalam menjatankan formasi identitas, Castell (2004:6-12) membidik
studi tentang identitas melaiui tiga sudut yang berbeda: legitimizing identitity,
resistance identity, dan project identity’. Legitimizing identity menawarkan
pembahasan bahwa identitas yang dipaksakan oleh suatu lembaga dominan,
misalnya, negara. Dengan kata lain, bahwa kajian identitas dari perspektif
kelompok atau lembaga dominan yang bertujuan memperoleh rasionalisasi
dan justifikasi atas dominasi dan otoritasnya terhadap yang lain.

Resistance identity, adalah salah satu identitas tandingan yang muncul

menentang penyeragaman identitas oleh iembaga dominan. Resistance

¥ penggunaan konsep-konsep: identitas, identitas utama, makna dan simpul makna di sini

digunakan dalam pengertian seperti yang dirumuskan oieh Manuel Castell dalam karyanya, The Power
of identity (1997:6-7) bahwa: “Identity is people’s source of meaning and experience...by identity, as
refers to social actors, | understand the process of construction of meaning on the basis of a cultural
attribute, or related set of cultural attributes, that is/are given prionity over other sources of meaning...!
define meaning as the symbolic identification by a social actor of the purpose of her/his
action...meaning is organized around a primary identity (that is an identity that frarmes the others).
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identity, membuka cara melihat identitas dari sudut pandang kelompok yang
tertindas, dimarginalisasi, dan atau didevaluasi oleh kelompok dominan.
Dapat diartikan bahwa perspektif ini dapat mudah ditemukan dikatangan
kelompok minoritas serta mereka yang termarginalkan, biasanya diberikan
kepada kelompok suku bangsa, ras, etnik, atau bahkan agama tertentu.

Memang, ada pandangan bahwa masalah mayoritas dan minoritas
tidak tergantung pada jumiah, tetapi terletak pada siapa yang terbanyak
menguasai atau mendominasi dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh,
meskipun mayoritas penduduk di Afrika Selatan berkulit hitam, mayoritas
penguasa politik adalah kulit putih.

Project Identily, sebagai identitas tandingan, dibangun dengan
antusias oleh kelompok-kelompok yang menjunjung otonomi dan ingin lepas
dari jeratan masa lampau. Dengan kata lain, bahwa perspektif ini menyoroti
isu yang berhubungan dengan transformasi identitas sebagai sebuah proyek
yang dibangun untuk sebuah perubahan. Sebagai suatu kajian, resistance
identity dan project identity sangat erat bersentuhan dengan tema politik
identitas (Sparringa, 2007).%°

Dalam proses perubahan identitas, Reminick (1983, 27), menelusuri

empat model proses perubahan identitas etnik berdasarkan fenomena

% Unluk lebih jelasnya dapat ditelusuri dalam karya Daniel Spaminga yang berjudul:
Multikulturalisme sebagai Respon Altematif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat
Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik. Makalah, yang disampaikan pada kursus dan
pelatihan singkat tentang HAM dan demokrasi yang diselenggarakan CESASS-UGM bekerjasa dengan
NCHR-Oslo University, Norwegia, Jogjakarta, 28 November-2 Desember 2005,

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
66

terjadinya, yaitu: (1) Awal 1937, seorang sejarahwan Marcus Lee Hansen
menyoroti adanya perubahan etnik identitas di Amerika dengan melihat dua
generasi pada pengalaman mereka dalam krisis identitas. (2) Daniel Glaser
(1958) dengan model yang disebut dinamisasi identitas etnik yang
menitikberatkan proses intermidiasi psikologi, meliputi empat tingkat yakni;
tingkat segregasi, marginalisasi, tingkat desegregrasi dan asimilasi. (3)
Andrew Greeley (1971) melihat pada perubahan identitas etnik dan asimilasi,
meliputi: goncangan budaya, organisasi dan kesadaran diri, asimilasi dalam
elite, militansi, kebencian diri dan antimilitansi, dan munculnya aturan atau
tradisi. (4) Stein dan Hill (1971) menyoroti model identitas etnik dengan
melihat pada tujuan penguasaaan terhadap normalisasi, asimilasi atau
resolusi integratif.

Mode! perubahan identitas yang diteliti oleh Reminick, menunjukkan
betapa banyaknya fenomena yang dapat mengakibatkan sebuah identitas
dikonstruksi kembali. Pada dasamya, model-model yang telah
diklasifikasikan oleh Reminick ditelusuri berdasarkan tahun-tahun
bergejolaknya identitasnya, secara umum, semua dilatarbelakangi oleh aspek
sosial terutama adanya perbedaan perlakuan dalam masyarakat, yang
akhirnya berpindah ke ranah perolehan kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa
identitas dapat diposisikan pada tempat yang diinginkan sebagai sesuatu

yang penting melalui formasi-formasi tertentu. Formasi dalam pengupayakan
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identitas oleh individu dapat dilakukan melalui mekanisme interaksi antar
subjek atau antar kelompok dalam tataran relasi kekuasaan. Formasi
identitas yang dibarengi dengan pencarian kekuasaan selalu berupaya
menciptakan dan memperjuangkan elemen-elemen identitas. Elemen yang
diperjuangkan biasanya merupakan instrumen simbol-simbol yang sangat
dihormati dan dihargai. Penempatan simbol-simbol tersebut menjadi alasan
untuk mengintergrasikan anggota kelompok dalam memperoleh keuntungan-
keuntungan politik.

Akhimya, secara singkat dapat ditegaskan bahwa formasi identitas
adalah sebuah proses sosiali yang sangat kompleks, dinamis, dan selalu
berimplikasi pada terbentuknya relasi sosial dan struktur kekuasaan atas
dasar Kketidaksetaraan (inequalities), divisi sosial (social division), dan
perbedaan (difference). Oleh karena itu, walaupun merupakan sebuah
konstruksi sosial, identitas selalu bernuansa pada aspek politk baik

sebagaimana ditemukan dalam praktik dan wacana.

2.6. Collective Action sebagai Formasi Identitas
Dalam studi identitas salah satu bagian yang tidak dipisahkan dari
formasi identitas adalah Collective Action. Kajian ini mendukung pemikiran
tentang konstruksi identitas sebagai suatu komponen penting dalam melihat
tindakan kolektif. Tindakan kolektif memungkinkan para aktor (elite) terlibat

dalam korflik yang melibatkan diri mereka dengan orang lain yang terkait
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dengan kepentingan, nilai-nilai, dan cornmon historis. ldentitas dikembangkan
dan dire-negosiasikan kembali melalui berbagai proses. Hal ini melibatkan
konflik dan ketegangan ketika identitas itu ditemukan kembali (re-inveted)
sebagai karakteristik dari pengalaman aktor dengan identitas yang dimaknai
sebagai sesuatu simbolis dari ciptaan (cretion) yang dibarengi dengan ritual-
ritual tertentu. Keterlibatan aktor dalam mengkonstruksi ketegangan tersebut
biasanya menghadirkan wacana perbedaan identitas. Terkadang wacana
tersebut menjadi instrumen terjadinya gerakan dan menurut para ilmuwan
sosial hal ini merupakan titik sentral dari analisa tindakan kolektif (Porta,
2004:109).

Dalam melihat hubungan formasi identitas, secara khusus melibatkan
hubungan antara identitas dan collective action (Pizzorno 1978; Cohen 1985;
Melucci, 1989; Calhoun 1991; Mach 1993). ldentitas bukan merupakan obyek
yang otonom bagi aktor, melainkan sebagai suatu proses yang meltbatkan
aktor untuk dapat mengenal diri mereka sendiri serta untuk dapat dikenali
oleh aktor lain sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Atas dasar itu,
pengalaman aktor menjadi hal utama dalam pengembangan pemikirannya
dari waktu ke waktu. Hal yang dapat dicatat, bahwa pada satu sisi identitas
merupakan kompleksitas yang mewakili dimensi individu dan dimensi kolektif,
pada sisi lain melaui pemeliharan dan revitalisasi identitas, individu dapat
mendefinisikan dan me-redefnisikan proyek dan berbagai kemungkinan

melakukan tindakan kolektif secara terbuka dan tertutup. Dengan demikian,
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identitas adalah proyek politik dan pribadi yang sering kali melibatkan aktor
dalam berpartisipasi (Calhoun 1994a; 28). Selain itu, konstruksi identitas juga
tidak hanya berfokus pada kajian psikologis dari proses sosial, tetapi re-
inveted sebagi hasil dari proses kolektif.

Terdapat karakteristik dalam melihat hubungan antara identitas dan
colletive action, yaitu: apa yang dihasilkan dalam identitas adalah komponen
esensial dari tindakan kolektif, melalui identifikasi dari aktor yang terlibat
dalam konflik, mempercayai aktivitas yang menghubungkan antara aktor dan
menegakkan hubungan antara peristiwa dari waktu yang berbeda.

Selain itu, terdapat tiga paradoks yang memperdebatkan tentang
konstruksi identitas; yaitu, perfama, dihubungkan sebagai hal yang alami,
dinamis, dan statis dari identifikasi sosial. Pada satu sisi, acuan tentang
identitas menempatkan kontinuitas dan kesinambungan solidaritas dari waktu
ke waktu, pada sisi lain, tidak dapat mengabaikan fakta bahwa identitas
terbuka pada redefinisi yang tetap. Mata rantai yang menghubungkan antara
aktor dengan pengalaman historis dan dengan kelompok tertenty,
nampaknya menjadi sesuatu yang tidak jelas. Keterlibatan hal tersebut,
merupakan reinterpretasi simbolik dari dunia dimana tidak dapat diabaikan
secara selektif dan parsial.

Kedua, paradoks yang mewakili dalam memperkenalkan muftiple
identity, atau disebut pula dengan rasa keterlibatan individu pada beberapa

kolektif yang berbeda. Dalam hal ini, identitas bergerak pada prinsip-prinsip

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
70

organisasi dalam hubungan antara individu dan pengalaman kolektif. Pada
saat yang sama, bagaimanapun, definisi yang menghubungakan solidaritas
dan oposisi seringkali menjadi sesuatu yang kurang jelas, dibandingkan
dengan menghilangkan identitas yang lama, identitas baru lebih eksis dengan
membangkitkan ketegangan antara aktor yang berbeda seff-representations,
atau aktivitas antara identitas siapa dengan beberapa gerakan yang terjadi
dari generasi berbeda (Whittier, 1995: 97).

Ketiga, paradoks yang mendiskusikan hubungan antara peran
identitas dalam kerangka penafsiran tindakan kolektif. Ketika definisi identitas
terkait dengan komponen yang berkenaan dengan emosi, atau untuk menilai
model dari tindakan kolektif, melibatkan pada biaya dan manfaat, sebagai
elemen yang lemah. Bagaimanapun, banyak para iimuwan telah merujuk
bahwa identitas yang tepat adalah menjelaskan tindakan kolektif dalam
terminologi yang rasional (Pizzomo, 1978). Dengan demikian, konsep ini
dapat terus dikembangkan sebagai salah satu bagian dari teori sosial.

Sementara itu, mekanisme tindakan kolektif yang mendasari identitas
menurut Porta (2004, 87-91) dibagi tiga, yaitu: perfama, tindakan kolektif
tidak akan ada tanpa kehadiran "we” yang menandai "common traits’ dan
solidaritas spesifik. Selain itu tindakan kolektif juga membutuhkan identifikasi
dari "other” yang digunakan sebagai atribut responsibiliti dari para aktor untuk
melakukan mobilisasi (Gamson, 1992b). Konstruksi identitas

mengimplikasikan pada dua definisi penting, yaitu definisi positif dan negatif.
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Pada hal yang disebut sebagai definisi positif, konstruksi identitas mengarah
pada partisipasi seseorang dalam kelompok tertentu, sedangkan dalam
definisi negatif konstruksi identitas diartkan pada seseorang yang tidak
terlibat dalam kelompok dan cenderung menentang kelompok tersebut. Hal
ini terkait pula pada mereka yang masuk posisi netral, sejauh konflik nantinya
akan melibatkan mereka. Referensi ini menekankan bahwa komponen
gerakan identitas merupakan sesuatu yang terbentuk dan dibentuk untuk
kelangsungan hidup.

Kedua, identitas yang diproduksi (baca: dikonstruksi), kemunculannya
berasal dari hubungan jaringan-jaringan baru antar gerakan aktor, yang
beroperasi dalam lingkungan sosiai yang kompieks. Eksistensi dari hubungan
tersebut sebagai jaminan kepercayaan sebuah gerakan mendapat peluang.
Hal ini merupakan dasar untuk mengembangkan jaringan komunikasi
informasi, untuk terjalinnya interaksi, diperlukan juga sebagai instrumen
pendukung. Nampaknya, informasi merupakan sumber daya organisasi, lagi
pula informasi dapat mempercepat jaringan interaksi pribadi. Selain itu,
pengembangan hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada akses media,
kepercayaan antar aktor dalam membangun identitasnya dengan budaya
politik yang sama memungkinkan menghadapi besarnya cost dan resiko yang
dihubungkan dengan diskriminasi. Akhirnya dapat diidentifikasi bahwa ke-

identitasan para aktor diartikan sebagai gerakan yang juga mengharapkan
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bantuan dan solidaritas kaum militan (Gerlach and Hine, 1970; Gerlach,
1971).

Para aktor secara aktif kini telah berminat pada identitas dari pada
masa lalu, identitas mereka merupakan tema dasar yang dikaitkan dengan
kekuatan teritori. Identitas kolektif sedikitnya bergantung secara langsung
pada interaksi face-to-face yang membangun komunitas lokal dan wilayah
dari waktu ke waktu. Fenomena seperti ini merupakan syarat bergantinya
pre-modernity ke modernity, dan kemuncukan opini pubiik diintegrasikan
melalui wacana yang tertulis (Anderson, 1983; Tarrow, 1992).

Konstruksi identitas melalui gerakan dapat diartikan memiliki
keterikatan dengan solidaritas ke arah orang lain, dalam banyak kasus, hal ini
merujuk pada kontak personal secara langsung, difokuskan dengan siapa
mereka satu tujuan, hal ini terkait pada aspirasi dan nilai-nilai. Aktivitas dan
simpatisan gerakan menyadari partisipasi dalam realitas lebih  rumit
dibandingkan mereka yang memiliki pegalaman langsung. Dalam komunitas
yang luas, para aktor menggambarkan motivasi dan dorongan kearah
tindakan, bahkan ketika lahan peluang dibatasi dan adanya isolasi yang kuat.

Ketiga, identitas kolektif menjamin pengalaman tindakan kolektif dari
waktu ke waktu. Karakteristik gerakan bergantian antara tahap 'visible'
(kelihatan) dan ‘latent’ (tertutup) (Melucci, 1984a). Masyarakat sebagai
dimensi berlakunya tindakan, mewujudkannya melalui demonstrasi, prakarsa

publik, intervensi media dan seterusnya, pada level tingkat tinggi berlangsung
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dengan kooperasi dan interaksi di antara berbagai mobilisasi aktor.
Selanjutnya, pada tindakan antara organisasi dan dominasi produk-produk
kultural. Kontak antara organisasi kelompok militan, atas keseluruhan,
dibatasi pada interpersonal, hubungan informal, atau untuk hubungan
interorganisational yang mana tidak menghasilkan kapasitas untuk mobilisasi
massa. Dalam kasus ini, solidaritas kolektif dan rasa memiliki bukaniah suatu
hal yang nyata para aktor masuk untuk melakukan mobilisasi. Identitas
dipe[ihara melalui tindakan sembunyi dengan jumiah aktor yang terbatas.
Tepatnya bahwa, kemampuan kelompok ini secara nyata menghasilkan
kembali refresentasi dan mode! solidaritas setiap waktu, hal ini menciptakan
kondisi bagi peningkatan tindakan kolektif dan mengijinkan untuk melacak
gejolak dari tindakan masyarakat kearah mobilisasi dahulu (Melucci, 1984a;
Rupp and Taylor, 1987; Johnton, 1991b; Mulier, 1994).

Terkait dengan uraian di atas, fungsi identitas tidak hanya beroperasi
atas wahana dan penyajian kolektif dan persepsi yang tersebar luas dan
fenomena sosial tertentu. Akhir-akhir ini lebih menghubungkan pada
pengalaman individu dalam membangun identitas mereka sendiri, atribut
individu dilekatkan dan diartikan sebagai tahap dari pribadi dan publik sejarah
mereka sendiri. Hal ini sering mencerminkan cerita hidup mereka. Adalah
sesuatu yang benar bahwa mobilisasi berfungsi untuk menarik ke orang-
orang terlibat dalam gerakan sosial yang tidak memiliki pengalaman tindakan

kolektif sebelumnya.
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Memperbincangkan kesinambungan dari waktu ke waktu tidak
mengartikan bahwa identitas tetap berlaku, akan tetapi selalu diperbaharui.
Acuannya selalu pada masa lalu, tetapi kenyataannya selalu selektif.
"Kontinuitas” dalam hal ini diartikan untuk mengelaborasi elemen-elemen
identitas yang akiif tentang riwayat hidup diri sendiri dan reorganisasi mereka
di dalam suatu konteks baru. Dengan cara ini, dapat dimungkinkan untuk
bersatu pada pengalaman kolektif dan pribadi, yang tidak tampak sebagai
sesuatu yang bertentangan.

Pada satu sisi, elemen identitas adalah cita-cita untuk membangun
hubungan sosial melampaui perbedaan dan distorsi antar komunitas. Hal ini
diperuntukkan pula pada suatu konsepsi tindakan kolektif yang terkait pada
pengumuman atas kebenaran absolut dan dengan kesaksian diri sendiri
secara ideal (dan idelogi) terhadap prinsip, yang tidak memperdulikan distorsi
antar individu pula.

Pada sisi lain, elemen identitas berisikan pengalaman tindakan kolektif
yang baru, dimana tidak bisa diartikan sebagai pemutusan hubungan dengan
masa lalu, sampai taraf tertentu. Dalam beberapa hal, keputusan untuk
melakukan tindakan kolektif dalam suatu organisasi atau sebuah proyek
karakteristik yang berbeda pengalaman atau yang terkait identitas, hasilnya
merupakan suatu perubahan bentuk yang radikal bagi individu. Dalam kasus
ini, orang-orang mengalami konversi asli, yang sering berarti memutuskan

hubungan secara sosial yang sebelumnya mengikat mereka. Transformasi
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identitas dapat ditemukan lebih banyak dari kasus ini. Hal ini tidak hanya
dapat dilihat pada kecendrungan yang politis individu dan tingkat
keterlibatannya dalam tindakan kolektif, tetapi juga sebagai pilihan hidup
yang global dan bahkan terorganisasi dari kehidupan sehari-hari. Gejala yang
sama juga dapat ditemukan pada mereka yang bergabung dalam gerakan
keagamaan (Robbins, 1988: 3; Snow, 1980; Wilson, 1982; wallis and Bruce,
1986).

Pada dasarnya tindakan kolektif merupakan kajian khusus yang terjadi
dalam kelompok sosial dengan dua alasan, vaitu. perfama, mudah
diidentifikasi dan berhubungan dengan berbagai perbedaan dalam kelompok
sosial, kedua, memberi konstribusi pada jaringan sosial dari anggota
masyarakat, dengan level yang tinggi dari kohesi intenmal dan dapat pula
melalui identitas spesifik. Tindakan kolektif akan bergantung pada situasi
tertentu sehingga kehadirannya simultan dalam kategon prilaku yang spesifik
dan jaringannya terkait pada perilaku aktor (Oberschall, 1973; Tilly, 1987).
Dari perspektif ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menganalisis relasi
antara struktur dan tindakan aktor terkait pada perubahan yang dibuat,
khususnya dibangun dengan relasi sosial, rasa solidaritas, dan kepemilikan
kolektif yang dapat memungkinkan terwujudnya kepentingan identitas spesifik

dan yang dihubungkan dengan mobilisasi.
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2.7. Politik Elite sebagai Formasi Identitas

Formasi yang ditunjukkan untuk memperoleh kekuasaan, dalam
Kajian-kajian sosial biasanya dimobilisasi oleh kekuatan tertentu. Dalam
disertasi ini, formasi diupayakan sebagai langkah mendapatkan kembali
identitas etnik. Re-invented etnik Mandar diciptakan dari kekuatan sosial ada,
diidentifikasi atas peran yang dijalankan elite. Dalam hal ini, elite berada di
garis depan, menjalankan tugas untuk memobilisir massa atas nama
kepentingan etnik.

Apa sebetulnya elite? literatur tentang hal ini telah banyak
diperbincangkan oleh para ilmuwan sosial. Kehadirannya menjadi diskusi
seru para ilmuwan sosial Amerika tahun 1950-an, antara Schumpeter (1951),
Laswell (1952) dan Wright Mills (1957) yang melacak karya-karya dari pemikir
Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan
Goestano Mosca (ltafia), Robert Michels (Jerman) dan Jose Ortega Y.Gasset
(Spanyol).

Karya-karya dari pemikir Eropa ini digolongkan sebagai generasi
teoritisi elitis yang diawali oleh pemikiran Pareto (1848-1923). Pareto percaya
bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil yang memiliki
kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial
politik. Mereka itulah yang dikenal dengan elite. Dia mengkiasifikasi

masyarakat dalam dua kelompok kelas, yakni: perfama, lapisan atas, yaitu
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elite; yang terbagi ke dalam elite yang memerintah (governing elite) dan yang
tidak memerintah (non-goveming elite), kedua, lapisan yang lebih rendah,
yaitu non-elite (S.P Varma, 1992:202: Usman, 1990: 6 Haralambos,
2000:601).

Pareto sendiri lebih memusatkan perhatian pada elite yang
memerintah. Menurutnya, elite itu berkuasa karena bisa menggabungkan
kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang penting. Dalam
hal ini, menurut Pareto cara yang dilakukan the governing elite dalam
mengontrol massa dengan kecerdikan dan kelicikan. Dia menegaskan bahwa
sumber kekuatan besar berasal dari aktivitas manusia berupa perasaan
sentimen dan perhatian. Dalam usaha untuk mengabsahkan kekuasaannya
atau merasionalkan penggunaan kekuasaannya, elite melakukan dengan
cara penuh kekerasan (the applications of violence) dan dengan penuh tipu
daya (by fraund). Untuk mencapai tujuannya, elite melakukan dengan dua
cara. Perfama para elite mengerahkan segala macam kekuatan fisik yang
dimiliki sekaligus melakukan persuasi moral dan intelektual. Kedua, para elite
menggunakan kecerdikan yang sedemikian rupa sehingga massa rela

menuruti kehendaknya.**

2 viifredo Pareto dalam karya The Mind and Society, untuk studi yang lebih rinci tentang Pareto
kita dapat mengacu pada George C. Homans dan Charles. P Curtis, Jr,. An Introductions to Parefo,
New York, Knopf, 1934 Lawrence J. Handerson, Pareto’s General Sociology, Cambridge, Mass,.
Harvard University Press, 1935; Franz Borkenau, Pareto London, Chapman and Hall, 1936,
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Generasi kedua teoritis elitis adalah Mosca (1858-1941), layaknya
Pareto, dia mengembangkan konsep pergantian elite, dengan mengkaiji
bahwa pada masyarakat yang paling maju dan kuat-selalu muncul dua kelas
yaitu, kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas pertama, biasanya
jumlahnya lebih sedikit memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan
dan menikmati keuntungan yang didapat dari kekuasaan. Sementara kelas
kedua, jumiahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas pertama
(Mosca, 1976: 2)

Mosca berbeda dengan Pareto, selain lebih menekankan analisisnya
pada aspek psikologis juga aspek sosiologis. Dia menunjukkan Kkaitan
perubahan di dalam lingkungan masyarakat dengan sifat-sifat individu.
Rumusan kepentingan dan cita-cita menimbulkan permasalahan dalam
mempercepat pergantian elite. Mosca tidak setajam Pareto dalam membahas
masalah idealisme dan humanisme, dia lebih menyukai masyarakat yang
dinamis dan berubah melalui persuasi dan menyarankan elite memerintah
secara bertahap mengadakan perubahan dalam sistem politik agar sistem
tersebut menyesuaikan dengan perubahan yang dikehendaki masyarakat.

Pandangan Mosca ini tampaknya memiliki pemikiran yang spesifik
akan kebertahanan elite. Alasan elite dapat bertahan disebabkan oleh tiga
komponen, vaitu: organisasi (struktur politik), kekuatan individu (personal)
dan kekuatan sosial (masyarakat/lingkungan). Ketiga komponen ini

terakumulasi dalam sistem politik sehingga kekuasaan elite mampu meredam

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
79

jalur pergantian elite, dalam hal ini elite harus memiliki tingkat moralitas,
kepandaian dan aktivitas yang positif. Satu komponen penting menurut
Mosca adalah “formula politik” yang tidak lain berupa ideologi kelas. Ideologi
ini sebagai konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan
kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima oleh kelompok
elite (Mosca, 1939:70). Tujuannya untuk melestarikan dominasi elite serta
eksistensinya atau bahkan merupakan kebutuhan nyata yang diyakini
memberikan konstribusi positif dalam struktur dan sirkulfasi elite.

Perspektif kedua elite adalah pluralis, dimotori oleh Lasswell (1951),
Robert Dahi (1961), dan Giovani Sartori (1965). Kaum pluralis menentang
perspektif elitis yang memandang kekuasaan terkonsentrasi pada
sekelompok kecil elite. Kaum ini berpandangan bahwa politk pada
hakekatnya melibatkan kompetisi antara bermacam-macam kelompok
kepentingan. Oleh karena setiap kelompok kepentingan memiliki kelemahan
sekaligus keunggulan, maka dalam perjalanan politk sebenamya tidak ada
satupun kelompok kepentingan yang dominan (Usman, 1990; 25). Kaum ini
percaya bahwa kekuasaan tersebar merata ke berbagai kelompok
kepentingan.

Dalh mengkaiji elite dalam perspektif pluralis dengan satu pertanyaan
“who governs?” Dia mengidentifikasi politik lokal di New Haven secara
berkesinambungan yang menekankan pada pembagian dalam tiga areal

utama, (1) pembaharuan dari kota, meliputi pembangunan ulang pada pusat
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kota; (2) nominasi politk, dengan mengutamakan titik berat pada jabatan
yang terbesar; (3) pendidikan, yang mengkonsentrasikan pada isue seperti
penempatan sekolah dan gaji guru. Setelah melakukan seleksi terhadap
pembedaan isue tersebut, dia menyatakan bahwa sangatiah mungkin ketika
suatu kelompok memonopoli pengambilan keputusan terkait dengan masalah
komunitas kelompok.

Kajiannya menemukan tidak ada bukti suatu kelompok mendominasi
pengambilan keputusan, namun menyimpulkan bahwa kekuasaan dapat
berasal dari bermacam-macam kelompok kepentingan, dikembangkannya
pendapatnya bahwa kelompok kepentingan menentukan politik lokal ketika
isue menunjukkan kaitan utama mengenai ke-eksistensiannya. Dalh
menegaskan bukti tentang politik lokal adalah sebuah bisnis tawar menawar
dan kompromi dengan tidak ada satu kelompokpun yang mendominasi
pengambilan keputusan. Pemimpin dan wakilnya dalam  membuat
keputusan harus berkonsultasi dahulu dengan berbagai kelompok
kepentingan, hasilnya dapat diterima dari komponen masyarakat termasuk
partai.

Teoritis lain yang melihat perspektif ini adalah David Marsh (1983),
mendiskripsikan sejumlah usaha untuk menjelaskan distribusi kekuasaan dan
operasi dalam negara terhadap teori elite pluralis. Teori ini memiliki
persamaan dengan pluralis klasik, yakni; (1) melihat masyarakat barat

sebagai peletak dasar demokrasi, (2) memahami pemerintahan sebagai
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proses kompromi, (3) menyetujui kekuasaan tersebar ke semua komponen
masyarakat. Di lain pihak, Marsh berpendapat; (1) tidak menerima semua
masyarakat memiliki banyak kekuasaan sama, (2) tidak mengkonsentrasikan
lebih istimewa pada kekuasaan satu pihak , (3) melihat elite, kepemimpinan
kelompok sebagai partisipasi utama dalam pengambilan keputusan.

Elite pluralis juga akhirnya dikritik kemungkinan bersifat sementara,
beberapa kepentingan tidak representatif dan kelompok memiliki lebih
kekuasaan dibandingkan dengan yang lain. Membenarkan bahwa semua
individu tidak diperbolehkan terlalu aktif dalam politik, tidak ada ukuran
kekuasaan satu pihak dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya analisis
elite pluralis tidak memuaskan sedikitnya dilihat dari tiga jalur. Pertama,
menunjukkan bahwa demokrasi bukan kerja yang terbaik, ini dibuktikan
dengan tegaknya ketidakteraturan pandangan dasar pluralis dimana
kekuasaan tersebar dalam masyarakat industri barat. Kedua, mencatat
eksistensi kepemimpinan elite, mereka gagal mendiskusikan bahwa elite
memonopoli kekuasaan dan digunakan untuk kepentingannya. Ketiga, elite
pluralis hanya menghitung dua pihak kekuasaan, melupakan yang lain.
Mereka tidak mendiskusikan kekuasaan anggota masyarakat dan
pengaruhnya atas keinginannya.

Dalam usaha memahami cara elite untuk mendapat legitimasi dari
masyarakat, tidak hanya dapat diasumsikan dari pendekatan elitis dan

pluralis semata. Hal itu disebabkan dalam praktiknya kepatuhan yang
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diberikan masyarakat kepada elite biasanya karena dibarengi unsur
keterpaksaan, artinya ada sebagian masyarakat mengikuti kata-kata elite
karena mereka mendapat penghargaan sosial jika mendekati elite, hal ini
setidaknya mengangkat status sosialnya puia.

Sementara itu Surbakti (2007) menilai bahwa elite diterjehmahkan
bukan sebagai kelompok, tetapi mewakili individu-individu yang memiliki
kekuasaan dan mampu menggunakan sarana-sarana kekuasaan. Di tingkat
lokal kategori elite dibagi karena pengaruh yang dimilikinya, yaitu: pertama,
individu atau siapa yang memiliki posisi tinggi terutama yang memiliki
jabatan-jabatan tinggi. Dalam kategori ini dapat diasumsikan pada siapa yang
memiliki posisi dan berpengaruh, atau memiliki posisi tapi tidak berpengaruh.
Kedua, individu dilihat dari reputasinya. Reputasi ini karena pengaruh yang
dimiliki dalam suatu daerah terkait pada siapa informannya . Ketiga, elite
yang mempunyai pengaruh akibat keputusan yang diambil yang memiliki
dampak yang luas, dalam hal ini yang diidentifikasi adalah siapa yang
membuat keputusan dan akibat dari keputusan tersebut pada objek
penerima.

Sedang dalam memahami perilaku elite politik, Nasruddin Syamsuddin
(1993, 124) mengemukakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, dengan
melihat aspek keberadaan aktor politk, sedangkan pendekatan kedua
memusatkan diri pada produk dari proses politik. Dalam pendekatan pertama,

yang dianggap sebagai elite polittk adalah tokoh puncak di antara para
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pelaku yang melaksanakan kegiatan politik. Sementara pendekatan kedua,
fokusnya lebih luas lagi dan tidak terbatas pada elite politisi saja, di dalam
kategori ini dimasukkan elite yang mempengaruhi proses dan produk, tanpa
membedakan apakah mereka berasal dari bidang politik, pemerintahan,
militer atau ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi semua elite yang mempunyai
kepentingan politk dan berusaha mempengaruhi proses politk yang
memformulasikan kepentingannya disebut elite politik.

Secara umum, telah dijelaskan pembedaan dalam mengkaiji elite, yaitu
secara elitis dan pluralis. Uraian selanjutnya menelaah tiga penekanan yang
ditentukan para ilmuwan sosial dalam memberikan kategori elite, tujuannya
agar mudah untuk membedakan orientasi elite berdasarkan kemampuan
yang dimilikinya. Dalam hubungan ini kemungkinan ada tiga sudut pandang
tentang pengertian elite, yaitu : Perfama, sudut pandang struktur. Kedua,
sudut pandang lembaga. Ketiga, sudut pandang nilai. Ketiga aspek ini
dijelaskan lebih lanjut.

1. Sudut Pandang Struktur

Sudut pandang struktur menekankan pada kedudukan elite dalam
struktur masyarakat, sehingga menyebabkan mereka memegang peranan
terpenting dalam aktivitas masyarakatnya. Kedudukan tersebut dicapai
melalui usaha dan prestasi yang tinggi (achieved status) atau melalui
kedudukan sosial yang melekat seperti keturunan, prestasi ataupun karena

kelahiran. llmuwan yang mendukung sudut pandang ini adalah C. Wrigh Mills
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(1957) dan JW. Schoolr (1986: 128). Mills memandang bahwa elite adalah
kelompok dalam masyarakat yang terdiri dari mereka yang menduduki posisi
komando pada puncak pranata masyarakat. Inti pendapat ini menunjukkan
bahwa elite berperan penting dalam masyarakat karena posisi mereka pada
puncak pranata sosial masyarakatnya Sementara itu JW. Schoolr
menyatakan bahwa elite merupakan golongan utama dalam masyarakat
didasarkan pada posisi mereka yang tinggi dalam struktur masyarakatnya.
Posisi yang tinggi tersebut terdapat dalam bidang kehidupan, antara lain;
ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politk, agama, pengajaran dan
pekerjaan lainya. Pendapat ini ditekankan pada posisi puncak struktur
masyarakat itulah yang menyebabkan peranannya demikian penting dalam
kehidupan masyarakatnya. Dari pandangan ilmuwan ini, dapat disimpulkan
bahwa peranan dominan elite dalam kehidupan bersama masyarakat
disebabkan oleh posisi pada lapisan puncak yang didudukinya dalam
masyarakat.

2. Sudut Pandang Lembaga (Organisasi)

Sudut pandang Ilembaga menekankan adanya lembaga atau
organisasi merupakan alat pendukung elite dalam peranannya di masyarakat.
Dasar dari pengaruh dan peranan elite tersebut adalah lembaga atau
organisasi tempat ia berada. Dengan demikian, individu atau kelompok
dapat menjadi kelompok yang berpengaruh atau berperanan, karena berada

dalam lembaga sehingga memungkinkan masyarakat dapat menerima

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
85

keadaan tersebut. limuwan yang melihat dari pandangan ini menyatakan
bahwa elite dapat berperan besar dalam kehidupan bersama, khususnya
dalam pembangunan, karena memiliki wewenang nyata sebagai organisasi
pemerintah wilayahnya (Smith, 1984 ). Pandangan tersebut menunjukkan
elite didasarkan atas dukungan organisasi pemerintahan yang dipimpinnya.
Misalnya wewenang kepala desa untuk memimpin desanya, sekaligus
menempatkannya sebagai elite desa.

Pandangan lain menyatakan bahwa kelompok elite terdiri dari tokoh-
tokoh yang memegang dan memiliki otoritas tradisional yang mengendalikan
sistem komunikasi secara terpadu dan sebagian besar tertutup. Inti
pandangan ini adalah elite dapat memainkan peranan penting karena
landasan otoritas tradisional. Dasarnya karena penerimaan masyarakat
terhadap lembaga tersebut, sekaligus sebagai sumber keabsahan kekuasaan
elite tersebut.

3. Sudut Pandang Nilai

Sudut pandang nilai menekankan pada kemampuan elite sebagai
kelompok dalam masyarakat untuk membentuk atau menciptakan nilai-nilai
(values) yang diakui dan mendapat penghargaan tinggi oleh masyarakatnya.
Nilai tersebut dapat berupa kekuasaan, kekayaan, ilmu pengetahuan
kehormatan atau kesempatan, atau suatu kombinasi diantaranya, karena

yang menjadi dasar adalah kemampuan membentuk atau mencipta, maka
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semakin banyak nilai yang dapat dikumpulkan akan semakin tingg
kedudukan elite tersebut dalam masyarakatnya.

limuwan yang mendukung sudut pandangan ini, antara lain Harold D.
Laswell (1952), Robert Michels (1949) dan Karl Mannheim (1947). Laswell
mengatakan bahwa elite adalah kelompok yang terdiri dari mereka yang
berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat, hal ini
disebabkan oleh nilai yang mereka bentuk atau ciptakan mendapat
penghargaan tinggi oleh masyarakat. Sementara itu, Michels
mengemukakan bahwa kaum elite tidak hanya ada, tetapi juga keberadaan
dan kemunculannya tidak dapat dihindari. Dasar teori ini adalah kekuasaan
yang dipegang oleh kaum elite, mereka membuat keputusan cepat dan
membentuk nilai-nilai masyarakat yang luas. Masyarakat tidak memiliki arah
dan menerima nilai-nilai kaum elite. Dalam hal ini, Michels membagi
kehidupan manusia menjadi dua kelompok: elite dan masyarakat, apabila
kaum elite membuat keputusan cepat dan membentuk masyarakat
berdasarkan gambaran pikiranya sendiri, maka secara logika satu-satunya
cara yang paling efektif untuk menjelaskan pengataman politik berbagai
negara atau untuk meramalkan kebijakan yang akan datang melalui
pengidentifikasian kaum elit di negaranya dan memahami nilai-nilai yang
dipegangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Karl Mannheim (dalam Varma,
S.P, 1985; 212) berpendapat bahwa pembentukan kebijakan sebetulnya, ada

ditangan para elite, tetapi hal ini bukan berarti bahwa masyarakat tersebut
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tidak demokratis. Masyarakat dapat bertindak mengantikan para pemimpin
mereka atau memaksanya mengambil keputusan atas dasar nilai dan
kepentingan masyarakat. Datam hal ini, Mannheim menilai dan menekankan
bahwa kekuasaan politik selalu dijalankan oleh minoritas elite berdasarkan
nilai yang diberikan oleh masyarakat.

Terkait dengan uraian di atas, penulis dapat menegaskan bahwa elite
yang berperan dalam konstruksi identitas di Mandar, mempunyai kedudukan
utama atau dominan dalam struktur masyarakat. Hal itu didasarkan atas
kemampuan mereka dalam membentuk atau menciptakan nilai-nilai identitas,
apa yang telah dibangunnya diakui dan mendapat penghargaan tinggi oleh
masyarakat, karena elite berpengaruh dan berperan dalam lembaga sosial
sehingga masyarakat menerima keadaan tersebut.

Secara khusus, konsep elite pada tingkat lokal diperkenalkan oleh
Koentjaraningrat (1984) dan Sunyotoc Usman (1991). Menurut pandangan
Koentjaraningrat, di tingkat lokal elite (pemimpin) terbagi dalam dua, yaitu
elite atau pemimpin tradisional dan elite atau pemimpin masa kini (1984,
128-147).  Elite tradisional adalah mereka yang dipandang mempunyai
kekuasaan atas massa karena memiliki ciri-ciri tradisional yang dinilai tinggi
oleh masyarakat lokal, seperti keturunan, berkekuatan sakdi, kharismatik,
berkemampuan ekonomis untuk melakukan upacara-upacara keagamaan,
berkemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang

banyak atas dasar suatu sistem sangsi. Sedangkan elite masa kini adalah
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mereka yang dipandang mempunyai kekuasaan atas massa karena memiliki
ciri-ciri masa kini, seperti kemampuan pilihan rasional untuk memecahkan
berbagai masalah kemasyarakatan, legitimasi berdasarkan prosedur hukum
yang berlaku.

Sunyoto Usman (1991; 27-37) mengelompokkan elite dalam dua
tipologi yakni: elite institusional ({institusional elites) yakni mereka yang
berada pada puncak strata masyarakat karena jabatan formal terutama
dalam pemerintahan, dan elite yang berada di luar garis birokrasi (non
legitimed elites), mereka adalah individu-individu yang dikategorikan dalam
kelompok elite karena garis keturunan yang terhormat dalam masyarakat,
kaya atau memiliki iimu keagamaan yang tinggi.

Pandangan elite yang dinyatakan Koentjaraningrat dan Usman
memiliki kesamaan, keduanya menilai bahwa elite merupakan orang yang
mempunyai kecakapan dalam mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain
tersebut akhirnya berprilaku sebagaimana yang dikehendaki elite itu. Hanya
saja, tidak semua elite menjadi pemimpin, karena tidak semua elite
mempunyai pengikut yang dapat dilihat secara fisik, akan tetapi dengan
status yang disandangnya, elite masih mendapat ruang yang berbeda
dengan masyarakat.

Dari uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa elite dapat
dipandang sebagai teladan pada satu pihak dan pada pihak lain sebagai

pemegang kekuasaan. Mereka disebut teladan karena mempunyai bakat
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yang lebih unggul dan memenuhi missi historis tertentu. Sebutan pemegang
kekuasaan berlaku karena mereka secara kolektif merupakan pemimpin,
pengambil keputusan, orang-orang yang berpengaruh dalam mengendalikan
berbagai kegiatan dalam masyarakat (Schoorl, 1980; 128).

Pengertian elite tersebut dapat ditemukan dalam bidang sosiologi dan
politik. Oteh karena itu dalam disertasi ini yang dipakai acuan pengertian elite
dalam dimensi institusional yakni mereka yang berada pada puncak strata
kekuasaan, dan non-instiusional yakni mereka yang berada diuar garis
birokrasi tetapi mempunyai pengaruh dan kewibawaan terhadap
masyarakatnya.

Berangkat dari disiplin ilmu tersebut, secara umum, elite dipandang
sebagai kelompok vyang sangat potensial sebagai agen perubahan,
terutama dalam fungsinya menjadi jembatan yang menghubungkan antara
kemauan pemerintah dan kepentingan anggota masyarakat. Dalam
kedudukannya semacam ini, mereka menyandang beban sosiat untuk dapat
menerangkan kebijaksaan umum dan prioritas pembangunan yang dirancang
oleh pemerintah kepada anggota masyarakat, dengan demikian,

keberadannya, akan sangat diperlukan untuk kepentingan dan masyarakat.
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3. Konstruksi Sosial : Interaksi Simbolik

Dari sekian banyak teori yang mengupas tentang konstruksi sosial,
dalam disertasi ini, penulis memakai teori interaksi simbolik, yaitu teori yang
berangkat dari pemikiran dasar George Mead dan kemudian dikembangkan
oleh Blumer dan Goffman. Dalam Disertasi ini, uraian awal pemahaman
interaksi simbolik dapat dilihat dari pemikiran Mead, selanjutnya diuraikan
pada pemikiran Goffman dan Blumer. Teori interaksi simbolik yang
digunakan sebagai alat analisis permasalahan etnik Mandar, merujuk pada
pemikiran Blumer. Dengan demikian, apa yang dikonstruksi etnik Mandar,
dicoba dipahami melalui perspektif konstruktivis, di mana interaksi simbolik
menjadi salah satu bagian dalam tataran konstruksionisme.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia
dari sudut pandang subjek yang diteliti.?> Teori ini menekankan bahwa
perilaku manusia dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan individu-
individu untuk membentuk perilaku mereka dengan mempertimbangkan
ekspekstasi orang-orang yang berinteraksi dengan mereka (Becker,
1961:19). Definisi yang penempatannya kepada orang lain, situasi, objek,

bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka.

22 akar interaksi simbolik adaiah flisafat pragmatisme dan behaviorisme psikologis. Pragmatisme
dirumuskan oleh John Dewey (Sjoberg, 1997), William James (Musolf, 1994), Mead (Charon, 2000:
Joas, 1993) lihat juga Hewitt (1984:8), Shalin (1986). Pandangan behaviorisme psikologis (Badwin,
1986, 1988a, 1988b; 106-127) fihat juga Watson (Buckley, 1989), Meltzer, 1978, 1998, 29-33) dan
Blumer (1955, 1969, 94-97)
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interaksi simbolik berangkat dari berbagai perspektif. Maurice
Natanson (1963), melihat dari perspektif fenomenologis atau interpretative.
Sedang Malcom Waters (1994) bertolak dari perspektif teori agensi. Natason
memimjam istilah generik untuk merujuk bahwa kesadaran manusia dan
makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.

Sementara Waters memahami interaksi simbolik dari agensi Gidden.
la mendefinisikan bahwa agensi sebagai arus intervensi kausal yang aktual
atau yang dimaksud dari mahluk badaniah dalam proses peristiwa di dunia
yang sedang berlangsung. Agensi ini melibatkan penekanan pada aktivitas
praktis manusia dalam membangun dengan sengaja dunia sosial mereka.
Namun agensi juga melibatkan pandangan bahwa individu membuat pilihan
tentang intervensi yang di dalamnya mereka terlibat dan karena itu masa
depan dunia sosial adalah faktor yang tidak menentukan, ia menekankan
bahwa bila seseorang akan berkeinginan mengacu tujuan dan maksud,
tujuan tersebut tidak perlu direalisasikan dan sesungguhnya bahwa
intervensi memiliki banyak konsekuensi yang tidak diharapkan.

Baik Natanson maupun Waters memandang interaksi simbolik sebagai
mikrokosmis dalam diri individu organisme sosial untuk memahami diri dan
lingkungannya. Hal ini karena mereka melihat interaksional dari konsepsi
George H. Mead, dalam tataran self, mind dan sociefy sebagai aktivitas

kreatif dari individu sebagai organisme dinamis.
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Pemikiran dasar Mead tentang interaksionalisme bertumpu pada
anggapan dasar untuk melihat tindakan manusia. Asumsinya dilthat Turner
pada dua titik pokok yaitu;

1. Kelemahan biologis organisme manusia memaksa mereka untuk saling
bekerjasama dalam konteks kelompok agar bisa bertahan hidup; dan

2. Tindakan-tindakan di dalam dan di antara organisme manusia yang
memfasilitasi kerjasamanya dan dari sini kelangsungan hidup atau
penyesuaiannya akan dipertahankan. (Turner, 1978:318)

Mead mengembangkan ciri unik pikiran manusia pada kemampuannya
untuk (1) menggunakan simbol untuk menunjukkan objek-objek dalam
lingkungan, (2) untuk melatih kembali secara tersembunyi berbagai tindakan
alternatif terhadap objek ini, dan (3) untuk menghambat jenis tindakan yang
tidak sesuai dan memilih tindakan yang jelas sesuai. Mead mengistilahkan
dengan proses menggunakan simbol atau bahasa secara tersembunyi
“latihan imajinatif yang mengungkapkan konsepsi mindnya, sebagai sebuah
proses, bukan struktur. Eksistensi dan persistensi masyarakat, atau
kerjasama dalam kelompok yang terorganisasi, dipandang Mead sebagai hal
yang bergantung pada kemampuan masing-masing dan memilih perilaku
yang dapat memfasilitasi kerjasama, penyesuaian, dan kelangsungan hidup.

Konsep utama dalam interaksi simbolik Mead adalah diri (seff).
Sebagaimana yang ditunjukkan Rock (1979: 102), bahwa diri sesungguhnya

merupakan satu-satunya objek sosiologis yang nyata, sedangkan yang lain
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bersifat epifenomenal. Diri disusun oleh bahasa. Manusia menggunakan
istilah “I” dan “me” untuk menjabarkan diri dan ini mewakili dua fase atau
momennya. “I” adalah subjek yang berpikir dan bertindak, ege yang mencipta
memberi inisiatif. “Me” adalah diri objektif dan yang menjadi refleks dari |,
adalah diri yang dipikirkan daiam situasi lain dan dalam waktu dan tempat
yang lain, yang nyata maupun rekaan. Yang terpenting, adalah aspek diri
yang merupakan suatu ekspresi tatapan orang lain terhadapnya — dalam
istilah Cooley disebut dengan “looking-gfass self .

Konsep self dengan meminjam James dan Cooley, Mead menekankan
pada tiga tahap menandai perubahan jenis gambaran diri sementara
(transitory self-images) yang diperoleh individu dari pengambilan peran (rofe-
taking), tetapi peningkatan kristalisasi konsepsi diri yang lebih stabil. Tahap
awal dianggap Mead sebagai ‘play’, dimana mampu menerima perspektif
orang lain yang terbatas jumlahnya. Kemudian, berdasarkan kematangan
biologis dan praktik pada pengambilan peran, orang dapat menjadi dewasa
dan mampu mengambil peran beberapa orang lain yang terlibat dalam
aktivitas yang terorganisasi. Mead rﬁengistilahkan tahap ini sebagai “game’,
Karena menandai kemampuan individu untuk memperoleh gambaran tentang
diri dari, dan kerjasama dengan sekelompok individu yang terlibat dalam
aktivitas tertentu yang terkoordinir. Tahap terakhir terjadi ketika individu dapat
mengambil peran “komunitas sikap” yang terdapat dalam masyarakat. tahap

ini individu mampu menerima keseluruhan perspektif komunitas, atau
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kepercayaan umum, nilai, dan norma berbagai ruang interaksi individu.
Artinya bahwa manusia dapat meningkatkan kesesuaiaan responnya dengan
orang lain yang berinteraksi dengannya dan memperiuas gambaran dirinya
yang evaluatif dari ekspektasi orang lain tertentu ke ekspektasi komunitas
yang lebih luas.

Bagi Mead, sefiap tindakan merupakan mekanisme utama interaksi
manusia. Melalui penggunaan bahasa atau isyarat simbolik oleh manusia
dalam interkasi sosial mereka pada gilirannya memunculkan pikiran (mind)
dan diri (se/f). Hanya melalui penggunaaan simbol yang signifikan,
khususnya bahasa, pikiran itu muncul. Mead mendefinisikan berpikir
(thinking) sebagai suatu percakapan terinternalisasikan atau implisit antara
individu dengan dirinya sendiri dengan menggunakan isyarat-isyarat
demikian. Intinya melaiui isyarat-isyarat dan simbol-simbol inilah terjadinya
“‘mind’ (Zeitlin, 1995:340). Mead menyatakan bahwa esensi pemikiran
merupakan perbincangan pengalaman isyarat makna yang terinternalisir
dimana seseorang dapat melakukan atas dasar eksternal, yakni pengaruh
orang lain.

Pikiran adalah mekanisme penunjukan diri (seff indication) untuk
menunjukkan makna pada diri-sendiri dan kepada orang lain. Pikiran
mengisyaratkan kapasitas dan sejauhmana manusia sadar akan diri mereka
sendiri, siapa dan apa mereka, objek disekitar mereka dan makna objek

tersebut bagi mereka. Yang terpenting adalah pikiran mensyaratkan adanya
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masyarakat, masyarakat ada lebih dahulu daripada pikiran. Dengan
demikian, pikiran adalah bagian integral dari proses sosial (Ritzer, 1996:
202).

Pada level umum, Mead menggunakan istilah masyarakat yang berarti
proses sosial yang sedang berlangsung yang mendahului mind dan self.
Karena penting untuk membentuk mind dan self, masyarakat sangat penting
bagi Mead. Masyarakat mewakili seperangkat response terorganisir yang
digantikan oleh individu dalam bentuk “me” (Ritzer, 2000:355). Dengan
demikian, dalam pengertian ini individu mengelilingi masyarakat, sambil
membern kemampuan melalui kritik diri, untuk mengontrol diri.

Dalam society, Mead memandang masyarakat mempresentasikan
interaksi terorganisir dan terpola di antara beragam individu. Organisasi
interaksi bergantung pada mind, artinya tanpa kemampuan mind untuk
mengambil peran dan secara imajinatif melatih kembali sejumlah aktivitas
alternatif, individu tidak dapat mengkoordinasikan aktivitasnya, Mead
menekankan bahwa pengaruh langsung pengambilan peran terletak pada
kontrol yang mampu dilakukan individu terhadap responnya sendiri. Kontrol
tindakan individu dalam suatu proses kooperatif dapat terjadi dalam perilaku
individu itu sendini jika dia dapat mengambil peran orang lain, adalah kontrol
respon individu sendiri melalui pengambilan peran orang lain yang menuju ke
nilai tipe komunikasi ini dari sudut pandang organisasi perilaku dalam

kelompok tersebut.
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Walaupun sintesis Mead telah memberikan terobosan penting dalam
konseptual tentang interaksi simbolik, akan tetapi sintesisnya tersebut belum
secara memuaskan menyelesaikan masalah tentang partisipasi struktur
masyarakat membentuk perilaku individu dan sebaliknya. Dalam usaha
mengatasi ketidakjelasan tersebut, usaha-usaha untuk lebih memahami
struktur sosial dan bagaimana individu terlibat secara aktif didalamnya
menjadi intensif dikembangkan selama tahun 1930-an oleh Herbert Blumer,
dan kemudian disempurnakan lagi Erving Goffman tahun 1959.

Suatu perkenalan dengan interaksi simbolik tidak akan tuntas tanpa
membahas andil Erving Goffman, dia seorang interaksionis simbolis terkenal
pada abad 20 yang memiliki pandangan baru yang disebut dramaturgi.
Tradisi dramaturgical, Goffman menganalisa tingkah laku manusia dengan
sebuah metafora yang teatrikal, dimana didalamnya lokasi umum dianggap
sebagai sebush panggung dan orang-orang bertindak sebagai aktor yang
menyusun performa mereka untuk memberi kesan kepada para penonton. 22

Lewat pendekatannya terhadap interaksi sosial, Goffman sering
dianggap salah satu penafsir “teori diri” dari Mead dengan menekankan sifat
simbolik interaksi manusia, pertukaran makna diantara orang-orang lewat

simbo!. Menurut Goffman, untuk memperoleh citra diri yang stabil, orang

22 Meskipun Goffman menolak julukan sebagai seorang interaksionis simbolik. Kenyatannya,
Goffman memperoleh banyak ilham dari pikiran-pikiran George H Mead dan Chares H Ceoley. Akan
tetapi, Goffman juga tampaknya memperoleh ilham dari pemikiran sosiolog Perancis Emile Durkheim
dan antropolog Inggris A.R. Radcliffe-Brown.
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melakukan pertunjukkan (performance) dihadapan khalayak. Sebagai hasil
dari minatnya pada pertunjukkan drama yang mirip dengan pertunjukkan
drama di panggung.

Kaum dramaturgis dalam memahami dinamika sosiai lebih
menganjurkan untuk berpartisipasi dalam interaksi-interaksi untuk membuka
topeng para pemain untuk memperbaiki kinerja mereka. Kaum ini telah
memperlakukan interaksi sosial sebagai suatu “drama” secara kiasan, yang
dapat melengkapi perspektif psikologis-sosial untuk menganalisis perilaku
manusia. Inti dramaturgi adalah menghubungkan tindakan dengan maknanya
alih-alih perilaku dengan determinannya. Dalam pandangan dramaturgis
tentang kehidupan sosial, makna bukanlah warisan budaya, sosialisasi, atau
tatanan kelembagaan, atau perwujudan dari potensi psikologis dan biologis,
melainkan pencapaian kebaruan, dan kebingungan. Namun yang penting
lagi, makna bersifat behavioral, secara sosial yang terus berubah, arbitrer,
dan merupakan ramuan interaksi manusia. Makna atas suatu simbol,
penampilan atau perilaku sepenuhnya bersifat serba mungkin, sementara
dan situasional. Maka fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang
orang lakukan, apa yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka
lakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya.

Pendekatan dramaturgis Goffman Kkhususnya berintikan pada

pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin
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mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya.
Untuk itu, setiap orang melakukan pertunjukkan bagi orang lain.

Berdasarkan konsep-konsep dasar interaksi simbolik dari Mead,
beberapa tokoh interaksi simbolik (Blumer, 1969; Manis dan Meltzer, 1978;
Rose, 1962; Goffman, 1980; dan Snow, 2001) telah menentukan beberapa
prinsip dasar dari interaksi simbolik, yang meliputi: (1) Manusia tidak seperti
hewan, manusia diberkahi dengan kemampuan berpikir. (2) Kemampuan
berikir dibentuk oleh interaksi sosial. (3) Dalam interaksi sosial manusia
mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan
kemampuan berpikir mereka yang khas itu. (4) Makna dan simbol
memungkinkan manusia melanjutkan tindakan (action) dan interaksi yang
khas manusia. (5) Manusia mampu mengubah makna dan simbol yang
mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran
mereka terhadap situasi. (6) Manusia mampu melakukan modifikasi dan
perubahan, karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang
memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai
keuntungan dan kerugian relatif, dan memilih serangkaian peluang tindakan
itu. (7) Pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan
membentuk kelompok dan masyarakat.

Dengan uraian tersebut, teori interaksi simbolik, oleh penulis dianggap
membantu dalam memahami konstruksi sosial elite pada wacana etnisitas,

terutama yang terkait dengan pengalaman mereka dalam proses tersebut.
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Dalam pemahaman penulis, konstruksi sosial menterjemahkan interrelasi,
interaksi sekaligus interpretasi struktur batin individu terhadap individu yang
tain dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, tindakan elite dalam
mengkonstruksi identitas dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antaretnik
Mandar, sekaligus interaksi dengan etnik diluar Mandar. Di sisi lain, apa yang
dikonstruksi elite dalam kaitanya dengan etnisitas, merupakan cerminan
makna yang terkandung dalam wacana identitas.

Terkait dengan konstruksi sosial yang digunakan dalam studi ini,
penulis dapat mengasumsikan bahwa motif-motif di balik tindakan yang
dilakukan oleh elite merupakan motivasi kelompok sebagai proses konstruksi
yang berkelanjutan. Tidak hanya sebagai penjabaran diri (self) sebagai
ekspresi tatapan, tanggapan dan pemahaman orang lain terhadapnya tetapi
juga merupakan penunjukkan atas pikiran (mind) dan society. Dalam hal ini,
penulis percaya bahwa identitas menjadi landasan adanya "pembeda’ atau
"nengada” budaya dengan etnik lain, sekaligus dapat menjadi “pengikat’
solidaritas dan integrasi antaretnik. Itu dapat diartikan bahwa identitas etnik
dapat lebih efektif jika dihubungkan dari konstruksi-konstruksi realitas yang
rawan dari masyarakat dengan relitas yang lebih sempurna sehingga dapat

menciptakan kekayaan realitas.
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3.1. Interaksi simbolik Herbert Blumer

Herbert Blumer adalah murid Mead dan dikena! dengan interaksi
simbolik “aliran Chicago”.?* Pemikirannya mengedepankan tentang interaksi.
Menurutnya, interaksi adalah proses dimana kemampuan Dberpikir
dikembangkan dan diungkapkan. Semua jenis interaksi, bukan hanya
interaksi selama sosialisasi, tetapi juga berfungsi memperhalus kemampuan
kita untuk berpikir. Berpikir membentuk proses interaksi. Pada sebagian
besar interaksi, para aktor harus mempertimbangkan orang lain dan
memutuskan apakah dan bagaimana harus mencocokkan aktivitas mereka
dengan orang fain. Dua dasar interaksi sosial Blumer, yaitu: Pertama,
interaksi non simbolik-conversation of gestures dari Mead -tidak melibatkan
berpikir-. Kedua, interaksi simbolik memerlukan proses mental (Ritzer,
2000:358). Teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Blumer (1969:
2) dirangkum dalam tiga premis, yaitu:

1. Manusia melakukan tindakan terhadap sesuatu (thing) berdasarkan

makna yang dimiliki sesuatu tersebut untuk mereka (‘thing’ yang

2 Blumer mengciptakan istilah interaksi simbolik tahun 1837 dan menulis beberapa esai yang
menjadi penting bagi perkembangannya. Sementara Mead berupaya membedakan interaksionisme-
simbolik yang baru lahir dari behaviorisme, Blumer melihat interaksinisme-simbolik berperang di dua
front. Pertama adalah behaviorisme-reduksionisme yang membuat Mead cemas. Masih ada ancaman
serius yang berasal dari teori berskala luas terutama fungsionalisme stuktural. Menurut Blumer, baik
behaviorisme maupun fungsionalisme structural sama-sama cenderung memusatkan perhatian pada
faktor yang melahirkan perilaku manusia {contohnya, stumulus dari luar dan norma). Menurut Blumer,
kedua perspektif itu mengabatkan proses penting yang memberikan aktor kekuatan bertindak
terhadapnya dan yang memberikan makna atas perilakunya sendiri.
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dimaksudkan adalah objek fisik, orang lain, lembaga sosial, dan
gagasan abstrak atau nilai);

2. Makna dari sesuatu tersebut berasal dari atau muncul dalam
interaksi sosial yang dialami seseorang dengan sesamanya;

3. Makna-makna tersebut dimodifikasi melalui suatu proses
interpretative dalam berhubungan dengan sesamanya, artinya
bahwa makna disempurnakan disaat proses interaksi.

Dalam hal ini, interaksi simbolik merujuk pada karakter interaksi
khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak hanya bereaksi
terhadap tindakan orang lain, tetapi juga menafsirkan/mendefinisikan setiap
tindakan orang lain. Respon aktor baik langsung maupun tidak langsung,
didasarkan pada penilaian makna tersebut. Dalam konteks ini, Blumer
memandang bahwa aktor akan memilih, memeriksa, berpikir,
mengelompokkan dan menstransformasikan makna dalam kaitannya dengan
situasi dimana dan kearah mana tindakannya, sehingga individu menurut
Blumer, bukan dikelilingi oleh lingkungan obyek-obyek potensial yang
membentuk perilakunya, tetapi individu yang membentuk, merancang dan
memberi arti pada obyek-obyek tersebut. Dengan demikian individu dapat
menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan
berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran

atau bertindak berdasarkan simbol dan makna yang berkembang.
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Dengan pandangan tersebut, maka manusia merupakan aktor yang
sadar dan relektif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui
situasi yang disebut dengan self-indication (pemikiran ini juga dipahami oleh
Mead). Sebuah proses komunikasi yang dijalankan individu untuk
mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskannya
untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Proses seff-indication ini terjadi
dalam konteks sosial di mana individu mencoba "mengantisipasi” tindakan-
tindakan orang lain dan menyesuaikannya tindakannya sebagaimana dia
menafsirkan tindakan tersebut .*

Selain itu, Blumer juga memandang bahwa tindakan manusia dilihat
sebagai respon terhadap rangsangan yang terjadi di dunia luar. Dan
dimaknai atas model stimulus-respon yang menekankan pada keutamaan
peristiwa eksternal. Blumer menunjukkan fakta bahwa manusia dapat
berinisiatif melakukan tindakan, tanpa harus menunggu datangnya

rangsangan luar yang mendorong mereka bertindak. la menegaskan bahwa

tindakan manusia adalah bertujuan, untuk mewujudkan apa yang ada dalam

24 Mengikuti hasil kajian Poloma (1984), perspektif interaksi simbolik yang dikemukakan cleh
Biumer mengadung beberapa ide-ide dasar, yaitu: (1) masyarakat lerdii dari manusis yang
berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, mebentuk struktur sosial.
(2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia fain.
interaksi non-simbolis mencakup stimulasi respon, sedangkan interaksi simbolis mencakup penafsiran
tindakan-tindakan. (3) Obyek-obyek tidak mempunyai makna yang intrinsik. Makna lebih meruapakan
produk interkasi simbolik. Obyek-obyek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, (a) obyek
fisik; (b) obyek sosial, dan (c) obyek abstrak. (4) Manusia tidak hanya mengenal obyek ekstemal,
mereka juga dapat melinat dirinya sebagai obyek. (5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretative
yang dibuat manusia itu sendiri (6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota
kelompok. Ini merupakan “tindakan bersama”. Sebagian besar tindakan bersama tersebut dilakukan
sacara berulang-ulang, namun dalam kondisi stabil. Dan disat lain dapat melahirkan suatu kebudayaan.
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pikirannya. Jadi hubungan stimulus-respon mengabaikan gagasan mengenai
tujuan manusia dan mengasumsikan perilaku manusia yang otomatis,
sebagai refleks yang dipicu rangsangan dari luar. Padahal tindakan manusia
dapat sekaligus disengaja dan kreatif, sang aktor memperhitungkan apa yang
sedang dilakukan, mengenal, menilai dan memutuskan pilihan dari berbagai
alternatif tindakan. Aktor merencanakan sebelum bertindak dan merevisi
ketika memasuki situasi yang berubah atau sebelumnya tidak terlihat. Dalam
hal ini Blumer melihat bahwa keadaan tidak eksis dalam diri sendiri sebagai
rangsangan yang mengharuskan bereaksi sebagai organisme yang tidak
berpikir dan didominasi naluri. Apa yang disebut keadaan bergantung pada
tujuan, rencana, dan pengetahuan yang ada dalam pikiran. Rangsangan
yang sama punya makna yang berbeda bergantung pada tujuan dan
keprihatinan kita.

Akhirmnya, interaksi simbolik dapat dibangun dari premis-premis berikut
(lihat juga Mead, 1934; Rose, 1962; Blumer, 1969; Felson, 1981).
Pertama, individu merespon situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan
berdasarkan makna yang dimiliki komponen-komponen lingkungan bagi
mereka sebagai individu. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon
mereka tidak mekanis, atau ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, melainkan
bergantung pada bagaimana mereka mendefenisikan situasi yang mereka
masuki dalam interaksi sosial. Jadi individu sangat menentukan lingkungan

mereka sendiri.
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Kedua, individu membayangkan atau merencanakan apa yang akan
mereka lakukan. Mereka membayangkan bagaimana orang lain akan
merespon tindakan mereka sebelum mereka sendiri bertindak. Proses
pengambilan peran (faking the role of the order) tersembunyi ini penting,
meskipun tidak dapat diamati. Jadi interaksi simbolik mengakui tindakan
dalam dan tindakan luar, menganggap tindakan luar sebagai lanjutan
tindakan dalam. Namun, tindakan luar tidak otomatis menunjukkan tidak
menunjukkan dalam, karena tindakan luar mungkin hanya merupakan
pengelolaan kesan (impression management) (lihat Goffman, 1959) untuk
menyenangkan khalayak tertentu, atau untuk memenuhi tuntutan tertentu
yang bersifat sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.

Ketiga, karena makna adalah produk interaksi sosial, makna ini
mungkin berubah lewat interpretasi individu ketika situasti yang ditemui
dalam interaksi sosial juga berubah. Konsekuensinya, perilaku mungkin
berubah, karena makna, sebagai basis perilaku, juga berubah.

Jika perspektif interaksi simbolik dikaitkan dengan konstruksi identitas
Mandar, maka konstruksi tersebut dimaknai sebagai proses pengukuhan
kedirian etnik. Aktor yang bermain menjadi lebih diperhitungkan karena
penciptaan identitas etnik mengisyaratkan penilaian orang lain terhadap diri
dan kelompoknya, peristiwa-peristiwa dan tindakan yang dilakukan. Dengan
demikian, penggunaan teori interaksi simbolik sebagai teori konstruksi sosial

mempunyai kekuatan dalam menjelaskan fenomena identitas dan etnisitas.
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Konstruksi sosial telah menghubungkan antara struktur dan individu
(aktor/elite), walaupun dalam hal ini struktur dan aktor sebagai hal yang
terpisah, namun demikian struktur masih dapat "dibangun” oleh aktor, dan
apabila telah terbentuk, terkadang struktur tersebut menjadi penentu ketika
aktor bertindak. Makna sosial, termasuk nilai budaya dan simboi-simbol etnik,
selain berada dalam struktur, juga berada dalam diri individu dan selalu
menjadi bagian perhatian ketika berhubungan dengan objek lain di luar
dirinya.

Sehubungan dengan itu, konstruksi sosial elite tentang identitas etnik
akan ditelusuri lewat penuturan lisan dari subjek penelitian sekaligus dari
beberapa informan termasuk key informant. Untuk memahami penuturan
lisan tersebut, sekurang-kurangnya ada tiga hal mendasar yang dilakukan
oleh penulis, perfama, pemahaman masa lampau (secara historis) yang
dilihat dari subjek penelitian dan informan; kedua, pemahaman proses
konstruksi yang juga dilihat dari hasil interpretasi subjek penelitian dan
infoman; dan  ketiga, interpretasi penulis dalam memahami fenomena
konstruksi. Terlepas dari cara penulis mengumpulkan data, pada dasamya
disertasi ini bertujuan untuk meneguhkan konsep Blumer tentang tindakan
interpretatif dengan memahami tindakan dan perilaku elite saat konstruksi.

Akhirnya, berangkat dari perspektif interaksi simbolik ini maka

metodologi penelitian diarahkan juga pada pendekatan yang sama. Kerangka
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teoritik ini diupayakan mampu menganalisis fenomena atas konstruksi

identitas etnik Mandar.

F. Metode Penelitian

Perspektif konstruksionis berangkat dari pemikiran teoritisi Jerman
abad ke 19, yaitu Georg Simmel dan Max Weber. Perspektif ini menjadt
payung dalam melahirkan teori sosial modern yaitu fenomenologi,
etnometodologi dan interaksi simbolik (Waters, 1994: 7-8).

Merujuk pada interaksi simbolik sebagai bagian dari perspektif
konstruksionis, maka metodologi dalam penelitian ini diarahkan pula pada
perspektif interaksi simbolik khususnya tradisi yang dibangun dari afiran
Chicago oleh George H Mead dan Herbert Blumer. Penempatan interaksi
simbolik dimungkinkan, karena dalam disertasi ini, menekankan pada makna
dari tindakan individu {(aktor), karena dalam interaksi simbolik individu
merupakan titk sentral kajian. Hal ini merujuk pada pemahaman terhadap
perilaku manusia sebagai proses yang melibatkan individu dalam membentuk
perilakunya dengan berinteraksi dengan dunia iuar. Dalam hal ini, individu
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, bertindak berdasarkan obyek-
obyek yang ada diluar mereka, dan sekaligus tindakan tersebut dibangun
melalui proses dimana para pelaku memperhatikan, mengartikan, sekaligus
menilai situasi yang menghadang mereka. Selain itu, dipahami bahwa

tindakan manusia merupakan pertalian kompleks dalam institusi tertentu
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dimana struktur yang ada didalamnya berada dalam kondisi saling
ketergantungan dan terus menerus bergerak, dan bukan masalah yang statis.

Pada bagian metode dikemukakan empat aspek. pertama, rancangan
penelitian; kedua, subjek dan proses penetapannya; ketiga, pengumpulan
data dan keempat, analisis data. Keempat aspek ini akan diuraikan lebih

lanjut.

1. Rancangan Penelitian

Disertasi ini menfokuskan pada tujuan memperoleh pemahaman politik
lokal, terutama pada tema identitas dengan mengambil latar etnisitas.
Pemahaman terkait pada pengetahuan tentang mekanisme yang dilakukan
oleh aktor (subjek) dalam  mengkonstruksi identitas  dengan
mengatasnamakan kepentingan etnik dan politik. Oleh karena itu, perspektif
dan metode disesuaikan dengan tujuan tersebut, sehingga peneliti dapat
memilih subjek penelitian sekaligus informan yang dapat menyediakan data
dan informasi yang dipertukan.

Merujuk dari perspektif teoritis dengan menggunakan konstruktivis,
melihat fenomena politik identitas yang dipercaya oleh sebagian dari iimuwan
sosial sebagai konstruktivis-interpretivis, maka dalam konteks ini, perspektif
penelitian diarahkan pada kualitatif dengan pendekatan interpretatif (Collin,
1997, Azevedo 1997, Denzin and Lincoin, 2000) termuat dari gagasan

pemikiran interaksi simbolik yang memandang bahwa interprestasi atas
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sebuah tindakan sosial (social action) sebagai inti dari usaha memahami
realitas sosial. Melalui pemahaman tersebut, perilaku individu semestinya
dipahami sebagai sesuatu yang terkait dengan proses internal dalam mana
individu melakukan penafsiran dunia disekitar mereka dan memberi makna
kepada kehidupannya

Dalam studi ini, pemahaman atas realitas sosial merujuk pada
pemikiran interaksi simbolik, khususnya dari tradisi pemikiran Mead yang
mencetuskan ide pemikirannya tentang mind, seff dan society, lalu
dikembangkan oleh Blumer. Gagasan Mead menyebutkan bahwa
masyarakat mempresentasikan pola terkonstruksi atas aktivitas yang
terkordinasi yang dipertahankan oleh, dan diubah melaui, interaksi simbolik di
antara dan di dalam aktor. Dengan demikian baik pemertahanan maupun
perubahan dalam masyarakat terjadi melalui proses-proses mind dan seff.
Meskipun banyak interaksi yang menyebabkan stabilitas atau perubahan
dalam kelompok dipandang oleh Mead dapat dipredeksikan, kemungkinan
bagi tindakan spontan dan tidak dapat diprediksikan yang mengubah pola-
pola interaksi yang ada.

Secara metodologis, penyerapan pemikiran Blumer dalam memahami
konstruksi identitas etnik Mandar, ditekankan pada kebutuhan untuk
“merasakan pengalaman dan tindakan aktor”. Pengamat perilaku harus
masuk ke dalam dunia sang aktor atau kelompok yang diteliti untuk dapat

melihat peristiwa sebagaimana sang aktor melihatnya, karena perilaku aktor
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dan kelompok berlangsung berdasarkan maknanya sendiri yang khusus.
Dalam hal ini, sebagai interaksi simbolik Blumer merujuk pada karakter
interaksi khusus yang berlangsung antar satu manusia dengan manusia yang
lain. Aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia
menafsir dan mendefenisikan setiap tindakan orang lain. Aktor akan memilih,
memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformasikan makna
dalam kaitannya dengan situast dimana dan kemana arah tindakannya.
Artinya aktor (individu) dapat membentuk objek tersebut.

Formasi identitas yang terdapat dalam model stimulus-respon Biumer
terkait pada makna dari rangsangan yang bergantung pada tujuan
pembentukan provinsi. Dalam hal dititik beratkan pada bagaimana elite dan
masyarakat memproduksi secara dominan identitas etnik mereka,
menanggapi berbagai peluang dan informasi yang ditujukan pada pemerintah
lokal untuk menjadi daerah yang otonom. Situasi seperti ini yang kemudian
dimobilisasi untuk menggulirkan wacana pembentukan provinsi baru dengan
berbagai alasan yang tersembunyi, antara lain pencegahan pembentukan
provinsi etnik. Akan tetapi yang terpenting untuk dimaknai adalah tindakan
aktor untuk mencapai tujuan seperti yang ada dalam pikirannya, dengan
begitu aktor sadar dan reflektif dengan menyatukan objek yang diketahuinya
yang kemudian disebut dengan self indication.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman terhadap subjek

penelitian dilakukan dengan mendengarkan mereka secara aktif (active
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listening) dengan menempatkan subjek dalam posisi sentral serta
memahami makna, dan kepercayaan mereka (Kasper, 1994;271). Dengan
demikian, penulis memcoba melihat usaha subjek dalam menjawab
permasalahan bagaimana konstrusi etnik itu diciptakan, mengapa identitas
etnik sangat penting, siapa yang berupaya menciptakan konstruksi identitas
dan apa saja yang menjadi elemen penting membentuk identitas etnik

Mandar tersebut.

2. Subjek dan Proses Penetapannya

Dalam disertasi ini, unit analisis yang disoroti adalah individu, yakni
individu yang masuk dalam ranah politik lokal di Mandar. Oieh sebab ity,
sejak awal peneliti berusaha mengumpulkan berbagai data dan informasi
tentang identitas etnik dari individu-individu tersebut. Dalam kenyataannya,
individu yang memberi respon terhadap tema ini, adalah mereka yang terlibat
secara aktif dalam konstruksi dan ditambah individu yang mengamati proses
konstruksi. Mereka tidak hanya berasal dari etnik Mandar saja, tetapi juga
dari etnik fain di Sulawesi Selatan, tujuannya agar data yang diperoleh tidak
bias, tidak berat sebelah tetapi lebih kaya dan komprenhensif, sehingga data
dan informasi tentang identitas etnik dimaknai sebagai pemahaman pribadi
individu atau konstruksi sosial yang berlaku dalam kelompok, dibangun oleh

kelompok etnik dan lingkungannya.
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Pemilihan subjek dilakukan dengan banyak pertimbangan. Datam
konteks ini, subjek dilihat sebagai pribadi yang unik dan spesifik (Sparringa,
2000:7). Unik karena memiliki pengalaman-pengalaman yang khas, spesifik
karena memiliki harapan-harapan sendiri. Pada dasarnya, pemilihan subjek
merupakan upaya menemukan kedalaman (depth), kekayaan (richness) dan
kompleksitas (complexity) sebuah realitas sebagai hasil konstruksi sosial
melalui individu-individu yang secara aktif melakukan interpretasi subjektif
dan intersubjektif atas struktur. Merujuk pada pemahaman tersebut, maka
dalam disertasi ini, peneliti langsung melakukan pemilahan orang-orang
berdasarkan atas pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya
(Koentjaraningrat, 1997:158: Oetomo, 1995:152).

Pada awalnya yang menjadi subjek penelitian yakni elite intelektual,
" yang aktif dalam konstruksi (khususnya pada elite yang mengkonstruksi di
tahap kelima). Subjek adalah mereka yang menjadi pengurus utama dalam
(KAPP-Sulbar) Komite Aksi Pembentukan Provinsi —Sulawesi Barat (baik
ketua, sekretaris, dan ketua kelompok kerja). Akan tetapi bagi peneliti data
yang dikumpulkan masih kurang mewakili, untuk menghindari pemihakan
kepada kelompok elite intelektual semata, maka dipilih pula elite tradisional
sebagai subjek untuk menambah data yang telah diperoleh.

Walau awalnya terkadang sangat sulit, karena tidak semua orang siap
memberi respon untuk kepentingan penelitian, bahkan tidak jarang mereka

mencurigai peneliti karena dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.
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Untuk mengantisipasi kondisi demikian, maka yang pertama dilakukan oleh
peneliti adalah memahami perilaku tersebut dimulai dari subjek yang dekat
dengan peneliti. Cara ini dilakukan dengan sangat hati-hati walaupun peneliti
juga berasal dari daerah eks afdeling Mandar, yang diharapkan bahwa
peneliti memperoleh kepercayaan sebagai bagian dari subjek penelitian dan
dapat memahami setting dan menyimpulkan data empirik.

Namun, setelah kurang lebih tiga bulan peneliti melakukan penelitian,
data yang diperoleh dianggap masih sangat minim, karena jika tetap
bertahan pada data yang telah diberikan subjek sebelumnya, kecendrungan
miskin informasi. Artinya, beberapa informasi yang diberikan oleh subjek
banyak yang memiliki kesamaan, sehingga data cenderung stagnan dan
kurang berkembang. Oleh karena itu, untuk menghindari kondisi yang
demikian, peneliti mencoba mencari informasi lewat orang-orang lain (diluar
struktur organisasi KAPP- Sulbar) untuk dijadikan pembanding terhadap data
dan informasi sebelumnya, identifikasi data tersebut lewat informasi dari
informan tambahan.

Langkah selanjutnya, peneliti mencoba menyakinkan subjek yang
diharapkan dapat memberikan data yang diperiukan, melalui orang-orang
yang dekat dengan tulisan ini diberikan pengertian mengenai tujuan dan
maksud adanya penelitian. Dalam posisi seperti ini, pemilihan subjek

penelitian dan informan sebagaimana yang disarankan oleh Patton (1994,
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208-229) yakni pemilihan subjek penelitian dan informan dengan
menggunakan metode pilihan sengaja (purposive)

Pemilihan subjek dengan metode purposive dilakukan dengan dipilin
dari tiga kelompok, yaitu (1) subjek penelitian sebagai sumber data terutama
aktor-aktor yang memproduksi ide atau gagasan konstruksi identitas etnik,
dalam hal ini mereka yang dikategorikan sebagai elite tradisional. (2) subjek
penelitian sebagai aktor (pelaku), adalah mereka yang terlibat langsung
dalam proses konstruksi, tergabung dalam kelompok intelektuai terutama
anggota KAPP-Sulbar, baik ketua, sekretaris dan anggota lain. dan (3)
disebut dengan informan, yaitu orang yang mengetahui tentang subjek, atau
sebagai pengamat yang memiliki pengetahuan terhadap konstruksi identitas
etnik. Mereka merupakan etnik lain, seperti etnik Bugis, Makassar, Toraja,
dan lainnya.

Ketiga kelompok tersebut adalah elite iokal yang sengaja dipilih
sebagai orang-orang yang dianggap betul-betul dapat memahami realitas
sosial yang terjadi. Pemilihan subjek ini melalui beberapa penekanan yaitu;
pendidikan, status sosial ekonomi, status kebangsawaan atau elit penguasa.
Dalam penyajian data sebagian besar subjek penelitian dan informan dengan
menggunakan nama samaran, tujuannya untuk menghindari konflik internal
antar subjek jika disertasi ini rampung, sekaligus menjaga kerahasiaan

identitas mereka.
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Untuk melihat refleksi individu terhadap realitas sosial untuk menjawab
permasalahan penelitian ini, peneliti juga telah menggunakan cara khusus
dengan menggali informasi penting dari informan kunci yang dianggap
memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konstruksi identitas etnik
Mandar. Peneliti dengan sabar dan tidak putus asa mendatangi subjek,
walaupun terkadang diantara subjek enggan menerima kedatangan peneliti,
bahkan menolak untuk diwawancarai, tetapi dengan cara pendekatan
kerendahan hati dan menyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan sangat
berhasil jika ada bantuan informasi dan kerjasama dari subjek tersebut.

Berdasarkan pemilihan subjek dari perspektif interaksi simbolik, maka
di saat ingin mengetahui pemahaman politik subjek, maka peneliti lebih
banyak mengarahkan pertanyaan dan berbicara tentang politik lalu
mengaitkannya dengan identitas mereka. Cara yang dilakukan peneliti yaitu
secara tatap muka, menelaah bahasa mereka, bagaimana mereka
menggunakan dan apa maknanya bagi mereka, sehingga subjek yang dipilih

betul-betul mewakili permasalahan penelitian.

3. Pengumputian Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memberikan kebebasan
pada peneliti untuk mengembangkan diri atau melakukan improvisasi dalam
mencari keterangan demi memahami masalah secara akurat. Dalam hal ini

subjektivitas menjadi sangat penting karena menjadi bagian keberhasilan
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penelitian (Sparringa, 1997, 74). Peneliti berusaha mencari data sedatam
mungkin dengan tujuan memperoieh pemahaman yang otentik mengenai
pengalaman orang-orang, sebagaimana dirasakannya. Untuk memenuhi
tujuan tersebut, maka  pengamatan berperan serta dan wawancara
mendalam yang dilakukan oleh peneliti, karena metode ini dianggap oleh
peneliti sangat potensial dalam pengumpulan data.

Kegiatan dalam pengumpulan data empirik, peneliti lakukan sejak
agustus 2005 hingga penulisan disertasi ini rampung, artinya selama masih
dalam bimbingan dan periu penambahan data, peneliti tetap berusaha
melengkapi data tersebut untuk menjawab permasalahan. Pada awal
penelitian, peneliti memulai mengakrabkan diri dengan subjek penelitian,
maksudnya agar dapat saling mengenal. Pada tahap ini, peneliti
mengutarakan tujuan kehadiran dan penjelasan ringkas penelitian, walaupun
sebagian dari subjek penelitian telah mengenal peneliti namun kegiatan
sosialisasi ini tetap dilaksanakan.

Dalam tahap sosialisasi, awainya dimudahkan oleh subjek ketika
mereka dimintai informasi tentang identitas Mandar, akan tetapi respon
mereka menunjukkan sikap tidak terbuka bila pertanyaan menyangkut
etnisitas khususnya kebenaran diskriminasi yang dialami oleh Mandar,
pembicaraan seringkali tersendat bahkan membuat subjek malas untuk

melanjutkan. Menghadapi situasi tersebut, peneliti akhirnya memahami sikap
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pasif mereka dan sesekali memancing pertanyaan lain secara tidak langsung
berhubungan dengan etnisitas.

Wawancara mendalam berhasil menemukan pernyataan tertulis,
peneliti bekerja keras untuk mendapatkan pola pengalaman, pengetahuan |,
keyakinan dan nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam mengunkap ide-ide
konstruksi. Data yang telah dikumpulkan berisikan jawaban-jawaban,
ucapan-ucapan ataupun pola perilaku dari subjek penelitian. Data tentang
makna identitas bagi Mandar dan pola konstruksi yang dilakukan untuk
memperoleh identitas dilakukan dengan wawancara mendalam. Aktor-aktor
penting sebagai tokoh kunci berhasil diwawancarai oleh peneliti, baik dari
elite intelektua! dan elite tradisional.

Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu membuat janji dengan
subjek. Untuk memperoleh data secermat mungkin, peneliti menggunakan
tape recorder karena wawancara mungkin berlangsung cukup iama, tetapi
sebelum peneliti melakukan hal itu, terlebih dahulu memberitahukan pada
subjek penelitian untuk memperoleh izin darinya. Keuntungannya
menggunakan tape recorder agar peneliti dapat berkonsentrasi penuh
terhadap informasi yang diberikan, dan data yang peneliti peroleh lengkap
sehingga lebih leluasa untuk merumuskan temuannya. Dalam
pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara tidak formal, bahkan lebih

saling menceritakan pengalaman masing-masing. Wawancara lebih banyak
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dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan keinginan subjek agar
kesannya tidak kaku.

Selanjutnya, pengumpulan data dengan pengamatan berperan serta
merujuk pada pemahaman yang dikemukakan oleh Paul Rock (1978:178),
yang melihat bahwa pengamatan berperan serta sangat strategis dan penting
dalam interaksi simbolik yang memungkinkan peneliti menggunakan “diri”
(selfi-nya untuk menjelajahi proses sosial. Metode ini mengarahkan peneliti
dan menempatkan diri dalam situasi yang ingin analisis, sehingga peneliti
terlibat untuk mengamati dan berpartisipasi pada saat yang sama, karena
dengan penggunaaan metode dalam interaksi simbolis peneliti meramu
pengetahuan yang didefinisikan sebagai aktivitas praktis yang bertangsung.
Dalam hal ini, peneliti tidak mengetahui hanya berdasarkan dugaan semata,
tetapi realitas penampakan menjadi sangat penting.

Bertitik tolak dari pemahaman di atas, maka observasi dimulai derngan
pemahaman terhadap sefting, hal ini dimaksudkan agar peneliti  masuk
(getting in) menjadi bagian untuk berperan-serta dalam kelompok tersebut.
Upaya ini dilakukan agar memperoleh kepercayaan sebagai bagian dari
subjek penelitan. Harapan dalam proses ini, peneliti dapat memahami
setting dan data empirik (primer) lalu melakukan pemahaman serta refleksi
terhadap subjek penelitian sebagai unit pengamatan. Selain itu, observasi
partisipan dilakukan peneliti dengan mengamati berbagai ragam perilaku

subjek yang terkait dengan pengalaman dan pandangan, menyimak kata-
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kata, ungkapan-ungkapan yang relevan dengan identitas. Selama
melakukan penelitian di lokasi, peneliti berusaha mencatat dalam bentuk
fields notes. Dalam penulisan berisikan kutipan langsung yang dipaparkan
apa adanya, sebagian besar kutipan-kutipan tersebut menggunakan bahasa
Indonesia, akan tetapi ada juga yang berbahasa daerah, terutama bahasa
Mandar dan hal ini tidak menyimpang dari substansi yang ingin diutarakan
oleh subjek.

Peneliti telah memperoleh banyak informasi ketika ikut terlibat
langsung dalam kelompok malab’bi, suatu kelompok di mana sebagian besar
anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki sikap kritis. Komunitas ini
dibangun dengan tujuan melakukan kritikan terhadap proses konstruksi
identitas yang dianggap memiliki banyak kekurangan. Pembentukan
komunitas ini dihadiri oleh seniman Emha Ainun Majid, seseorang yang
banyak memberikan perhatian di Mandar, merasa din sebagai warga Mandar,
beliau merasa prihatin jika nilai-nilai kemandaran maknanya mengabur disaat
proses konstruksi.

Sebelum meilakukan penelitian tentang konstruksi identitas, peneliti
pernah ikut menjadi partisipan dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat
(tahun 2000-2001). Ketika itu peneliti menjadi salah satu pendukung
kelompok kerja, peneliti banyak memperoteh informasi, walaupun sifatnya
sangat rahasia tetapi peneliti dapat memperolehnya, terutama terkait ada

informasi-informasi yang dapat menimbutkan konflik, karena temanya
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cenderung berisi saling tidak percaya antar elite. Mengatasi kondisi seperti
ini, peneliti hanya menempatkan diri sebagai anggota yang pasif, dan tidak
memberitahukan kepada seluruh anggota KAPP-Sulbar kondisi tersebut,
karena jika diketahui mereka tidak memberikan respon positif dan
kemungkinan tidak mau bekerjasama.

Dalam tataran pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam,
peneliti berupaya mengambit peran pihak yang diteliti (taking the role of the
order), secara intim menyelam ke dalam dunia psikologi dan sosial subjek
penelitian. Agar mencapai tujuan, peneliti berusaha mendorong subjek
penelitian mengemukakan semua gagasan dan perasaannya dengan bebas
dan nyaman. Dalam tataran ini peneliti berusaha menggunakan bahasa yang
akrab dan informal, situasi percakapan ditandai dengan spontanitas, peneliti
berusaha juga mengarahkan wawancara sesuai tujuan penelitian.

Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, oleh peneliti
dianggap kurang bisa mewakili untuk memperoleh kedalaman dan kekayaan
data, sehingga kemudian peneliti melakukan analisis dokumen (yang
mencakup historiografi tradisional dan modemn sejak kolonial) untuk melihat
marginalisasi, mobilisasi dan resistensi etnik. Dalam hal ini, historiografi ini
mengadung kelemahan karena fakta sejarah yang diungkapkan bercampur
dengan unsur-unsur mitos, legenda dan simbolisme. Kelemahan tersebut
dapat diatasi bila karya tradisional tersebut diartikan sebagai sistem nilai

budaya dari etnik setempat.
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Kedua, second order understanding. Setelah tahap pertama selesai,
peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil interpretasi subjek, cara ini oleh
Surbakti (kuliah Teori Sosiai, 19 Oktober 2002) disebut dengan metode
understanding of understanding. Metode ini merupakan hasil interpretasi
terhadap informasi subjek mengenai realitas yang kemudian oleh peneliti
diinterpretasi kembali sehingga dapat memberikan penjelasan dan
pemahaman agar diperoleh suatu makna yang baru.

Ketiga, third order understanding, sefain kedua tahap tersebut di atas,
pemahaman yang ditakukan oleh peneliti adalah menilai segala peristiwa-
peristiwa yang mendukung konstruksi identitas etnik. Artinya bahwa peneliti
melakukan mengobservasi lingkungan di dalam dan di luar konstruksi
tersebut. Salah satu wujud dari tahap ini, melibatkan peneliti menjadi bagian
kelompok masyarakat Mandar malab’bi di Tinambung.

Setelah ketiga tahap tersebut selesai peneliti melakukan pengolahan
bahan empiris menjadi pola-pola dan kategori yang tepat untuk mewakili
metode interaksi simbolik. Data yang diperoleh di lapangan yang berasal dari
wawancara mendalam, observasi berperan serta dan transkrip di lapangan
diolah dengan teliti berdasarkan kategori tertentu. Kategori-kategori yang
dipakai oleh peneliti antara lain: (1) konteks yang melatar belakangi subjek
atau aktor dalam mengkonstruksi identitas, (2) interaksi antar aktor, sekaligus
lingkungan diluar aktor. (3) pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh aktor dan makna simbol-simbol yang mewakili aktor.
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Dalam kepercayaan seperti di atas, analisis atas pemahaman subjek
yang memproduksi narasi disebut dengan metode reflexif (rexlexive
methodology) yang dikenal luas dalam tradisi kualitatif (Avesson and
Skoldberg, 2000; Hertz, 1996, Steier, 1991). Metode ini penekanannya
bertitik tolak pada sebuah prosedur analisis yang melihat data sebagai
sebuah produk interpretasi yang dipengaruhi oleh ideologi, politik, dan
seluruh kepercayaan yang dihasitkan oleh atas teks dan konteks.

Implikasi atas metode ini adalah kebutuhan akan hadirnya kecermatan
terhadap sebuah narasi yang dihasilkan melalui proses produksi
pengetahuan yang secara sosial adalah hasil interpretasi aktif individu atas
teks dan konteks. Dengan demikian, maka dengan demikian penulis sangat
mencermati bagaimana sebuah pernyataan dihasilkan dalam wawancara,
atau bagaimana respon atas sebuah pertanyaan muncul, adalah sesuatu
yang esensial dalam analisis data. Akhirnya dipahami penulis bahwa analisis
data adalah sebuah kegiatan penelitian karena melibatkan proses pencarian
(inguiry) yang secara sosial adalah hasil konstruksi dan rekonstruksi yang
dilakukan oleh subjek.

Secara konkrit dapat disimpulkan bahwa secara metodologis,
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, lebih memfokuskan pada
perspektif interaksi simbolik, dengan tujuan untuk menangkap makna dari
perilaku dan tindakan individu. Datam hal ini yang ditekankan adalah

memahami interpretatif subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini
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menempatkan tema politik identitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari aspek voice, reflexivity, dan subjectivity (Sparringa, 1997)

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




ana A

Gusti




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

125

BAB I
ETNIK MANDAR DI SULAWESI

Bab ini secara khusus membahas dua tema pokok, masing-masing
dilakukan untuk mengenal setting penelitian, yaitu: Pertama, sejarah
terbentuknya kerajaan Mandar dari kelompok etnik di Sulawesi Selatan.
Kedua, identitas etnik Mandar. Pendekatan yang diambil dalam pembahasan
atas kedua tema itu tersebut, kecendrungan dengan pendekatan sejarah
(historis), mengingat data-data dalam menentukan suatu kejadian diterima
sebagai fakta sejarah. Penulis menyadari, pendekatan ini mengadung
kelemahan karena fakta sejarah yang diungkap sedikit bercampur dengan
unsur-unsur legenda dan simbolisme. Kelemahan ini diartikan sebagai

sistem budaya etnik daerah yang dikaji.

A. Asal Usul Etnik Di Sulawesi Selatan
Sejarah Sulawesi Selatan sangat erat hubungannya dengan
keramaian orang Cina berkunjung di Nusantara pada abad X-XII,

diperkirakan sezaman dengan [/ La Galigo.! Bangsa Cina saat itu,

' La Galigo atau Sure’ Galigo, merupakan sumber yang memuat petunjuk tentang berbagai
peristiwa di Sulawesi Selatan yang dikisahkan dalam bentuk kesusasteraan dan bahasa simbolik.
Kedua hal tersebut kemudian diinterprestasi dalam makna realitas kultural, artinya terdapat berbagai
nilai-nilai budaya yang abstrak, tetapi amat kuat mempengaruhi reailitas sosial yang konkst, dan
terjeima dalam interaksi sosial. Dalam La Galigo, sesungguhnya terdapat sejarah yang pemeran
utamanya adalah Sawerigading. Episode-episode dalam peran Sawerigading disebut Kenr sebagai
sejarah Sawerigading, dan menurutnya dapat dipandang sebagai sejarah orang Bugis, sebelum

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




126

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

merupakan bangsa yang paling terkemuka, kaya dalam kebudayaan dan
berjaya dalam kehidupannya, sampai pada hubungannya dengan negeri-
negeri di Nusantara, termasuk Sulawesi Selatan.

Sementara itu, asal usul etnik di Sulawesi Selatan beriatar belakang
sejarah keberadaan To-Manurung. Kehadirannya, seolah-olah menjadi kata
kunci bagi kehidupan masyarakat kaum yang terpecah-pecah, menuju
tatanan baru. Konsepsi kepemimpinan To-Manurung juga disusul oleh
terbentuknya konsepsi kenegaraan dengan wilayah teritorial yang lebih luas
dan meliputi sejumlah kaum yang mengikat perdamaian dan menyepakati
menerima kepemimpinan To-Manurung menjadi pemimpin tertinggi untuk
mereka.

Kepemimpinan To-Manurung di Sulawesi Selatan membawa banyak
dampak positif bagi perkembangan masyarakat, kenegaraan dan kehidupan
politik, ekonomi, sosial yang kecendrungan terjadi spesialisasi fungsi-fungsi
dan peranannya. Saat ini kemudian membentuk lapisan-lapisan Masyarakat
yang disebut : (1) lapisan Arung/Anakarung, (kaum bangsawan keturunan
To-Manurung), (2) lapisan To-Deceng, {orang kebanyakan keturunan
kelompok Anang, dan (3) Ata, lapisan kecil yang terdiri atas mereka yang

kalah perang, melanggar aturan adat dan menjual diri (Abidin, 1980: 28).

mereka mendapatkan tempat dalam daerah-daerah yang kini didiami. {Kemn adalah orang yang
menerima salinan | La Galigo dari ahili bahasa yang pemah bekerja di Makassar yaitu J.C.G. Jonker
tahun 1886-18%6, berhasil membuat salinan La Galigo sebanyak 500 buku. Salinan itu dibawa ke
Belanda dan dihibahkan kepada Perpustakaan Negeri Belanda melaui Dr. R.A. Kem.
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Muncuinya upaya identifikasi kelompok-kelompok kaum semakin
nampak membedakan diri antara satu dengan yang lainnya. Bermula dari
lambang-lambang bunyi-bahasa, peralatan hidup sampai akhirnya
menemukan nama bagi diri dan bagi masing-masing kelompok, dilihat dari
makna yang mereka tentukan sesuai dengan kekhususan masing-masing
dan muncullah To-Wugi (Bugis), To- Raja, To-Mangkasa, dan To-Menre
(Mandar). ldentifikasi itu kemudian diterima menjadi sebutan atas kelompok-
kelompok kaum yang bergabung menjadi semakin besar, dan orangpun
menamakan kelompok-kelompok etnik (Suku-Bangsa), Bugis, Toraja,
Makassar dan Mandar. Semuanya empat kelompok etnik utama di Sulawesi
Selatan.

Kelompok etnik tersebut dalam perjalanan sejarah dan berkelanjutan
masing-masing memiliki kedekatan antara satu dengan yang lain. Sekurang-
kurangnya ada tiga kelompok etnik utama, yaitu: (Abidin, 1980:70)

Pertama, Bugis (termasuk Luwu’), sementara Toraja, Makassar dan
Mandar dalam keadaan isolasi mencari dan mengembangkan identitas
masing-masing.

Kedua, Bugis-Toraja, dan Makassar-Mandar; (1) dalam perjalanan
sejarah Bugis dan Toraja, saling mendekati dalam kehidupan sosial-budaya,
sehingga dengan menyebut Wugi’ (Bugis), cukup mewakili keduanya. (2)

dalam perjalanan sejarah Makassar dan Mandar saling mendekati dalam
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kehidupan sosial-budaya, sehingga dengan menyebut Makassar, cukup
terasa mewakili keduanya.

Ketiga, Bugis-Makassar, berkembang menjadi identitas yang diterima
mewakili keempat kelompok etnik-utama, sehingga acapkali juga dinamakan
identifikasi jenis minor, seperti;

(1) Bugis-Makassar, bagi orang Makassar;

(2) Bugis-Toraja;

(3) Bugis-Mandar, bagi orang Mandar;

(4) Bugis-Waijo, bagi orang Wajo, demikian seterusnya.

Lekatnya nama kaum, ke dalam nama dan tempat tingal (pemukiman)
di Sulawesi Selatan itu, rupa-rupanya menjadi salah satu ciri kehidupan yang
telah berlangsung lama dalam sejarah kebudayaan mereka. Maka dalam
kehidupan sehari-hari biasa terdengar (1) To-Luwu’ atau To-Wugi, di Luwu
dan di Tana-Ugi; (2) To-Raja, di Tana- To-Raja; (3) To-Mangkasara, di Butta
Mangkasara (Makassar); dan (4) To-Mandar, di Lita Mandar.

Pelekatan tersebut diperkirakan sebagai awal terbentuknya kelompok-
kelompok etnik utama di Sulawesi Selatan, yang mengidentifikasi diri lewat
kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok, terutama dalam
bahasa atau dialek yang mengikuti nama kelompok etnik tersebut atau pada
masalah kepercayaan mereka. Selain itu, berbagai perbedaan dalam
penekanan berbagai aspek kebudayaan, seperti orientasi kehidupan yang

terkait pada keadaan geografis menimbulkan penampilan-penampilan khas
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kelautan, pertanian, perniagaan dan sebagainya. Keadaan seperti ini yang
terjadi dalam sejarah Sulawesi Selatan abad ke-15.2

Pelekatan nama etnik yang terbentuk, juga mengarah pada
pembedaan nama negeri-negeri dan wilayah, seperti Tana-Ugi, Butta
Mangkasara’, Tana Toraja, dan Lifa’ Mandara, hal ini terwujud dalam abad
XV-XVI. Saat itu, pembedaan ini telah menunjukkan identitas dan jati diri
etnik masing-masing yang seolah-olah berbeda di antara satu dengan lain.
Mereka memperlihatkan bahwa masing-masing memiliki bahasa sendiri-
sendiri, cara berpakaian dan menampilkan perbedaan dalam cir-ciri
kehidupan, hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan geografis dan iklim yang
berbeda di tempat pemukimannya, sampai akhimya perbedaan ini
menunjukkan ciri utama negeri di Sulawesi Selatan yaitu: (1), sebagai
palloang-ruma (petani), (2), sebagai pakkaja (pelaut atau nelayan), dan (3),
sebagai pabbalu’ atau padangkang (pedagang).

Sementara itu, ada satu ha! menjadi dasar kebudayaan etnik Bugis,
Makassar, Toraja dan Mandar, yaitu pangadereng, adalah dasar yang amat
teguh bagi satu etnik dengan etnik yang lain disebut dengan “Sipakatau”

(saling menghormati, sebagai orang seketurunan) yang melahirkan konsep

? penamaan dan pelekatan nama etnik di Sulawesi Selatan menurut Edwadr Poelinggomang
{sejahwan) adalah hasil dari rekayasa kolonilisme Belanda saat Spelman berkuasa. Penamaan ini
bertujuan untu membedakan nama wilayah semata akan tetapi berubah menjadi nama etnik.
Masyarakat Bugis awalnya diambil dari sekelompok masyarakat dari Donggala ynag oleh Spelman
dipindahkan kewilayah Makassar, kemudian daerah dimana ofang-orang ini dipindahkan disebut
dengan Bugis. (Wawancara, 25 Agustus 2005).
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"siri” untuk mempertahankan harkat dan martabat pribadi, dan konsep
"passe” yang menjadi acuan solidaritas dan kebersamaan etnik.

Berdasarkan konsep kebersamaan tersebut, maka dapat dilihat
dalam tiga negen yang disebut TellumpoccoE (tiga negeri puncak) Sulawesi
Selatan Abad XIV-XVI, yaitu Luwu, Bone dan Gowa. Tana tuwu (Ware)
dipandang negeri yang terfua dan berjaya, memiliki kekuasaan atau
pengaruh meliputi seluruh negeri di Sulawesi dan sekitarnya. Tana Luwu
mengalami kemunduran pada masa Simpurusiang akibat desakan Tana
Bone. Sementara itu, Tana Bone berkembang menjadi kerajaan yang kuat
dan besar, karena melakukan ekspansi dan merebut wilayah-wilayah negeri
disekitarnya, termasuk Tanah Luwu yang berbatasan dengan wilayahnya
(Abidin, 1980, 89-95; Rahman, 1984).

Ekspansi Tana Bone juga ke negeri-negeri daratan selatan, sampai ke
selat Makassar, memainkan kekuatan perang Gowa. Butta Gowa
memperlihatkan cara-cara periuasan wilayah kekuasaannya lebih agresif dan
ekspansif, tetapi lebin memberikan kelonggaran otonomi atas wilayah yang
berada dalam kekuasaannya. Perluasan wilayah melingkupi beberapa negeri
di /ita’ Mandar, akan tetapi bagi Mandar, Gowa bukan merupakan musuh,
akan tetapi dalam perkembangannya, lewat pembelajaran kehidupan
ketatanegaraan dari Gowa, f/ita Mandar berubah menjadi sebuah kerajaan
yang dipimpin oleh Todilaling, seorang panglima perang Gowa yang berasal

dari Mandar.
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B. Etnik Mandar dalam Bingkai Sejarah

Kerajaan-kerajaan di Mandar sebelum membentuk konfederasi,
sebelumnya terdiri dari sejumlah daerah-daerah kecil (daerah tfomakaka),
setiap daerah diperintah tomakaka atau tokoh yang dituakan dan dipanuti.
Tomakaka adalah sosok pemimpin yang sanggup menyelesaikan masalah
rakyat melalui sifat pengayoman dan sekaligus sebagai sosok yang mampu
mengendalikan dirinya untuk kepentingan orang banyak.

Keberadaan Tomakaka di seluruh daerah di lita Mandar, banyak
diceritakan oleh penduduk setempat dan telah dicatat oleh Leysd (1940:24-
25). Sebelum Leysd, telah diceritakan dilontara serta penuturan tokoh-tokoh
adat dan budayawan bahwa sejumlah daerah di tanah Mandar dipimpim oleh
Tomakaka dan mereka memerintah dan menyandang nama berdasarkan
wilayah yang di kuasainya. Wilayah Mandar seluruhnya memiliki 41
Tomakaka (Rahman, 1988; 164-166), yaitu :

“Tomakaka Ulu Sa'dang, Tomakaka di Motting (Botang,
Rantebulahan), Tomakaka Rantebulahan, Tomakaka Lembang
Apu (Allu), Tomakaka Makula (Pambusuang), Tomakaka
Salimbo'bo {Sambo’bo’, Ulu Mandak), Tomakaka Lenggo (Mapilli),
Tomakaka Batuwulawang, Tomakaka Garombang (buta, Mapilli
Utara), Tomakaka di Taramanu, Tomaka di Pojosang, Tomakaka
Saragian (Allu), Tomakaka Ambo, padang, Tomakaka Kelapa Dua,
Tomakaka Passokoran, Tomakaka Malandi (Campalagian),
Tomakaka Karamangang, Tomakaka Titie (Mapilli), —Tomakaka
Lerang-lerang, Tomakaka Napo, Tomakaka Pangale (Samasundu), |
Tomakaka Sajoang (Allu), Tomaka Salarri (Limboro), Tomakaka
Leppong (Renggean), Tomakaka Puttanginor (Allu}, Tomakaka

Patui (Tandassuara), Tomakaka Tande (majene), Tomaka |
Buttupau (Pamboang), Tomakaka Salabose (Majene), Tomaka
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Sonde (Tampalang), Tomakaka Selumase (Tampalang),
Tomakaka Puftade (cenrana), Tomakaka Seppong (Ulu Mandak),
Tomaka Tabang (sebelah Timur Mamasa), Tomakaka Balopang
(Pamboang), Tomakaka Puabang (Majene), Tomakaka Lebani
(Mamuju), Tomakaka Kalukku (Mamuju), Tomakaka Kalumpang,
Tomakaka Lomo (Mamuju)™.

Nama wilayah yang disebutkan di atas, hingga saat ini sebagian masih
dapat ditemukan sebagai nama desa, lingkungan, rukun kampung dan rukun
tetangga dalam wilayah tanah Mandar. Masa kepemimpinan Tomakaka di
Balanipa terus berlangsung sampai masa terbentuknya amaradiang
(kerajaan) Balanipa, yaitu pada akhir abad ke-15 dengan naiknya |
Manyambungi (Todifaling) sebagai mara’dia (raja) Balanipa yang pertama

(Leyds, 1940:27-29). Bagi sebagian keturunan Tomakaka, menilai bahwa

kepemimpinan | Manyambungi merupakan sebagian penggabaran dari pola

kepemimpinan Tomakaka. Dia sebagai pemimpin mengarahkan semua poia
pikirannya untuk kesejahteraan orang banyak serta memikirkan masa depan
mereka, khususnya dalam hal keamanan wilayah dan rakyat, termasuk
cukupnya pangan bagi rakyat. Dengan demikian, | Manyambungi melahirkan
kekuasaan dalam arti yang luas berupa wewenang, wibawa dan kharisma

yang tercermin melalui sifatnya yang terpuji. Komponen kekuasaan itu

* Nama Tomakaka masih terpatri dalam benak orang Balanipa, dibuktikan dengan
banyaknya kuburan keramat sebagai kuburan Tomakaka. Kuburan-kuburan tersebut terletak
di desa Lampoko, Parampe, Luyo, dan Tammangalle, Pambusuan, Samasundu. Penamaan
Tomakaka juga masih digunakan oleh pemuka masyarakat di berbagai desa di Tinambung,
misainya di Mosso, Pallis dan kecamatan Campalagian, desa Beru-beru, Sumarrang,
Tenggelang. Khususnya, dalam penggunaan sebagai sapaan, dan sebagai tambahan nama.
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| Manyambunyi yang bergelar Todilaling jika ditelusuri merupakan
keturunan dari To-Manurung. Walaupun konsep To-Manurung ini tidak
dikenal lebih jauh oleh masyarakat Mandar, akan tetapi turun di daerah Ulu
Sa'dan. Konsep To-Manurung dapat ditelusuri dalam lontara Mandar dan
disebutkan bahwa:
“Tomanurung tidak turun di daerah Mandar tetapi turun di Ulu
Sungai Sa'dan yang kemudian memiliki tujuh orang anak yang
kemudian ketujuh anak tersebul tersebar keseluruh wilayah di
Sulawesi Selatan. Salah safu anak nya yang bemama
Pongkapadang datang ke daerah Mandar menurunkan 11
(sebelas) orang anak dimana salah satu dari sebelas itu bernama
Tobitteng kawin dengan salah satu seorang anak Tomakaka Napo,
dan hasil perkawinan mereka lahifah | Manyambungi yang
kemudian menjadi amaradia (raja) di Balanipa.*
| Manyambungi adalah putera satu-satunya raja Napo' (7omakaka
Napo) yang menghabiskan masa remajanya di kerajaan Gowa dalam
lingkungan istana mulai dari raja Gowa ke-7 (Karaeng Bata Gowa) hingga
raja Goa k e-9 (Karaeng Tumapa'risi Kalfonna) dan raja Gowa ke 10
(Karaeng Lakung Tunipalangga Ulaweng). Disaat remaja dia diben
kepercayaan kerajaan Gowa —untuk pertama kali- terjun langsung memimpin
perang untuk menaklukan kerajaan Lohe. Setelah kerajaan Lohe jatuh ke
tangan kerajaan Gowa, dia diberi tugas kembali menaklukan kerajaan

Pariaman di Sumatera, dalam jangka tiga bulan, dengan kekuatan 120

perahu kerajaan Pariaman berhasil ditaklukkannya. Keberhasilan |

* Dikutip oleh Hamzah, Aminah (dkk) dalam Lontara Mandar, dalam Tesis Muliadi
“Gerakan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat’, 2001.

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 136

tindakan yang kasar pula, karena orang yang demikian itu yang akan
menghancurkan neger” ( Rahman, 1984: 46; Salam, 1994:87).

Todilaling meletakkan prinsip bahwa tidak mutlak seorang putera raja
menjadi pengganti ayahnya kalau ia tidak memenuhi syarat-syarat seorang
raja. Prinsip yang diletakkan ini sekaligus mewariskan nilai betapa sopan
santun, etika dan akhlak mulia menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin

rakyat.

C. Lita’ Mandar di Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Uluuna Salu

Masa pemerintahan | Manyambungi (Todilaling) sebagai mara'dia
(raja) kerajaan Balanipa telah membawa perubahan besar di dalam
negerinya. Beliau membuat beberapa peraturan yang mengikat secara
bersama antara rakyat dan penguasa, pola kebudayaan lama yang kurang
sesuai di ganti dengan yang baru berdasarkan isi lontara yang telah diberikan
oleh raja Gowa. Dasar-dasar sebuah kerajaan teiah didirikannya, hukum
telah ditetapkan dimana mara'dia sebagai kepala pemerintahan dan dewan
hadat sebagai anggota.

Sesudah | Manyambungi mangkat, digantikan oieh puteranya yang
bernama Tomeppayung dan menjadi raja ke-2 Balanipa. Dalam
mengendalikan pemerintahan, Tomeppayung senantiasa menciptakan
kehidupan masyarakat yang tentram. Dia menegaskan bahwa segala

kegiatan harus tunduk pada hukum dan adat istiadat yang berlaku di
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Balanipa, oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan mara'dia terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari para anggota hadatnya yang bergelar
Pepuangan dan Pabbicara serta Appe Banuang Kaiyang. Pernyataan
tersebut dilontarkan ungkapan “Andiang mala sisara’ ulu anna salakkana’
artinya tidak boleh bercerai kepala dengan kerangka badan, maksudnya
bahwa seorang raja tidak boleh mengambil keputusan tanpa permufakatan
dengan hadatnya (Saharuddin, 1985: 9). Raja inilah kemudian yang
menyatukan beberapa kerajaan dengan terlebih dahulu mengadakan suatu
perianjian yang dikenal dengan nama “perjanjian Tammajarra”. Kerajaan-
keraan yang menghadiri pertemuan tersebut yaitu, kerajaan Balanipa,
kerajaan Sendana, kerajaan Majene (Banggae), kerajaan Pamboang,
kerajaan Tappalang, kerajaan Mamuju {Kila, 2001:15)

Hasil pertemuan Tammajarra inilah yang menjadi dasar terbentuknya
persekutuan kerajaan-kerajaan Ba’bana Binanga (kerajaan-kerajaan yang
berada di muara sungai). Pada awal mula terbentuknya persekutuan ini,
hanya terdiri atas enam kerajaan (enam Ba'bana Binanga). Keputusan lain
yang dihasilkan dalam pertemuan menetapkan kerajaan Balanipa sebagai
sentral dari kerajaan yang lain.

Masa pemerintahan raja Balanipa ke-2 ini diadakan pula suatu
perianjian antara kerajan Pitu Ba’bana Binanga dengan kerajaan Pitu Ulunna
Salu untuk mengadakan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.

Perjanjian dilaksanakan di salah satu wilayah di Balanipa yang bermama
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‘Luyo’. Perjanjian inipun dikenal dengan perjanjian di Luyo, dan
menghasilkan “affamunga Batu di Luyo” {Saharuddin, 1985; 41). Perjanjian
ini akhirnya mengklasifikasikan dua konfederasi beberapa kerajaan yaitu:
kerajaan Pitu Ba'bana Binangan dan Pitu Ulunna Salu. Dua konfederasi

kerajaan tersebut diuraikan lebih lanjut.

1. Kerajaan Pitu Ba’bana Binanga
Kerajaan Pitu Ba’bana Binanga adalah tujuh kerajaan di Mandar yang
berada dan masing-masing berpusat di tujuh muara sungai atau wilfayah
pantai (Darwas, 1997: 20 Saidong, 1997, 19; Hafid, 2000: 24, Kila, 2001:15).
Ketujuh kerajaan tersebut adalah:
1. Kerajaan Balanipa { di kecamatan Tinambung Polmas)
2. Kerajaan Banggae ( di kecamatan Banggae Majene)
3. Kerajaan Pamboang ( di kecamatan Pamboang Majene)
4. Kerajaan Sendana (di kecamatan Majene)
5. Kerajaan Tapalang ( di kecamatan tapalang Mamuju)
6. Kerajaan Mamuju ( di Mamuju)
7. Kerajaan Binuang ( di kecamatan Polewali Mamasa)
Dari tujuh kerajaan yang cukup besar ini, masih terdapat kerajaan
kerajaan kecil lainnya, akan tetapi ketujuh kerajaan ini memiliki pengaruh
keseluruh wilayah Mandar, bahkan sampai keluar wilayah Mandar. Ketujuh

kerajaan ini pula yang eksis hingga sampai zaman pendudukan Belanda
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membentuk suatu struktur pemerintahan hingga pasca proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia. Kerajaan ini pula yang mewariskan
beberapa nilai nilai-nilai kesejarahan yang pada saat ini masih dipatuhi
sebagai nilai budaya yang tetap menjadi patokan dasar dalam kehidupan
politik, sosial dan kemasyarakatan dari seluruh rakyat Mandar. Pada
pemerintahan raja sesudah Todilaling, syarat-syarat untuk menjadi raja atau
anggota adat harus dipilih secara ketat karena tanggung jawab dan tugasnya
begitu berat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin
yaitu:

“Naiya maraqdia, tammatindoi diwongi, tarrarei  diallo,

manandandang mata di mamatana daung ayu, dimalimbongna

rura, dimadinginna diajarianna tau diatepuannna agama”.

Artinya: “seorang raja tidak boleh tidur nyenyak di waktu malam,
tidak boleh berdiam diri dan berpangku tangan di waktu siang. Seorang
pemimpin seharusnya senantiasa memperhatikan dan memikirkan: (1)
kesuburan tanah dan lahan; (2) pengembangbiakan tanam tanaman,
berlimpah ruahnya hasil tambak dan perikanan (3) aman dan damainya
masyarakat/negara; (4) sehat dan berkembangnya manusia/penduduk; dan
(5) mantapnya kehidupan beragama (Rahman, 1984: 57; Salam, 1994:88)

Kelima syarat yang ketat untuk menjadi seorang raja ini mewariskan
suatu prinsip tentang kepemimpinan yang harus mendahulukan kepentingan
rakyat terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi,

kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nilai kepemimpinan
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ini mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan beragama karena raja Balanipa
ke-14 sebagai raja yang pertama kali memeluk agama islam.

Selain kelima syarat tersebut dalam kepemimpinan orang Mandar
diperlukan pula sifat-sifat yang terpuji lainya. Sifat ini harus dimiliki seorang
pemimpin, agar dapat melakukan ekspansi ke wilayah lain sehingga
wilayahnya lebih luas. Sifat-sifat yang dimasudkan, antara lain:

“ Makkassau pai di tallu tappaq; tapaq lila, tappaq gayang, siola
tapaq ataung’

Artinya: “Seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat, yaitu
kepandaian berdiplomasi atau berbicara, pintar dalam strategis peperangan
atau berani, dan juga melakukan strategi perkawinan dengan keturunan
wilayah yang akan ditundukkan” (Salam, 1994: 89)

Nilai budaya terkait dengan sumpah seorang pemimpin, dapat dilihat
dalam sumpah jabatan seorang pemimpin anggota adat. Sumpah jabatan
merupakan hal yang sakral dan dianggap berat karena menyangkut pada
loyalitas rakyat, sehingga sangat dituntut keharusan dan kepatuhan dari
rakyat. Dalam hal ini, raja dan pejabat tidak boleh berbuat salah karena
loyalitas akan berbalik menjadi oposisi apabila raja melakukan kesalahan. ni
tercermin dalam ucapan raja, yakni :

“Irigma na daung ayu mogq o, rarumma na buttangmoq o”

Artinya: ‘Saya adalah angin dan kamu semua daun kayu, saya

jarum dan kamu benang’,

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 141

Dan yang menjadi pejabat yang ditunjuk raja harus mengatakan:
“ Naiya napassiratangi anna hukum, ada’ siola abiasang”
“Sepanjang sesuai dengan hukum, adat dan kebiasaan”

Sumpah yang diikrarkan tersebut begitu tegas menekankan aspek
demokrasi serta kedudukan seorang raja yang harus taat dan patuh kepada
keinginan rakyat yang terwakili dalam lembaga adat. Jika raja melakukan
kesalahan, maka lembaga adat wajib memanggil raja dan mempertanggung
jawabkan perbuatan kepada rakyat yang terwakili dalam lembaga adat. Jika
raja tetap bersikeras, maka lembaga adat lembaga adat wajib menegur dan
meluruskan bahkan bila perlu perintah raja yang tidak benar dapat ditolak

atau raja diturunkan dari tahtanya (Salam, 1994: 94) .

2. Kerajaan Pitu Ulunna Salu dan Perjanjian Luyo
Kerajaan Pitu Ulunna Salu berupa tujuh kerajaan yang berada di

kawasan pegunungan termasuk dalam wilayah Mandar. Dikatakan demikian
karena keraja-kerajaan tersebut berpusat di tujuh hulu sungai yang
semuanya dalam wilayah Kabupaten Polmas dulu (Saidong, 1997: 20;
Hafid, 2000: 26; Kila, 2001:16).
Ketujuh kerajaan tersebut antara lain:

1. Kerajaan Rante Bulahan

2. Kerajaan Aralle

3. Kerajaan Mambi
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4. Kerajaan tabulahan

5. Kerajaan Matanga

6. Kerajaan Bambang

7. Keragjaan Tabang

Ditinjau dari sudut geografi dan historis ketujuh kerajaan Ulunna Salu
tersebut memiliki kaitan yang cukup erat dengan kerajaan Ba'bana Binanga,
karena baik raja-raja maupun para bangsawan dan rakyat percaya kepada
mitos bahwa nenek moyang mereka satu yaitu To-manurung yang berasal
dari Ulu Sa'dang. Akan tetapi beberapa tulisan sejarah Mandar tidak
mengenal figure To-manurung karena mereka mengangap bahwa T7o-
manurung adalah manusia biasa yang kebetulan tampil sebagai figure
dengan kelebihan dan keunggulan yang dimilikinya sehingga menjadi
manusia panutan (todippicoe). Pada dasamya masyarakat Mandar menurut
Darmawam Mas'oed, tidak mengenal istilah To-manurung dalam pengertian
orang muncu! dari dunia lain. Walaupun budaya dan adat istiadat diantara
perserikatan kerajaan berbeda, tetapi hubungan sosial-politik ekonomi dan
historis relatif lebih kuat dan berakar sehingga memiliki kebutuhan yang sama
untuk menjalin hubungan yang lebih erat dalam suasana damai dan
harmonis.
Setelah kerajaan Pitu Babana Binanga semakin kuat sebagai

perserikatan kerajaan dan Pitu Ulunna Salu berkembang pula menjadi

perserikatan yang kuat, maka kerajaan Balanipa sebagai ketua perserikatan
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kerajaan Pitu Ba’bana Binanga melakukan upaya untuk lebih memperkokoh

persatuan dan bersifat “persaudaraan” dengan kerajaan Pitu Ulunna Salu.

Pertemuan lengkap kedua kerajaan besar itu berlangsung di Luyo (wilayah

kerajan Balanipa) dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang tidak

terhingga nilainya bagi masyarakat Mandar sebagali perckat persatuan

(Darwas, 1997: 22; Saidong, 1997:19; Hafid, 2000: 25; Kila, 2001:15).
Adapun isi perjanjian Luyo kedua kerajaan tersebut:

1. Bahwa kerajaan Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu adalah
bersaudara dan oleh karena itu tidak boleh saling mengalahkan atau
menyerang

2. Kedua kerajaan sebagai bentuk perserikatan kerajaan harus saling
menghargai sistem hukum adat masing-masing yang berlaku dan tidak
boleh saling mencampuri

3. Kedua kerajaan harus saling membantu dan memperkuat dibidang
pertahanan dimana musuh dari pegunungan dihadapi oleh kerajaan
Pitu Ulunna Salu dan musuh dari laut/pantai dihadapi kerajaan Pitu
Ba’bana Binanga °.

Kesepakatan yang dibuat itu harus saling dihargai dan untuk
kesepakatan yang ketiga biasa disebut “Sipamandar” yang berarti saling kuat

menguatkan dan telah menjadi satu peristiwa sejarah monumental yang kuat

$ Diformulasikan dan disarikan dari berbagai sumber yang diungkap dalam bahasa Mandar dan
bahasa Ulu Salu, datam Provinsi Sulawesi Barat Dan Keniscayaan Sejarah (Studi Kelayakan), 2000:

18,
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yang menjadi pegangan 14 kerajaan selama berabad-abad sehingga bisa
hidup rukun dan damai sampai selalu.

Realisasi kesepakatan tersebut pada tahun 1610 melalui dasar
perjanjian di Luyo, pemerintahan raja Balanipa ke-4 | Daengta membentuk
suatu kesepakatan dari federasi Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu
dengan “Sipamandar’. Melalui istilah tersebut menurut Lopa (1983) awal
penyembutan kata “Mandar® dapat diartikan sebagai kata “kuat’. Penyataan
Lopa ini didasarkan atas isi perjanjian Luyo yang menyebutkan :

“Ulu Salu memata di sawa, ba'ba binanga memata dipearappeanna
mangiwang, Sisara'pai mafa malotong anna mata mapute, anna sisara
Pitu Uluunna Salu anna Pitu Ba'bana Binanga”.

Artinya: kerajaan dari hulu sungai mengawasi musuh yang datang
dari arah gunung, dan Pitu Ba’bana Binanga kerajaan yang mengawasi
musuh yang datang dari arah laut. Kerajaan hulu sungai dan kerajaan muara
sungai adalah laksana sebiji mata ya g didalamnya terpadu warna hitam dan
warna putih (Saharuddin, 1985 41).

Dari pengertian di atas, maka Mandar diambil dari sepenggal kata
Sipamandar, selain itu ada beberapa pendapat dari budayawan yang
menyebutkan bahwa Mandar berasal dari kata Mandara dapat diartikan pula
sebagai “cahaya” atau Mandag artinya “kuat” , dan ada pula menyebutnya

sebagai wilayah dari sungai Mandar di Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna

Salu (Saharuddin, 1985:3).
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Keempat belas kerajaan di atas meliputi wilayah eks afdeling Mandar
maka nama Mandar sebagai kawasan yang besar pada dasamya
mengandung pengertian suatu negeri yang sangat kuat yang memiliki rasa
persatuan yang dimanifestasikan dalam hubungan antar kerajaan yang saling
membantu, melindungi dan menghargai.

Secara historis keempat belas kerajaan tersebut sekarang berada
dalam wilayah kabupaten Polewalimandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan
Mamuju Utara. Nama "Mandar’ sebagai suatu persekutuan kerajaan secara
etimologis berarti “kuat”, “bersinar’ atau “bercahaya”, dan dalam masyarakat
Mandar sendiri secara etimologis tidak terlalu dipertentangkan artinya tetapi

semakin dipertahankan untuk memperjelas identitas etniknya.

D. Konstruksi Afdeling Mandar ke Provinsi Sulawesi Barat

Afdeling Mandar meliputi seluruh wilayah yang termasuk di dalam
kekuasaan kerajaaan Pitu Ba'ba Binanga dan Pitu Ulunna Salu dari Paku
(perbatasan Pinrang-Polmas) hingga Suramana {perbatasan Mamuju-
Donggala). Tidak diketahui persis kapan batas itu berubah, akan tetapi jika
batas kerajaan menjadi patokan maka kerajaan Binuang berbatasan dengan
kerajaan Sawitto di Binanga Karaeng. Jadi ada perubahan batas wilayah dan
ini menyangkut luas seluruh wilayah kerajaan Pitu Ba’ba Binanga dan Pitu
Ulunna Salu dengan gabungan luas wilayah kabupaten Polmas, Majene dan

Mamuju (sebelum dimekarkan).
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1.Terbentuknya Afdeling Mandar

Kekalahan kerajaan Gowa oleh Belanda yang dibantu oleh Arung
Palakka ditandai dengan penandatanganan suatu perjanjian yang dilakukan
di Bongaya pada tahun 1667 kemudian disebut perjanjian Bungaya.
Berdasarkan perjanjian tersebut, diadakan pula suatu perjanjian damai antara
kerajaan Pitu Ba’Bana Binanga dengan dengan kerajaan Bone yang terjadi
tahun 1670 setelah raja Gowa Sultan Hasanuddin wafat, dan kerajaan Bone
dipimpin oleh raja La Patau. Untuk memperluas pengaruh Belanda, pada
tahun 1846 Belanda mengambil alih pengaruh kekuasaan Gowa dan Bone
atas Pitu Ba'bana Binanga, saat itu Belanda mengikat kerajaan ini dibawah
pengaruhnya dengan suatu ikatan politik. tkatan politik yang dimaksud
diadakannya suatu perjanjian (kontrak panjang) terutama untuk
pengangkatan raja baru dan wilayah kekuasaannya (Kila, 2001: 16).

Sekalipun kolonialisme Belanda menganggap telah menguasai
Sulawesi Selatan sejak pejanjian Bungaya pada tahun 1667, tetapi kerajaan-
kerajaan Mandar sendiri tidak pernah merasa sebagai penjajah. Hal ini
dibuktikan dengan tidak dipatuhinya beberapa perjanjian yang ditandatangani
secara bilateral antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan Mandar.
Perianjian perdamaian yang ditandatangani oleh kerajaan Mandar lebih
mendorong pertimbangan untuk menjaga kedamaian rakyat disamping
karena perjanjian bilateral tersebut tidak merupakan pemberian kekuasaan

pemerintah dan raja kepada Belanda. ltulah sebabnya maka banyzak terjadi
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pemberontakan yang muncul terutama bila Belanda berusaha mencampuri
urusan pemerintah raja atau tindakan dan perilaku Belanda yang merugikan
rakyat.

Pada tahun 1816, Belanda memposisikan kerajaan Pitu Ba,ba Binanga
dan Pitu Ulunna Salu menjadi satu afdeling, yang diberi nama afdeling
Mandar dan dipimpin oleh seorang assisten Resident. Afdeling Mandar
sebagai salah satu afdeling dari sebelas afdeling dari dua kresidenan di
Celebes yakni kresidenan Celebes Utara dan kresidenan Celebes Selatan.
Afdeling Mandar dianggap oleh Belanda sangat iuas, sehingga dipecah
menjadi empat onder afdeling, yaitu onder afdeling Polewali, onder afdeling
Mamasa, onder afdeling Mamuju dan onder afdeling Majene yang dijadikan
sebagai ibukota afdeling tempat berkedudukan dan berkantor assitent
Resident (Kila, 2001: 17).

Wilayah afdeling yang terbagi ke onder afdeling tersebut, sebenamya
meliputi empat belas kerajaan, hal ini menunjukkan bahwa:

1. Mandar berarti wilayah yang meliputi 14 persekutuan kerajaan besar

2. Mandar diakui sebagai suatu wilayah pemerintahan yang memiliki nilai
sejarah dan budaya yang berakar pada keempat belas kerajaan
sehingga nama Mandar dapat diterima oleh semua kerajaan

3. Afdeling Mandar setara dengan beberapa afdeling lain di Celebes

misalnya afdeling Buton yang kemudian menjadi satu propinsi
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4. Mandar adalah suatu wilayah strategis di Celebes, khususnya jika
ditinjau datam perspektif ekonomi dan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Belanda di Celebes (Sulawesi)
melaksanakan dua bentuk pemerintahan, yaitu (1) daerah-daerah yang
diperintah langsung seperti: afdeling Makassar dan afdeling Bantaeng, dan
(2) daerah-daerah yang tidak diperintah langsung dan wilayah ini mempunyai
otonomi sendiri yang luas, mempunyai kas (keuangan) sendiri, pengadilan
adat sendiri dan menjalankan pendidikan dasar terbatas, daerah yang
termasuk kelompok ini adalah : Luwu, Soppeng, Wajo, Bone, Gowa setelah
tahun 1938 serta afdeling Mandar. Khusus untuk afdeling Mandar, selain
terdapat seorang assisten Resident dan empat controleur, terdapat tujuh
wilayah yang berpemerintahan sendiri (swapraja) yaitu Balanipa, Sendana,
Majene, Pamboang, Tappolang, Mamuju dan Binuang (Kila, 2001: 17).

Bagi raja-raja dan rakyat di Mandar, pemerintahan afdeling Mandar
adalah proses yang dianggap realistis setelah semua daya dan kekuatan
untuk melakukan perlawanan temyata mengalami kegagalan. Hal ini
dipengaruhi juga oleh tahapan perjuangan di Jawa yang memasuki
perlawanan yang bersifat politik. Seperti halnya di Jawa, rakyat ikut
termotivasi untuk berjuang lewat organisasi-organisasi yang terinspirasi oleh
tokoh-tokoh pejuang di Jawa, terutama sejak berdirinya syarikat Islam pada
tahun 1911, yang didahului dengan gerakan syarkat dagang Islam.

Demikian juga dengan lahimya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 berikut
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lahirmya sejumlah perkumpulan daerah Misalnya, Pasundan, Maluku,
Celebes dan lain-lain. Partai nasional Indonesia dan Sumpah Pemuda
semuanya mempengaruhi bentuk dan warna perjuangan di Sulawesi Selatan,
termasuk di Mandar. Sampai Belanda dikalahkan oleh Jepang pada tahun
1942, tidak ada lagi pemberontakan yang berarti kecuali perjuangan yang
bersifat politik. Dari sejumlah organisasi politik yang cukup berpengaruh yakni
syarikat Islam yang dikampanyekan di Mandar pertama kali 1914 dan partai
Nasional Indonesia, kader-kader partai inilah kemudian menjadi motivator

perjuangan di era perjuangan fisik di wilayah ini.

2. Afdeling Mandar dan Sulawesi Barat

Pada masa Belanda berkuasa di Celebes (Sulawesi), termasuk
konfederasi kerajaan di Mandar yaitu Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna
Salu dijadikan satu afdeling, yakni afdeling Mandar. Afdeling ini dipimpin oleh
seorang asistent Resident. Mungkin karena dianggap teralu luas sehingga
Belanda tidak dapat mengontrol dengan baik, maka wilayah afdeling Mandar
dipecah menjadi empat onder afdeling, yaitu onder afdeling Mamuju, Majene,
Polewali dan Mamasa. Majene yang dijadikan sebagai ibukota afdeling
tempat berkedudukan asistent Resident °. Wilayah ini kemudian disebut

sebagai Mandar Lama (Rahman, 1988 : 51)

6 Berdasarkan surat keputusan pemerintah Republik Indonesia tertanggal 12 Agustus 1852 No 34,
wilayah ini kemudian berubah nama menjadi daerah Swatantra Tingkat il Mandar. Perubahan wilayah
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Dari aspek kesejarahan pemerintahan afdeling Mandar mulai
diterapkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1916 berdasarkan
staatsblad No. 325/1916. Pada waktu itu Celebes (Sulawesi) di bagi sebelas
afdeling, setingkat dengan kabupaten (Sadi dalam Susanto, 2003: 160).
Empat afdeling berada di kresidenan Celebes Utara dan tujuh afdeling
Celebes Selatan, merupakan cikal bakal dari provinsi Sulawesi Selatan.
Ketujuh afdeling tersebut, yakni:

a. Afdeling Makassar,

b. Afdeling Bantaeng (Bontain);
¢. Afdeling Bone,

d. Afdeling Luwu;

e. Afdeling Pare-pare;

f. Afdeling Mandar,

g. Afdeling Buton-Lawai.

Apabila disimak bahwa pembagian wilayah afdeling ini Belanda lebih
mempertimbangkan aspek historis dengan melihat latar belakang kerajaan-
kerajaan besar yang ada. Maksud pembagian tersebut adalah untuk iebih
memudahkan penyelenggaraan pemerintahan karena raja libatkan dan

menjadi bagian dari pemerintah. Untuk melegitimasi kekuasaannya, maka

selanjutnya berdasarkan undang-undang 29 tahun 1959 yang dilaksanakan pada tahun 1960. Wilayah
itu kemudian dimekarkan menjadi figa kabupaten yaitu mamuju, Majene dan Polewali Mamasa. Ketiga
kabupaten itu memiliki struktur aparat pemerintahan yang sama dengan daerah lainnya dalam sistem

pemerintahan negara Republik Indonesia.
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Belanda menunjuk kepala pemerintahan dari orang Belanda asli pada level

Residen, asistent Resident dan Controleur. Dalam hal ini, Belanda tidak

mengikut sertakan komponen Kkerajaan sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan.

Wilayah afdeling Mandar, sejak terbentuknya di bagi dalam empat

onder-afdeling (Kadir, 1978: 8; Rahman, 1988: 50; Hafid, 2000: 27; Kila,

2001:17), yaitu:

1.

Onder afdeling Polewali

Onder afdeling Polewali ini mulanya disebut onder afdeling
Balanipasche and Binuangshe Benenlanden yaitu gabungan dari
kerajaan Balanipa dan kerajaan Binuang dari bagian pantai;

Onder afdeling Mamasa

Onder afdeling Mamasa ini mengalami beberapa perubahan yang
mulanya bernama onder afdeling Boven Benuang dan Pitu Ulunna
Salu, Mamasa dipilih sebagai ibukota onder afdeling pada tahun 1942
(Staatsblad No. 467) dan menjadi onder afdeling Mamasa,

Onder afdeling Majene

Onder afdelfing ini adalah gabungan dari tiga kerajaan, yaitu Banggae,
kerajaan Pamboang dan kerajaan Sendana, sejak awal telah menjadi

onder afdeling Majene dengan ibukota di Majene (eks kerajaan

Banggae);
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4. Onder afdeling Mamuiju

Onder afdeling Mamuju ini adalah gabungan dari kerajaan Tappalang

dan kerajaan Mamuju, sejak awal ibu kotanya Mamuju.

Sebagai wilayah yang cukup luas, temyata seorang asisten Residen
kurang mampu untuk mengawasi dan membina empat onder afdeling, oleh
sebab itu pemerintan Belanda masih menempatkan seorang asisten
Contoleur di wilayah-wilayah strategis antara lain untuk onder afdeling
Majene dan onder afdeling Polewali.

Kebijaksaan memanfatkan iembaga kerajaan dan lembaga adat dalam
pemerintahan afdefing dan onder afdeling sesungguhnya hanya karena
pertimbangan praktis yakni karena jumiah aparat Hindia Belanda yang sangat
terbatas. Mereka memang tidak mungkin untuk mengendalikan kegiatan
pemerintahan dalam wilayah yang begitu luas. ltulah sebabnya maka pada
level di bawah onder afdeling, dilakukan pengelompokkan kampung-
kampung yang dianggap bisa menjadi suatu distrik. Ini dilakukan untuk
mengefektifkan peran maradia-maradia yang kehilangan kekuasaan dan
anggota adat/pappuangan. Mereka ditunjuk sebagai wilayah distrik yang
dalam struktur kerajaan pada umumnya sebagai pa'bicara atau maradia.
Dengan demikian pemerintah Belanda dapat melakukan pengawasan dan
pembinaan secara efektif. Di bidang yudikatif, pemerintah Belanda langsung
mengkonversi pengadilan adat Balanipa menjadi pengadilan tinggi dimana

Maradia Balanipa dipertahankan sebagai ketua, sedangkan anggota-
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anggotanya terdiri dari anggota adat yang bergelar pa'bicara atau
papuangan. Controleur sendiri secara ex-offcio bertindak sebagai penasehat
pengadilan tinggi (Hafid, 2000: 28-29).

Pemerintah Hindia Belanda pada bentuk ini berlangsung hingga
Jepang mulai menduduki afdeling Mandar pada tahun 1942. Pada masa
peralihan kekuasaan terjadi transisi yang cukup kritis karena Jepang sendiri
tidak terlalu fokus pada pemerintahan dan lebih menitikberatkan pada bidang
militer. Selain itu pada asisten Residen dan Controleur meninggalkan tempat
dan tugasnya, bahkan ditawan dan dimasukkan ke dalam camp-interniran di
Makassar, dan di Mandar, penahanan ditempatkan di Tubi dalam wilayah
kecamatan Campalagian Polmas.

Pemerintahan Jepang yang menduduki daerah telah mempersiapkan
satu orang untuk menduduki jabatan utama. Jabatan tersebut setingkat
dengan asistent Resident, yang disebut dengan Kenkarken dan
berkedudukan di Majene. Di samping itu Jepang juga menunjuk satu orang
untuk menduduki jabatan yang setingkat Controleur, dengan sebutan Bunken
Kenkariken yang berkedudukan di Polewali, sedangkan jabatan-jabatan
lainnya di bawah Controleur. Jepang menunjuk dan mengangkat aparat
setempat yang umumnya berasal dari keturunan bangsawan (mara'dia)
maupun keluarga atau keturunan asal anggota adat (Hafid, 2000: 30).

Pada masa kekosongan pemerintahan sipil pendudukan Jepang

sekitar tahun 1942, roda pemerintahan untuk sementara di seluruh wilayah
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bekas kerajaan Balanipa dipegang oleh mara'dia Andi Baso dan dibantu cleh
Abdul Majid sebagai maradia Matowa yang merangkap mara'dia
Campalagian, selanjutnya mara’'dia ini diangkat oleh Jepang sebagai aparat
dengan gelar Sunco. Sedang setiap kepala disfrik yang berasal dari anggota
hadat diberi jabatan dalam status yang sama dengan gelar Gunco dan untuk
jabatan kepala kampung diberi getar Gonco. Adapun aparat Belanda yang
masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil di afdeling Mandar seperti Hulp
Berstuur Asistent (HBA) diberi gelar Hasakan. Sedang untuk jabatan jaksa
masih tetap difungsikan dengan gelar Kensatsukan (Rahman, 1988: 30).
Masa transisi itulah pemerintah diserahkan kepada unsur-unsur
swapraja yang berlangsung hingga 1943. Ketika itu yang menjalankan tugas
asisten Residen adalah Maradia Balanipa Andi Baso Pabiseang didampingi
oleh Bestuur asisten Alimuddin. Pimpinan onder afdeling diserahkan kepada
tokoh swaspraja, antara iain:
1. Andi Tonra (Mara'dia Banggae) untuk onder afdeling Majene;
2. Abdul Madijid (Mara'dia Matoa Balanipa) untuk onder afdeling Polewali;
3. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) untuk onder afdeling
Mamuju;
4. Abdul Madjid Pattarapura untuk onder afdeling Mamasa (Sinrang,
1997, 295).
Pada masa ini secara bertahap jabatan yang menggunakan istilah

Belanda di ganti istilah Jepang termasuk istilah di bidang militer. Karena
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Jepang melakukan pendudukan dalam waktu yang relatif singkat, maka
secara prinsip tidak sempat melakukan perubahan dalam sistem
pemerintahan. Sementara itu, yang dirubah hanyalah kebijaksanaan sikap
dan politk yang memberi perhatian pengembangan sumber daya di bidang
kemiliteran dengan melakukan milisi dan melatih secara intens para pemuda.

Setelah Jepang kalah oleh sekutu dan proklamasi kemerdekaan
dinyatakan, di wilayah Mandar ditandai dengan situasi pergolakan, secara de
facto selama beberapa waktu Jepang meninggalkan tempat dan menunggu
perkembangan politk, di beberapa daerah terjadi gejolak yang sangat
menganggu keamanan dan ketertiban rakyat karena rakyat berjuang
berusaha menguasai instansi, kantor-kantor, bahkan persenjataan milik
Jepang. Dalam situasi yang demikian, tidak jarang terjadi insiden kecil yang
menghadapkan antara kelompok masyarakat yang percaya kepada
kemerdekaan dan kelompok yang tidak percaya bahwa kemerdekaan
memang telah diproklamasikan. Di Majene, yang menjadi ibukota afdeling
Mandar, berita proklamasi baru didengar pada tanggal 22 Agustus 1945 dari
radio yang dimiliki oleh kantor Penerangan.

Akan tetapi kemerdekaan yang kita peroleh tidak diakui oleh Belanda,
bersama sekutu mereka kembali ke Sulawesi Selatan. Tentara Nica, dengan
membonceng tentara sekutu tiba di Mandar pada bulan November 1945. Dan

wacana yang muncul kemudian menjadi fakta adalah berdirinya Negara
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Indonesia Timur setelah Van Mook berhasil mendorong suatu konperenst di
Malino.

Di wilayah Sulawesi, pemerintah Republik Indonesia yang resmi
(gubernur Ratulangi) oleh Brigadir Jendral F.O. Chilton (komandan tentara
Australia di Sulawesi) bahkan memberitahu gubernur untuk tidak
menjalankan fungsinya sebagai gubernur oleh karena pemerintah sipil teiah
dilakukan oleh NICA atas tanggung jawab dan perlindungan tentara Australia
yang bertindak sebagai kesatuan Sekutu (Agung, 1999: 38).

Gambaran sikap para pejuang di Mandar terhadap bentuk
pemerintahan yang terjadi di wilayahnya setelah kemerdekaan, dapat
dijelaskan dalam beberapa peristiwa disekitar bulan September-November
1945, ini merupakan peristiwa-peristiwa sebagai wujud awal keinginan
Mandar uintuk menjadi wilayah yang harus diperhitungkan oleh Belanda dan
pemerintah Sulawesi. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:

1. Pada tanggal 16 September 1945 di Majene yang menjadi ibukota
afdeling Mandar berlangsung rapat akbar menyambut kemerdekaan
dan mendeklarasikan kebulatan tekad merah-putih yang disebut “rapat
konsultasi merah-putih” dan dipimpin oleh Andi Tonra.

2. Selama bulan September-Desember 1945 para pemuda dan tokoh
pejuang nekad untuk memasang merah putih, tetapi NICA selalu
menghalangi dan ini mengundang perlawanan para pejuang

kemerdekaan hal ini dipimpin oleh lbu Andi Depu mempertahankan
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bendera dengan memeluk tiang bendera, peristiwa ini memicu
semakin gencarnya perlawanan tokah lain seperti H.A. Malik Pettana
Endeng dan Muh. Riri Amin Daud.
3. Di tempat lain seperti pamboang, Sendana, Tapalang dan Wonomulyo
masalah pengibaran bendera merah putih menyebabkan bentrokan
antara tentara Belanda dengan militansi para pemuda pejuang’.
Berdasarkan peristiwa tersebut diidentifkasikan bahwa mayoritas
rakyat Mandar menginginkan proklamasi kemerdekaan dipertahankan dan
bentuk negara kesatuan. Pandangan tentang negara kesatuan telah merekat
dalam jiwa rakyar Mandar seperti halnya daerah lain di Sulawesi Selatan,
selain itu semangat patriotk juga bersumber dari budaya “siri” yang
menekankan pada terjaganya martabat, harga diri yang langsung dipelopori
oleh kelompok raja-raja (mara'dia dan bangsawan). Dan tahap perjuangan
mencapai kemerdekaan, kelompok aristokrat dalam peranannya sebagai
penanya nasionalisme tidak saja memberi kemudahan berupa sumbangan
dana dan kepentingan perjuangan, tetapi juga Iéngsung menjadi pemimpin
datam militer melawan Belanda (Abdullah, 1999; 49).

Beberapa fakta yang perlu dicermati di eks afdeling Mandar menjelang

berdirinya Negara Indonesia Timur, yakni:

7 Seperti yang dijelaskan dalam Provinsi Sulawesi Barat dan Keniscayaan Sejarah (Studi
Kelayakan) Oleh KAPP Sulawesi Barat, 2000.
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. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Negara Indonesia Timur adalah

kelompok politisi terdidik yang menjelang proklamasi tergabung dalam
organisasi perjuangan bermama Sudara (Sumber Darah Rakyat)
dipimpin oleh Andi Mappanyukki dan Dr. Ratulangi. Sementara
Ratulangi berunding dengan Belanda dengan mempertimbangkan
perlunya segera diciptakan tertib pemerintahan agar rakyat bisa
tenang dan aman.

Mulai perjanjian Linggarjati dan Reville serta Konprensi Meja Bundar
konsep negara federal ternyata menjadi kesepakatan resmi dan bukan
sesuatu yang tidak disetujui bagi negara Republik Indonesia

Sejumlah naskah pidatc tokoh seperti Nadjamuddin daeng Malewa
menyiratkan sikap yang utuh sebagai secrang nasionalisme yang tidak
ingin pisah dengan Republik Indonesia. Konsepnya tentang
pembangunan ekonomi di Indonesia Timur cukup operasional dengan
berorientasi kepada ekonomi kerakyatan

Tokoh intelektual dan adat dari Mandar yakni Hoesain Poeang
Limboro yang pernah menjadi Menteri Perekonomian dan ketua
parlemen NIT berpendapat bahwa konsep NIT adalah realistis dilihat
dalam perspektif kondisi politik Sulawesi Selatan yang sudah begitu

lama dan berada dalam ketidakpastian®.

® Berdasarkan cacatan sejarah tokoh ini cukup beriasa dalam membebaskan pejuang yang
menjadi tawanan, khususnya pejuang Mandar yang ditawan NICA (Anas, 2000: 28). Pada saat terakhir
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Setelah NIT dibubarkan dan Negara Republik Indonesia menjadi
negara Kesatuan, maka ditempatkan kembali seorang gubernur untuk
propinsi Sulawesi Selatan mengantikan fungsi hadat tinggi yang dibubarkan.
Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pada tanggal 12-
Agustus 1952 No 34 yang menyangkut perubahan bahwa setiap afdeling di
Sulawesi Selatan menjadi daerah Swatantra, sehingga afdefing Mandar
menjadi daerah Swatantra Tingkat Il Mandar. Selang kurang tujuh tahun
terjadi lagi perubahan wilayah berdasarkan Undang-undang NO. 29 tahun
1959, yaitu perubahan tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I
(Kabupaten), maka daerah-daerah Swatantra termasuk Mandar serta
swapraja-swapraja asli, di antaranya Pitu Baba'na Binanga dan Neo
Swapraja Kondo Sapata (eks kewredanan Mamasa) dihapuskan dan
dibubarkan. Para ketua adat dan anggota Swapraja serta para kepala distrik
pada saat itu dialinkan menjadi pegawai negeri atau pegawai daerah otonom.
Dengan demikian daerah Swapraja Mandar terbagi atas tiga daerah tingkat Il
masing-masing Polewali Mamasa (Polmas), Majene dan Mamuju, merupakan
bekas onder afdeling (Syah, 1984: 41-42). Ketiga daerah kabupaten ini
memiliki struktur aparat pemerintahan yang sama dengan daerah yang lain

dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

NIT, beliau dalam kapasitas sebagai ketua parlemen, menyampaikan langsung keputusan pembubaran
NiT kepada Presiden Soekamo dan siap bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
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Setelah terbentuk Polewali Mamasa menjadi daerah tingkat |l, dan
setelah keluarnya Kepres No. 6 tahun 1959 yang memuat tentang status
kepemimpinan daerah yang bergelar raja tidak lagi digunakan, maka dengan
keputusan Menteri dalam Negeri No.17/12/38 tanggal 1 Juli 1960, H. Andi
Depu yang bergelar mara'dia diberhentikan dan beliau digantikan oleh H.
Andi Hasan Magga sebagai kepala daerah pertama di Polewali Mamasa
(Polmas). Dengan dibentuknya Polmas sebagai Dati Il, maka terbentuk pula
kecamatan-kecamatan melalui Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor jo 674 tanggal 19 Desember 1961,
tentang pembentukan kecamatan setelah terlebih dahulu distrik-distrik yang
ada di wilayah bekas Swapraja dihapuskan (Saharuddin, 1985: 116; Hafid,
2000: 32).

Dari uraian di atas, maka dapat dicermati bahwa aspirasi pembentukan
provinsi sebagai sesuatu proses sejarah yang panjang. Proses ini
memeriukan banyak aspek, salah satu aspek yang dikedepankan adalah
aspek sejarah (historis), yaitu sejarah eks afdeling Mandar sebagai kerajaan
Mandar Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Upaya ini menjadi salah
satu bentuk konstruksi identitas Mandar yang melibatkan segenap unsur baik
masyarakat maupun tokoh-tokoh pejuang. Tokoh ini memiliki kebanggaan
jika Mandar dapat mandiri (baca: iepas) dan menjadi wilayah otonom, namun
kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk direalisasikan oleh pemerintah

menjadi sebuah provinsi baru.
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E. Gambaran Daerah Mandar
1. Letak Geografis Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari lima kabupaten Polewali Mandar,
Majene, Mamuju, Mamasa, dan Mamuju Utara. Dalam hal ini akan dijelaskan
hanya pada tiga kabupaten sebelum dimekarkan yakni Polmas, Majene dan
Mamuju karena sampai saat ini belum diklasifikasi khusus dari data stafistik.

Kabupaten Mamuju terletak di bagian Utara, Kabupaten Maiene di
tengah diapit oleh kabupaten Polmas di sebelah Timur. Gabungan dari tiga
kabupaten ini menempatkan Sulawesi Barat pada posisi yang sangat
strategis karena berada di tengah-tengah kepulauan Nusantara baik dilihat
dari Utara ke Selatan maupun dari Barat ke Timur. Dalam peta Sulawesi,
Sulawesi Barat berada dan diapit oleh provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi
Sulawesi Selatan dan hanya 2° di bawah garis khatuliswa (lihat peta
Sulawesi).

Pengabungan ini juga mengubah kondisi Sulawesi Barat
batas-batas wilayahpun mengalami perubahan seperti: sebelah Utara
berbatasan dengan kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah), sebelah Timur
berbatasan dengan kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu dan Sulawesi
Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan

sebelah Barat dengan Selat Makassar.
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Luas wilayah Sulawesi Barat adalah 16.796,18 km2 atau 26,88%
(hampir sepertiga) dari wilayah Sulawesi Selatan yang luasnya 62.361,71
km2. Tabel 2 di bawah ini memperlihatkan luas wilayah provinsi Sulawesi
Selatan menurut kabupaten termasuk tiga kabupaten di Sulawesi Barat.
Sulawesi Barat berada pada posisi pantai barat pulau Sulawesi dengan
panjang bentangan pantai sekitar 580 km, sama dengan panjang pantai
Sulawesi Selatan yang melintasi 10 (sepuluh) kabupaten dari Pinrang hingga

Bulukumba.
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Tabel 2

Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan menurut Kabupaten

Wilayah Kab/kodya Luas (km2) Presentase luas
1. Selayar 903,35 1.45
2. Bulukumba 1.154,67 1,85
3. Bantaeng 395,83 0.63
4. Jeneponto 737,64 1,18
5. Takalar 566,51 0,91
6. Gowa 1.883,32 3,02
7. Sinjai 819,96 1,31
8. Bone 4,509,00 2,60
9. Maros 1.619,12 1,78
10. Pangkep 1.112,25 1,88
11.Barru 1.174,71 7.31
12. Soppeng 1.359,44 2,18
13. Wajo 2.506,19 402
14. Sidrap 1.883,25 3,02
15. Pinrang 1.786,01 3,15
16. Enrekang 17.796,01 28,86
17. Luwu 17.791,43 28,38
18. Tator 3.205,77 514
19.Polmas 4.741,53 7,68
20.Majene 947,84 1,62
21.Mamuiju 11.057,81 17,69
22. Makassar 175,77 0,28
23. Pare-pare 99,33 0,16

Jumlah 62.361,71 100.00

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2003

163

Berdasarkan data luas wilayah Sulawesi Barat di atas, temyata

wilayah ini lebih luas dari wilayah provinsi Sulawesi Utara (setelah dikurangi

Gorontalo), provinsi Banten, provinsi Gorontalo, provinsi Bali dan hampir

sama dengan provinsi Bengkulu. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel 3:
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Tabel 3
Perbandingan Luas wilayah Sulawesi Barat dengan beberapa

provinsi di Indonesia.

Propinsi Luas (km2) Keterangan

1. Sulawesi Tengah | 63. 689

2. Sulawesi Utara 15.798 Setelah dikurangi provinsi Grontalo

3. Banten 8.053,65*
4. Gorontalo 11.680
5. Bali 5633

6. Sulawesi Barat 16.796,19

. Setelah dikurangi Sul i Barat
7. Sulawesi Selatan | 45.565,52 rurangt Suiawest Bara

8. Bengkulu 19.789

Sumber: Statistik ndonesia, 1999 dan KAPP Sul-Bar
*}Belum termasuk Kodya Tangerang dan Kotip Cilegon

Posisi geografis dan perbandingan Iluas wilayah di atas
memperlihatkan bahwa Sulawesi Barat yang sudah terbentuk memiliki
wilayah luas dibandingkan dengan provinsi yang lain, sehingga sangat layak

untuk menjadi sebuah provinsi.
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Secara demografis, menurut data tahun 2001 jumlah pendudduk

Sulawesi Barat adalah 1.092.967 (sebelum dimekarkan) yang terdistribusi di

kabupaten Polmas 675.721 jiwa, di kabupaten Majene 120.621 jiwa dan

kabupaten Mamuju 299.625 jiwa. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4

dibawah ini berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 4

Komposisi Penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Kelompok | Poimas | Polmas Mejene | Mejene Memuiju | Mamuju
Umur Laki- Perempuan | Laki- Perempuan | Laki- Perempuan
laki laki laki

0-9 56.208 | 54.571 15.474 | 14.992 40.561 | 39.014
10-19 47.360 | 46.679 13.384 | 13.800 32.880 |30.954
20-29 36.705 | 42.2099 8.747 | 11.052 26.281 | 28.688
30 -39 29.617 |32.122 7.545 | 8.286 23.258 | 21.302
40 - 49 20.234 | 22.579 5.532 | 6.062 15.282 | 12.668
50 - 59 13.860 | 15.083 3.762 | 4.059 8.402 6.054
60 - 69 8.504 | 9.617 2185 | 2.592 6.962 3.118
70 - 75+ 5.321 | 6.006 1.494 1.655 2.940 1.657
Total 228.956 | 446.765 58.123 | 62.498 153.170 | 143.455

Sumber : Sensus Penduduk Tiga Kabupaten 2001
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Tabel berikut

dikategorikan berdasarkan agama dan etnik di kabupaten Poimas, Majene

menggambarkan demografi sosial budaya

dan Mamuju
Tabel 5
Komposisi penduduk berdasarkan agama
Agama/Kabupaten | Polmas Majene Mamuju
Islam 347.133 120.277 250.035
Katholik 4.580 88 4.310
Protestan 86.698 221 29.168
Hindu 3.412 9 12.155
Budha 76 26 247
Lainnya 4 866 - 611
Total 446.765 120.621 296.625
Sumber - Sensus Penduduk Tiga Kabupaten 2001
Tabel 6
Komposisi Penduduk menurut Etnik (Suku Asli dan Pendatang)
Etnik/Kabupaten | Polmas Majene Mamuju
Mandar 231.478 115.505 82.288
Bugis 35.474 1.294 54,935
Makassar 2.968 679 9.352
Toraja 106.650 148 16.342
Luwu 603 55 1.315
Jawa 17.891 314 26.648
Duri 596 8 757
Selayar 11 15 121
Lainnya 51.294 2.605 104.867
Total 446.765 120.621 296.625

Sumber - Sensus Penduduk Tiga Kabupaten 2001
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Berdasarkan fenomena kependudukan di atas, ada beberapa hal yang

dapat diungkapkan sebagai perbandingan dan kecendrungan yang terjadi di

wilayah ini, yaitu:

(1) Jumiah penduduk Sulawesi Barat pada tahun 2001 ternyata besar dan

menunjukkan angka sekitar 18 % dar jumlah penduduk Sulawesi
Selatan. Penyebaran penduduk pada dasamya memang belum
merata pada semua daerah kabupaten di wilayah Mandar. Kondisi ini
perlu pembenahan bagi perencanaan perwilayahan termasuk
perencanaan investasi yang dipastikan akan memberikan dampak
kependudukan. Proses transformasi akan dibarengi oleh proses
industrialisasi yang menjadi strategi dasar pembangunan wilayah ini,

sehingga kecendrungan urbanisasi akan mudah terjadi.

(2) Gerak pembangunan imigrasi akan meningkatkan proporsi jumiah

penduduk dari luar (bukan penduduk asli), terutama terkonsentrasi
pada wilayah Mamuju sebagi ibu kota provinsi dan Polmas sebagai
kota niaga, ataupun juga di Majene yang akan diprediksi menjadi kota
pendidikan. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan dampak
yang sosial yang posistif apabila dikelola dengan baik, namun akan
mudah pula menimbulkan dampak negatif jika tidak diberi arah dan

perencanaan yang jelas melalui konsep pambangunan sosial.

(3) Perbandingan penduduk menurut etnik dan agama cenderung akan
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secara signifikan. Perubahan hanya akan terjadi oleh gerak migrasi
yang didorong oleh motif ekonomi. Maka dalam hal ini perlu dihindari
kebijakan yang memberikan keistimewaan tertentu yang dapat
mengarahkan pada kesenjangan ekonomi dan sosial antar penduduk
asli dengan penduduk pendatang, antar kelompok penganut agama
dan tentu saja antar suku, sehingga program transmigrasi yang
selama ini berlangsung di Mamuju akan tetap menjadi faktor
pendorong meningkatnya produktifitas seluruh penduduk dan tidak
memberi kesan adanya perlakuan tidak adil khususnya pada
pemanfaatan fahan.

Pada dasarmya Mamuju memiliki angka pertumbuhan yang lebih besar
karena wilayah ini merupakan wilayah penempatan transmigrasi dan tujuan
imigrasi penduduk di luar wilayah karena saat ini Mamuju menjadi ibukota
provinsi. Selain itu pula, di wilayah Mandar berdasarkan data dari Dinas
Sosial masih terdapat kelompok masyarakat suku terasing yang sejak
tahun1975 sampai april 1999 dari 10 daerah tempat bersebarmya masyarakat
suku terasing, 3 daerah yang penyebarannya lebih banyak, yaitu di Mamuju
ditemukan di daerah kecamatan Pasangkayu dan Kalukku yang disebut To
Bunggu, To Pembuni dan To Sumonya, dengan jumlah 752 kepala keluarga.
Didaerah pedalaman Polmas terdapat di daerah kecamatan Tutallu,
Sumarorong, Campalagian, dan Wonomulyo yang disebut dengan To

Sareung, To Taramanu, To Kaleo dengan jumlah 418 kepala keluarga.
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Kemudian di daerah Majene terdapat di pedalaman kecamatan Malunda
yang disebut To pamoseang jumlahnya 102 kepala keluarga.

Masyarakat di wilayah Mandar terdiri dari multienis, yaitu Mandar
sebagai penduduk asli, kemudian Bugis, Makassar, Jawa, Toraja, Bali Timor
dan lainnya. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Mandar. Etnik Mandar
sebagian besar mendiami daerah kabupaten Polmas, Majene dan Mamujuy,
dan merupakan penduduk mayoritas. Mereka umumnya memilih pekerjaan
sebagai petani, nelayan, pedagang, pengrajin dan merantau.

Etnik Bugis sebagian besar mendiami daerah Polmas dan Mamuju,
secara besar-besaran mereka mendiami wilayah tersebut sekitar tahun 40-an
khususnya di daerah kecamatan Polewali, Wonomulyo dan Campalagian di
Polmas, kemudian sejak tahun 70-an mereka juga berpindah ke wilayah
Mamuiju, mereka umumnya memilih pekerjaan sebagai pedagang, petani dan
pengrajin {(pande atau tukang besi).

Etnik Makassar berdiam di wilayah kabupaten Mamuju dan Polmas,
mereka selain memilih pekerjaan sebagai pedagang dan pengrajin alat-alat
dapur dan petani, tidak sedikit pula memilih pekerjaan sebagai buruh dan
penarik becak.

Etnik Toraja sebagian besar mendiami wilayah pegunungan kabupaten
Polmas dan Mamuju, mereka pada dasarnya adalah penduduk asli wilayah
tersebut. Hanya mereka biasa menyebut dirinya sebagai orang Mamasa di

Polmas atau orang Kalumpang di Mamuju. Tidak sedikit pula di antara
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mereka sudah berdiam di daerah daratan rendah seperti di kota Polewali dan
Mamuju dengan memilih pekerjaan sebagai petani, buruh, peternak dan
pegawai negeri.

Kesemua etnik tersebut baik Bugis, Makassar dan Toraja setelah
daerah kabupaten Mamuju berkembang sebagai daerah pertumbuhan
ekonomi baru semakin banyak pula yang berpindah dan bermukim di daerah
ini. Hal ini terkait dengan upaya untuk memperbaiki tingkat hidup yang lebih
baik sebagai daerah baru dan ibukota provinsi.

Etnik Jawa yang datang di wilayah Mandar sejak jaman kolonialis
Belanda, mereka terutama mendiami daerah Polmas, khususnya kecamatan
Wonomulyo yang hampir semua nama kampung, desa dan kelurahan
menggunakan nama Jawa, seperti Sidodadi, Sugiwaras, Cirebon, Kuningan,
Sumberjo, Bumiayu, Blitar, Kediri, Sidoarjo dan lain-lain. Selain itu sebagian
besar pula mendiami daerah Mamuju sebagai daerah penempatan
transmigrasi, mereka umumnya memilih pekerjaan sebagai petani, pengrajin
(alat-alat dapur, genteng dan batu bata). Kemudian etnik bali dan Timor juga
secara umum datang sebagai transmigran dan berdiam banyak di daerah

Mamuju dengan pekerjaan sebagai petani dan pengrajin ukir °.

? Seperti yang diuraian dalam Tesis Mulyadi, Gerakan Pembeniukan Provinsi Sulawesi Barat {Suatu
kajian Antropologi Politik}, 2001, hal 64-66.
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F. Nilai-nilai Budaya ke-Mandaran

Kebudayaan pada dasamya meliputi sistem nilai budaya, sistem sosial
dan fisik. Menurut Rahman (2001), hubungan ketiganya terkait secara
struktural dan fungsional, sehingga nilai budaya berfungsi menata aspek
konkrit dan membangun aspek yang abstrak. Sebagai landasan dasarnya
adaiah sistem nilai budaya yang merupakan inti didalam terbentuknya
budaya manusia, maka nilai budaya berperan sebagai penggerak dan
berfungsi sebagai penata sikap, perilaku dan identitas manusia.

Terkait dengan pandangan tersebut, pada bagian ini penulis
menguraikan nilai budaya Ke-Mandaran yang telah tumbuh dan berkembang
sejak adanya kerajaan-kerajaan di /ita’ (tanah) Mandar dan menjadi sumber
identitas yang penting bagi masyarakat Mandar. Nilai budaya ini terlahir
berbarengan dengan kemegahan kepemimpinan dari mara'dia (raja pertama)
Balanipa yaitu | Manyambungi atau Todifaling.

Di masa kepemimpinannya mara'dia Todilaling, nilai ini sangat
dijunjung tinggi dan diajarkan kepada keturunannya secara bergilir sampai 53
orang mara'dia. Maksud diajarkannya nilai budaya ini agar sampai kapanpun
Mandar tetap utuh dan menjadi kerajaan yang diperhitungkan oleh kerajaan
lain.

Nilai budaya Mandar sebagai amanat Todifaling ini mengandung dua
unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan

masyarakat yang dipimpin. Unsur tersebut yattu: pertama, maasayanni lita’
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Mandar (kecintaan terhadap tanah atau negeri Mandar); dan kedua,
maasayanni pa'banua Mandar (kecintaan terhadap orang atau masyarakat
Mandar). Kedua syarat itu harus melekat dalam diri orang Mandar sebagai
sifat luhur yang akan membawa kebaikan ( Rahman, 1988: 215; Hafid, 2000:
44),

Dari dua elemen penting kecintatan tersebut kemudian mencabar ke
dalam berbagai nilai budaya yang menggambarkan simbol seorang pemimpin
yang harus senantiasa menjadi panutan {todipeccoi) dan menjaga sikap dan
tindakan agar tidak dikucilkan oleh adat atas nama rakyat, sekaligus berlaku
pula pada orang-orang Mandar. Bagi seorang pemimpin, untuk tidak
mendapat sanksi dari rakyat, maka pantangan yang setidaknya memutuskan
sendi-sendi adat (marrattas-rattas uake) dan menghancurkan aturan
(marruppu-ruppu) harus dihindari. Demikian pula bagi orang Mandar, elemen
itu juga menjadi dasar kehidupan bermasyarakat sehingga sedini mungkin
telah di tanamkan daiam diri orang Mandar.

Manakala sifat-sifat itu dimiliki oleh seorang Mandar, maka dianggap
sebagai orang yang memiliki sifat ‘tomalabb’” (manusia utama). Sifat
tomalabbi ini memiliki tiga unsur yaitu “malab’di pau” (utama dalam bertutur
kata’) “malab’hi kedo” {utama dalam berbuat) dan “malab’bi gau” (utama

dalam bertindak). Ketiga unsur malab’bi ini diidentifikasi sebagai berikut:

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 173

1. Malab’bi pau, terdiri atas:
a. Tatammasuang kedo gau'na (orang yang tidak kaku dan
bertindak);
b. Totammengnganga sassabuaran (orang yang tidak kasar tutur
kata);
c. Totammallesei puroloa (orang yang memegang teguh
perjanjian);
d. Totammake’ la-ke’ la tau (orang yang tidak iri hati).
2. Malab’bi kedo, terdiri atas:
a. Tomandandan mata (orang yang memberi penuh perhatian );
b. Tatammarrusa allewuang (orang yang tidak akan merusak
kesatuan dan persatuan);
c. Tomaasayanni pabanua (orang yang menyayangi orang
banyak);
d. Totammarrappa atonang {orang yang tidak merampas tanah
orang lain).
3. Malab’bi gau, terdiri atas:
a. Totamballang mata (orang yang tidak berkhianat);
b. Tomappinra ammemanga (orang yang tidak akan merubah
kebiasaan baik);
c. Tomallette diatonganan (orang yang berjalan pada jalan

kebenaran);
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d. Totammaimbai api tue (orang yang tidak menghembuskan
perpecahan);

e. Tomaissan baying ni lau (orang yang mengerti tata aturan
dunia);

f.  Tomarakke di puang (orang yang takut pada pencipta);

g. Tomappatumballe lita (orang yang menyelamatkan negeri).

Sifat- sifat utama yang dikategorikan dalam komponen diri Mandar
merupakan konsep nilai budaya yang mengarahkan masyarakat Mandar
untuk bertindak dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari (Rahman,
1988:213)"°.

Semua identifikasi tersebut di atas menunjukkan adanya pengajaran
untuk membentuk sifat manusia yang luhur. Memberikan arahan kepada diri
orang Mandar untuk dapat bersosialisasi didunia sosialnya. Sosialisasi dan
enkuiturasi tetap dimulai sejak dini yang bermula dari kehidupan keluarga lalu
masyarakat. Hal ini menjadikan pewarisan nilai-nilai budaya bagi generasi

selanjutnya.

'* Nitai-nilai itu dapat dijabarkan didalam kehidupan dan diperinci sebagai berikut: 1) Malabbi pau
menjadi mapia pau, terdir atas: mapia akke pau (baik dalam mulai berbcara), mapia pulu-pulu (baik
dalam bertutur kata), mapia turalloa pulu-pulu (baik dalam merangkai kata); mapia turappau (baik
dalam mengucap kata), dan mapia pau, tongan pau (baik dan benar berkata-kata). 2). Malabbi kedo
menjadi mapia kedo, terdiri atas: mapia penawa (legah dalam perasaan); mapia peita (berpandangan
luas); mapia pelfassa (melihat jauh ke depan); mapia akke lette (meangkah dengan telaten); mapia pelli
(melangkah dengan penuh perhitungan); mapia pekkedde (berdiri di atas kebenaran); dan mapia
buassoe (berjalan dengan penuh keteraturan), 3) Malabbi gau menjadi mapia gau, terdiri atas: mapia
pennia (baik dalam niat), mapia pa'mai (berbudi Iuhur), mapia ate (berhati ikhlas); mapia appe
(bertatakrama yang sopan); mapia pikkiran (berpikir yang jernih); mapia pettugalangan (tequh pada
keputusan; dan mapia pekkeddean (tegas dalam pendirian)
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Dalam pemikiran orang Mandar, untuk mengenal dirinya harus terlebih
dahulu menjadi bagian dari dunia luas. Secara vertikal dirinya mahluk ciptaan
Tuhan, dengan menggunakan akalnya mereka tidak dapat menghindar untuk
tidak mengerti tentang dunia. Berdasarkan pemikiran seperti ini, maka orang
Mandar harus mampu melihat dirinya sendiri (subyektif) sebagai salah satu
unsur yang selalu terkait dengan kenyataan sosial (objektif).

Pemahaman akan diri yang terkait dengan lingkungan akan dapat
membuat memahami tentang dirinya sendiri. Dari pemahaman ini, orang
Mandar dapat mendapatkan pengetahuan tentang diri, lingkungan yang
menumbuhkan kesadaran fungsional . Keterkaitan antara diri dan lingkungan
tersebut akan menghasitkan keteraturan diri dalam tindakannya.

Wuijud tindakan seperti ini adalah dianggap sebagai orang Mandar
yang malab’bi, karena keterkaitan antara diri dan lingkungan merupakan
suatu model pemikiran yang diselimuti oleh sistem nilai dan pandangan
hidup. Pandangan hidup ini yang kemudian digunakan untuk
menginterpretasikan dirinya dan lingkungan sebagai interaksi yang
berkelanjutan.

Interaksi karena pemahaman tersebut di atas, melahirkan berbagai
keteraturan pada diri, alam dan lingkungan yang secara vertikal dan
horizontal dapat terjadi dalam pribadi sendiri. Hal ini dapat diidentifikasi

sebagai berikut:
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1. Hubungan vertikal (mengenal diri dan alam), dalam konsep nilai
budaya meliputi:
a. maissanni nawang (mengenal dini dalam dunia)
b. maissanni baying nlau atau maissanni bari lau-lau { mengenal
tata karama dunia)
Dalam alam kenyataan kedua hal tersebut dinyatakan sebagai
naissanni maengei nawang (memahami dan menempatkan dirinya di
dalam dunia secara wajar dan tepat). Kedua sistem pengetahuan ini
disimputkan sebagai mengenal diri sendiri berada dalam dunia dan
dunia berada dalam diri sendiri (alawe membolong di nawang
membolong dialawe).
2. Hubungan horisontal (diri dan masyarakat), dalam konsep nilai budaya
meliputi:
a. maissanni disanga (mengenal diri dalam lingkungan
masyarakat) dan
b. maissanni atoran (mengenal dirinya di dalam tata krama sosial).
Dalam alam nyata kedua konsep nilai tersebut dinyatakan
naissanni disangamatu-matu (dia mengenal dengan sesungguhnya
aturan hubungan sosial kemasyarakatan). Kedua sistem
pengetahuan ini disimpulkan sebagai pengenalan diri yang berada

dalam masyarakat dan adat, masyarakat berada di dalam diri
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sendiri (alawe membolong diakkeadang, akkeadang membolong
dialawe)

3. Hubungan internal (di dalam diri), dalam nilai budaya meliputi:

a. maissanni alawena (mengenal dirinya sendiri), dan

b. maissanni engeanna (mengenal tempatnya dalam lingkungan)
Dalam alam nyata kedua konsep nilai tersebut dinyatakan
naissanni narupa alawena (dia mengenal dengan sesungguhnya
wujud dirinya sebagai manusia). Kedua sistem pengetahuan ini
disimpulkan sebagai pengenalan diri sendiri berada dalam
kemanusiaan dan kemanusiaaan berada dalam diri sendiri (afawe
membolong diatauawang, diatauawang membolong dialawe).

Semua pandangan di atas, menyatakan sangat jelas bahwa manusia
sebagai subjek tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya yang nyata
sebagai objek, sehingga pandangan tentang diri dan lingkungannya serta
makna dalam kehidupan tetap tegas dipertahankan.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya ke-
Mandaran merupakan rambu untuk mengenal kriteria seseorang sebagai
orang yang bersifat baik, memiliki keturunan yang baik sehingga akan
mendapatkan Mandar sebagai fau tonga (manusia utuh) sebagai realisasi
sifat To-malab'bi.

Untuk jelasnya, uraian tentang Nilai Ke-Mandaran (To-malab'bi)

penjabarannya dapat diikuti dalam bagan berikut
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Penjabaran Sifat To-malab’bi Mandar
Sebagai nitai Ke-Mandaran

Tau Tongana Mandar

Malab’bi Mandar Malab’bi Kedo
—_

Mandar Utama Malab’bi Pau Matab’bi Gau

Elemen nilai budaya ——» Maasayanni Lita’

Maasayanni Pa'banua

Sumber: diramu oleh peneliti berdasarkan literatur tentang nilai budaya ke-
Mandaran serta wawancara penulis dengan subjek penelitian. Nilai
budaya ini menjadi salah satu elemen identitas Mandar yang

dikonstruksi kembali.
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BAB il

ETNIK MANDAR BAGI WARGA MANDAR

Dalam mengkaji konstruksi identitas etnik Mandar, sebagaimana
diuraikan dalam perspektif teoritik telah dibidik melalui pendekatan
konstruktivis. Awal tulisan ini, penulis menfokuskan pada keberadaan simbol
etnik yang digunakan sebagai elemen identitas dalam proses konstruksi.
Wujud konstruksi identitas etnik Mandar diterjemahkan melalui penguatan
pembentukan provinsi Sulawesi Barat di Mandar.

Penafsiran realitas tersebut dapat didialogkan dan diperoleh di tingkat
pemahaman intersubjektif. Informasi-informasi pengalaman dan pengetahuan
subjek penelitian dan informan. Uraian terhadap apa yang didengar, dilihat
atau dirasakan merupakan wujud dari first order understanding.

Pemahaman first order understanding bagi penulis melalui dua
langkah (1) menilai imajinasi aktor dalam menentukan simbol-simbol etnik
yang dirasakan olehnya. (2) sistem, makna yang terdapat dalam sistem atau
keterkaitan peristiwva yang bersifat sistemik. Makna baru yang diperoleh
penulis diinterprestasi kembali kemudian sebagai langkah second order
understanding. Dalam pemahaman third order understanding, penulis lebih
menfokuskan pada peristiwa - peristiwa sekaligus terhadap konteks yang

meliputi peristiwa tersebut.
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Pada uraian berikut disajikan hasil wawancara penulis dengan subjek
penelitian, baik sebagai penggagas konstruksi, pelaku konstruksi atau yang
memiliki pengetahuan tentang konstruksi, sebagian besar dari subjek
penelitian tersebut adalah elite. Dalam kasus tertentu, ada keterkaitan antara
persepsi dari elite dengan proses politik, bahwa individual political belief
merupakan salah satu faktor determinan bagi individual political conduct.
Dengan demikian elite dapat terjung dalam arena politik lokal karena memiliki
kepercayaan politik. Penggambaran konstruksi etnik Mandar seperti apa
yang diketahui merupakan kancah bagi elite lokal dalam menerjemahkan
aktivitas politik pribadinya. Sebelum merealisasikan gagasan tersebut,
mereka memproduksi kembali elemen identitas, tujuannya adalah untuk
menempatkan Mandar sejajar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan, baik

dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.

A. Elemen Identitas yang memperkuat Mandar

Secara khusus, bagian ini membahas elemen identitas Mandar. Bila
dicermati, elemen identitas Mandar terdiri dari beberapa aspek, seperti
halnya dengan kelompok etnik lain. Misalnya: ciri fisik, bahasa, daftar lagu-
lagu, agama, sejarah, tradisi, kultur dan lain-lain. Dari ciri fisik yang
membedakan etnik Mandar dengan etnik lain, dapat diidentifikasi dari warna
kulit, orang Mandar memiliki warna kulit kuning lansat (lebih terang), dan bola

mata lebih sipit, tinggi badan yang agak sebanding antara perempuan dan
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laki-laki. Ciri tersebut menandai perbedaan fisik dengan etnik Bugis dan
Makassar ataupun Toraja. Sementara itu terdapat nilai budaya yang
membedakan antara etnik Mandar, Bugis dan Makassar. Nilai budaya
tersebut merupakan simbol etnik yang berakar dan dicermati dari makna
malab’bi. Penyebutan malab’bi untuk etnik Bugis dan Makasar dengan
sebutan malab’bi, makna tersebut dipahami lebih sempit, penempatannya
lebih ditekankan pada keanggunan dari sosok seorang perempuan, tetapi
dalam makna malab’bi bagi etnik Mandar, dipahami lebih luas, makna
tersebut ditempatkan tidak hanya bagi keistimewaan dan keanggunan dari
perkataan, tindakan dan prilaku seorang perempuan, tetapi juga untuk kaum
laki-laki. Dalam hal ini, makna malab’bi sifatnya mendalam, di dalamnya
tersirat pemahaman akan persamaan kedudukan antara perempuan dan [aki-
laki dalam komunitas etnik Mandar.

Selain ciri fisik yang dapat membedakan etnik Mandar dengan etnik
lain, diidentifikasi bahwa bahasa dapat pula menjadi elemen identitas yang
berfungsi sebagai pembeda. Bahasa Mandar, walaupun tidak semua berbeda
dengan bahasa Bugis, tetapi sangat jelas memiliki dialek yang berbeda
dengan Bugis. Kenyataannya dialek Mandar, jika dicermati lebih halus
dengan intonasi yang lembut. Hal ini mungkin disebabkan karena prilaku dan
identitas orang Mandar yang /low profile sehingga mempengaruhi dalam tutur

katanya.
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Dalam disertasi ini, elemen identitas yang dipertegas menjadi dasar
konstruksi identitas (tindakan orang Mandar), diambil dari nilai budaya ke-
Mandaran terutama berasal dari tradisi kerajaan Balanipa di Mandar. Elemen
yang dijadikan dasar pengukuhan identitas Mandar meliputi dua hal, yaitu: (1)
maasayanni lita’ (kecintaan terhadap tanah/negeri); dan (2) maasayanni
pa’banua (kecintaan terhadap oranglmasyarakat)‘. Dalam kenyataannya,
kedua elemen tersebut memiliki makna khusus dalam kehidupan sehari-hari
orang Mandar, karena didalamnya berisi cara pandang orang Mandar tentang
perilaku terbaik yang harus disandang sebagai seorang Mandar. Dibeberapa
kasus jika kedua hal tersebut tidak menjadi dasar kehidupan mereka, maka
dianggap sebagai seorang Mandar yang tidak memiliki sifat malab'bi, yaitu
kebaikan dalam tutur kata maupun dalam perilaku. Dalam disertasi ini, kedua
kecintaan tersebut secara sosial digambarkan dalam kehidupan sehari-hari

orang Mandar, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

1. Kecintaan Terhadap Lita’ (tanah) Mandar
1.1. Realisasi Makna Kecintaan dalam Sejarah
Etnik Mandar merupakan salah satu etnik utama yang mendiami pantai

barat di bagian utara provinsi Sulawesi Sefatan. Mereka merupakan sub

1 Elemen identitas ini berdasarkan perjanjian {assitaliang) yang mengandung makna dalam, berisi
sifat-sifat dasar dari seseorang yang pantas dijadikan panutan (todipeccoei). Sifat itu menjadi
pertimbangan dasar agar seseorang raja (Mara'dia) yang memerintah agar tidak dikucilkan cleh ada”
atas nama rakyat. Artinya bahwa pefanjian tersebut mengandung berbagai nilai budaya yang
menggambarkan simbol dari seseorang pemimpin Balanipa yang harus sensntiasa dijaga dan dipatuhi.
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kultur tersendiri yang tetap diikuti dan dianut oleh pemeluk yang mendiami di
kawasan itu. Sekarang wilayah tersebut menjadi provinsi tersendiri dan
memiliki penduduk yang mendiami wilayah administrasi kabupaten Polewali
Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara.

Sebelum menjadi provinsi, wilayah Mandar dalam cacatan sejarah
merupakan konfederasi kerajaan, salah satunya dari konfederasi ini adalah
kerajaan Balanipa. Balanipa adalah salah satu wilayah kerajaan yang
didiami oleh sebagian masyarakat Mandar. Balanipa memiliki subkultur
sendiri karena akibat kemasyuran politik di masa lampau di wilayah Mandar.
Penduduknya memiliki corak budaya yang memberikan pengaruh cukup luas
di sekitarnya termasuk pada wilayah-wilayah kerajaan dalam Pitu Ba'bana
Binanga.

Corak budaya yang terlahir dari kerajaan Balanipa tersebut, tersebar
dan menjadi elemen dasar kesepakatan Mandar, salah satunya adalah
kecintaan terhadap fita’ (tanah) Mandar. Pandangan ini, juga diungkapkan
oleh sejarahwan Mandar, Darmawan R. Beliau adalah seorang intelektual
yang banyak menulis dan meneliti tentang Mandar, seperti karyanya yang
ditulis dalam bentuk disertasi mengungkap makna Puang dan Daeng di
Balanipa. Selain sebagai ilmuwan, beliau juga menjadi salah satu anggota
forum Sipamandar sekaligus sebagai penasehat dalam KAPP-Sulbar. Ketika
ditemui di kediamannya beliau sedang menerima tamu dari Australia, yaitu

Elizabeth Morell, seorang ilmuwan sosial dari Flinders University yang selama
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ini juga menghabiskan waktunya meneliti etnik Mandar. Dalam diskusi yang

panjang, peneliti berusaha mencari informasi elemen identitas orang Mandar,

Darmawan menuturkan :

“Bahwa sebenarmya Mandar bukan sebuah kerajaan, tapi berupa
konfederasi dari 14 wilayah kerajaan, vaitu tujuh berada di daerah
hilir disebut Pitu Ba’bana Binanga dan tujuh berada di hulu sungai
disebut Pitu Ulunna Salu. Mandar itu adalah simbol kesadaran,
sebuah simbol penguatan atas identitas, sebagai sebuah
kekuatan besar yang susah untuk dipisahkan, dalam arti sangat
erat dan tidak mudah untuk pecah. Kekuatan yan erat ini kita
sebut dengan “Sipamandar” berupa simbol pemersatu bagi kami
rakyat Mandar. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa ini bagi
kami sangat penting?

Jalinan kekuatan seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa

- Mandar bukan kerajaan besar, tapi gabungan dari kerajaan-

kerajaan, masing-masing memiliki wilayah sendiri, melakukan
aktifitas sendiri yang menghasilkan apa yang disebut “passe
Mandar® yaitu sebuah rasa solidaritas rakyat Mandar. Jika satu
terkoyak (dalam hal ini salah satu kerajaan) maka semua akan
turut merasakan. hal ini yang memperkuat simbol Sipamandar. Si
diartikan sebagai koordinasi, Pa diartikan partisipasi dan Mandar
sebagai simbol kesadaran satu kelompok etnik, sehingga dapat
diartikan Sipamandar dapat diartikan sebagai partisipasi dan
koordinasi masyarakat Mandar vyang akhirnya juga
mengkoordinasi sifat dan nilai budaya Mandar.

Inilah yang kami anggap sangat penting, kecintaan terhadap
tanah leluhur mempersatukan rakyat Mandar dan memang terasa
bahwa kami telah mendapatkan apa yang pernah kami
banggakan” (wawancara, 13 oktober 2004)

(Int. Sejarahwan/Mandar)

Menurutnya Darmawan, elemen tersebut menjadi penting karena

menjadi dasar bersatunya pemikiran orang-orang Mandar untuk maju,

seperti

yang pernah terjadi dalam masa-masa kejayaan konfederasi

kerajaan Mandar. Apa yang dikatakan oleh sejarahwan ini, didukung oleh

Disertasi
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salah satu subjek penelitian yang juga seorang sejarahwan tapi bukan dari
etnik Mandar, yaitu Edwar P, intelektual yang berasal dari Maluku Utara.
Beliau sangat menguasai pola-pola kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan,
karena selama ini sering berkutak-katik mempelajari etnik di Sulawesi
Selatan, baik Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Karya besamya terakhir
diraih ketika memperoleh gelar doktornya di Belanda, dengan mengkaji
geografi politik etnik di Sulawesi Selatan. Ditemui di ruang kerjanya saat
menulis sebuah buku, beliau sangat respon terhadap pertanyaan yang
penulis sampaikan. Ketika ditanyakan bagaimana orang Mandar memaknai
kecintaan pada tanah/negeri, beliau mengatakan:

“Secara historis, Mandar berawal dari Balanipa, jauh sebelumnya
disebut dengan Napo, daerah yang terletak di Balanipa. Karena
dulu ada kedekatan dengan saiah satu daerah di Enrekang
(pasar) yang disebut Napo. Dapat diakui bahwa Mandar itu turun
dari daerah atas dekat dengan Toraja. Tetapi perkembangan
selanjutnya mengalami perubahan, ada konfederasi yang terjadi,
tujuh kerajaan di muara sungai yang disebut Pitu Ba'bana
Binanga dan tujuh kerajaan di hilir sungai yaitu Pitu Ulunna Salu.
Dalam perkembangannya mereka membangun dengan tatanan
yang berbeda, karena di daerah pantai mengenal hukum
membunuh dan didaerah gunung tidak mengenal hukum
tersebut. Inilah salah satu penyebab mengapa terjadi konfederasi
tersebut.

Tapi yang paling mendasar mengapa terjadi konfederasi seperti
ini, akibat dari banyaknya kerajaa-kerajaan sekitar Balanipa
terancam dari musuh, yaitu To Mapute (orang Putih atau
Belanda) jadi mereka bersatu untuk menghadapi lawan. Awal
dari konfederasi ini menyebabkan hubungan yang cukiup [uas
diantara mereka. Jika ada salah satu kerajaan mendapat
masalah, maka kewajiban kerajaan lain untuk mengirimkan
pasukan atau utusan untuk membantu kerajaan tersebut. Sangat
mengagumkan, orang-orang Mandar memiliki rasa kebersamaan
yang cukup tinggi, yaitu rasa pacce untuk merasakan apa yang
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dirasakan orang lain. Orang Mandar itu piawai dalam perang dan
piawai dalam menggunakan panah, strategi dan yang paling
penting mereka punya prinsip kuat untuk mempertahannkan
harga diri kerajaan dan konfederasinya” (wawancara, 25 Agustus
2005)

(Int. Sejarahwan/Ambon)

Sejarahwan ini mencatat bahwa besarnya peranan Mandar ditengah-
tengah pergolakan kerajaan dahulu. Mandar memiliki semangat solidaritas
untuk mengalahkan musuh dari kerajaan-kerajaaan lain, membantu dengan
segenap tenaga, walaupun tidak diminta. Akan tetapi mereka
memperlihatkan rasa tanggung jawab untuk membela saudaranya. Misainya,
saat kerajaan Balanipa membantu kerajaan Gowa ketika terjadi kekacauan
dalam kerajaannya.

Seorang sejarahwan Mandar mendukung pemyataan kedua subjek
penelitian tersebut. Saat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan,
Husni. Dj. sedang terbaring sakit (oleh dokter dideteksi menderita hipertensi),
sehingga beliau tidak menginjinkan peneliti untuk mewawancarainya.
Berselang beberapa hari, peneliti menemuinya kembali, karena beliau sangat
menghargai peneliti yang tidak pemnah putus asa, akhimya beliau
meluangkan waktu untuk dapat diwawancari, walaupun dalam kondisi
kesehatan tidak stabil. Selain sebagai sejarahwan, beliau adalah salah satu
bangsawan yang juga mencetuskan ide dan gagasan pembentukan provinsi

di Mandar. Dalam perkembangan, beliau menjadi tokoh sentral dari tahap ke

tahap konstruksi identitas Mandar.
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Ketika diminta tanggapannya atas pertanyaan tentang elemen identitas
Mandar, beliau menjawab secara rinci dengan beratar belakang sejarah
kerajaan, disebutkan bahwa pada dasarnya konfederasi terjadi pada masa
pemerintahan raja It Balanipa yaitu Tomapayung, saat itu melakukan
perjanjian yang disebut perjanjian Luyo, merupakan persekutuan dari 14
kerajaan, yang mengandung permufakatan bekerjasama, utamanya dalam
pertahanan dan keamanan di kawasan Mandar. Perjanjian ini dikenal
dengan "Sipamandar’, yang artinya saling menguatkan saling memperkokoh
persatuan dan kesatuan. Lebih mendetailnya isi perjanjian diungkapkan
demikian: Ulu salu memata di sawa, Baba'na Binanga memata
dipearappenna mangiwang, sisara’pai malotong anna mata mapute, anna
sisara’ Pitu Ulunna Salu anna Pitu Baba'na Binanga. Artinya, Uiu Salu
merajai daratan, Pitu Baba'na Binangan merajai pantai dan muara. Andai
kata dapat terlepas ikatan hitam dan putih, maka akan terlepas pula Pitu
Ulunna salu dan Pitu Baba’'na Binanga. (wawancara, april 2005)

Selain dari tanggapan tersebut, tampaknya ada hal lain yang menjadi
pertimbangan beliau atas pemaknaan kecintaan pada tanah Mandar. Dalam
kesempatan untuk kedua kalinya peneliti mewawancarai. Ketika elemen
identitas yang dipertanyakan kepada subjek, beliau mengkaitkan makna
kecintaan dengan realitas yang terjadi selama proses konstruksi, sedikit

kekecewaan tersirat dari wajahnya:
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“Saya merasa yang perlu di upayakan oleh orang Mandar sendiri
adalah seberapa besar mereka menaruh perhatian yang kuat
terhadap tanah Mandar itu sendiri. Mandar wilayah yang
dianggap termaginal, tapi oleh siapa?, dan mengapa selalu
menjadi hal yang utama?. Apa tidak ada hal yang lain untuk kita
harapakan menjadi alat pemersatu kita semua. Yang paling
penting menurut saya adalah jika kita memang sangat cinta
dengan Mandar karena kita dahulu pernah jaya, dan pernah
menjadi wilayah yang sangat diperhitungkan oleh wilayah lain,
mengapa kita tidak menjaganya dengan baik. Rasa kecintatan
terhadap tanah bukan berarti kita harus memecah-mecah
Mandar menjadi seperti ini. Tapi yang penting menurut saya
adalah bagaimana kita membangun diri kita sendiri sebagai
orang Mandar malab’bi yang utama dan itu menurut saya yang
paling penting. Bukan berarti saya tidak respon terhadap apa
yang kita lakukan sekarang, tapi kalau kita memang periu
memperbaiki tanah Mandar seperti dulu , marilah secara pribadi
kita memperbaiki sendiri sebagai orang Mandar, baru kita
mencoba melihat ke banyak hal” (wawancara, september 2005)

(Tokoh Masyarakat Mandar)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
memaknai kecintaan terhadap tanah Mandar, tidak lepas dari pemahaman
“Sipamandar”, yaitu simbol pemersatu untuk mengkoordinasi masyarakat
Mandar sekaligus sifat dan nilai budayanya. Dalam pemahaman pemersatu
ini, setidaknya datam penelitian ini, ditemukan dua makna dalam maasayanni
lita’ (kecintaan terhadap tanah/negeri) yaitu, pertama, pengorbanan yang
ditujukan dengan membela wilayah dari gangguan dan ancaman dari pihak
luar (baik dari etnik lain atau bangsa lain). Kedua, kebersamaan di dalam
membela hak-hak wilayah, dilakukan tidak hanya untuk kepentingannya

sendiri, tetapi juga bagi wilayah lain terutama wilayah yang dianggap
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saudara. Dalam hal ini, Mandar merasakan apa yang dirasakan orang lain,

terutama yang berkaitan dengan usaha membela tanah kelahiran.

1.2. Realisasi Makna Kecintaan dalam Kehidupan Sehari-hari.

Ketika konstruksi identitas mulai digulirkan, isue yang berkembang
salah satunya menyoroti perihal sosok seorang Mandar. Dalam hal ini,
beberapa informan menfokuskan pada interaksi antaretnik Mandar dan etnik
diluar Mandar. Berikut ini disajikan salah satu contoh tipikal yang
mengambarkan interaksi di antara orang Mandar dengan etnik lain. Contoh
tipikal ini dapat diambil dari interaksi etnik Makassar dengan orang Mandar,
khususnya dalam pemahaman pribadi orang Mandar.

Tokoh masyarakat ini menguraikan lebih lanjut, waktu saya tinggal di
Mandar, tepatnya di Polewali (saat itu masih menjadi kota kecamatan
Polewali Mamasa). Hampir delapan tahun saya hidup dan bekerja di sana,
sebagai seorang pengusaha, saya banyak kenal dengan orang penting di
daerah ini. Hal yang dapat saya pelajari dari orang Mandar adalah “semakin
mereka memiliki pengaruh, mereka umumnya tidak membanggakan diri, lebih
rendah hati”, seperti saat mereka harus menempati kedudukan penting di
pemerintahan, sebagai elite birokrat, saya tidak pernah melihat mereka
menampakkan kedudukannya tersebut. Lebih lanjut dikatakannya:

“Orang Mandar itu unik, penuh dengan segala kerendahan hati.

Tidak angkuh dan jarang mengeluarkan kata-kata kasar. Ini saya
katakan merupakan ciri khas pribadi orang Mandar. Oh, ya yang
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tidak kalah penting, orang Mandar itu lebih terbuka dan jujur.
Tetapi ada sifat yang mungkin lebih bisa harus diminimkan, yaitu
terkadang kurang percaya diri atau bahkan mungkin kurang gesit
melakukan aktifitas jika diberi kepercayaan.

Apakah sifat-sifat ini dapat dianggap sebagai mewakili
kecintaannya terhadap tanah Mandar? Nah ini jadi pertanyaan,
Mungkin sebagian sifat yang baik itu menandakan kecintaannya
terhadap tanahnya, maksudnya dengan mengaplikasikan sifat-sifat
yang baik tersebut mereka dapat eksis dan bersaing, tetapi apakah
ini merupakan nilai budaya Mandar? berdasarkan pengetahuan
tentang Mandar, apa yang sebutkan tadi menjadi salah satu bagian
dari nilai budaya orang Mandar yang dijadikan sebagai identitas
mereka. Adalah sesuatu yang hampir sama dengan etnik-etnik lain
di Sui-sel, tapi yang berbeda adalah Mandar memiliki sifat utama
sebagai orang malab’bi, baik sifat, perbuatan atau perkataan. Sifat
malab'bi ini kalau kemudian dijadikan dasar untuk mengembalikan
Mandar pada posisinya untuk menjadi dirinya sendiri, maka saya
kira sangat tepat, dan baik pula jika kemudian akan disamakan
seperti adanya Balanipa dulu” (wawancara, 2 oktober 2005).

(Tokoh masyarakat Makassar)

Selanjutnya kekecewaan informan tersebut, tidak jauh berbeda dengan

pendapat yang dikemukakan Darmawam R. Sebagai elite yang banyak

memberi

masukan dalam proses konstruksi, beliau melihat ada

kesalahpahaman dalam memaknai Sipamandar, dikatakannya :

Disertasi

“Apa pentingnya kita bersatu? coba lihat orang-orang Mandar
dahulu, mereka sampai bisa membentuk persekutuan besar dari
beberapa kerajaan untuk mengamankan wilayah Mandar.
Sekarang, sebaiknya kita melakukan hal yang sama. Jika dengan
membentuk provinsi, kemudian dapat mempersatukan kembali
menjadi lita' Mandar yang kokoh, mengapa kita tidak lakukan.
Harusnya kita banyak belajar dari sejarah, harusnya kita banyak
menimba pengalaman dari orang-orang tua kita dahulu. Tapi ingat
jangan disalahgunakan sejarah itu untuk kepentingan sendiri. Ingat
kita harus sama-sama mencintai Mandar. Itu harus diketahui oleh
semua yang membawa Mandar pada perubahan.Artinya, bahwa
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dalam hal ini jangan pernah melupakan sejarah, karena lewat
sejarahlah kita ada.!” (Wawancara, 13 oktober, 2005}

(Int./Penggagas/Mandar)

Tokoh ini melepaskan segala kekecewaannya dan meluruskan kembali
makna kecintan terhadap tanah Mandar. Menurutnya kecintaan yang
seharusnya dilakukan adalah berusaha menempatkan tanah Mandar
selayaknya seperti konfederasi kerajaan dulu. Kebanggaan terlihat dari raut
wajahnya saat dia menceritakan kejayaan orang-orang Mandar dahulu.
Menurutnya tidak mungkin bisa kita seperti sekarang ini kalau kita tidak
belajar dari sejarah, karena dengan sejarah kita dapat banyak belajar untuk
kebaikan masyarakat Mandar.

Dalam kehidupan sehari-hari, elemen kecintaan menjadi makna
tersendiri bagi seorang Baharuddin Lopa (saat beliau masih menjadi pejabat
di Kejaksaan). Saat ke Majene, beliau berkunjung disalah satu kerabat yang
sedang mengadakan hajatan untuk sunatan putranya. Kedatangan beliau
menandakan kerendahan hatinya, karena beliau mau mendatangi kerabat
jauh, yang mungkin bagi sebagian orang menganggap hal tersebut tidak
penting, akan tetapi ditengah kesibukannya beliau masih meluangkan waktu.

Di saat yang sama, beliau menyempatkan diri untuk saling dekat
dengan orang-orang disekitarnya, pesannya agar memandang orang sama,
tidak membedakan status sosial. Menurutnya, jika seseorang menduduki

jabatan penting (khususnya, bagi orang Mandar), selalu mengingat " saya
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orang Mandar’, dalam pikiran dan tindakan harus berpijak atas ke-
Mandaran, bekerja dengan sebaik-baiknya, memberikan manfaat pada orang
lain, malu (sin) bila akan mengambil hak orang lain karena hal itu bukan
mencerminkan seorang Mandar.

Sebagai seorang jaksa, beliau telah menerapkan kaidah-kaidah ke-
Mandaran dalam tugasnya, walaupun tidak semua kasus dapat beliau
tindaklanjuti dengan baik, akan tetapi kecendrungan kasus yang ditangani
memperiihatkan bahwa Baharuddin Lopa sebagai sosok yang bijaksana dan
rendah hati. Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sebagian kasus
harus ditangani pejabat yang ditinggalkannya, karena beliau wafat saat
menjalankan tugasnya. Bagi sebagian orang Mandar, Baharuddin Lopa
merupakan cerminan sosok Mandar yang dianggap mampu mengaplikastkan
wujud kecintaan terhadap tanah Mandar. Kecintaan tersebut dimaknai
dengan tetap menjaga nama baik, pikiran dan tindakan yang selalu
berorientasi pada kejujuran dan kerendah hati. Pribadi beliau, oleh sebagian
orang Mandar dianggap sebagai simbol dari Mandar malabbi.

Dalam kasus lain, makna kecintaan terhadap fita’ (tanah) terwujud
dalam tutur kata seorang Mandar. Reslitas ini dapat digambarkan saat
mereka bergaul dengan orang lain. Ketika hal ini ditanyakan Sardi salah
seorang informan yang tinggal berpuluh-puluh tahun di Mandar. Dia

mengatakan:
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‘Memang, tidak semua pribadi orang Mandar baik, mungkin satu

dari sepuluh bisa diperkirakan. Tetapi sebagian besar mereka

memiliki rasa pertemanan yang tinggi. Apalagi jika kita sudah lama

berteman, saya hidup ditengah-tengah komunitas masyarakat

Mandar, sebagai orang luar yang tidak memiliki keluarga,

;n;gg)kaiah yang saya jadikan keluarga” (wawancara, 15 November

‘ (Transmigran, tahun 1930}

Sebagai salah seorang transmigran (atau dulu zaman Belanda disebut

kolonialisasi) yang berasal dari Jawa, kabupaten Kediri. Digambarkannya,

bahwa orang Mandar itu mudah bergaul, ditandai dengan keramahannya

untuk memulai menyapa orang, dengan menggunakan bahasa yang halus,

walaupun mungkin agak tertutup pada masalah-masalah pribadi, tetapi

mereka sangat menghargai perhatian orang lain, apalagi jika mereka merasa
berhutang budi, maka tidak segan-segan membela harga diri temannya.

Pandangan yang tidak jauh berbeda tampak dari orang Mandar, ketika

yang pertanyakan terkait dengan masalah perbedaan etnik. Orang Mandar,

biasanya mengembangkan sikap toleran dengan etnik lain. Menurut Dismin,

tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antar etnik, bahkan mungkin timbul

konflik, tetapi crang Mandar tetap berusaha menghargai pendapat orang lain,

seperti saat makna “siri” (harga diri) yang dipertentangkan, maka

kecendrungan konflik tersebut tidak di bawah pada ranah permusuhan

(hostility), tetapi hanya pada tingkat dislikeness. Ketika ditanyakan masalah

perbedaan pendapat tersebut, umumnya orang Mandar mengatakan harga
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mereka akan hilang jika harus secara frontal atau terbuka

memperlihatkan konflik yang terjadi.

“Kalau yang bertengkar itu adalah orang bangsawan, yakin saja
tidak ada kelanjutan perseteruannya dengan saling melakukan
tindakan kekerasan, apalagi pembunuhan, tetapi lebih pencarian
solusi yang terbaik. Tetapi jika bukan bangsawan, (bukan semua
orang Mandar bersikap demikian) dan tema pertengkarannya
menyangkut hal-hal yang sensitif, seperti penghinaan akan status
sosialnya maka tidak segan-segan orang Mandar melakukan
tindakan pembunuhan, jika itu dianggap dapat mengembalikan
harga dirinya” (wawancara 16 November 2005)
(elite bangsawan)

Dalam bentuk yang hampir sama, respon orang Mandar terhadap

harga diri juga akan cepat ditindaklanjuti ketika mempersoalkan hal-hal yang

bersifat religius. Orang Mandar dikenal dengan taat beragama, khususnya

agama Islam. Walaupun demikian, mereka memiliki sikap toleransi yang

tinggi terhadap agama lain. Kasus seperti ini banyak terlihat di Polewali,

dalam satu rumah biasanya keluarga muslim biasanya mengizinkan orang

Mamasa (wilayah yang perbatasan dengan Toraja), untuk tinggal bersama-

sama, biasanya orang Mamasa tersebut bersekolah di Polewali dan jarak ke

Mamasa cukup jauh sehingga harus hidup dengan orang Muslim. Salah

seorang informan dari Mamasa mengatakan:

Disertasi

“Hampir tiga tahun saya ikut dengan pak Anwar (orang Mandar),
tetapi saya merasa seperti menjadi anaknya, tiap yang tinggal
dengan beliau, memilih salah satu adik yang diasuhnya, dijaganya
setelah semua pekerjaan sekolah dan rumah selesai. Jadi kami
merasa dianggap sebagai sebagai anggota keluarga sendiri, tidak
ada pembedaan” (wawancara 16 November 2005)

(informan dari Mamasa)
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Dalam kedekatan tersebut, informan ini mengambarkan kondisi
Mamasa yang masih belum maju seperti sekarang. la menceritakan ketika
jalan poros Polewali dan Mamasa belum dibangun, maka sebagian anak-
anak sekolah dititipkan pada keluarga-keluarga Mandar yang mau menerima
keberadaan orang lain (dalam hal ini berbeda agama).

Bagi sebagian orang Mandar, mendapat atau menerima orang
Mamasa memiliki makna sendir, yang awalnya sangat khusus untuk
kepentingan pribadi, berangsur-angsur berubah pada hubungan toleransi
yang kuat antar agama. Mereka yang diwawancarai pada tema seperti ini,
umumnya mengatakan bahwa pada awalnya sulit hidup dengan orang yang
bukan keluarga, perasaan risih dan merepotkan sempat timbul dalam
perasaanya, tetapi ketika dijalani, dalam perkembangannya perasaan tu
hilang, dan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Toleransi mereka
sebagai sesuatu yang mempererat kembali jalinan kebersamaan Mandar dan
Mamasa, walaupun dalam hal ini terjadi pada masyarakat tingkat bawah.

Dalam pengamatan semacam itu, orang Mandar memiliki karekteristik
(dalam hubungannya sebagai identitas malabbi), dan diklasifikasikan
sebagai berikut: pertama, utama dalam tutur kata (malab’bi pau), kedua,
utama dalam berbuat (malab’bi kedo);, ketiga, utama dalam bertindak
(malab'bi gau). Dalam hal yang disebut pertama, pemaknaan meliputi hal
yang terkait dalam bahasa, orang Mandar dianggap tidak memiliki

kemampuan menggunakan tutur kata yang kasar, tidak kaku dan
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menyombongkan diri, apalagi disertai dengan iri hati, yang tercermin adalah
rendah hati dengan bahasa yang halus dan sopan.

Dalam hal yang kedua, pemaknaan diteriemahkan dalam prilaku untuk
tidak menggangu hak-hak orang lain, yang dikedepankan adalah menjaga
kebersamaan untuk saling memberi perhatian, sekaligus simpati terhadap
nasib orang lain. Sedangkan dalam hal yang ketiga, pemaknaan
menfokuskan pada nilai kejujuran dan prinsip yang kuat, sehingga orang
Mandar tidak akan baik jika bersifat khianat, dan kecendrungan mereka
memiliki rasa taat pada pencipta.

Cerminan sifat-sifat Mandar di atas, kemudian menjadi perdebatan
diantara subjek penelitian dari etnik lain ketika menyoroti karekteristik
tersebut dalam konstruksi identitas. Subjek penelitian dari etnik-etnik yang
dipilih adalah etnik Bugis, Toraja dan Ternate. Ketiga etnik ini umumnya
memandang bahwa ada perbedaan penafsiran dalam kemegahan tanah
Mandar dulu. Berikut ini hasil wawancarai dengan ketiga intelektual tersebut.
Menurut pemahaman Bailusy,

“Identitas etnik secara tradisional dalam hal ini kecintaan terhadap
fita’ Mandar, itu terbangun dan dibangun pada saat orang hendak
ingin merebut kekuasaan dalam masyarakat. Yang menjadi penting
digulirkan disaat ingin merebut perhatian masyarakat atau publik
adalah wacana bahwa “saya dari tanah Mandar , kemudian
dengan menggunakan bahasa Mandar dan memperkenalkan
simbol-simbol ke-Mandarannya. Hal ini menyebar dan
mengakomodasi masyarakat, bahwa orang ini Mandar asli.

Sehingga saat wacana ini bergulir terjadi pola hubungan patron
client sebagai hubungan darah diantara mereka. Kondisi ini
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kemudian dapat dimanfaatkan oleh elite-elite tersebut sebagai alat
mempengaruhi masyarakat bawah. :

Jika hal ini terus selalu dilakukan pada masyarakat, bagaimana
peran elite sebagai orang yang mencintai tanah Mandar, tetapi
mengunakan cara-cara tertentu untuk kepentinganya. Yang jadi
pertanyaan saya, akhirnya bagaimana mereka memaknai
kecintatannya terhadap lita’ Mandar?” (wawancara 30 Agustus
2005)

(Int./Ternate)

Pertanyaan informan tersebut meragukan niat baik dari sebagian elite

yang mengkonstruksi identitas etnik Mandar. Hal ini juga didukung oleh

Mahmud, intelektual Bugis, menyebutkan:

Disertasi

“Selama saya berinteraksi dengan orang-orang Mandar, ada satu
hal yang perlu saya ungkapan disini. Saya sebagai orang Bugis
memandang bahwa dengan mereka membentuk provinsi ini,
sebaiknya juga diikuti dengan sifat Ke-Mandarannya yang baik.
Kecintaaan pada Mandar yang selalu diagung-agungkan apa
sudah terrealisasi. Orang Mandar itu bagaimana bisa eksis jika
mereka terhambat pada sifatnya sendiri. Artinya begini, saya
memandang orang Mandar itu jika bekerjasama pada tingkat atau
level-level tertentu dapat transparan, setelah itu bahkan cenderung
tertutup. Lalu bagaimana makna kecintaannya jika sifat ini
kemudian digunakan?

Orang Mandar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi
memiliki perasaan curiga yang cukup tinggi pada etnik lain,
mungkin karena jumlahnya minoritas sehingga beriaku demikian,
atau karena kendala psikologis. Makanya kalau mereka mau
membentuk propinsi sebagai wujud kecintaannya pada Mandar
mungkin sifat-sifat seperti yang saya pahami tersebut harus
dihilangkan, kembali pada posisi malab’bi seperti cerita orang-
orang Mandar, yang katanya sangat terbuka dan mau membantu
raja-raja Bugis dan Gowa disaat bermasalah.

Tapi ini kembali lagi pada masalah politik, seberapa besar
pengaruh nilai budaya Mandar itu untuk dapat kemudian diterima
oleh etnik-etnik lain di Sulawesi Selatan”. (wawancara, 21 Agustus

2005)
(Int/Bugis)
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Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh informan dari

etnik Toraja, yang mengatakan bahwa:

‘Pada dasarnya etnik Mandar dan etnik-etnik lain di Sulawesi
Selatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Mereka hampir memiliki budaya yang sama, misalnya prinsip hidup
‘si” yang sama. Mengapa komunitas etnik yang besar kita
dipisahkan? Dulu orang-orang Mandar banyak memiliki bantuan,
terutama saat perang melawan Belanda. Raja Gowa, raia Bone
atau raja-raja yang lain jika berperang melawan Belanda, pasti
minta utusan dari Mandar karena raja Mandar itu memiliki
solidaritas yang tinggi terhadap raja- raja yang lain. Sangat
disayangkan mereka tidak menjadi bagian dari komunitas etnik
kita. Toraja memiliki hampir kemiripan dengan Mandar. Bahwa kita
sama-sama sangat menaruh hormat yang tinggi kepada leluhur
kita, terutama ajaran yang mengharuskan kita mencintai asal-usul
kita, darimana kita berasal dan harus mempertahankan apa yang
menjadi aturan-aturan hidup itu. Jadi kalau Mandar ini ingin
kembali menjadi Mandar, maka jadilah orang Mandar yang seperti
dikenal dulu” (wawacara, 14 September 2005)

(Int/Toraja)

Berdasarkan data di atas, relasi antaretnik terjalin melalui pemahaman

kecintaan terhadap tanah Mandar, baik dari etnik Bugis, Toraja dan etnik lain

mengangap kecintaan itu sangat penting. Pemahaman identitas tersebut

dilakukan setelah mengenal asal usul etniknya. Hal itu dilakukan setelah

proses sosialisasi melekat dalam dirinya. Apabila mereka berinteraksi dengan

lingkungan di luar etniknya, maka proses ini berada di luar dirinya. Karena

interaksi antaretnik tersebut berada dalam ruang publik. Di ruang tersebut

warga suatu etnik yang berbeda bertemu, bekerja, melakukan kegiatan sostial

atau bahkan melakukan kegiatan politik.

Disertasi
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Hubungan di ruang publik warga dari etnik yang berbeda, dapat
memunculkan stereotip satu dengan lainnya. Stereotip muncul karena
adanya sistem-sistem penggolongan dalam kebudayaan satu etnik. Dalam
relasi antar etnis ada upaya untuk saling memahami ‘apa’, ‘siapa’, dan
‘mengapa’ pelaku yang mereka hadapi dalam relasi, yang dapat dicocokkan
dengan penggolongan yang ada dalam kebudayaan etnik, dan dapat
digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam relasi antaretnis. Ciri-ciri
atau sifat masing-masing para aktor yang melakukan relasi dipahami sebagai
kebudayaan etnik aktor tersebut.

Kebudayaan etnik aktor yang direalisasikan dalam tingkah faku dan
hubungannya dengan etnik lain menujukkan keistimewaannya. Pola relasi
antaretnis jauh sebelumnya, tidak pada persoalan persaingan, tetapi pada
nuansa kerjasama. Masa relasi yang sudah cukup lama, ditandai dengan
bantuan yang diberikan oleh etnik Mandar pada kerajaan lain, baik kerajaan
Bugis maupun kerajaan Makassar saat perang melawan musuhnya.
Sementara itu, relasi antar aktor direalisasikan dalam kesepahaman dalam
memaknai Mandar utama, semua didapat dari interaksi sehari-hari, terutama
datam kehidupan sosial dan politik. Setidaknya hal ini menjadi alat mengikat
persamaan nasib, bahwa mereka adalah satu etnik “sama dengan saya’,
dan bisa saja menjadi kekuatan pembeda dengan etnik yang lain.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa kecintaan pada tanah Mandar

merupakan salah satu bentuk kebudayaan etnik dari aktor yang
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mengkonstruksi kembali pemahaman tersebut. Kebudayaan etnik tidak
didapat begitu saja, tetapi dari nilai kebudayaan leluhumnya yang kemudian
dikembalikan pada tempat yang dianggap waijar oleh aktor tersebut.

Apa yang oleh aktor dianggap penting kemudian diproduksi kembali,
sebagai suatu konstruksi sosial buatan manusia dalam perjalanan sejarah
hidupnya, tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi untuk masa depannya.
Dalam hal ini, konstruksi sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut
berhubungan dengan identitas etnik, tidak hanya berlangsung dalam ruang
hampa, namun syarat dengan kepentingan-kepentingan.

Kepentingan yang dibawa oleh aktor diterjemahkan dalam simbol
kemegahan etnik, memandang etnik sebagai salah satu sumber identitas
dalam komunitas etniknya. Dengan demikian, identitas digunakan sebagai
alat memproduksi kesadaran aktif politik dar kelompok etnik. Akhirnya dapat
diasumsikan, etnik sebagai sumber identitas sangat bergantung pada
bagaimana pemanfaatannya secara politk oleh aktor dalam rangka
mengerahkan kelompok dan memberikan ruang kesadaran bagi kepemilikan

sejarah dan etnik.
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2. Kecintaan Terhadap Orang Mandar
“Realisasinya Dalam Konstruksi Identitas”

Manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial sebagai suatu
adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Kebiasaan-
kebiasaan dan tradisi-tradisi untuk terus hidup dan berkembang diwariskan
oleh generasi ke generasi selanjutnya dalam suatu kelompok masyarakat.
Pada gilirannya kelompok atau etnik tersebut menyadari dari mana asal
warisan tersebut yang akhimya menjadi alat pembenar asal usuinya.

Dalam disertasi ini, ditemukan bahwa asal usul menjadi penting karena
dalam hal ini seseorang tidak akan dapat berbuat sesuatu kecuali ia
mengetahui ‘asal-usuinya’, dan bagaimana itu terjadi, apa yang kemudian
diterjemahkan lebih luas dalam arti “sejarah”, bahwa waktu lampau dari
keberadaan seseorang dapat masuk ke dalam pembentukan hidup individu
pada setiap kebudayaannya hingga waktu sekarang. Unsur-unsur dari
kebudayaan masa lalu, dari sejarah dan asal usulnya tertanam mendalam
pada setiap identitas pribadi perorangan. Hal itu merupakan bagian dari
identitas ketormpok dasar di mana setiap identitas itu menyatu dan tidak dapat
dipisahkan.

Para ahli sosiologi menginginkan identitas pribadi cenderung
memperlakukan sejarah lebih dari tingkat keadaannya atau latar
belakangnya. Seperti hal menentukan tindakan seseorang, harus dilihat dari

kehidupan sehari-hari, tidak sekedar perbuatannya sendiri, namun harus
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dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini, beliau menguraikan makna
interaksi orang Mandar. Penuturannya sebagai berikut:
‘Ada nilai-nilai budaya yang dapat dikatakan sebagai spirit
membangun identitas ke-Mandaran. Bagi saya ke-Mandaran
memiliki cirri khas, ini hubungannya dengan interaksi dengan
masyarakat. Sebagai penunjang rasa kebersamaan kecintaan
sesama orang Mandar, vyaitu; Sipakafu (saling mengetahui),
sipakalabbi  (saling  mengutamakan), sipakainga  (saling
mengingatkan), dan sipakarannu (saling merindukan). Unsur ni jika
betul-betul terakomodasi dalam interaksi orang Mandar,
memudahkan kita membangun kembali Mandar sebagai Mandar
malab'bi, seperti sejarah kerajaan Balanipa dahulu. Tapi masalah
kebersamaan ini semakin menghilang disaat orang-orang Mandar
semakin memeriukan konsep tersebut. (wawancara, 14
November 2005).
(Tradisional/bangsawan Mandar)
Sebagai orang yang menggagas ide konstruksi, beliau menyakinkan
bahwa untuk menjadikan Mandar bersatu kembali diperlukan instropeksi diri
masing-masing komponen konstruksi, apa yang telah diberikan pada
Mandar. Pandangan elite itu menegaskan periunya pemikiran orang Mandar
terhadap pribadi sendiri, bagaimana lingkungan di luar dirinya dan tindakan
apa yang harus dilakukan setelah memahami konsep dirinya tersebut.
Dalam pemahaman elite ini, ke-empat unsur tadi dapat menjadi berarti jika
sudah dimengerti, dipahami dan diaplikasikan dalam tindakan.
Kecintaan terhadap orang Mandar mengembang tanggung jawab
besar, karena jika masyarakat di luar dirinya berprilaku jelek, setidaknya itu
membebani diri pribadinya, dan dia memiliki kewajiban turut memperbaiki.

Sifat empati dalam konsep Mandar perlu direfleksi kembali, seperti apa yang
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dikatakan orang yang sudah mengenal dan dekat dengan orang-orang

Mandar. Ketika ditanyakan tanggapannya makna dibalik keinginan elite

memobillisasi kecintaan sebagai dasar perjuangan, beliau menuturkan:

“Bagi saya wujud kecintaan itu, sangat sederhana. Jangan buat
kekacauan, jangan bikin rusak Mandar, jangan bikin pecah-pecah
Mandar. Itu yang penting. Kalau mau dikatakan ada upaya
mengupayakan kembalinya Mandar, bagus sekali. Tapi bagi saya
tindakan yang mereka lakukan itu perlu mendapat dukungan
sepenuhnya dari rakyat. Kalau merasa cinta rakyat, dengar kata
rakyat. Mengapa tidak! Tapi ingat, kemana Mandar mau dibawa
setelah identitas sebagai provinsi diwujudkan. Harus dipikir kembali
oleh elite-elite Mandar”.
(Idem)

Pernyataan elite tersebut, menyimpan rasa pesimis akan terbentuknya

provinsi baru. Tidak ada lagi kepercayaan terhadap -elite-elite yang

mengkonstruksi. Apa yang dikatakannya, berdasarkan pada perilaku

menyimpan dari elite, seperti melakukan praktek money politic saat

kampanye pemilihan gubernur.

Keraguan ini diutarakan oleh Hasyim:

Disertasi

“Selama saya mengikuti proses pengukuhan Mandar jadi Provinsi,
banyak yang perlu dikaji kembali. Ada yang menyalahi aturan
main, sebagai ke-malab’bian Mandar, baik dalam malab’bi gau,
malab'bi pau maupun malabbi kedo. Kearian-kearifan
tersebutselayaknya dilekatkan dalam jiwa orang Mandar, sampai
akhir keberadaannya.

Untuk mencintai rakyat, Todilaling telah mengajarkan kita. Sebagai
raja Balanipa I, beliau mengajarkan bagi mereka yang masuk
dalam agjang poiitik. Todilaling begitu memperhatikan rakyat,
ajarannya yang diutamakannya adalah syarat untuk
mengantikannya sebagai raja. Beliau meminta agar yang dipilih
adalah orang yang massayanni lita’ dan pabanua. Jika
keturunannya tidak memenuhi syarat tersebut tidak boleh dipilih.
Coba simak kata-katanya “Modong duang bongi........ (dalam nilai
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budaya Mandar)”.inilah syarat yang mutlak bagi pemimpin, sebagai
sifat luhurnya. (wawancara, 16 september 2005)

(Birokrat/Mandar)

Elite ini memahami, aspek keluhuran tersebut sebagai dasar yang baik
untuk memimpin Mandar. Baginya, kearifan lokal tersebut sangat tepat untuk
menjadi syarat terlaksananya pemilihan gubernur di Mandar. Orang yang
patut dipilih menurutnya, adalah mereka yang patut pula menjadi panutan,
bukan hanya dilihat dari kemampuan finansial semata, tetapi juga harus dari
intefektual dengan prilaku dan tutur kata yang mencerminkan seorang
Mandar.

Wacana di atas, menjadi “pekerjaan rumah” bagi elite-elite. Melalui
elemen tersebut mereka berupaya mengsosialisasikan ke masyarakat. Salah
satu elite yang membenarkan hal itu memcoba menceritakan saat mereka
memuiai perjuangannya. Ketika kelompok kerja (pokja) dibagi berdasarkan
masing-masing kabupaten, Polewali Mamasa, Majene dan Mamuju, yang
paling sulit melakukan sosialisasi ketika masyarakat tidak sepenuhnya
respon terhadap apa yang kita kerjakan.

Saat orasi di lapangan Wonomulyo misalnya, untuk yang pertama
kalinya, orang-orang yang diundang dan hadir di lapangan tersebut dapat
dihitung dengan jari, karena misi pembentukan provinsi dianggap sebagai

suatu pekerjaan yang sia-sia dan membuang- buang waktu, tapi itu tidak
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membuat kami pesimis. Di saat wawancara dilanjutkan kembali dengan ketua

kekompok kerja, beliau menuturkan:

“Apa yang telah kami lakukan buat Mandar, adalah untuk kebaikan
masyarakat Mandar. Tumpang tindih atau perbedaan pendapat
atas apa kami usahakan buat Mandar merupakan sesuatu yang
wajar, apalagi dalam negara demokrasi. Itu biasa terjadi. Dua
elemen itu menjadi dasar kami sebagai elemen identitas Mandar,
karena setidaknya telah dimasukkan dalam visi dan misi
pembentukan  provinsi, dalam bekerja, berjuang untuk
mengembalikan Mandar setara dengan etnik lain di Sul-sel.

Salah satu misi perjuangan kami adalah berusaha menjamin
kelestarian nilai-nilai budaya dan nilai kejuangan rakyat Mandar.
Bagaimana caranya? Nah, ini dapat terjadi jika memang Kkita
mencintai rakyat, tidak membodoh-bodohi. Apa yang kami telah
perbuat itu agar Mandar kembali malab’bi di tanah Mandar sendiri.
(wawancara, 14 Desember 2005)

(Elite int./pelaku)

Selanjutnya apa yang dkatakan elite ini, kemudian dikembangkan

kembali oleh sejarahwan, Darmawan, beliau adalah penggagas, sekaligus

aktor

dalam konstruksi. Dalam banyak tulisannya tentang Mandar,

pengetahuan dan pengalaman meneliti di Mandar, beliau secara sederhana

menyimpulkan elemen kecintaan tersebut dengan bahasa yang lugas:

“Siapa yang mencintai tanah Mandar, berarti dia juga mencintai
rakyat Mandar. Kalaupun bukan orang Mandar, tapi secara
emosional ada hubungan dengan orang Mandar, dialah orang
Mandar. Artinya, orang yang telah minum air putihnya orang
Mandar, maka mereka dapat menjadi orang Mandar. (wawancara,
23 Agustus 2005)

(Budayawan/pelaku konstruksi)

Makna di balik pernyataan tersebut dapat diasumsikan, orang Mandar

memiliki sifat “welcome” kepada orang lain atau etnik lain, sebagai bagian

Disertasi
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dari dirinya. Tidaklah terlalu beriebihan jika ini dimaknai oleh etnik lain di luar
Mandar, karena menurutnya, siapa yang membangun Mandar lebih baik dari
orang Mandar sendiri dapat dijadikan pemimpin dan panutan (todipeccoe).

Dari seluruh rangkaian data di atas, terlihat bahwa dua elemen
budaya Mandar (maasayanni lita’ dan maasayanni paba’nua) didefinisikan
sebagai pembentuk identitas mereka. Nilai budaya tersebut, bagi aktor yang
mengkonstruksinya diterima dan dipercayai, karena ada kebenaran objektif
yang dapat dirasakan dari nilai budaya tersebut. Sementara masyarakat
cenderung menerima kebenaran kultur itu, sehingga apa yang dianggap
dapat menghancurkan kulturnya diusahakan dihindari.

Kenyamanan hidup yang diperoleh dari tiap individu atas elemen
tersebut dapat diekspresikan secara berbeda. Identitas diri dan penghargaan
yang kemudian mewakili identitas kolektif dari etnik Mandar dapat diwujudkan
dengan sikap yang sederhana ataupun ditunjukkan dalam tindakan yang
agresif. Dalam hal ini, aktor yang memproduksi membungkus kepentingan
pribadinya dengan mengatasnamakan etnik, dengan demikian apapun yang
dilakukan selalu bernuansa demi kemaslahatan rakyat Mandar dan
kehormatan tanah Mandar.

Dalam budaya-budaya tertentu rasa kebersaman dan kreativitas
dibalas oleh kerjasama dan konformitas dari satu etnik atau berbeda etnik.
Orang-orang dari budaya tertentu, seperti orang Amerika, memiliki rasa diri

{kedirian) yang membutuhkan jarak yang lebih besar antara individu dengan
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individu-individu  yang lainnya, sementara orang Amerika Latin dan orang-
orang Vietnam menginginkan jarak lebih dekat lagi (Harirs dan Moran, dalam
Mulyana dan Rahmat, 2003:61). Beberapa budaya yang terstruktur dan
formal, sementara adapula yang lebih lentur dan informal. Beberapa budaya
sangat tertutup dan menentukan tempat seseorang atau kelompok secara
persis, sementara budaya lain lebih terbuka dan berubah. Setiap budaya
mengesahkan diri dengan cara yang unik, ada dengan cara yang sederhana
bahkan dengan yang agresif dan frontal.

Dalam melihat konstruksi identitas Mandar, elemen kecintaan di atas
yang dianggap bagian dari nilai budayanya diupayakan kembali dan
diterjemahkan melalui pembentukan provinsi Sulawesi Barat sebagai cara
pengesahkan kedirian etniknya. Pengesahan tersebut akibat adanya
tekanan kehidupan sosial maupun politik yang dirasakan oleh etnik Mandar.

Hal itu akan diuraikan lebih lanjut.

B. Pentingnya ldentitas Etnik bagi Orang Mandar

Pada bagian ini, dibahas pendekatan konstruktivis etnik, khususnya
penggunaannya dalam menilai pentingnya identitas bagi orang Mandar.
Pendekatan tersebut menemukan dua hal penting, yaitu: perspektif etnik

reaktif dan perspektif etnik kompetitif.

Pada perspektif etnik reaktif memperlihatkan bahwa segaia bentuk

yang terkait dengan etnik selalu berlatar pada sejarah yang panjang akan
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keberadaan serta keeksistensiannya. Sedangkan dalam pendekatan etnik
kompetitif memandang bahwa suatu kelompok etnik tetap bertahan akibat
adanya persaingan antara kelompok-kelompok etnik yang menimbulkan
implikasi politik yang berbeda-beda.

Dalam disertasi ini, menunjukkan bahwa kehadiran etnik suatu
kelompok masyarakat tidak akan melepaskan nilai-nifai agung etniknya.
Keadaan seperti itu pada dasarnya diwarnai oleh letak geografis yang
melahirkan perjalanan sejarah secara khusus (historical particulturalism)
karena ciri khas itu sebagai pembeda pada permukaan eleman budaya. Hal
itu kemudian beralih dan tercermin dari tingkah iaku mereka, dan pada
akhimya menjadi alat penghubung bagi mereka dalam satu bahasa dan
budaya (Mills, 1975:205-204, Andaya 1979, 362).

Kekhususan pola budaya dari tingkah lakunya kemudian dijadikan
cerminan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat di Sulawesi
Selatan hal demikian memiliki penyebutan sendiri-sendiri, seperti
pangngadereng (orang Bugis), pangngadakkang (orang Makassar), aluk sola
pemali /adat dan pantangan (orang Toraja) serta ) diada™- o dibiasafadat dan
kebiasaan (orang Mandar).

Lebih lanjut, bagian ini menfokuskan pada uraian dari beberapa subjek
penelitian dan informan yang diwawancarai. Dari sekian banyak pertanyaan
yang diajukan intinya adalah untuk menjawab permasalahan, latar belakang

apa sehingga Mandar menggagap penting identitasnya? Apakah jika pola

Gustiana A Kambo
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budaya sebagai cerminan kehidupan sehari-harinya diusik, maka
pengupayaan identitas menjadi solusi terbaik untuk menetralisir kondisi yang
tidak menyenangkan suatu kelompok etnik?, hal ini akan dijawab dalam

uraian berikut:

1. Pendekatan Reaktif (Sejarah Internal).

Pendekatan sejarah menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan
untuk membahas keberadaan suatu kelompok etnik. Menurut pendekatan
ini, etnisitas dapat dikonstruksi sebagai elemen penting ketika didorong oleh
keinginan yang sangat kuat dari suatu kelompok etnik untuk lepas dari
kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan karena latar belakang sejarah
kelompok etnik tersebut.

Kelompok etnik itu muncul di permukaan dengan membawa bendera
kebesaran etniknya, biasanya kebesaran etnik tersebut dimunculkan sebagai
upaya memperkenalkan kemegahan etnik dan bahkan wilayahnya. Posisi
inferior yang dirasakan dapat menyebabkan suatu etnik merasa terjajah
(kolonial) di wilayah mereka sendiri. Perasaan etnik yang demikian oleh
Michael Hechter dinamakan sebagai kolonialisme internal? Pemahaman

atas pandangan kolonialisme itu, sangat membantu penulis dalam

2 cin ferjadinya kolonialisme intemal adalah adanya administrative distictiveness, cuftural
superiority, and uneven regional economic development. Teori ini pertama kali digunakan dalam
menganalisis ketinggalan ekonomi Skontlandia dan Wales dari wilayah utama Inggris sehingga ini
menimbulkan disparitas antara pusat dan periferi. Teori ini terkenal lewat karya Michael Hechter,
“Internal Colonialism (1974) : The Celtic Fringe in British National Development, dapat dibaca dalam
http-www_eh net/xiiicongres/cd/papers/27 lordchi 201.pdf.
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menganalisis posisi Mandar di tengah-tengah interaksinya dengan kelompok
etnik lain seperti Bugis, Makassar dan Toraja. Interaksi itu menggambarkan
kedudukan etnik yang satu dengan yang lain.

Mandar adalah sebuah nama kelompok etnik yang dari sumber sejarah
Sulawesi Selatan "Lagaligo” menempatkan posisinya sebagai etnik yang
sejajar dengan yang lain. Di pantai barat Sulawesi Selatan, sepanjang selat
Makassar sebelah utara di situlah bermukim To-Mandar (orang Mandar).
Orang Bugis menamakan orang Mandar dengan “‘Menre”, dan orang
Makassar menamakan “Mandara”. Masyarakat Mandar pada awalnya
merupakan masyarakat yang terbentuk di dalam konfederasi kerajaan Pitu
Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Posisi Mandar sebagai persekutuan
14 kerajan ini menjadi sangat disegani baik kawan maupun lawan, sehingga
salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Belanda saat itu untuk
menghancurkan Mandar adalah dengan memecah belah Mandar.

Etnik Mandar telah banyak mengalami kerugian sejak zaman kolonial.
Akibat situasi kolonialisme Belanda, otonomi raja-raja di Mandar dibatasi
bahkan ada kecendrungan dihitangkan. Hal itu terlihat dari kebijakan
pemerintah kolonial Belanda yang tidak memberikan peran penting bagi etnik
Mandar dalam mengambil keputusan politik di wilayahnya.

Untuk memperjelas uraian tersebut, diwawancarai intelektual yang
bernama Saharuddin L. Beliau memperoleh gelar doktornya dalam bidang

hukum adat, dan sekaligus sebagai bangsawan Mandar yang banyak
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melibatkan diri dalam mengoleksi dokumentasi sejarah Mandar. Dari koleksi-
koleksinya tersebut beliau banyak mengetahui perjalanan sejarah Mandar.
Ditemui dikediamannya, beliau memperlihatkan literatur-literatur tentang
Mandar yang disimpan dalam perpustakaan pribadinya. Ketika ditanyakan
tentang kolonialisme internal bagi etnik Mandar, dengan secara rinci beliau
kemudian menuturkannya:
Adalah sesuatu yang merugikan bagi raja-raja di Mandar, karena
menyatukan 14 kerajaan menjadi satu wilayah afdefing membuat
pemahaman yang salah atas Sipamandar. Belanda mengartikan
Sipamandar adalah menyatukan Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu
Ulunna Salu hanya sebagai satu kesatuan wilayah saja tapi tidak
memikirkan bahwa ada raja yang tidak bisa tunduk atas raja yang
lainnya.
Tapi Belanda memiliki cara yang baik untuk memecam belah dan
meredam kegelisahan raja-raja di Mandar itu. Afdeling Mandar itu
tidak boleh dipimpin oleh orang Mandar, tapi harus dari pemerintah
Belanda yang piawai dalam bidang pemerintahan, dan raja-raja di
wilayah Mandar harus tunduk kepadanya”(wawancara, Mei 2005).
(Intlektual/bangsawan Mandar)

Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya Belanda melirik Mandar karena
Mandar memiliki banyak potensi sumber daya alam. Terutama di sekitar
wilayah Mamuju dan Polmas dulu, Majene dijadikan pusat pemerintahan.
Belanda memecah belah dari afdeling ke onder afdeling, yaitu onder afdeling
Polewali, onder afdeling Mamasa, onder afdeling Majene dan onder afdeling
Mamuju. Hal itu menurut Belanda untuk mengurangi sentralisasi, sehingga

wilayah afdeling dipecah kembali dan kepemimpinannya masih dipegang

oleh pemerintah Belanda yang disebut dengan asisten Controleur.
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Sebelum terjadi pembentukan afdeling, kerajaan-kerajaan di Mandar
ada yang melakukan perlawanan kepada kolonialisme Belanda, ada pula
membantu  kerajaan lain melawan Belanda. Misalnya perang antara
kergjaan Gowa dibawah pimpinan | Malombassi Suitan Hasanuddin melawan
Cornelis Speelman (Panglima perang Belanda), bala tentara dari kerajaan-
kergjaan Mandar (Pitu Ba’bana Binanga) tercatat mengirimkan sejumiah
armada dipimpin langsung oleh Raja Balanipa ke-9 | Daeng Mallari
Tomatindo di Buttu Todepara. Armada raja-raja Mandar ini bermarkas di
pulau Salemo dan semua pasukan yang berangkat dari tanah Mandar (tidak
kurang 240 orang), semuanya gugur dalam pertempuran paling dasyat di
Galesong, termasuk raja Balanipa | Tomatindo di Buttu. Menurut catatan
sejarah, hanya ada seorang anak kecil yang berusia 12 tahun yang hidup dan
ternyata adalah putera Tomatindo di Buttu >,

Sejarah perang Galesong itu juga mencatat, adanya armada kedua
-dari kerajaan Pitu Ba’bana Binanga yang baru tiba setelah seluruh armada
pertama hancur. Mereka ini tidak mau menyerah, tapi juga tidak kembali ke
Mandar. Bahkan mereka menjadi armada yang dianggap paling
mengganggu armada Belanda di laut. Seorang putera Maradia pamboang
Daeng Tutolo Tomatindo di bata yang bernama Caco, Pakkarapung yang

menjadi raja di Pamboang pada waktu ditangkap oleh pemerintah Belanda

iy Syaiful Sinrang,'Mengenal Mandar Sekilas Lintas”, Yayasan Kebudayaan Mandar Rewara
Rin, Ujung Pandang, 1994, hal 76.
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lalu dibawa ke Makassar dan dieksekusi dengan sangat sadis di Benteng
Ujung Pandang (Sinrang, 1994:82). |

Catatan sejarah itu menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan dari
Mandar pada awalnya menjadi sekutu raja Gowa melawan Belanda dan
sampai raja Gowa dikalahkan, raja-raja dan rakyat Mandar sendiri
menghadapi langsung serangan tentara Belanda. Perjanjian Bungaya oleh
raja-raja di Mandar dianggap tidak mengikat. Catatan sejarah juga
menyebutkan, sejak kekalahan kerajaan Gowa (1667), Belanda berambisi
menguasai secara defakto seluruh kerajaan di Suiawesi Selatan termasuk di
Mandar.

Untuk memperjelas uraian di atas, penulis mewawancarai kembali
sejarahwan Mandar, Darmawan R. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk
melengkapi (memperkaya) informasi sejarah kekalahan kerajaan di Mandar.
Beliau merasa bahwa kemenangan Belanda atas Mandar fidak akan mudah
jika tidak ada bantuan dari kerajaan Bone, karena itu Bone dianggap teman
yang berkhianat. Dengan penuh kehatian-hatian beliau mengatakan:

“Waktu kerajaan Gowa kalah, Belanda semakin mengatur siasat.
Melaui perundingan, Belanda mengirimkan utusannya dari
kerajaan Bone yang meminta agar dilakukan upaya damai dan
tidak saling berperang. Saat itu, raja Balanipa Tomatindo di
langgana tidak mau menerima ajakan tersebut. Kondisi itu
dimanfaatkan Belanda untuk melumpuhkan Mandar, dengan
melakukan penyerangan ke kerajaan Mandar dan memanfaatkan
tentara kerajaan Bone. Kerajaan Bone akhirnya menjadi lawan dan
menyerang Mandar. Peristiwa ini terjadi sekitar 1669, Mandar

diserang oleh Belanda bersama sama kerajaan Bone, saat itu di
Mandar tampil salah satu bangsawan yang bernama Daeng Risolo
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yang memimpin langsung pertempuran dan sedikitpun tidak takut
atas dua kekuatan yang ada. Karena Belanda memiliki target
menguasai tanah Mandar, maka Belanda melakukan penyerangan
ke Mandar dengan kekuatan yang besar. Sehingga tahun 1673,
Mandar dikatahkan oleh Belanda dengan bantuan raja Bone Aru

Palakka”. (wawancara, 23 Agustus 2005}
(Int/Sejarahwan Mandar)
Walaupun Mandar dapat dikalahkan oleh Belanda, tetapi kerajaan-
kerajaan di Mandar tidak selalu mengikuti aturan Belanda. Hal itu dibuktikan
dengan tidak dipatuhinya beberapa perjanjian yang ditandatangani secara
bilateral antara Belanda dengan kerajaa-kergjaan di Mandar. Perjanjian
perdamaian yang ditandatangani (misainya Banggaische Tractaal 1674,
perjanjian antara Tappailang/Mamuju dengan Belanda 1882) oleh kerajaan-
kerajaan di Mandar lebih didorong oleh pertimbangan untuk menjaga
kedamaian rakyat di samping karena perjanjian bitateral tersebut tidak
merupakan pemberian kekuasaan pemerintah dari raja kepada Belanda. Hal
itu yang banyak menyebabkan pemberontakan terutama kalau Belanda
berusaha mencampuri urusan pemerintahan raja atau ada tindakan dan

perilaku Belanda yang merugikan rakyat.

Berdasarkan fakta sejarah di atas, dapat dikatakan bahwa etnik
Mandar ditepatkan sebuah etnik yang tersubordinasi dari Belanda dan Bone.
Kerajaan-kerajaan Mandar, karena kurang mematuhi perjanjian dengan

pemerintah Belanda sehingga sangat dikontrol. Disatu pihak, kerajaan

Mandar jika tetap eksis harus mematuhi perjanjian Belanda, di lain pihak
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karena kepemihakan kerajaan Bone ke Belanda menyebabkan Mandar harus
pula membantu Bone dalam tenaga perang. Kecendrungan etnik Mandar
yang dikuasai dari pihak tersebut akhirnya membuahkan pikiran untuk
menyatukan kembali menjadi negeri Sipamandar.

Dalam pemahaman yang demikian, penulis menyimpulkan bahwa ide
menjadi negeri "Sipamandar’ adalah sebagai alat penguat kembali identitas
Mandar. Walaupun dalam hal ini, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa
Mandar di bawah kolonialisme Belanda. Kedudukan demikian sekian lama
membuat sebagian masyarakat Mandar menginginkan kembali teritorialisasi
wilayah, akan tetapi hal seperti itu hanya muncul dalam alam pikirannya saja,
belum dapat terrealisasikan. Pemikiran demikian oleh Anderson disebut
dengan imagine communiti (1991), yaitu gagasan tentang nasionalisme,
kemunculan rasa kebangsaan dalam suatu masyarakat yang tidak
memeriukan hubungan tatap muka antar anggotanya, tetapi dapat lahir
melaui proses imajinasi.

Lebih lanjut, Anderson memandang bahwa bangsa adalah komunitas
imajinatif yang mengisi kekosongan. Hal itu terjadi akibat kemunduran agama
kosmik dan juga kemunduran kerajaan-kerajaan pada saat konsepsi baru
tentang waktu dan memungkinkan untuk berimajinasi tentang bangsa-bangsa
yang bergerak dalam waktu linier (Hobsbawn dan Ranger 1983; Anderson

1991). Kenyataan seperti ini, setidaknya merupakan realitas yang dijalani
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etnik Mandar, setelah mengalami kekalahan yang telak dari Belanda dan

kerajaan Bone, sulit untuk memiliki kerajaan lagi.

2. Perspektif Kompetitif

Seperti uraian sebelumnya, pengukuhan kembali etnik sebagai sebuah
identitas tidaklah muncul seketika. Pemikiran ini ada ketika posisi etnik
berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Hal ini dapat dipahami
bahwa kasus seperti dapat dibidik melalui perspektif kompetitif. Perspektif int
memandang bahwa pengukuhan identitas etnik muncul disebabkan adanya
persaingan di antara kelompok-kelompok etnik yang akhirnya menimbulkan
implikasi yang berbeda-beda. Selain itu, kemunculan etnisitas adalah suatu
fungsi dari perubahan ciri struktural pada komunitas dan persaingan serta
lingkungan sosial politk dalam suatu negara. Proses modernisasi khusus
menciptakan lingkungan yang mendukung keaktifan dan kelestarian identitas
etnik serta meningkatkan solidaritas etnik melalui konstruksi etnik dengan
saluran politik tertentu.

Berpijak pada pemikiran di atas, maka penulis menggunakan
perspektif ini dalam memahami fenomena pengukuhan etnik di Mandar.
Dalam disertasi ini secara internal ditemukan, bahwa pengukuhan identitas
etnik tersebut sebagai salah satu indikator atas kesuksesan dan kegagalan
pemerintahan orde baru. Keinginan etnik Mandar untuk disejajarkan dengan

etnik lain di Sulawesi Selatan selain menjadi keberhasilan Mandar untuk

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 219

melepaskan diri dari etnik dominan, sekaligus sebagai kegagalan pemerintah
provinsi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tuntutan etnik Mandar
agar mendapat kesempatan berkuasa telah mengekspresikan perluasan
kesempatannya, karena etnik Mandar menganggap sekian lama berada di
bawah bayang-bayang keagungan etnik lain, sehingga tuntutannya harus
mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

Kesempatan untuk menempatkan etnik Mandar lepas dari sentralisasi
provinsi Sulawesi Selatan, mengispirasikan etnik tersebut mengubah
ketergantungan. Hal itu merupakan reaksi yang wajar dari etnik Mandar,
karena arus reformasi politik mengubah etniknya menjadi lebih dinamis dan
terbuka, sehingga dengan kemandirian lokal diharapkan ketergantungannya
terhadap provinsi Sulawesi Selatan berkurang. Untuk mengurangi
ketergantungan tersebut, maka diwujudkan dengan mengekspresikan
pengukuhan identitas melalui penguatan pembentukan provinsi Sulawesi
Barat berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Ada tujuh pertimbangan pembentukan provinsi yang dapat disimpulkan
dari beberapa informan (Mulyadi, 2001:102-103; Kambo, 2002: 82), yaitu:

1). Pertimbangan administrasi pemerintahan, yakni bahwa pemekaran
wilayah Sulawesi Barat diharapkan dapat memberi kemudahan baru
dengan didekatkannya pusat kegiatan pemerintahan. Dengan
demikian maka keputusan yang penting dalam administrasi

pemerintahan akan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
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2). Pertimbangan ekonomi yaitu dengan adanya wilayah administrasi baru

3).

4).

5)

diharapkan akan mampu berperan dalam mengerakkan pertumbuhan
ekonomi, menarik investasi yang dapat menyerap tenaga kerja guna
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pertimbangan sosial yaitu adanya isolasi dan keterbelakangan akibat
jauhnya daerah-daerah tertentu dari jangkauan perhatian pusat
pemerintahan yang dapat dipecahkan melalui keberadaan dan peran
serta wilayah yang perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana
yang memadai.

Pertimbangan politik yaitu sebagai eksistensi suatu daerah/wilayah
yang dapat memiliki arti secara politis jika terdapat perpaduan antara
geografis, penduduk, sumber daya alam dan pemerintahan,
memungkinkan dibentuknya suatu daerah otonom yaitu daerah
dengan pemerintahan sendiri dan adanya wakit rakyat di legislatif
maupun eksekutif untuk mengatur pemerintahan daerah.
Pertimbangan pertahanan dan keamanan. Mandar sebagai daerah
masih sangat jarang jumiah penduduknya, kawasan itu memerlukan
kehadiran yang lebih banyak jumlah penduduk dalam rangka
mengimplementasikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta. Dengan jumiah penduduk yang lebih besar sampai jumiah

tertentu diharapkan dicapai potensi pertahanan dan keamanan
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swakarsa dan terpadu yang lebih baik dalam konteks penegakan dan
persatuan bangsa.

Pertimbangan masa depan bahwa sebagai provinsi Sulawesi Barat
dan berada dalam kawasan Timur Indonesia, diperkirakan akan
mengalami perkembangan yang pesat pada masa yang akan datang.
Menurut informasi dari para penggagas konstruksi etnik, hal itu dapat
dirasakan bila ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat
yang akan memberi perhatian yang besar pada provinsi Sulawesi
Barat

Pertimbangan Budaya, bahwa nilai budaya yang dimifiki oleh etnik
Mandar, tidak jauh berbeda dengan nilai budaya dan berakar di
Sulawesi Selatan. Misalnya “siri” yang memiliki nilai budaya positif,
yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan seperti nilai kejujuran,

keikhlasan dan pengabdian/kecintaan pada tanah/negeri serta rakyat*.

Selain pertimbangan tersebut, hal yang paling mendasar secara yuridis

atas pembentukan provinsi tersebut Undang-Undang No. 22 tahun 1999

(sebelum direvisi menjadi UU NO 32 tahun 2004). Undang-undang tersebut

mengisyaratkan asas desentralisasi dilaksanakan dengan maksud untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Bab lll pasal 4 ayat 1).

Sulawesi

Seperii yang disimpulkan oleh Mulyadi, dalam Tesis “Gerakan Pembentukan Provinsi
Barat, 2001, juga dapat dilihat dalam Gustiana A Kambo, Tesis “Perjuangan Eks Afdeling

Mandar Dalam Proses Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, 2002.

Disertasi
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Selanjutnya pasal 5 ayat 1 “Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial, budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah. Sedang pada pasal 6 ayat 2 ditetapkan
bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu derah. Terakhir
dengan  pertimbangan rasional  daerah, yaitu daerah  dapat
menyelenggarakan otonomi melalui penghapusan atau penggabungan
dengan daerah yang lain. Dengan adanya Undang-undang Ctonomi Daerah
tersebut, bagi etnik Mandar, merupakan kesempatan dan peluang yang
dibukakan oleh pemerintah, untuk mewujudkan keinginannya dalam usaha
melepaskan dari marginalisasi di Sulawesi Selatan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, disimpulkan bahwa terdapat dua
pilar dalam membangun menemukan kembali (re-invention) elemen identitas
Mandar dalam pembentukan provinsi. Kedua pilar tersebut beriringan dalam
membangun kesadaran komunitas etnik Mandar. Aspek kesejarahan atas
kejayaan konfederasi kerajaan Mandar sebagai pilar pertama mengarungi
wilayah pemikiran dasar elite. Pemisahan diri sebagai pilar kedua
membangun kesadaran bahwa dengan otonomi, maka masa depan Sulawesi
Barat akan lebih baik. Konotasi sejarah dan yang kemudian dikolaborasikan
dan atau dimobilisasi oleh aktor (elite) dengan aspek politik, ekonomi dan
sosial budaya sebagai tujuan otonomi menjadi bahan sumber-sumber

diskriminasi yang dirasakan oleh etnik komunitas Mandar.
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Ada dua hal utama yang dianggap menempatkan Mandar pada posisi
yang tidak menguntungkan, yaitu perfama, dominasi politk etnik mayoritas;
dan kedua, kesenjangan pembangunan. Datam hal yang disebutkan pertama,
lebih  menitikberatkan pada usaha membatasi ruang gerak dalam
memperoleh kekuasaan. Sedangkan dalam hal yang disebut kedua,
menekankan pada kesenjangan pembangunan fisik terutama pembangunan
infrastruktur, yang akhirnya dirasakan sebagai model kebijakan yang
menguntungkan elite politk perkotaan, dan mengakibatkan meluasnya
ketimpangan hubungan pusat dan daerah. Selanjutnya, uraian tersebut

dijelaskan berdasarkan realitas di lapangan.

2.1. Dominasi Politik Etnik Mayoritas.

Konfederasi Mandar yang diubah oleh kolonialime Belanda menjadi
afdeling Mandar (Swatantra Mandar) menimbulkan masalah. Salah satu
masalah adalah kontrol yang terlalu kuat Belanda pada daerah itu. Setelah
kemerdekaan, pemerintah pusat mengambil alih tugas kolonialisme Belanda.
Saat itu sekelompok pejuang menggagas ide untuk menjadikan afdeling
Mandar sebagai provinsi tersendiri dengan menitikberatkan pada kejayaan
Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu.

Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-undang 29 pemerintah pusat
kemudian memekarkan afdeling Mandar menjadi tiga kabupaten yaitu

Polmas, Majene dan Mamuju. Ketiga kabupaten itulah yang kemudian
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sampai era reformasi bertahan. Selama masa orde lama, daerah ini banyak
mengalami permasalahan. Permasalahan yang dialami oleh daerah itu
kemudian disimbolkan oleh sebagian subjek penelitian dengan kalimat yang
sederhana, yaitu:

“Ibarat penjajah baru saja, padahal kita telah merdeka”.

Kalimat itu mengandung banyak makna, selintas memperlihatkan
adanya rasa ketidakpuasan kepada suatu sistem, karena kebebasan
kemerdekaan yang diperoleh temyata belum dirasakan secara nyata. Dari
hasil wawancara dari beberapa (aktor) elite yang sering menyebutkan kata
tersebut, dimakna kalimat di atas dengan tiga kategori:

Pertama, telah terjadi suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan
dengan memisahkan kekuasaan politik dan nilai (moral). Akibat dari
dijalankannya pemerintahan sentralisasi, sehingga pemerintah daerah kurang
leluasa mengambil inisiatif yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat setempat.

Kedua, bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya untuk
pemerintah pusat saja, tetapi juga harus menyebar dan merata sampai ke
daerah yang terpencil. Sebab daerah pun ingin berkembang, jangan ada satu
etnik atau golongan tertentu yang dianggap perwakilan yang terbaik dari

seluruh komponen etnik yang heterogen.

Ketiga, kehendak untuk menikmati hasil kemerdekaan oleh daerah,

terutama dalam bentuk kemandirian jangan dianggap sebagai kehendak
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untuk memisahkan diri, karena hal itu tidak sama dengan separatisme tetapi
sebagai bentuk pembelajaran daerah agar mampu mengambil keputusan
yang terbaik bagi daerahnya.

Beberapa dekade setelah orde baru, dinamika politik lokal di Sulawesi
Selatan memasuki permainan politik yang sangat kental dan kuat. Permainan
politik itu memberi pemahaman dan kesan yang mendalam akan adanya
marginalisasi secara politik bagi etnik Mandar yang dilakukan oleh kekuatan
etnik-etnik di luar Mandar. Asumsi yang berkembang, dan mungkin bukan
suatu kesengajaan, bahwa para pemegang kekuasaan politik lokal
memandang faktor etnisitas bukan menjadi dasar yang harus diperhitungkan
dalam mengimplementasikan kearifan-kearifan politk di Sulawesi Selatan.
Tetapi realitas sosial yang berkembang menceminkan dengan jelas adanya
faktor etnisitas. Dalam hal ini, etnisitas menjadi alat pembeda sekaligus
pemisah antara etnik Mandar dengan etnik lain, uraian ini sejalan dengan
pemikiran Morell { 2002: 20), dianggap sebagai persaingan etnik yang sangat
membahayakan, karena adanya pemahaman etnik Mandar sebagai sub-

group dari etnik Bugis.

(1) Pemahaman Marginalisasi Etnik Mandar
Dalam pendekatan konstruktivis etnik {(dalam hal ini intrumentalis
menjadi bagian konstruktivis), khususnya dalam disertasi ini, ditemukan

bahwa etnisitas dijadikan sebagai alat yang membantu individu atau
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kelompok terutama elite atau kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Hal
itu dapat berlangsung saat kelompok minoritas tersebut berada pada posisi
extremely poor danfatau powerless sehingga membutuhkan suatu privifeged,
individu-individu dalam kelompok tersebut berupaya mencapai kedudukan
etnik yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa etnisitas merupakan reaksi
terhadap kondisi atau perlakuan pitih kasih dan ketidakadilan.

Berpijak dari pemikiran di atas, wajar jika isu etnisitas kemudian
dimunculkan, karena adanya kompetisi (persaingan) politik yang tidak adil,
diskriminimasi, dan/atau pembedaan etnik, dengan etnik yang lain.
Pembedaan itu biasanya berasal dari etnik mayoritas dan dominan terhadap
etnik minoritas. Hal ini biasanya dengan melakukan tekanan situasi, dan juga
upaya defensif dari kelompok etniknya. Persepsi ini kemudian
menetjemahkan pembedaan antara “kita” (we) dan “mereka’ (they). Dalam
konteks demikian, menurut Ashley (1998:259) keterikatan etnik menjadi
sangat penting di saat kelompok etnik bersaing memperoleh kekuasaan,
dalam situasi yang sama, keterikatan itu akan luntur jika ada timbul perasaan
pilih kasih dalam situasi hubungan etnik. Dalam hal ini konstruksi identitas
etnik menjadi kebutuhan utama untuk melepaskan tekanan-tekanan politik
etnik.

Pada uraian berikut akan disajikan hasit wawancara penulis dengan
Ahmad Dj, yang merasakan adanya marginalisasi di Sulawesi Selatan.

Pemahamannya diterjemahkan ketika akan memilih wakil-wakil utusan
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Sulawesi Selatan duduk di MPR dan DPR. Apa yang diutarakan merupakan
fenomena yang pernah dirasakan. Beliau adalah salah satu anggota partai
politik yang diprediksikan akan masuk dalam jajaran wakil rakyat di DPRD,
tetapi mengalami kegagalan, beliau tidak bisa duduk di lembaga perwakilan
karena tidak dipilih partainya. Hal ini terkait adanya orang luar (satu partai)
yang mewakili daerah Mandar sehingga menggeser kedudukannya untuk
dipilih.

Kekecewaan yang dialami elite ini terjadi saat pemilihan anggota
DPRD periode 1997, saat itu orang Mandar yang dipercayakan duduk
mewakili komunitas Mandar hanya satu orang, yaitu Husni Dj, seorang
sastrawan Mandar yang karyanya banyak menyoroti masalah-masalah sosial
politik. Sebagai seorang sastrawan, beliau dianggap berhasil mempengaruhi
kepemimpinan partainya sehingga dipilih sebagai salah seorang yang
mewakili komunitas Mandar.

Lebih lanjut Ahmad Dj menuturkan:

“Mandar sebagai komunitas masyarakat, mengalami kehilangan
kebanggaan dirinya sebagai kawasan vyang dulu pernah
diperhitungkan. Ini dapat dilihat di saat penempatkan wakil-wakil kita
di MPR. Sebelum pemekaran, dari tiga kabupaten untuk DPR pusat
yang berasal dari Mandar tidak ada sama sekali, putera daerah
Mandar tidak bisa mewakili daerahnya. Kalau hal seperti itu, terus
berlangsung bagaimana wakil-wakil kita di Sul-sel dapat
memperjuangkan aspirasi rakyat dengan baik, sedangkan mereka
tidak mengenal lebih jauh daerah yang diwakilinya seperti daerah

Mandar, yang terpilih adalah mereka-mereka yang dominan, rata-
rata orang Bugis” (wawancaram, 3 Juni 2005).

(Int/Fungsionaris Parpol)
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Tokoh yang dimaksud duduk di dewan saat itu adalah Prof. Dr. Askin,
SH dari PAN mewakili derah Mamuju, Noer Namry Nur dari PPP (P3) yang
mewakili daerah Majene dan Nurdin Halid dari Golkar mewakili daerah
Polmas. Mereka adalah etnik Bugis yang ditempatkan dan dipilih untuk
mewakili ketiga kabupaten tersebut, sementara lebih ironis lagi di MPR ada
utusan golongan akan tetapi selama ini tidak ada utusan golfongan untuk
Sulawesi Selatan yang berasal dari etnik Mandar.

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari elite intelektual politik
yang sering mengamati perkembangan politik di Sulawesi Selatan, sebagai
seorang ilmuwan beliau melihat ada keinginan partai tertentu berkuasa di
daerah ini, dengan menempatkan orang-orang penting sebagai wakil rakyat
dari daerah Mandar, diharapkan akan mendapat dukungan kuat dari
masyarakat, sehingga kepemimpinannya di Sulawesi Selatan tidak tergeser.
Penuturan M Saad sebagai berikut:

“Di daerah Sulawesi Selatan terdapat empat etnik yang
mendiaminya, Bugis sebagai mayoritas lalu Makassar, Mandar dan
Toraja. Akan tetapi presentase yag duduk di DPRD tidak mewakili
keempat suku tersebut. Dominasi etnis Bugis dan diskriminasi
alokasi keterwakilan politik terjadi., hal itu juga dirasakan atas
wilayah. Latar belakang dominasi ini membuat masyarakat
Sulawesi Barat menganggap kurangnya distribusi kekuasaan
politik lokal dan nasional. Misalnya, untuk perwakilan politik
golongan, DPRD propinsi tidak memikirkan hal itu. Utusan daerah
lebinh banyak terwakili oleh satu etnik saja. Bagamana bisa kita

berdiam diri saja kalau terus menerus diperlakukan seperti ini.
Wajar bila kita juga ingin memiliki wakil untuk etnik kita yang
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setidaknya lebih tahu banyak pada kondisi dan mengenal Mandar
sepenuhnya® (wawancara, 2 September 2005).

(Unsur Intelektual Politik)

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh salah seorang fungsionaris
partai yang dulunya menjadi salah satu anggota partai Golkar, apa yang
dialami sebagian rekan-rekannya, ternyata telah dirasakannya pula di saat
dia harus dipilih mewakili Polmas dalam Rapat Kerja Nasional Partai Golkar,
tiba tiba harus digantikan dengan orang lain, dengan alasan untuk regenerasi
partai, penunjukkan diserahkan ketua partai. Mengisahkan apa yang pernah
dialaminya, diakhir wawancara dengan hati-hati beliau menuturkan:

“ Ketidakadilan politik sangat jelas di daerah ini, secara kasat mata
kekuatan sosial politik di Sulawesi Selatan berbasis dan mayoritas
partai Golkar. Mungkin karena di beberapa kabupaten juga
berbasis sama, maka mayoritas ini kurang memperdulikan aspirasi
ketiga kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju. Dalam gerakan
perjuangan pembentukan propinsi dilakukan oleh kekuatan politik
lain di daerah ini, setelah ada sedikit harapan perjuangan tersebut
Partai Golkar kemudian mendukung dan ini saya rasa untuk
memperuas basis kekuatannya, dukungan Golkar ada setelah kita
memulai untuk mengenalkan bahwa Mandar tidak mau
ditempatkan pada kelas di bawah etnik lain di Sulawesi Selatan.
Mereka awalnya curiga dengan apa yang akan kita lakukan,
mereka takut nantinya kekuatannya pecah karena di Mandar partai
ini mengalami perpecahan pada anggotanya, dan mungkin itu
menjadi alat mereka harus lebih berhati-hati” (wawancara,14
September 2005).

(Fungsionaris Partai Politik)

* Dalam kaitannya dengan data yang dikemukakan oleh informan tersebut, untuk lebih jelasnya
tentang anggota DPRD, penulis lampirkan nama-nama anggota DPRD dan asal etniknya pada periode
gubernur Zainal B, Palaguna dan Amin Syam.
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Wacana marginalisasi itu memang telah menjadi bagian dalam
pemikiran orang-orang Mandar. Ada satu peristiwa yang akhimya dapat
menjadi pembelajaran penting bagi orang Mandar bahwa mereka selalu
diposisikan pada kelas di bawah etnik yang lain. Peristiwa yang hingga kini
dijadikan momen sejarah, bahwa Mandar tidak layak untuk dijadikan orang
nomor satu untuk memimpin Sulawesi Selatan.

Sejarah mencatat, saat pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun
1992, ada dua calon unggulan dari Mandar yaitu Basri Hasanuddin dan
Baharuddin Lopa, disejajarkan dengan calon lain yang kebetulan dari etnik
Bugis, yaitu Zainal Basri Palaguna. Sebagai mantan Rektor Unhas, Basri
Hasanuddin menempatkan dirinya sebagai intelektual yang merasakan ada
persaingan yang kurang sehat datam pemilihan tersebut.

Baharuddin Lopa sebagai calon yang terjaring dari banyak usulan
berbagai orgaisasi kemasyarakatan baik dari Mandar maupun dari Makassar,
dengan berbesar hati dan penuh kesatria mengundurkan diri sehari sebelum
pemilihan. Beliau merasa ada praktek rekayasa yang kental dalam pemilihan
tersebut, karena dirasakan demikian maka akhirnya beliau memilih untuk
tidak ikut bertarung kembali. Peristiwa itu, setidaknya memberi pengaruh
psikologis bagi etnik Mandar, karena Baharuddin Lopa adalah tokoh Mandar
yang sangat disegani dan kebanggaan bagi mereka, dan tidak sedikit jasanya

bagi Sulawesi Selatan tapi tidak diperkenankan untuk memimpin. Hal itu
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membuktikan bahwa bagaimanapun piawainya seorang Mandar, akan sulit

untuk bisa besar dan eksis di wilayah lain, terutama di Sulawesi Selatan.®

Hal senada diungkapkan oleh Husni Dj, unsur fungsionaris parpo! yang

saat itu menjadi anggota DPRD, dan menyaksikan peristiwa yang bersejarah

tersebut. Dikatakannya:

“Jika dilihat selama ini presentasi untuk duduk menjadi orang
nomor satu di Sulawesi Selatan belum pernah diduduki oleh orang
Mandar ataupun Toraja. Kedudukan sebagai gubernur seclah-olah
menjadi angan saja. Di tahun 1992 pernah terjadi dimana putera
Mandar masuk menjadi kandidat Gubernur yaitu Baharuddin Lopa
dan Basri Hasanuddin yang saat itu bersaing dengan Zainal Basri
yang beretnis Bugis. Dengan ftrik-trik politk elite lokal
menyebabkan salah satu dari putera Mandar mundur dan Sulawesi
Selatan kembali dipimpin ofeh etnis Bugis. Ini bukti bahwa etnis
Mandar kurang diikutsertakan dalam pemerintahan, jika dilihat dari
kemampuan kedua putera Mandar tersebut mereka dapat
dianggap sebagai putera daerah yang handal dan profesional dan
kalau berani bertarung, kalau kita seandainya dipimpin oleh
seorang Bararuddin Lopa, yang kita kenal sangat jujur, sederhana
mungkin di Sulawesi Selatan tidak terjadi diskriminasi etnik seperti
ini, karena saya kenal betul beliau, sangat mencintai rakyat.

Pernah saya ke Majene, saat beliau masih memimpin Kejaksaan,
beliau mengunjungi masyarakat kecil para nelayan di pesisir
pantai, bersilaturahmi dan mendengarkan segala keluh kesah para
nelayan tersebut. Saya merasa beliaulah figur yang baik, dan
memang tipe pemimpin yang cinta rakyat” (wawancara, 20
September,2005).

(Fungsionaris Parpol)

Selain pemilihan gubernur yang dapat didentifikasi sebagai

ketidakberdayaan etnik Mandar, peristiwa lain yang muncul dengan tema

¢ Seperti diuraikan dalam makalah Armin Arsyad,. yang berjudul “Kepemimpinan, Budaya Politik
Nasional dan Lokal, disampaikan dalam diskusi panel dalam rangka memperingati Dinatalis, Fisip
Unhas ke 44, tahun 2005.
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yang sama juga dirasakan saat pemilihan Kakanwil Departemen Agama di
Sulawesi Selatan. Saat itu, salah satu dari etnik Mandar terpilih menjadi
Kakanwil, yaitu Drs. H. Abd. Rahman Halim, tetapi sampai pada batas waktu
pengangkatan dan pelantikannya belum juga dilaksanakan yang akhirnya
terkatung-katung, ada kesan calon itu kurang direstui oleh gubernur saat itu.
Akhimya Kakawil Depag Sulawesi Selatan dilantik oleh Menteri agama di
Jakata, setelah itu beliau memangku jabatan hanya sekitar 9 bulan saja, yang
kemudian dicopot dan digantikan dengan orang yang sebelumnya menjadi
rival Rahman Halim dalam jabatan tersebut.

Penggantian Kakanwil Depag, terlepas dari aspek yuridis maupun
prosedur, peristiwa itu setidaknya kembali menghamtam etnik Mandar pada
kondisi yang tidak menguntungkan. Hal itu menimbulkan kesan bahwa
Mandar tidak akan dapat tempat dalam jabatan-jabatan politik di Sulawesi
Selatan. Kondisi itu merupakan sesuatu yang wajar jika kemudian diangkat
menjadi opini publik sebagian masyarakat, akhirnya menimbulkan reaksi
yang keras dari beberapa organisasi pemuda dan masyarakat Mandar
dengan melakukan unjuk rasa di DPRD propinsi Sulawesi Selatan dan di
kantor gubernur saat itu.

Perlakuan tidak adil kembali ditegaskan Hadjar M, sebagai pelaku
konstruksi, beliau sempat mengamati peristiwa tersebut menurutnya:

“Sebagian peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya realitas

politik, bahwa kalau kita terus-menerus masih berharap untuk
diberikan kursi seperti posisi dan jabatan yang baik ataupun
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gubernur, maka jangan harap kita ini orang Mandar dapat
memperolehnya di Sul-Sel. Suatu harapan yang nihil , dan kita tidak
akan bisa lepas dari ketertinggalan. Jadi, memang seharusnya kita
membuat kursi sendiri, buat propinsi sendiri dan duduk di kursi kita
sendiri. Hal seperti itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar
bagi kita membentuk provinsi Sulawesi Barat, agar kita dihargai
jangan hanya kita menjadi kelas di bawah mereka” (wawancara, 5
Mei 2005).

(Efite Birokrat/pelaku konstruksi)

Pembedaan terhadap etnik Mandar oleh etnik dominan si Sulawesi
Selatan menimbulkan kesan sebagai etnik yang terpinggirkan, hal ini
merupakan realitas politik yang menakutkan. Etnik Mandar merasa bahwa
dirinya adalah manusia kelas empat dari empat etnik yang ada Bugis,
Makassar dan Toraja. Kondisi seperti ini, memicu berbagai elemen Mandar

bangkit kembali dan berusaha mengukuhkan identitas. Mandar ada, Mandar

tidak boleh disepelekan, mereka memiliki kualitas dan mereka harus diberi

. peran yang sama dengan etnik lainnya.

Fenomena makin meluasnya tindakan pembedaan pada etnik Mandar,
pada dasarnya dapat dianggap sebagai pola institusionalisasi yang salah dari
dari kelompok mayoritas yang berkuasa, terutama etnik Bugis. Karena
kekuasaannya mereka mendominasi secara institusional, khususnya aspek
politik. Jika kondisi seperti ini tetap berlangsung, maka tidak menutup
kemungkinan timbulnya konflik etnik di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pemahaman marginalisasi tersebut, adalah wajar jika

suatu kelompok etnik melepaskan diri dan menuju sesuatu yang lebih baik,
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berpindah pada status etnik yang lebih terhormat. Karena Mandar
menganggap etniknya adalah sesuatu kehormatan, maka tekad untuk lepas
dari dominasi Bugis tetap menjadi prioritas utama. Tekad konstruksi identitas
muncul kembali saat reformasi, dan untuk menegakkannya, Mandar harus
melihat kembali identitas yang terbangun sejak dahulu. Hal itu dianggap
perlu, sebab keinginan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 1945
(diuraikan lebih ianjut daiam tahapan konstruksi ) lewat keinginan membentuk

provinsi, dan ini akan kembali menjadi agenda utama lepas dari diskriminasi.

(2) Pemahaman Marginalisasi Etnik Lain.

Pada masa awal kemerdekaan, khususnya kepemimpinan Andi
Pangerang Pettarani, marginalisasi etnik tidak terlihat. Pangerang Pettarani
adalah gubermnur Sulawesi Selatan yang ke-5, beliau merupakan figur dari
perpaduan antara etnik Bugis dan Makassar. Sebelum beliau menjabat, dua
periode sebelumnya dipimpin dari pergantian etnik Makassar ke etnik Bugis.
Gubernur ke-3 dari etnik Makassar, yaitu Lanto Dg Pasewang, sedangkan
gubernur ke-4 dari etnik Bugis, yaitu Andi Mappanyukki, ayah dari Andi
Pangerang Pettarani.

Menengok sejarah perjalanan kepemimpinan politk di Sulawesi
Selatan, tampaknya dua etnik antara Makassar dan Bugis yang selalu
memegang pucuk kepemimpinan lokal. Secara bergantian dua etnik ini

menjadi gubernur, setelah gubernur Ratulangi dan gubernur Sudiro menjabat.
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Gubernur Sudiro merupakan satu-satunya gubernur yang tidak menjabat
sampai akhir masa jabatannya, karena ditolak dan dianggap bukan orang
Sulawesi (Celebes). Penolakan atas kepemimpinan Sudiro direalisasikan
dalam bentuk gerakan putera daerah. Berbarengan dengan itu terjadi pula
pemberontakan DI TIl di Sulawesi Selatan. Salah satu alasan
pemberontakan DI TIl karena Sulawesi Selatan dipimpin oleh orang luar
Sulawesi, yaitu dari Jawa. Untuk mengakomodir tuntutan tersebut, maka
gubernur Sudiro diganti oleh Lanto Daeng Pasewang, seorang tokoh
nasionalis yang berlatar belakang etnik Makassar dari Jeneponto tokoh
kompromistis yang sangat disegani. Setelah Lanto Daeng Pasewang
kemudian Andi Mappanyukki, yang akhirnya digantikan oleh puteranya. Andi
Pangerang Pettarani. Selama masa pemerintahannya kearifan-kearifan politik
selalu diagungkannya. Beliau senantiasa melibatkan representasi dari etnik
Mandar (biasanya arajang Balanipa dan tokoh-tokoh intelektual) apabiia ingin
mengambil keputusan-keputusan tentang Sulawesi Selatan.

Fakta sejarah ini memperlihatkan adanya kebersamaan, keterlibatan
Mandar menunjukkan bahwa etniknya disejajarkan dengan etnik lain di
Sulawesi Selatan. Akan tetapi setelah Andi Pangerang Pettarani, Mandar
tidak lagi dilibatkan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan-
keputusan penting, akibatnya Mandar menjadi etnik yang tidak

diperhitungkan bahkan menjadi inferior.
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Beberapa hasil wawancara informan dihimpun dari etnik lain dalam
memahami marginalisasi etnik Mandar. Pemilihan etnik etnik lain ada lima,
yaitu: Pertama, etnik Makassar;, kedua, etnik Bugis: ketiga, etnik Toraja;
keempat, etnik Ternate dan kefima, etnik Jawa. Penuturan kelima etnik itu

akan diuraikan lebih lanjut.

1. Marginalisasi £tnik Mandar Menurut Etnik Makassar
Arsyad adalah salah satu elite intelektual etnik Makassar yang di
wawancarai, beliau berasal dari daerah Jeneponto, mengenal dan berteman
baik dengan orang-orang Mandar semenjak duduk di bangku kuliah,
bersahabat dengan orang Mandar yang sama-sama berkecimpung dalam
limu politk. Ditemui saat wawancara, beliau mengatakan bahwa orang
Mandar kecendrungannya low profile dan bersahabat. Ketika ditanyakan
tentang posisi etnik Mandar dalam politik fokal di Sulawesi Selatan, beliau
dengan tegas mengatakan:
“‘Hegemoni politik Bugis dalam dekade terakhir ini bukan tanpa
alasan. Alasan utama yang dapat dikemukakan adalah jumlah etnik
Bugis jauh lebih banyak dibanding dengan etnik lainnya. Meskipun
etnik Makassar, Mandar dan Toraja bersatu, jumlah etnik Bugis
tetap jauh lebih banyak dibanding dengan ketiga etnik tersebut.
Apalagi kalau ketiga etnik tersebut pecah dan berjuang sendiri-
sendiri, maka hampir mustahil untuk dapat mengalahkan dominasi
Bugis, jadi tidaklah mungkin dapat digeser kedudukan hegemoni
Bugis untuk saat sekarang ini” (wawancara, 13 Agustus 2005).

(Int. Politik/Makassar)

Lebih lanjut ditambahkan:
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Hegemoni politik Bugis di Sulawesi Selatan hampir sama posisinya
dengan hegemoni politik etnik di Jawa dalam perpolitikan nasional. Karena
Jawa dalam berpolitik hampir tidak pernah dikalahkan. Melawan
pemerintahan Jawa bisa saja, tapi untuk mengalahkannya belum tentu bisa,
seperti itu juga dengan Bugis, untuk kita melawan dan melepaskan diri dari
dominasinya mungkin bisa seperti orang- orang Mandar tapi untuk menga
lahkan apa bisa mungkin bisa.

Intelektual itu menyebutkan bahwa hegemoni politik Bugis sangat kuat
terhadap etnik lain. Hegemoni politik itu menyulitkan etnik lain untuk
menduduki posisi nomor satu di Sulawesi Selatan, terutama Mandar. Kondisi
seperti ini menurutnya dapat diidentifikasi saat terjadi pemilihan gubernur
tahun 1992. Saat itu Baharuddin Lopa dan Basri Hasanuddin yang keduanya
berasal dari etnik Mandar bersaing dengan Zainal Basri Palaguna dari etnik
Bugis. Kedua tokoh dari etnik etnik Mandar kalah telak dari etnik Bugis saat
pemilihan gubernur. Baharuddin Lopa mengetahui dirinya akan kalah dalam
pertarungan itu, sehingga beliau mengundurkan diri sebelum diadakan
pemitihan. Pemilihan tetap dilanjutkan dan dimenangkan oleh Zainal Basri
Palaguna dari etnik Bugis. Sedangkan Basri Hasanuddin dari etnik Mandar
hanya memperoleh suara sedikit.

Etnik Mandar dalam sejarah politik lokal tidak pernah mendapat
kesempatan untuk menjadi orang nomor satu di Sulawesi Selatan, ditambah

dengan jauhnya jarak dari Mandar ke Ibukota Makassar, mendorong etnik
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Mandar selalu berupaya untuk mendapat pengakuan politik dari pemerintah
pusat, pengakuan politik identits etnik Mandar dari pemerintah pusat ketika
pemerintah pusat menyetujui pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Dengan
terbentuknya propinsi tersebut, otomatis etnik itu lepas dan diskriminasi
politik Bugis dan Makassar.

2. Marginalisasi Etnik Mandar Menurut Etnik Bugis

Sementara itu, elite intelektual Bugis yang dipilih untuk diwawancarai

berasal dari daerah Soppeng, salah satu daerah yang memiliki banyak
pengaruh dalam kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Pemilihan informan ini
bertujuan untuk memperoleh data dari etnik mayoritas yaitu Bosowa (Bone,
Soppeng dan Wajo). Saat ditemui untuk wawancara, Muhammad Yk
menyatakan hal yang sama dengan informan sebelumnya, walaupun sebagai
etnik mayoritas, tetapi beliau menyatakan ada hegemoni kuat oleh Bugis.
Menjawab pertanyaan bagaimana posisi etnik Mandar, beliau menyatakan
hal yang sama seperti uraian berikut :

“Untuk pada tataran Mandar menjadi mitra Bugis ataupun

sebaliknya itu masih dapat dilihat pada level-level menengah, tapi

untuk level yang yang lebih atas itu sudah tidak ada dan Mandar

tidak bisa menembus level tersebut, Artinya untuk penempatan

jabatan tertinggi masih didominasi etnik Bugis Makassar’

Orang Mandar sebenarnya mempunyai nilai jual, pada level

menengah eselon Il ke bawah, pada perebutan jabatan-jabatan

politik level atas mereka ketinggalan. Ketinggalannya pada jabatan-

jabatan struktural di Sulawesi Selatan. Pada top-top elite (jabatan

politik) mereka kurang mendapat tempat (wawancara, 7 September

2005).
(Int. Politik Bugis)
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intelektual ini menyebutkan, sebagai seorang ilmuwan politik, beliau
melihat ada beberapa kendala dalam distribusi kekuasaan di Sulawesi
Selatan. Sebagai orang Bugis, beliau menilai selama mengenal orang
Mandar ada banyak yang diketahui, Mandar memiliki banyak kemampuan,
tidak diragukan sebagai seorang figur-figur yang konsisten, memiliki tingkat
kapabilitas. Tapi pada saat memasuki ranah pergulatan kekuasaan, ada
kendala-kendala etnik yang harus dihadapi, sehingga timbul kekecewaan.
Ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa Mandar itu dianaktirikan
dan disepelekan. Kenyataan hal itu memang terjadi, sehingga menurutnya
wajar jika Mandar memiliki keinginan untuk sejajar dengan Bugis. Seperti
apa yang sering didengar bahwa daripada kita tidak dapat menjadi penguasa
di Sulawesi Selatan, lebih baik kita menjadi penguasa di wilayah sendiri.
Pernyataan itu bukan hanya sebagi anekdot atau pernyataan-pernyataan
biasa saja, tapi juga hal ini semua didukung oleh realitas-realitas yang
memposisikan Mandar pada kelas di bawah Bugis. Realitas seperti ini dapat
dilihat ketika pemilihan gubernur tahun 1992. Saat itu etnik Mandar dengan
dua calonnya kalah tetak dengan Bugis.

Etnik Bugis mendominasi kekuasaan tidak hanya di wilayahnya tapi
juga di wilayah etnik Makassar. Menurut intektual ini, pengaruh Bugis yang
sangat kuat bukan disebabkan oleh faktor kualitas, tapi lebih pada faktor
kuantitasnya, baik geopolitik maupun geostrategisnya. Kondisi itu yang

akhimya menempatkan Bugis sebagai etnik di atas dar ketiga etnik di
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Sulawesi Selatan. Kelemahan etnik Mandar karena basic sosialnya terbatas,
dalam bargaining position mereka tidak bisa memasuki ranah persaingan
poiitik. Etnik Bugis dengan basis sosialnya yang luas memiliki legitimasi dan
otoritas yang melebar atas dukungan geopolitik bukan atas kemampuannya.

Strategis etnik Bugis dalam memperiuas kekuasaan, diasumsikan dari
pola perkawinan politik, misalnya dari aspek historis, raja-raja dari Bugis
memiliki  banyak istri, ada yang di Makassar, di Mandar bahkan di Toraja.
Politik perkawinan itu dimaksudkan agar etnik Bugis dapat diterima di wilayah
etnik lain dan dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dalam konteks
sekarang, walaupun hal itu sudah mulai cair dalam level politik, tapi
setidaknya pengaruh politik perkawinan tersebut menyebabkan etnik Bugis
berada pada semua wilayah etnik lain dan cenderung menguasai bidang-
bidang tertentu.

3. Marginalisasi Etnik Mandar Menurut Etnik Toraja

Pemahaman intelekiual ini didasarkan atas jabatan yang pernah
didudukinya di kampus, beliau mengisahkan sewaktu menjadi ketua jurusan
di salah satu perguruan tinggi -sebagai suatu perbandingan- banyak hal yang
menurutnya timpang. Sebagai etnik minoritas, penempatan etnik Toraja juga
di pahami seperti etnik Mandar. Akan tetapi keoptimisannya sebagai orang
independen membawa keberhasilan dalam kepemimpinannya, sehingga

pemaknaan minoritas untuk Toraja agak mengabur.
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Ketika ditanyakan tentang kedudukan etnik minoritas, khususnya
Mandar, respon yang sama juga diperlihatkan oleh intelektual ini. Beliau
menggarisbawahi bahwa ada politik etnik yang kental di Sulawesi Selatan,
etnik Toraja memiliki posisi yang sama dengan Mandar. Sehingga
menurutnya, apa yang dinginkan Mandar tidak menutup kemungkinan
dituntut pula oleh daerah lain. Lebih lanjut beliau menuturkan:

“Mandar daerah yang berdekatan dengan kami etnik Toraja, kalau
di refleksi sejarah kembali, sebenarnya nenek moyang Mandar
adalah dari Toraja dan Enrekang. Mereka satu keturunan dari kami,
jadi apa yang dirasakan oleh Mandar adalah apa yang juga kami
rasakan. Penamaan yang sering beriaku saja menurut kami sebagai
suatu pembedaan, setiap etnik yang keluar pasti dikenal dengan
Bugis, seperti Bugis Makassar atau Bugis Mandar, kami seakan
tidak memiliki identitas sendiri sebagai etnik yang berbeda dengan
Bugis”(wawancara, 14 Oktober 2005).
(Int.Politik/Toraja)

Semakin lama atas penamaan tersebut, menjadikan Bugis lebih
dominan di Sulawesi Selatan. Banyak yang dapat dirasakan oleh etnik-etnik
di luar Bugis, seperti Mandar. Mandar adalah bagian yang tidak bisa
dipisahkan dari Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang cukup banyak
membantu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Tapi kalaupun
demikian Mandar tidak mampu berposisi sama dengan Makassar ataupun
Toraja.

Dalam pandangannya, beliau menyebutkan faktor budaya sebagai

salah satu penyebab Mandar menjadi etnik yang kurang diperhatikan lalu

kemudian merembes pada faktor politik. Misalnya untuk mendeteksi jumlah
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orang Mandar untuk duduk di jabatan-jabatan politik di Sulawesi Selatan,
sangat sedikit sekali. Di kantor gubernur tidak orang Mandar yang
menduduki jabatan-jabatan penting apalagi dapat memberikan pengaruh
pada kebijakan.

Orang Mandar tidak memiliki banyak kesempatan dalam ranah politik,
Mandar dianggap kurang mampu bersaing, sehingga ditempatkan sebagai
sub-ordinat etnik. Bugis memiliki kekuatan politk penuh, dan mampu
berkolaborasi dengan Makassar, sehingga di ranah politik masih terlihat
kesempatan bagi etnik iain seperti Makassar ataupun Toraja, tapi dengan
Mandar kolaborasi itu hampir tidak ada.

Kolaborasi etnik antar Bugis dan Makassar salah satunya didasarkan
pada jumlah mereka yang lebih banyak, terlepas dari strategis etnik Bugis
terhnadap Makassar. Kondisi tersebut memperburuk keadaan etnik Mandar.
Walaupun mereka dulu berasal dari kerajaan-kerajaan yang megah, tapi
pada konteks sekarang kemegahannya diredam dengan hegemoni Bugis
yang berlebihan.

Dikatakannya pula:

“Saya menjadi terkesan sewaktu pemilihan gubernur tahun 1992
yang lalu, saya kenal Basri Hasanuddin sebagai rektor saya dulu,
saya kenal Baharuddin Lopa karena kita sama-sama memiliki
pandangan ke depan yang baik untuk Sulawesi Selatan. Ketika
rekan-rekan saya itu ikut menjadi kandidat gubemur saya
mendukung. Tapi di saat satu dari mereka harus mengundurkan diri
dari pemilihan tersebut, yaitu Baharuddin Lopa, saya menjadi

bertanya kenapa?, tapi akhirnya saya memahami posisi yang
sangat sulit bagi keduanya untuk tampil sebagai orang nomor satu
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di Sulawesi Selatan. Kemampuan mereka berdua dikalahkan oleh
gesekan-gesakan politik yang direkayasa sedemikian rupa, dan ini
menyebabkan kekalahan etnik yang kental dirasakan”

Berangkat dari realitas politik yang demikian, menurut intelektual ini
tuntutan etnik Mandar lepas dan menjadi provinsi tersendiri adalah sesuatu
yang mungkin akan dilakukan oleh etnik Toraja, dan Makassar jika berada
pada keadaan yang sama. Menurutnya wajar jika keinginan itu diperkuat
dengan basic kekuatan elite intektual dan elite tradisional, karena mobilisasi
keduanya mampu mengerakkan massa Mandar untuk mendukungnya.

4. Marginalisasi Etnik Mandar Menurut Orang Ternate

Bailusy merupakan salah satu intelektual yang banyak mengamati
kondisi sosial politik di Sulawesi Selatan, beliau sebagai pengamat politk,
sekaligus menjadi peneliti etnik di daerah ini. Di saat yang sama, lulus
menjadi staf di kantor gubernuran dan tenaga pengajar, akan tetapi
pilihannya dijatuhkan menjadi tenaga pengajar, karena beliau merasa tertarik
untuk mengkaji politik etnik di Sulawesi Selatan, selain itu beliau berlatar
belakang politik dan berasal dari etnik lain, dengan demikian kajiannya dapat
memperkaya pengetahuan tentang politik lokal di Sulawesi Selatan.

“Interaksi etnik antara etnik Bugis Makassar ataupun sebaliknya,
sebelum ada embrio Sulawesi Barat, memperlihatkan adanya
penguasaan etnik Bugis yang yang jauh lebih besar di Sulawesi
Selatan, hal ini telah mengukuhkan dan menggeser kedudukan
etnik Makassar, etnik Mandar maupun eitnik Luwu. Jika
diidentifikasi di kantor gubemur, yang menduduki jabatan kepala-

kepala biro, dari etnik Mandar hanya satu, sisanya adalah Bugis,
baik kolaborasi Bugis Makassar ataupun Bugis Luwu. Artinya
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interaksi simbolik antar mereka itu lebih fasih kalau antara Bugis,
sehingga upaya orang Mandar harus mampu memahami simbol
Bugis lebih bagus, yang sampai saat ini masih terakomodir untuk
tetap menduduki jabatannya. Tapi jika ada yang salah mungkin
saja dengan mudah digeser, tapi yang mendukung, beliau memiliki
pendidikan 83, itu salah satu penyebab tidak bisa dengan mudah
menggesemya’’ (wawancara, 30 Agustus 2005).
(Int.politik/Ternate)

Upaya etnik Bugis menguasai Sulawesi Selatan merupakan sesuatu
strategi dalam sistem etnik. Hal ini terlihat ketika Makassar digeser
kedudukan secara perlahan baik pada tingkat kota Makassar maupun pada
tingkat provinsi, Gowa dan daerah-daerah Makassar lain yang tidak
didominasi. Di wilayah itu (Gowa) orang Bugis diatur, akan tetapi
penggunaan jaringan formal etnik Bugis dapat dititipkan di wilayah Makassar,
ada hubungan formal, seperti Sekda jika habis masa jabatannya maka akan
ditarik ke kantor gubernur, dan ini menimbulkan bargaining posisition untuk
kembali menempatkan Bugis di kantor gubernur sebagai top etnik.

Tidak hanya di wilayah Makassar, di Mandar pun banyak orang Bugis.
Adanya bargaining position dari etnik Bugis untuk menitipkan orang-orang
Bugis di Mandar atau sebaliknya menempatkan orang Mandar di daerah
Bugis, kecendrungan hal ini seperti sistem tukar. Saat tugas selesai, etnik

Bugis ditarik di kantor gubermur dengan tujuan untuk mendapat posisi, lalu

dievaluasi, sementara dari etnik Mandar akan mudah dijatuhkan dengan

7 Untuk mempertegas data informan ini, penulis melampirkan nama-nama pejabat pada
pemerintahan propinsi Sulawesi Sefatan dan asal etniknya, dalam pericde kepemimpinan gubemur
Zainal B. Palaguna dan Amin Syam.
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tetap menempatkan pada jabatan yang sama. Hal ini menyebabkan etnik
Bugis tetap kukuh dan semakin kuat. Fenomena itu merupakan suatu
interaksi simbolik bagaimana etnik Bugis mampu mengcaplok Sulawesi
Selatan sebagai wilayah politiknya. Realitas itu memperlihatkan adanya
dominasi Bugis terhadap kelompok mioritas Mandar, adanya diskriminisasi
struktural yang telah dibangun tanpa sadar oleh etnik Bugis.

Intelektual itu memandang bahwa marginalisasi disebabkan karena
Mandar tidak mampu mengupayakan persaingan politik. Etnik Mandar di
wilayah lain  memiliki tingkat agresifitas yang cukup tinggi dalam
mengembangkan suatu pekerjaan, akan tetapi setelah mendapat tantangan
ada kecendrungan menurun, hal ini terjadi karena akibat kurang percaya diri,
kurang memiliki kemampuan kuat untuk mempertahankan identitasnya,
seharusnya jika memiliki budaya “siri” bagaimanapun mereka harus mampu
bertahan dan bersaing dengan etnik-etnik lain.

Ditambahkannnya lagi:

‘Hal yang dilakukan etnik Mandar untuk bertahan bisanya
melakukan kolaborasi dan koalisi dengan etnik-etnik yang lemah
di Sulawesi Selatan. Justru itu saya tahu ketika pak Basri
Hasanuddin menjadi Rektor Unhas, saya lebih banyak
menggunakan tiket pulang pergi ke Jakarta waktu pendidikan,
karena orientasinya adalah lebih dekat kepada etnik minoritas
dengan tujuan suatu saat akan mendapat dukungan dari etnik
minoritas  tersebut, itulah salah satu usaha untuk
mempertahankan kekuasaannya jadi Rektor, sampai akhimya
beliau menduduki jabatan Rektor dua periode. Tapi untuk
berkoalisi dengan etnik yang lebih besar beliau tidak mau karena

bisa saja digeser seperti yang dialami etnik Mandar di kantor
gubernur”.
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Usaha untuk menjaring kekuatan dan memperiuas kekuasaan seperti
yang diakukan oleh Basri Hasanuddin tersebut tidak bisa bertahan lebih
lama, terdapat kendala-kendala politik. Misalnya saat pemilihan gubernur
tahun 1992, dua calon dari etnik Mandar Baharuddin Lopa dan Basri
Hasanudin memiliki tipe yang berbeda, di dalam frame (bingkai) politik, cara
berpikir politik dan cara berpikir kepemimpinan. Baharuddin Lopa sudah
berupaya mengurangi identitas etnik Mandar di dalam proses politik tersebut,
beliau tidak menggunakan perasaan etnik, tapi lebih mengedepankan
pertimbangan menjaga keseinambungan, berpikir lebih rasional karena
ditata oleh kejujuran dan kebenaran di bidang hukum di Sulawesi Selatan.
Saat itu beliau mengetahui bahwa posisinya sangat sulit, hanya akan
dijadikan kayu bakar dalam pemilihan. Dalam proses pemilihan tersebut dari
75 anggota DPRD propinsi, Baharuddin Lopa hanya akan mendapatkan 5
suara, dan berbeda dengan kandidat yang lain. Saat itu beliau mengetahui
ada rekayasa politik yang menyudutkannya, sehingga sehari sebelum
pemilihan beliau mengundurkan diri.

Calon dari etnik Mandar yang lain, yaitu Basri Hasanuddin lebih
cenderung memiliki pemikiran yang berbeda, lebih mengedepankan pada
perasaan untuk tidak mengecewakan calon gubernur yang lain, anggota
DPRD tertebih-lebih mengecewakan dukungan kuat dari masyarakat Mandar.
Walaupun beliau sendiri mengetahui adanya rekayasa politik dalam proses

pemilihan gubernur tersebut, dan mengetahui dirinya tidak akan terpilih

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 247

menjadi gubernur Sulawesi Selatan, akan tetapi tetap beliau ikut dalam
pemilihan tersebut.

Dalam pandangan politik, intelektual ini memandang bahwa hegemoni
Bugis terlihat pada proses pemilihan gubernur, melalui tiga cara: (1)
menempatkan kedua calon gubernur etnik Mandar ini pada posisi yang fatal,
suara terbagi. (2) jumlah orang Mandar yang duduk di DPRD juga tidak
menguntungkan dan tidak banyak, sehingga kurang representatif untuk dapat
memenangkn calon yang diunggulkan dan, (3) keinginan partai besar di
Sulawesi Selatan yaitu Golkar dengan suara hampir mencapai 70% sangat
menentukan.  Penentuan Golkar berdasarkan jaringan pusat, yang telah
menentukan Zainal Basri Palaguna untuk diangkat jadi gubernur.

Saat itu untuk membangun demokrasi yang sehat diupayakan dari
rekayasa politik. Tidak boleh dalam pemilihan gubemur ada calon tunggal,
maka dipilih orang yang berkeinginan untuk jadi calon. Baharuddin Lopa
awalnya secara ikhlas bersedia jadi calon karena memiliki banyak dukungan
dari masyarakat, tapi setelah beliau mengetahui bahwa dalam proses
pemilihan tersebut ada pengaturan, Baharuddin Lopa mendapat 5 suara,
Basri Hasanuddin 7 suara dan Zainal Basri Palaguna mendapat 63 suara,
sisa suara dari 75 anggota DPRD, beliau akhirnya mengundurkan diri.

Pengunduran diri Lopa sebagai akibat praktek politik yang kurang
sehat. Golkar yang mendominasi di DPRD, terutama dari etnik Bugis

diprediksi tidak akan memilih kedua calon dari etnik Mandar. Selain itu,
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adanya usulan dari mantan gubernur saat itu yaitu Ahmad Amiruddin dari
etnik Bugis yang menitipkan calon gubemur yang mendapat dukungan dari
partai Golkar. Usulan gubernur tersebut masih mengikuti Undang-Undang 5
tahun 1974 untuk wilayah Ilokal, di mana materinya mengurangi
demokratisasi. Pemilihan gubernur sudah ada pengaturan sebelumnya, dan
akhirnya pengaturan tersebut yang menyebabkan kemenangan di pihak
Zainal Basri Palaguna.

Intelektual ini memandang, bahwa realitas seperti ini yang sangat
mengguncang kedudukan etnik Mandar. Menurutnya, apabila pemilihan
gubernur tersebut benar-benar dilatarbelakangi dari pemikiran rasional,
dilihat kapabilitas dari calon, maka sebenarmya kedudukan Baharuddin Lopa
berada di atas kedua calon lainnya. Tapi kenyataannya, pemilihan gubernur
menjadi catatan sejarah , bahwa orang Mandar telah mengalami kekalahan
yang telak, mereka sadar untuk segera memiliki wilayah yang otonom.

5. Marginalisasi Etnik Mandar Menurut Etnik Jawa

Tidak jauh berbeda dengan keempat pendapat sebelumnya, peneliti
mewawancarai salah satu informan dari etnik Jawa. Beliau pernah menjadi
pejabat penting di Polmas sebagai ketua salah satu lembaga refresentatif
rakyat. Ketika itu beliau banyak mengenal dan berinteraksi dengan orang

Mandar. Beliau menuturkan:

“Saya telah lama hidup si Sulawesi dan berinteraksi dengan
keempat etnik yang ada. Pada dasarmya mereka memiliki cirri khas
yang sama, ada budaya “sir” yang jadi mempersamakan konsep
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hidup mereka. Tapi di balik persamaan tersebut, masih ada unsur-
unsur yang jadi pembeda. Mungkin karena faktor dominasi etnik
Bugis sehingga mematikan kreativitas etnik lain (wawancara, 17
November 2005).

(Tokoh masyarakat/Jawa)

Pada materi yang sama, beliau merasa prihatin atas tidak adanya
peluang yang sama yang harus dimiliki oleh etnik Mandar di tingkat provinsi.
Dikatakannya, mengapa harus ada pembedaan seperti itu, padahal waktu
saya bertugas di daerah Mandar, di wilayah itu interaksi orang-orang Mandar
dengan etnik lain sangat baik, tidak ada perlakuan orang Mandar
memarginalisasi etnik lain di daerahnya, mereka lebih terbuka pada etnik lain.
Misalnya, hubungan saya dengan orang-orang Mandar, walaupun sudah
lama pensiun, saya masih merasa menjadi bagian dari mereka sebagai
seorang Mandar, bersama dengan elite Mandar menjadi aktor pelaku dalam
pembentukan provinsi.

Tidak menguntungkan bagi komunitas Mandar, jika mereka tidak
berupaya untuk berdiri sendiri (baca: lepas dari Sulawesi Selatan), karena
selain tidak ada kesempatan yang diberikan kepada orang Mandar untuk
duduk pada jabatan politik, juga tidak ada distribusi yang baik ke daerah-
daerah. Dalam hal ini, memang pemerintah provinsi Sulawesi Selatan
kurang memberikan perhatian untuk kemajuan Mandar. Ketika Zainal Basri
menjadi gubernur selama dua periode mungkin hanya dua kali ke wilayah

Mamuju, sedangkan ke Majene dan Polmas tidak ada kunjungan khusus,

walaupun untuk pelantikan pejabat daerah.
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Mandar berbeda dengan Toraja. Daerah ini masih mendapat
perhatian, mungkin karena Toraja merupakan tempat wisata .yang baik di
Sulawesi Selatan. Akan tetapi Mandar juga dapat dikatakan sebagai
penghasil beras terbaik terutama di Polmas, atau di Mamuju yang memiliki
sumber daya alam yang dapat digali. Namun sampai saat ini belum ada
perhatian khusus untuk mengembangkan wilayah itu. Jadi jika ingin
mengembangkan sendiri lebih baik membentuk pemerintahan sendiri. Hal itu
guna memajukan daerahnya, dan Sulawesi Selatan harus “legowo”
menerima kenyataan keinginan etnik Mandar memajukan daerahnya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, analisis terhadap marginalisasi yang
dirasakan oleh etnik Mandar memperlihatkan beberapa hal penting. Pertama,
terdapat kesejangan dalam memperoieh kesempatan, akibat kultur yang
berbeda menandai interaksi di antara etnik tersebut. Distorsi kultural terjadi
karena adanya penyebaran pengaruh etnik ke masyarakat. Bagi Mandar,
untuk mencoba hidup di fuar wilayah etniknya masih belum meluas seperti
etnik Bugis, misalnya untuk melakukan perkawinan campuran di iuar
etniknya. Dalam hal ini, kesenjangan membuka peluang adanya kolonialisme
internal, dan situasi seperti ini telah ada sejak ada hubungan antar kerajaan-
kerajaan di Mandar dan kerajaan Bone, saat itu kerajaan Bone dengan
bantuan pemerintah Belanda menyerang, mengalahkan dan menaklukan
konfederasi kerajaan Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu di Mandar.

Pengalaman pahit akan ketertindasan Mandar tidak hanya pada masa
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kolonial, akan tetapi juga masa kekuasaan orde baru yang cenderung
monolitik yang pada akhirnya membangun frame rasisme institualisme.

Kedua, distorsi kultural yang merembet pada rasisme institusional,
ditandai dengan tindakan-tindakan kelompok mayoritas terhadap minoritas
yang secara tidak langsung dilembagakan. Misalnya, kelompok dominan
menciptakan berbagai aturan dan tatanan tertentu yang membatasi ruang
gerak kelompok subordinasi. Terhadap keadaan seperti ini, baik kelompok
mayoritas dan minoritas sama-sama terikat dalam suatu sistem masyarakat.
Dalam disertasi ini, ditemukan khususnya pada sumber-sumber politik,
contchnya, penempatan etnik lain untuk menggantikan wakil dari Mandar
untuk duduk di lembaga perwakilan atau mengurangi kesempatan etnik
Mandar duduk dalam lembaga perwakilan tersebut. Teriebih [agi, tidak ada
kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi gubernur di Sulawesi
Selatan, dengan melakukan rekayasa politik, etnik Mandar tidak dapat
peluang tersebut.

Ketiga, stereotif sangat mudah berkembang ketika interaksi antaretnik
berlangsung dengan praktek rasisme institusional. Kategorinya cenderung
pada stereotif sosial, yaitu penilaian yang terjadi manakala telah masuk pada
usaha evaluasi terhadap kelompok tertentu, dan telah meluas dan menyebar
pada kelompok sosial yang lain. Misalnya, pemahaman etnik-etnik lain
terhadap Mandar, yang secara sistematis menyebut bahwa Mandar

mengalami krisis identitas sehingga mengupayakan kembali identitas karena
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berada pada posisi minoritas dan termarginal. Dengan demikian, dipahami
bahwa stereotif yang dikenakan pada etnik Mandar tampaknya telah
tersistematis sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi sikap yang tertata

dengan baik.

2.2 Ketimpangan Pembangunan

Selain aspek politik yang dianggap pemicu persaingan (kompetisi) di
antara kelompok etnik di Sulawesi Selatan, aspek ekonomi juga dianggap
menjadi salah satu sumbernya. Dalam tataran ini, apek ekonomi dilihat
sebagai sesuatu yang nyata (ril), terutama terlihat pada ketimpangan
pembangunan infrastruktur.

Beberapa subjek penelitian dan informan ketika diwawancarai
menyatakan bahwa kebijakan pemerintah selama orde baru iebih
menguntungkan pusat yang cenderung sentralistik. Model kebijakan lebih
mengarah ke bentuk monopoli dan kurang menyentuh pada masyarakat
bawah, sehingga hanya lebih menguntungkan elite politik perkotaan.
Pernyataan itu dilontarkan oleh salah seorang unsur intelektual dalam bidang
ekonomi dan beliau adalah salah satu pencetus ide/gagasan pembentukan
propinsi. Kedudukannya sebagai sekretaris pembentukan provinsi Sulawesi
Barat, mengharuskannya mengetahui lebih banyak sumber daya manusia,
potensi alam dan kemampuan keuangan daerah Mandar. Dengan penuh

semangat beliau menyatakan :
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“Bahwa masalah ketimpangan hubungan pusat-daerah, pada
dasarnya akibat pelaksanaan kebijaksanaan- yang bias, yang
diskriminasi. Kebijakan itu menguntungkan pusat dan merugikan
daerah. Kebijakan industri skala besar lebih berbasis ke kota dan
mengabaikan daerah pedesaan. Aspek distribusi diabaikan
sehingga daerah terpuruk kurang mengalami kemajuan“
(wawancara, 15 oktober 2005).

(Elite Intelektual/pengusaha)
Ketika diwawacarai, pada saat yang sama, ada pengusaha muda dari

Mamuju yang kebetulan hadir. Kehadiran Sukardi membuat diskusi iebih
lama dan panjang, karena beliau putera dari salah satu penggagas
konstruksi, maka peneliti meminta menjadi salah satu informan dan beliau
bersedia untuk diwawancarai. Saat isue ini ditanyakan padanya,
pendapatnya sama dengan Naharuddin (sekretaris KAPP-Sulbar). Beliau
merasa kebijakan pemerintah kurang adil terutama yang terkait dengan
pelayanan administrasi bagi kelangsuﬁgan pembangunan infrastruktur,

beliau kemudian menuturkan :

“Selama ini model pembangunan yang kita jalankan lebih
mempraktekkan kemajuan daerah iokal, tapi dianggap belum
sesuai dengan program dari pusat. Budaya lokal yang dicoba
diterapkan di daerah kadang berbeda nilai dengan dari luar, daerah
seakan “andiang na rekeng® (tidak diperhitungkan) dari
pembangunan yang terpusat, segala sesuatu ditentukan oleh
pusat. Padahal kenyataan daerah memiliki keinginan dan program
yang sifatnya sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Ada
Bappeda tetapi malah mengikuti instruksi pusat. Apa yang menjadi
kehendak pusat harus jadi walaupun mungkin daerah kurang
berkenan. Padahal daerah adalah bagian integral provinsi dan
negara, hal itu perlu diperhatikan oleh pusat” (wawancara, 15
oktober 2005).

(Elite intelektual/ pengusaha)
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Model kebijaksanaan pemerintah yang demikian sebagian
menimbulkan kekecewaan dar para elite karena mereka menggangap hasil
yang dipercleh daerah tidak nyata keadilannya. Tanggapan vyang
dikemukakan oleh pengusaha ini, juga didukung dari pendapat pengusaha
muda dari Poimas. Saat ditemui dalam acara pertemuan Mandar malab’bi
beliau menuturkan:

“Sebenamya daerah memiliki sumber daya alam yang kaya,
jangan lihat seluruh Sulawesi Selatan, coba lihat calon propinsi
Sulawesi Barat. Misainya Mamuju, daerah itu memiliki luas
wilayah dan sumber daya alam yang cukup. Seperti sumber daya
hutan, jika dikelola secara optimal dan tidak ada campur tangan
pusat terhadap hasilnya maka kemungkinan dapat membiayai
pembangunan Sulawesi Selatan apalagi untuk provinsi Sulawesi
Barat nantinya. Tapi kita tidak boleh tinggi hati, karena hanya
dengan modal tersebut. Tetapi bagaimanapun juga sumber daya
itu diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan
daerah lokal khususnya Sulawesi Barat . Pemerintah pusat
seharusnya merespon hal itu. Belum lagi sumber daya dari Majene
dan Polmas, kalau hal itu juga dikelola secara optimal, dalam
kurung waktu yang tidak begitu lama Sulawesi Barat tidak harus
mendapat subsidi dari pemerintah pusat (wawancara, 15
September 2005)

(Elite Pengusaha)

Uraian dari pengusaha ini bukan tanpa alasan, karena merasa ruang
gerak dipersempit dalam melakukan perbaikan dan pembangunan
infrastruktur khususnya di Mandar, banyak ketentuan-ketentuan yang harus
diikuti, misalnya tender yang diajukan ke daerah, terlebih dahulu memasuki
pos-pos tertentu dengah memakan waktu dan biaya yang cukup panjang dan

biasanya menjadi beban dari para pengusaha.
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Kekayaan sumber daya alam di Sulawesi Barat, juga dituturkan
kembali oleh Naharuddin. Sebagai seorang yang banyak memantau kondisi
fisik daerah Mandar, beliau berkesimpulan bahwa :

“Sumber daya hutan Mamuju nantinya akan dijadikan sebagai salah
satu modai dalam upaya pembangunan Sulawesi Barat. Hal itu
periu pengelolaan yang cermat dani daerah serta distribusi hasil.
Pengelolaan itu akan optimal jika daerah diberikan kekuasaan untuk
memberdayakannya. inilah pentingnya otonomi daerah apabila
dikaitkan dengan keinginan pembentukan propinsi baru lebih
meminimkan ketimpangan pusat-daerah. Jadi slogan pusat adalah
pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat iebih konkrit
terlihat. {idem)
(Elite Intelektual/pengusaha)

Dituturkannya, saat ide pembetukan provinsi kembali didengungkan,
hal yang paling mendesak bagi masyarakat yang perlu dibenahi secepatnya
oleh pemerintah adalah pembangunan fisik. Kurangnya perhatian
pembangunan fisik, khususnya di Mamuju, menjadi penyebab tidak
tersentuhnya beberapa daerah dan kelompok masyarakat (suku terasing).
Dengan demikian diperlukan perhatian khusus untuk memajukan daerah
tersebut, pemerintah pusat dan lokal harus memiliki kepekaan terhadap
kehidupan masyarakat, jika diabaikan maka suku terasing tersebut tidak akan
maju.

Informasi juga berasal dari Fajar, salah seorang pengusaha yag telah

banyak melakukan usahanya di Sulawesi Selatan. Beliau melihat masalah

mendasar yang harus segera dibenahi dalam hubungan pusat daerah
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adalah keadilan dalam distribusi sumber-sumber ekonomi. Terkait dengan
pembentukan provinsi baru, ketika issue ini ditanyakan, befiau menuturkan:

“Daerah Sulawesi Selataan sebenarnya sangat kaya, begitu pula
ketiga kabupaten, Polmas, Majene dan Mamuju. Ketiga daerah
tersebut mempunyai potensi besar yang jika digabungkan dapat
melengkapi satu dengan lainnya. Polmas misalnya memiliki
potensi pertanian dan prospek pariwisata. Majene memiliki potensi
perikanan dan kerajinan tangan, dan Mamuju memiliki potensi
pertanian dan pertambangan yang masih terpendam. Tapi jika
melihat beberapa desa di daerah tersebut justru masih ada yang
miskin. Distribusi fasilitas pembangunan di Sulawesi Selatan
ternyata masih kurang, banyak daerah lain yang memiliki potensi
sama malah febih maju dibandingkan ketiga daerah ini. Saya
merasa belum cukup adil jika kita mengabakannya. Tetapi dengan
terbentuknya provinsi, saya rasa itu adil bagi Mandar” (wawancara,
26 oktober 2005).

(Pengusaha)

Dengan demikian, menurutnya adalah wajar jika ketiga kabupaten di
eks afdeling Mandar ingin mencoba mandiri dan bertanggung jawab terhadap
kemajuan daerahnya. Dalam hal ini, ketika ditanyakan perihal kemampuan
daerah di biidang keuangan, dengan tegas beliau dapat menilai kondisi

tersebut:

“‘Adanya ketimpangan hubungan pusat-daerah menjadi salah satu
faktor penyebab mengapa beberapa putra daerah eks afdeling
Mandar menginginkan distribusi kekuasaan untuk wilayah Sulawesi
Barat. Ketidakadilan yang kami rasakan, kesenjangan antar
daerah terlihat nyata. Sentralisasi berjalan, walaupun mereka
menyatakan dengan alasan bahwa kewenangan telah
sepenuhnya diberikan tapi prinsipnya belum berjalan. Sebenarnya
masalah ini tidak hanya menjadi masalah lokal tetapi juga menjadi
masalah nasional. Jadi hasrat untuk lebih mengedepankan
otonomi daerah dan indikator pusat —daerah yang seimbang
adalah langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah. Jika
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sekarang kita melihat bahwa memang PAD ketiga kabupaten
tersebut tidak mengcukupi atau menyatakan subsidi untuk ketiga
kabupaten tersebut belum terrealisasi untuk menjad propinsi,
belajar dari provinsi-provinsi baru yang awalnya memiliki kendala
yang sama dengan kami, maka kami tetap akan berjuang” (idem).

(idem)
Hal berbeda dilontarkan Aiimuddin Ak, seorang elite birokrat yang

mengabdi di Polmas kurang febih 30 tahun, sebagai orang yang duduk di
jajaran pemerintahan daerah, beliau merasa riskan jika diperdebatkan
masalah ketimpangan pembangunan di Mandar. Apa yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi menurutnya sudah maksimal, khususnya melakukan
distribusi pembangunan daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Kalaupun
belum tersentuh bukan berarti terjadi ketidakadilan, akan tetapi lebih baik jika
pemerintah daerah (kabupaten) berusaha dan menangani masalah
pembangunan dengan tetap berkoordinasi:dengan pemerintah provinsi.

“Ketidakadilan jangan menjadi isue sentral yang diperdebatkan,
sebaiknya lebih mempertimbangkan hal yang lain. Jika menurut
saya, ketiga kabupaten tersebut berada dalam Hukum Alam, siapa
dekat api pasti panas. Maksudnya, bahwa daerah yang dekat pusat
dalam jarak pasti iebih cepat untuk berkembang dibandingkan
dengan daerah terpencil. Jadi bukan karena pusat tidak
memperhatikan tetapi pemerataan pembangunan dilakukan secara
bertahap. Tidak seimbang itu pantasnya dinilai dar sisi pelayanan
karena pelayanan yang dekat lebih baik dibandingkan dengan yang
jauh. Keadilan sebaiknya diartkan sebagai perwujudan hak dan
kewajiban, hak dapat dituntut dan harus diseimbangkan dengan
kewajiban” (wawancara, 18 November 2005).

(Elite Birokrat)

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 258

Menyoroti  ketidakaditan dari  segi ekonomi, beliau tidak
memandangnya secara spesifik, menurutnya:
“ Aspek ekonomi sebenarnya tidak bisa dlihat sendiri, guna
memahami keinginan masyarakat Mandar untuk membentuk
propinsi perlu dikaitkan dengan aspek lain, misalnya historis
dan politik . Sebenarnya Aspek historislah yang paling utama
yang mendasarinya lalu terikut aspek lain  sebagai satu
kesatuan yang tidak harus diartikan sendiri-sendiri. Dengan
pembentukan provinsi Sulawesi Barat ibarat ada embrio baru,
untuk kemudian berkembang menuju dewasa. Akhirnya
dimungkinkan memisahkan diri. Hal itu berarti membuat
daerah lebih mandiri dan mempu membuat kebijakan sesuai
dengan kebutuhannya”.
{Idem)

Dari beberapa pernyatan informan di atas, dapat simpulkan bahwa
pembenahan sistem pemerintahan yang sentralistik ke distribusi kekuasaan
ke daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah diusahakan menghindari
ketimpangan pusat-daerah yang lebih tajam, termasuk di dalamnya upaya
mengoptimalisasikan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia
yang ada di daerah.

Dari observasi yang dikumpulkan, terlihat bahwa ketimpangan
pembangunan terutama melihat pada hasil pembangunan fisik (infra struktur).
Ketimpangan pembangunan tersebut contohnya dapat dilihat pada
pembangunan jalan dan jembatan jalur trans Sulawesi, dari ibukota
kabupaten Majene hingga ke ibukota kabupaten Donggala (Sulawesi

Tengah), sarana transportasi belum dapat diselesaikan. Padahal

pengerjaannya sejak tahun 1980 dan kondisi makin memprihatikan. Seperti

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 259

yang diungkap salah satu tokoh masyarakat di Majene, beliau menuturkan
bahwa kondisi jalan trans Sulawesi tersebut sangat memprihatinkan, apalagi
dengan kondisi jembatan yang sempit dan sudah tua. Padahal sebagian
jalan negara seharusnya sudah harus tuntas sejak berakhirnya era PJPT II.
Apalagi volume kendaraan sekarang yang melintasi jalur ini semakin
meningkat dengan terbuknya jalur barat trans Sulawesi sebagai jalur yang
lebih dekat ke kawasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, maka
percepatan pembangunan jalan ini tidak dapat ditangguhkan lagi.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa jarak antara Majene
dan Mamuju idealnya membutuhkan waktu tempuh kurang dari 3 jam bila
kondisi jalanan baik. Namun karena jalan yang belum baik maka jarak antara
maka antara kedua kabupaten tersebut ditempuh selama $ jam, di mana
berjaraknya kurang lebih 141 km. Sementara itu, jalur dari kabupaten
Mamuju ke kabupaten Donggala membutuhkan waktu sehari semalam,
sedangkan jarak antara kota ini hanya kurang lebih 320 km.

Persoalan transportasi darat juga terjadi di daerah kabupaten Polmas
(sekarang Polman) khususnya pada jalur Polewali ke beberapa kecamatan
pegunungan yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Tana
Toraja. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti
hasil hutan, perkebunan dan pariwisata kurang dapat berkembang dengan
baik karena sarana dan prasarana transportasi yang tidak memadai,

sehingga masyarakat di wilayah itu berada dalam situasi yang sangat
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terisolir. Untuk menuju ke ibukota kabupaten Polewali dengan barang
bawaan hasil buminya mereka harus mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu
untuk sekali jalan, karena daerah mereka hanya dapat dilewati dengan mobil
hartop atau jep.

Selain sarana dan prasarana transportasi darat yang timpang,
transportasi laut juga mengalami hal yang sama. Walaupun Mamuju telah
memiliki pelabuhan fery yang menghubungkan Mamuju dengan Balikpapan
Kalimatan Timur lewat pelabuhan Simboro dan pelabuhan Belang-belang
sebagai pelabuhan Samudera, bidang ini masih dianggap tidak maksimal.
Secara khusus pelabuhan Belang-belang memiliki potensi yang besar
ternyata hanya disinggahi kapal pelni sekali sebulan. Begitu pula dengan
jalur pelayaran yang kurang maksimal karena tidak melewati jalir-jalur vital
untuk masyarakat Mamuju ke Surabaya, namun justru melewati jalur yang
kurang efektif seperti harus ke Kupang atau daerah Timur yang lain baru
menuju Jawa. Padahal kondisi objektif masyarakat Mamuju umumnya masih
banyak yang ke Makassar baik untuk urusan bisnis maupun yang lainnya.
Dengan adanya jalur pelayaran langsung akan menjadi alternatif untuk
mengadakan perjalanan. Begitu pula masyarakat Mamuju yang juga banyak
berasal dari transmigrasi asal Jawa akan lebih efektif bila langsung menuju
Surabaya.

Berkaitan dengan masalah pelabuhan Belang-belang, sebagai satu-

satunya andalan kawasan ini sangat perlu dikembangkan sebagai sarana
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transportasi. Salah satu pengusaha mengatakan apabila dibandingkan
dengan potensi yang sama di daerah lain pelabuhan Belang-Belang sebagai
satu-satunya andalan semestinya cepat dibenahi tetapi ternyata pelabuhan
Belang-belang belum mendapat perhatian seperti pelabuhan yang lain.
Pandangan ini menujukkan bahwa kawasan ini memang selalu menjadi
prioritas terakhir bila dibandingkan dengan kawasan lain

Permasalahan infrastruktur yang masih sangat tertinggal, kondisi ini
harus segera dituntaskan, mengingat banyaknya unsur yang dapat dirugikan
jika tidak secepatnya ditangani. Menurut salah satu birokrat, pembangunan
fisik terutama dalam infrastruktur bagi kawasan ini juga menjadi penyebab
kurangnya kunjungan pejabat-pejabat tinggi pemerintah negara. Gubernur
Palaguna pada periode kedua jabatannya disinyalir hanya sekali berkunjung
ke Mamuju itupun datam rangka pelantikan Bupati Mamuju. Begitu juga
Presiden dan wakilnya, hanya Megawati yang datang ke daerah Polmas.

Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur selain berpengaruh
pada terhambatnya percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi juga
pengembangan sumber daya manusia. Salah satu indikasi adalah masih
kurangnya sarana persekolahan di daerah ini. Di Majene misalnya dari

empat kecamatan sekolah menengah atas masih hanya ada di kota
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kabupaten, dan baru tiga tahun ini ada di salah satu kota kecamatan setelah
lama tertunda &, |

Dari paparan tersebut, maka ada keinginan masyarakat Mandar untuk
mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan,
mereka berharap agar dapat menjadi wilayah mandiri dan mengembangkan
segala potensi daerahnya sendiri. Hal ini seperti yang sama diungkapkan
dari penggagas ide serta pelaku konstruksi identitas, sewaktu kongres
masyarakat Mandar di Majene mengatakan, “bahwa keinginan membentuk
propinsi karena pemerintah pusat kurang perhatian terhadap rakyat Mandar.
Disamping itu, bahwa rakyat Mandar ingin mandiri dan memajukan
wilayahnya seperti daerah yang lain®.

Uraian di atas menunjukkan, selain dominasi politik, ketimpangan
pembangunan juga mewakili perasaan etnik Mandar sebagai etnik yang
termarginal dan daerah yang tertinggal. Perasaan atas pembedaan yang
dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada wilayahnya, menggerakkan
sekelompok elite yang mengatasnamakan etnik untuk menempatkan Mandar
sejajar .dengan etnik lain di Sulawesi Selatan, dengan pembentukan provinsi

Sulawesi Barat.

# Diramu dari beberapa informasi yang diperoleh dalam Muliadi, Tesis “Gerakan Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat, 2001, juga dapat dilihat dalam Gustiana A Kambo, Tesis “Perjuangan Eks
Afdeling Mandar Dalam Proses Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, 2002,
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Pembentukan provinsi baruy, pada dasarnya merupakan masalah
yang terkait pada hubungan pusat dan daerah, persoalan yang berimplikasi
pada kecendrungan praktek sentralisasi dan desentralisasi. Paham negara
demokrasi yang kita anut, memperlihatkan adanya campur tangan yang
begitu luas dari pemerintah pusat dalam kegiatan kemasyarakatan, termasuk
dalam penyelenggaraaan pemerintahan di daerah. Campur tangan ini
menuntut hal-hal seperti prinsip "equal treatment”, “equal service” “equal
profection”, dan lain-lain yang membutuhkan berbagai keseragaman atau
uniformitas pengaturan dan pengelolaan { Manan, 1994: 4)

Kondisi demikian menjadi keinginan kuat membentuk wilayah yang
otonom bagi Mandar, selain itu pula dipicu adanya krisis yang sampai awal
tahun 2001 belum teratasi. Konflik vertikal menunjukkan makin tingginya
resistensi daerah atas sentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat, meski
orde telah berubah. Sekurang-kurang, dalam disertasi ini, dapat
dikategorikan tiga hal penting yang memicu resistensi: Pertama, selama ini
daerah merasa diperlakukan secara tidak adii oleh pemerintah pusat, lebih
sering takluk di bawah kehendak pusat dan terkadang terjadinya pelanggaran
—pelanggaran yang tidak terselesaikan di berbagai daerah. Kedua,
terkurasnya sumber daya alam sebagai kekayaan utama daerah, karena
lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat/provinsi tanpa

kesepakatan daerah. Ketiga, kurangnya perhatian pemerintah, khususnya
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dalam distribusi pembangunan infrastruktur, tidak diQangun dengan tuntas,

dan semakin menjadj beban daerah dan masyarakat.
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BAB IV

PROSES PEMBENTUKAN PROPINS| SULAWESI BARAT
SEBAGAI PROJECT IDENTITY DARI KONSTRUKSI SOSIAL

Identitas etnik adalah suatu proses pengukuhan atau penciptaan
terhadap suatu nilai-nilai atau simbol-simbol etnik yang mendasari suatu
sistem. Proses itu dapat terbentuk lewat interpretasi realitas fisik dan sosial
sebagai atribut-atribut etnik. Identitas etnik yang terinternalisasi dalam
tindakan memiliki makna yang sangat penting karena dibutuhkan seseorang

atau kelompok dalam mengaktualisasikan apa yang menjadi problem dalam

dirinya. Aktualisasi problem biasanya dilakukan dengan tindakan. Tindakan
dalam pencipataan identitas etnik merupgkan bagian dari tindakan luar yang
mengikutsertakan tindakan dalam dirinya yang tersembunyi. Dalam hal ini,
identitas etnik dipandang sebagai suatu tindakan yang bermakna pada peran
yang dibangun oleh seseorang atau kelompok untuk menentukan ranah
kekuasaan etniknya.

Penentuan ranah kekuasaan etnik merupakan bagian dari akfifitas
politik. Aktifitas ini biasanya dilakukan secara sadar dan selalu menyediakan
waktu dan ruang yang lebih konstan untuk bertindak dan berpikir demi
identitas mereka. identitas etnik tersebut dibentuk daiam aksi-aksi politik.

Segala hal yang terkait dengan aksi-aksi politik yang dijalankan oleh aktor
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selalu menunjukkan identitas etniknya. Identitas etnik itu dijadikan sebagai
jembatan untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam tahap ini, penulis akan memaparkan aktor-aktor yang
mengkonstruksi identitas etnik Mandar. Dalam hal ini, konstruksi identitas
etnik dibangun sebagai kesadaran politik individu atau kelompok untuk
melakukan tindakan menempatkan posisi terbaik bagi etniknya. Apa yang
dilakukannya setidaknya merupakan upaya untuk menemukan kembali (re-
invention) identitas yang telah mengabur.

Secara khusus, bagian ini akan membahas empat hal yang terkait
dengan konstruksi identitas Mandar, terutama dalam pembentukan provinsi
Sulawesi Barat. (1) tahapan sejarah konstruksi identitas, (2) proses
konstruksi identitas dan aktor yang berperan di dalamnya, (3) polemik setelah
provinsi terbentuk, dan (4) posisi elite pejuang dan penerus konstruksi.
Pendekatan yang dipakai dalam membahas ke-empat hal tersebut dengan
membandingkan apa yang telah dilakukan oleh elite pejuang (penggagas)
dan apa yang dilakukan oleh elite intelektual dalam merealisasikan gagasan

pembentukan provinsi.

A. Tahapan Sejarah Konstruksi Identitas Etnik Mandar
Konstruksi identitas etnik Mandar lewat penguatan pembentukan
provinsi, pada dasamya berkembang dari ide atau pemikiran yang tidak

hanya terjadi saat reformasi, tetapi juga sebelum reformasi. Sebenarnya

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 267

tahap pertama pemikiran itu dimulai sejak awal kemerdekaan dan bertanjut
pada tahap berirkutnya hingga terbentuknya provinsi Sulawesi Barat. Semua
tahap pembentukan provinsi tersebut, pada dasarnya diilhami dari keinginan
yang kuat untuk membentuk wilayah itu sebagai daerah otonom yang berdiri
sendirt. Dalam otonomi daerah diberikan kebebasan untuk berprakarsa dan
berinisiatif mengolah dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.
Karena itu dalam daerah otonom dituntut adanya kebebasan dan
kemandirian. Tanpa kebebasan dan kemandirian sulit ditemukan daerah
otonom yang sesungguhnya.

Bertitik tolak dari kebebasan dan kemandirian tersebut, maka
beberapa tokoh (elite-elite pejuang) telah beberapa kali mencoba
menempatkan posisi etnik Mandar untuk .dapat disegani dengan etnik lain di
Sulawesi. Hal itu direalisasikan melalui tahapan-tahapan konstruksi.
Tahapan tersebut berdasarkan pemyataan para elite pejuang yang kemudian
menjadi persepsi umum di kalangan masyarakat Mandar. Tahapan itu
didikategorikan dalam lima tahap, yang dicirikan berdasarkan fenomena yang
mengikutinya, yaitu:

1. Tahap tercetusnya ide dan gagasan (Agustus 1945).

Tahap ini merupakan tahap awal, karena kategori konstruksi identitas
masih dalam bentuk ide atau pemikiran para elite pejuang kemerdekaan di
Wilayah Mandar. Artinya konstruksi mereka masih terbatas dalam bayang-

bayang atau pikiran elite pejuang Mandar Salah satu di antaranya adalah
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H.A. Malik Pettana Endeng sebagai pemuda pejuang saat itu. Adapun
catatan pentingnya, sebagai alat penggerak bagi pemuda Mandar saat itu
yaitu:
“Jika pada suatu saat nanti Indonesia merdeka, maka wilayah
konfederasi kerajaan Pitu Ba’bana dan Pitu Ulunna Salu akan
menjadi satu Kresidenan atau provinsi sendiri dan otonom.
Karena konfederasi ini merupakan bentuk kejayaan kerajaan-
kerajaaan Mandar yang harus dibentuk kembali sebagai wilayah
yang diperhitungkan. Selain itu, wilayah ini sangat kaya dan
berpotensi, pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini dan
mengupayakan kembalinya Mandar [agi”.
(Elite penggagas)

Elite pejuang itu memiliki pemikiran awal untuk memberikan kesadaran
bagi elite pejuang selanjutnya sehingga dapat memberikan pemahaman yang
kuat tentang arti pentingnya Mandar bagi mereka. Walaupun masih dalam
tataran pemikiran, tetapi setidaknya pemikiran dasar yang dikembangkan
oleh Malik Pettana Endeng menjadi kesadaran awal pada elite-elite yang
melanjutkan gagasan itu.

Pemikiran elite itu tidak mendapat respon yang positif pemerintah saat
itu. Kenyataannya setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan rapat
tanggal 19-08-1945. Dalam rapat tersebut hanya membagi Indonesia ke
dalam delapan provinsi saja, yakni: provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Etnik Mandar

tidak berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Etnik Mandar menjadi bagian

dari provinsi Sulawesi.
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2. Tahap yang dijembatani oleh organisasi Bapnas (17 Agustus 1948)

Tahap ini juga disebut sebagai tahap kedua, konstruksi identitas masih
dalam masa pemerintahan Negara indonesia Timur. Saat itu beberapa
kekuatan sosial polittk di wilayah Mandar bersatu pada satu rencana
persiapan pembentukan keresidenan/provinsi. Rencana itu kemudian
difasilitasi oleh satu organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan
Bapnas yaitu Badan Permufakatan Nasional. Organisasi itu dibentuk pada
tanggal 17-08-1948, berkedudukan di Majene, pembentukan organisasi itu
mendapat dukungan vang sangat kuat dari Partai Syarikat Islam (PSl) dan
Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).

Organisas itu kemudian dipimpin oleh salah satu elite pejuang, yaitu
Wahab Anas, saat itu dia dianggap tokoh. yang sangat militan dan getol untuk
merealisasikan rencananya, di lain tempat, khususnya di Balanipa (Sekarang
Tinambung), elite elite pejuang KRIS MUDA Mandar terdiri dari H. Abd. Malik,
H.Riri Amin Daud, Rahman Tamma juga berpikir untuk segera membentuk
propinsi. Konstruksi itu dianggap sebagai lanjutan dari pemikiran dan
gagasan H.A. Malik Pettana Endeng. Pernyataan Wahab Anas saat itu

“Pada saat itu saya membantu Puang Malik memperjuangkan cita-
cita murni tersebut. Yang paling bersejarah pada perjuangan ini,
adalah saat puncak perjuangan, dimana diadakan musyawarah
daerah di Arajang Tinambung dan berhasil membentuk formatur

Pembentukan Pemerintah Darurat R.| provinsi Sulawesi Barat “.

(Elite pejuang)
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Kelanjutan konstruksi itu tidak memperoleh hasil yang memuaskan.
Kecuali suatu babak baru yang kelam menyelimuti eks afdefing Mandar.
Walaupun berhasil merebut opini secara luas dan Bapnas telah berhasii
mensosialisasikan pemikiran dan gagasan tersebut ke masyarakat, tetapi
pada saat bersamaan muncul pula Pemerintah Darurat di Pamboang dan
mengangkat Djuhaeni Ahmad sebagai gubernur militer. Hal itu menjadi
sebuah dilema bagi masyarakat.

Muh. Riri Daud dengan rasa kecewa mengisahkan kembali peristiwa
pertemuan dengan pejabat pemerintah masa itu :

“Saat itu saya bersama Abd. Malik, Abd Rauf dan Makkaraeng,
Hamzah Tumpu melakukan pertemuan dengan Ketua Badan
Pekerja KNIL di akting Presiden R.I Mr. Assaat dan Menteri Dalan
Negeri M. Susanto Tirtoprojo dan menyetujui pembentukan
Propinsi Sulawesi Barat dimana menunjuk HA. Malik sebaga
Residen Sulawesi Barat, namun keinginan pada saat itu belum
juga menjadi kenyataan. Kami berdua juga tidak diberi alasan
mengapa perjuangan kami masih ditunda, tapi disinyafir bahwa
akibat kondisi politk dan keamanan yang kurang stabil akhimya
menunda pembentukan Sulawesi Barat’.

(Elite pejuang)

3. Tahap dualisme kepemimpinan sipil-militer (1950)

Tahap ini merupakan tahap ketiga, berkisar tahun 1950-1965, waktu
itu terjadi pemberontakan Kahar Muzakkar. Seperti wilayah lain di Sulawesi,
wilayah Mandar juga terimbas dan praktis terisolasi dari pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat. Sebagian besar Polmas, Majene, dan Mamuju

menjadi daerah defakto DI/TIl (Darul Islam/Tentara islam [ndonesia),
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sehingga terjadi dualisme pemerintahan. Kondisi itu semakin buruk ketika
pemerintah wilayah itu berada dalam keadaan darurat perang. Adanya
dualisme kekuatan yang berlangsung antara sipil-militer yang pada saat itu di
pimpin oleh Letkol A. Selle yang sudah beriangsung sejak awal tahun 1954.
Kapten A. Selle merupakan salah satu bawahan Kahar Muzakkar yang
tergabung dalam Corps Cadangan Nasional, dan menjadi orang pertama
masuk bergabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
Menurut catatan sejarah, Kapten A Selle adalah pemimpin yang selalu
menjaga hubungan baik dengan anak buahnya. Beliau memakai gaya
kepemimpinan sebagai pelindung dari sistem feodalisme ( Gonggong, 183),
dengan mempraktekkan kepemimpinan yang menggambarkan gaya feodal.
Selain mempertahankan hubungan dengan bawahan, beliau juga membentuk
beberapa batalyon cadangan dengan biaya sendiri. Gaya kepemimpinan itu
dilaksanakan dengan mengeksploitir beberapa sumber daya alam yang ada
di wilayah Mandar sehingga masyarakat Mandar melakukan eksodus ke
Pare-pare, Makasssar, Kalimantan, dan Jawa. Tokoh-tokoh Mandar saat itu
tidak mampu berbuat banyak selain menunggu momentum perubahan.
Dinamika politik demikian memicu gerakan pemuda untuk membentuk
Front Pembebasan Rakyat Tertindas Mandar (FPRTM) yang bertujuan
mengakhiri dualisme kekuasaan melalui penghapusan kekuasaan A. Selle di
wilayah Mandar, karena banyak melakukan pelanggaran hak azasi manusia.

Tokoh yang terlibat dalam tahap ini antara fain: H.A. Depu, Baharuddin
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Lopa, Husni Djamaluddin, S. Mengga, Muh Riri Amin D, A. Syaiful Sinrang

dan lain-lain. Hal itu dituturkan oleh elite pejuang sebagai berikut:

“Perjuangan Front ini mendukung pada dua hal yaitu pengakhiran
kekuasaan dualisme Letkol A. Selle pada tahun 1964 dimana dia
dinonaktifkan serta perjuangan untuk mengusahakan pemekaran
wilayah provinsi dimana peluang swatanira Tingkat | Mandar saat
itu sangat terbuka dan berpeluang untuk menjadi sebuah provinsi,
namun tahun 1959 wilayah mandar swatantra Mandar malah
dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Polmas Mejene dan
Mamuju dan bukan sebuah provinsi. Kemudian pada tahun 1960,
Front perjuangan ini membentuk Dewan Perjuangan Pembentukan
Provinsi Dati | Mandar, akan tetapi belum berhasil karena
pemerintah sibuk dengan perjuangan pembebasan Irian Barat,
sehingga sosialisasi perjuangan secara lokal kurang dapat
dilaksanakan “.
{Tokoh Adat/ Budayawan)

Senada dengan itu seorang tokoh intelektual yang ikut bergabung

dalam perjuangan itu membenarkan pemnyataan di atas. Dengan penuh

kehati-hatian beliau menuturkan apa yang pernah dialaminya:

Disertasi

“Beberapa orang yang masuk dalam kelompok kami seperti
Baharuddin Lopa, Andi Mappatunru, S . Mengga dan yang lainnya
berpandangan bahwa untuk menghilangkan pengaruh kekuasaan
yang sentralistk, kami mengusulkan penghapusan daerah
swantantra Mandar untuk kemudian di mekakarkan menjadi tiga
kabupaten, dengan maksud agar nantinya mudah untuk menjadi
sebuah provinsi sehingga akhirnya kami membentuk Dewan
Perjuangan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat | Mandar
sebagai wadah tempat kami melakukan perjuangan. Dewan kami
berkerja dengan maksimal, tetapi saat itu kami tidak memperoleh
perhatian yang besar dari pemerintah, suara kami tidak
didengarkan karena saat itu, pemerintah masih sibuk membenahi
pembebasan daerah Irian Barat. Dan alasan yang sangat kuat,
bahwa pemerintah belum bisa merespon akibat situasi politik dan
keamanan yang kurang kondusif untuk segera daerah Mandar
menjadi provinsi baru”.
(Elite int/pejuang)
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Pemerintah saat itu menganggap bahwa eks afdeling Mandar belum
layak menjadi sebuah provinsi dan untuk meredam kekecewaan barisan
pemuda maka tokoh Muda Baharuddin Lopa diangkat menjadi Bupati
Majene, H. A. Paccoba sebagi Bupati Mamuju serta A. Hasan Mangga
menjadi Bupati Polmas. Menurut Baharuddin Lopa (dikutip oleh Hasanuddin
dkk, 2000) bahwa pengangkatan dirinya menjadi Bupati Majene dengan cara
dispensasi (karena saat itu beliau belum cukup umur), pengangkatannya
dimaksudkan untuk membawa misi penegakkan pemerintahan yang taat
pada azas sekaligus untuk mengimbangi kekuasaan dualisme A. Selle yang
menyimpang dari tugas kemiliteran, sekaligus mengupayakan keamanan
wilayah pemerintahannya.

Pengangkatan itu menunjukkan . bahwa mereka bertigalah yang
menjadi Bupati pertama di tiga kabupaten yang dimekarkan, dan saat itu
onder afdeling Mamasa luput dari pemekaran, wilayahnya tidak
dikembangkan menjadi satu kabupaten, tetapi masuk menjadi bagian
dengan kabupaten Dati Il Polewali Mamasa.

Selama beberapa tahun, ketiga kabupaten tersebut kurang dapat
berkembang dengan baik. Hal itu disebabkan kondisi daerah yang belum
normal. Saat yang sama, ada isyarat pemerintah pusat mengakomodasi
aspirasi pemekaran terutama di Sulawesi selatan dan Tenggara, yang

akhirnya memacu kembali para tokoh-tokoh Mandar untuk mengkonstruksi
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kembali pemikiran dan tindakan agar Mandar dapat ditetapkan sebagai satu
propinsi yang mandiri.

4. Tahap difasilitasi organisasi lintas kabupaten MSSC “Mandar Study
and Sport Club” (1965).

Tahap keempat dimulai sejak runtuhnya Orde lama, konstruksi kembali
diupayakan oleh elite-elite yang sama pada tahap sebelumnya serta
ditambah dari beberapa mahasiswa Mandar yang menimba ilmu di perguruan
tinggi di Makassar. Saat itu mulai terbentuk organisasi-organisasi
kemasyarakatan dari Mandar, ada yang mewakili dari tiap kabupaten, bahkan
ada juga yang mewakili dari tiap-tiap nama kerajaan-kerajaan dulu, seperti
kerukunan masyarakat Mandar Majene (K3M) dan Himpunan Mahasiswa
Balanipa (HMB).

Menurut salah satu elite pejuang i/ang saat terlibat dalam konstruksi

menuturkan :

“Sebenarnya pemikiran dan perjuangan untuk pembentukan
provinsi Sulawesi Barat sudah ada sejak Orde lama hingga
zaman Orde baru, akan tetapi di setiap tahap perjuangan tidak
pernah ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah
karena tuntutan tidak prioritaskan. Padahal pemerintah dulu
menjanjikan bahwa ketujuh daerah afdeling di Sulawesi
semuanya akan menjadi daerah provinsi “.

(Elite pejuang)

Zaman Orde baru ditandai dengan terbentuknya organisasi yang
mengatasnamakan Polmas, Majene dan Mamuju sebagai organisasi lintas

kabupaten. Salah satu organisasi ini adalah “Mandar Study and Sport Club
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(MSSC)", yang dibentuk tanggal 10 November 1964. Melalui organisasi ini,
muncul gagasan ke arah kesadaran baru untuk bangkit membangun kembali
Mandar seperti yang telah dipikirkan dan diperiuangkan oleh tokoh-tokoh
pencetus gagasan sebelumnya dan tetap mendesak pemerintah pusat agar
dengan cepat menjadikan wilayah Mandar menjadi sebuah provinsi .

Pelaku konstruksi dengan rasa kecewa mengisahkan peristiwa
gagalnya perjuangan tahap keempat. Dia merasa pemerintah kurang peduli
terhadap aspirasi masyarakat Mandar, saat itu beliau mengisahkan :

“Penggagas dalam studi Mandar itu diprakarsai oleh tokoh muda
Ma’'mun Hasanuddin. Walaupun telah bekerjasama dengan tokoh
tokoh sebelumnya. Namun pemerintah tidak juga memperhatikan
tuntutan pembentukan provinsi, dimana didukung oleh Perda No
2/1964 dan UU No. 13/1964 bahwa provinsi Sulawesi Sulawesi
Sefatan Tenggara hanya dibagi dalam dua provinsi yakni
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sementara Sulawesi
Barat masih ditunda padahal kenyataan di lapangan bahwa eks
afdeling Mandar lebih layak menjadi sebuah provinsi
dibandingkan dari sulawesi Tenggara saat itu dan ada
kecendrungan dari pemerintah untuk tidak mau melepaskan
Mandar sebagai satu provinsi’.

(Elite int/ pelaku)

Kekecewaan intelektual itu sangat mendasar, karena pemerintah telah
menjanjikan bahwa Mandar akan menjadi provinsi sendiri dari pemekaran
Sulawesi Selatan dan Tenggara. Tapi kenyataannya, Mandar masih tetap
menjadi bagian dar Sulawesi Selatan. Hal itu menumbuhkan kekecewaan
yang mendalam dari sebagian masyarakat, karena sebenarnya Mandar lebih
layak untuk dimekarkan dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara, kalau

ditinjau dari aspek kesiapan infrastruktur dan sumber daya, akan tetapi kalau
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ditinjau aspek wilayah pelayanan Sulawesi Tenggara tergolong sangat jauh
dari ibukota provinsi, sehingga yang lebih cepat dimekarkan menjadi provinsi
sendiri adalah Sulawesi Tengggara.

5. Tahap perjuangan antara elite tradisional (pejuang) dan elite intelektual
(1998)

Merupakan tahap kelima, sebagai tahap lanjutan dari upaya yang
dilakukan oleh elite-elite Mandar yang sejak tahun 1964 ingin membentuk
provinsi, akan tetapi tidak mendapat respon dari pemerintah. Tahap itu
sebagai upaya puncak dan merupakan gabungan pemikiran pembentukan
provinsi Mandar (Suiawesi Barat) dalam proses yang cukup lama. Kegagalan
upaya pembentukan provinsi berfangsung hampir tiga puluh tahun, dan sejak
itu tidak ada lagi aspirasi terbuka yang menuntut perubahan politik dan
pemerintahan, termasuk aspirasi pemek:aran wilayah. Hal itu disebabkan
karena pemerintah pusat menjalankan sistem pemerintahan yang cenderung
sentralistik, sehingga aspirasi daerah kurang diperhatikan, termasuk aspirasi
pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah hanya dibenarkan jika benar-benar
dipandang periu itupun hanya terbatas pada pemekaran
kabupaten/kotamadya saja.

Pembentukan provinsi ke 27 Timor Timur, pada masa orde baru
bukan disebabkan adanya pemekaran wilayah, tetapi lebih merupakan
pengintegrasian wilayah bekas jajahan Portugal ke dalam negara kesatuan

Republik Indonesia. Pembatasan pemekaran wilayah karena setiap wilayah
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yang terbentuk itu membebani anggaran pendapatan dan belanja Negara,
sebab setiap kabupaten baru terbentuk itu akan membebani APBN seperti,
gaji pegawai, tunjangan jabatan Bupati, kepala Dinas dan tunjangan-
tunjangan lainnya.

Tahap kelima merupakan gabungan pemikiran dari elite, yaitu elite
intelektual dan elite pejuang. Elite pejuang adalah mereka yang masuk
sebagai kategori pengagas pemikiran tahap awal, mereka kemudian berjuang
dalam tahap-tahap berikutnya dan telah menanamkan pemikiran untuk
membentuk provinsi. Sedangkan elite intelektual adalah mereka yang
kemudian mengkonstruksi ulang pemikiran dan ide-ide dari elite pejuang.
Gabungan dua kelompok elite ini membentuk sebuah forum yang disebut
dengan forum Sipamandar, forum yang:mengatasnamakan dirinya seperti
nama awal dari kata Mandar, yaitu saling menguatkan. Forum itu sebagai
media komunikasi dan partisipasi masyarakat Mandar. Forum itu dibentuk
oleh para pemimpin organisasi kemasyarakatan Pemuda. Orientasi forum itu
lebih banyak berkiprah sebagai forum antar tiga kabupaten dan bebas dari
kegiatan politik, sehingga forum itu hanya memfasilitasi kegiatan
kemasyarakatan, kemahasiswaan dan kepemudaan yang arahnya adalah
pada peningkatan sumber daya manusia.

Organisasi kemasyarakatan dan pemuda mahasiswa yang membentuk
forum ini adalah, Kerukunan kekeluargaan Masyarakat Mandar Polmas

(KKM-MP), Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mamasa (KPM-PMM),
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lkatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Majene Mandar {IPPMIM), Perhimpunan
Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mamuju (HIPERMAJU), dan Persatuan
Keluarga Mamuju (PERSUKMA). Selain itu, forum ini juga beranggotakan
elite-elite yang berpengaruh di Mandar, antara lain: H.A Mappatunru, Husni
Djamatuddin, Prof. Dr. Darmawan MR, Andi Maksum D’ai, H. Borahima,
Mahmud Hadjar, Rahmat Hasanuddin, Ma'mun Hasanuddin dan sejumiah
elite yang lain.
Salah satu anggota menyebutkan:
“Forum ini membentuk presidium yang terdiri dari tiga anggota
presidium yang secara bergiliran menjadi ketua masing-masing
Husni Djamaluddin (Polmas), Asnawi Parampasi (Mamuju) dan
Prof. Dr. Amin Abdullah (Majene). Karena sesuatau hal kemudian
ketua presedium dari Majene digantikan oleh Rahmat Hasanuddin
yang juga putera daerah Majene. Harapannya bahwa ketiganya
mewakili aspirasi dari tiga kabupaten yang ada di Mandar”.
(Elite int/pelaku)
Aktifitas forum itu diwakilkan kepada Ma'mun Hasanuddin sebagai
ketua harian dan H. Borahima selaku sekretaris Jendral. Selama kurun waktu
sejak berdirinya forum ini sampai tahun 1997, pemikiran untuk membentuk
provinsi masih diobsesikan dalam tataran wacana politik dalam bentuk
diskusi dan sarasehan. Tahap itu menempatkan idealisme dan aspirasi
pembentukan provinsi Sulawesi Barat berada pada keinginan yang kuat

untuk secepatnya dikonstruksi kembali, sebagaimana pemikiran elite-elite

sebelumnya. Atas dasar pemikiran mereka harus dilaksanakan dengan
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tindakan yang konkrit, mengingat ada peluang yang telah diberikan
pemerintah dengan undang-undang otonomi daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam
forum Sipamandar belum berhasil. Hal itu disebabkan masih kuatnya
cengkraman orde baru dalam melakukan pembatasan pemekaran wilayah.
Akan tetapi forum Sipamandar bangkit kembaii ketika kekuasaan orde baru
runtuh, diganti dengan orde reformasi.

Euforia reformasi telah mengoyahkan pemerintah pusat sehingga
sistem pemerintahan sentralistik berubah menjadi ke arah yang lebih
desentralisasi. Gerakan desentralisasi dan otonomi daerah dikumandangkan
diberbagai daerah di Indonesia, utamanya daerah kaya seperti aceh dan
Papua. Hal itu diikuti oleh daerah-daerah lain yang tergabung dalam etnik
tertentu untuk membentuk daerah otonom sendiri.

Salah satu etnik di provinsi Sulawesi Selatan yang ingin berdiri sendiri
sebagai daerah otonom adalah etnik Mandar. Gerakan menuju pembentukan
provinsi Sulawesi Barat pasca reformasi diawali tahun 1999. Saat itu elite
Mandar bersepakat membentuk KAPP-SulBar (Komite Aksi Pembentukan
Provinsi — Sulawesi Barat), vyaitu sebuah lembaga yang mempelopori
gerakan perjuangan yang lebih terencana, sistematis dan konstitusi. Dalam
perkembangannya mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh rakyat
melalui persetujuan tiga DPRD, kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju.

Alasan utama ditujukan karena konstruksi untuk menempatkan Mandar
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sebagai wilayah yang otonom seperti kejayaan konfederasi kerajaan Pitu
Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, tidak sekalipun menjurus pada
pelanggaran hukum dan perundang-undangan karena sebagal masyarakat,
orang Mandar sangat menghargai konstitusi, etika dan nilai persaudaraan
dan persatuan. Rakyat Mandar mencintai dan komit terhadap negara
kesatuan.

Kenyataan di atas membuktikan bahwa konstruksi identitas Mandar
etnik direalisasikan dengan upaya pembentukan provinsi, artinya melibatkan
perasaan emosional kesejarahan darn konfederasi kerajaan yang digulirkan
sejak awal kemerdekaan. Elite pejuang sebagai penggagas pemikiran
merekomendasikan bahwa tidak ada alasan bagi Sulawesi Selatan untuk
menghalangi etnik Mandar untuk membentuk propinsi yang berdiri sendiri.
Mandar berjuang semaksimal mungkin, dan membuktikan bahwa Mandar
ada, Mandar kuat dan dikuatkan oleh kecintaan pada tanah dan rakyat
Mandar.

Harapan tersebut diperkuat oleh salah seorang pelaku konstruksi,
yang menuturkan:

“Pemikiran pembetukan provinsi Sulawesi Barat merupakan
amanat yang harus segera dilakukan oleh kita sebagai generasi
penerus. Ini harus segera diupayakan agar ada perasaan tenang
bagi pejuang-pejuang pendahulu. Mandar harus tetap dibuktikan
keberadannya, jangan kita hanya bergantung pada orang-orang
yang tidak memperhatikan rakyat kita sepenuhnya. Mandar harus

bangkit menempati kedudukan yang sama dengan etnik-etnik lain
di Sul-Sel ini. Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan kalau

bukan kita sekarang. Jangan kita memberikan pekerjaan ini
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kepada anak cucu kita. Sekaranglah Mandar harus
diperhitungkan’. )
(Elite agama/pelaku)

Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa semua subjek penelitian
yang memberikan informasi tentang konstruksi pembentukan provinsi
membenarkan keberadaan pemikiran dan gagasan tersebut. Pemikiran itu
banyak dikonstruksikan oleh bangsawan, walaupun belum mendapat respon

dari pemerintah, akan tetapi perjuangan tetap diteruskan sampai pada

moment yang dianggap tepat untuk membentuk provinsi tersendiri.

B. Proses Konstruksi Identitas Etnik Mandar dan Aktor Yang Berperan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konstruksi
identitas etnik Mandar dalam tulisan ini diwakili melalui penguatan
pembentukan provinsi. Proses konstruksi itu melibatkan segenap pihak, baik
komponen masyarakat maupun elite. Elite menjadi kajian penting, karena
menempatkan diri sebagai unsur penggerak sekaligus pelaku utama.

Bagian ini secara khusus akan membahas tiga hal, yaitu (1) awal
konstruksi identitas etnik Mandar; (2) realisasi atas tindakan konstruksi di
daerah; dan (3) pengaruh elite tradisional. Ketiga hal tersebut merupakan
bagian yang saling terkait dalam melihat konstruksi identitas Mandar

Sebagai uraian awal, difokuskan pada tahapan dari ide/gagasan
pembentukan provinsi, yang diwakili dalam empat tahap. Dari tahap awal

hingga keempat, perjuangan elite belum memperoleh hasil. Meskipun gagal
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akan tetapi usaha pembentukan provinsi tetap dilanjutkan. Perjuangan ini
mengalami hambatan pada tahap pertama hingga keempat. Akan tetapi
perjuangan tidak dihentikan, sampai pada tahap kelima dimana pemerintah
telah memberi peluang dan kesempatan wilayah Mandar untuk berotonomi.

Untuk itu uraian selanjutnya akan difokuskan pada tahap perjuangan kelima.

1. Awal Konstruksi ldentitas Etnik Mandar

Pembentukan provinsi baru di Mandar merupakan proses yang
panjang. Awal pembentukan berasal dari aspirasi yang kuat dari masyarakat.
Kondisi itu diakibatkan oleh dorongan dan motivasi yang besar dari
masyarakat. Hal itu merupakan bentuk kesadaran masyarakat bersama-
sama menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Mandar. Aspirasi
masyarakat berkembang dalam bentuk mendukung (pro), pesimis, dan
bahkan menolak (kontra) pembentukan tersebut.

Kesadaran untuk membentuk provinsi mencapai puncaknya ketika
dibentuk Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAAP-Sulbar) di
Makassar pada tanggal 9 september 1998. KAAP- Sulbar merupakan wadah
yang didalamnya bergabung antara elite-eite pejuang baik elite penggagas
(elite tradisional) maupun elite penerus (gabungan elite: seperti elite
intelektual, elite birokrat, elite agama, dan lain-lain).

Gabungan elite itu merupakan kekuatan moril dan diharapkan secepat

mungkin melakukan tindakan konkrit. Hal itu dituturkan kembali oleh Ketua
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KAPP-Sulbar Rahmat H, ditemui diruangan kerjanya, beliau sangat antusias

menerima peneliti dan merasa banggga ada yang meneliti pembentukan

provinsi. Selain sebagai ketua KAPP-Sulbar, beliau juga salah satu rektor

perguruan tinggi swasta di Makassar, sehingga sebagai intelektual, maka

awal perjuangan pembentukan provinsi banyak dilakukan dengan kegiatan

diskusi. Ketika ditanyakan awal perjuangannya dengan penuh semangat

beliau menceritakan:

“Walaupun awalnya kami lakukan hanya dalam bentuk kegiatan-
kegiatan diskusi dan sarasehan semata, tapi dari kegiatan awal
tersebut metahirkan kesepakatan dan keinginan yang kuat untuk
melakukan tindakan-tindakan konkrit tidak hanya sekedar wacana
belaka, tetapi menjadi keinginan yang harus segera diwujudkan.
Kami merasa pertemuan-pertemeuan yang dilakukan sebagai
pijakan awal berpikir mendapat titik terang, karena dukungan itu
mengalir terus-menerus dan memang kita boleh tinggal diam saja.
Jadi realisasinya bahwa kita harus membentuk suatu wadah yang
menampung aspirasi pembentukan dan wadah itu kami sebut
dengan Komite Aksi Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat atau
KAPP-Sulbar (wawancara, 12 September 2004).

(Elite int/Pelaku)

Ditambahkannya:

Komite ini terdiri dari orang-orang Mandar yang berpotensi, memiliki

jwa dan semangat ke-Mandaran, mencintai Mandar sebagai tanah

kelahirannya, dan mencintai Mandar karena ingin berbuat baik untuk

masyarakatnya. Kedua hal itu menjadi salah satu dasar mengambil tindakan

yang terbaik bagi Mandar untuk tetap eksis menunjukkan identitasnya.

Disertasi
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Selanjutnya, komite itu membentuk kelompok-kelompok kerja (pokja)

di tiap kabupaten. Tujuan kelompok kerja adalah langsung terjun pada

masyarakat. Ketua koordinaor kelompok kerja Polmas, Syahrir Hamdani

ditemui dikediamannya di Polmas mengisahkan kembali perjuangannya.

Ketika ditanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh kelompok kerja, beliau
menuturkan:

“Penunjukkan sebagai koordinator di Poimas bagi saya merupakan

pekerjaan yang berat, mengingat saya banyak yang mengetahui

kondisi riil di wilayah ini, maka amanah ini harus betul-betul saya

jalankan. Terlebih dahulu yang kami lakukan adalah silaturahmi

dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama mereka-mereka dari

kelompok bangsawan adat yang suaranya dapat menjadi pengaruh

di masyarakat. Mungkin yang dilakukan oleh pokja-pokja di

Majene dan Mamuju sama dengan yang kami lakukan, tapi pada

dasamya kami telah bekerja keras untuk meletakkan dasar

pemahaman kepada masyarakat (wawancara, 14 September
2005) ._

(Elite int./Pelaku)

Kelompok kerja (pokja) itu lebih mendekatkan tugasnya pada

masyarakat tingkat bawah dengan dijembati oleh elite tradisional sebagai

kelompok pendukung kuat. Pokja melakukan tugas sosialisasi dengan

maksud agar masyarakat memahami dan mendukung kerja keras dari KAPP-
Sulbar.

Di tingkat lokal, selain KAAP-Sulbar bersama dengan kelompok kertja

di tiap kabupaten, terdapat juga DP3SP (Dewan Perjuangan Pembela

Provinsi Sulawesi Barat) sebuah dewan yang dibentuk pada tanggal 19

Januari 2001 sebagai hasil keputusan kongres rakyat Mandar di Majene.
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Dewan itu dibentuk untuk memudahkan masyarakat menyuarakan
aspirasinya.

Para pemuda juga tidak mau ketinggalan. Mereka membentuk
beberapa wadah kepemudaan antara lain, BPPSB (Barisan Pemuda
Pembela Sulawesi Barat), dan lain-lain. Organisasi kepemudaan itu menjadi
fasilitator bagi mahasiswa dan pemuda yang aktif uniuk memberikan
dukungan sepenuhnya. Salah satu penasehat BPPSB mengatakan:

“Untuk memperkuat dukungan, kami tidak melupakan kelompok
pemuda. Pemuda dan mahasiswa merupakan elemen penting,
untuk mensinergikan potensi-potensinya kami menyambut dengan
senang hati kemunculan organisasi kepemudaan ini. Karena pada
dasarnya, mereka memiliki tujuan suci, untuk kembali menjadikan
Mandar wilayah yang otonom, tidak perlu bergantung pada
Sulawesi Selatan” (wawancara, 15 September 2005)
(Elite/pelaku)

Untuk tingkat pusat, dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandar
membentuk suatu wadah bersama yang disebut dengan BPN-PPSB (Badan
Pekeria Nasional-Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat), tokoh-tokoh yang
berdomisili di Jakarta bersama-sama menyatukan misi pada bulan Januari
tahun 2000. Diantaranya adalah Arif Djamaluddin, Puang Limboro, ARH,
Imran P. Limboro, dan lain-lain. Tugas utama dari badan ini adalah

menyalurkannya aspirasi di tingkat pusat, berbarengan dengan KAPP-Sulbar

dari tingkat lokal.
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Dari hasil observasi, keinginan untuk mempercepat pembentukan

provinsi, dilakukan dengan tujuh agenda kerja yang dapat dihimpun sebagai

berikut:

Disertasi

. Menggalang seluruh potensi dan elemen masyarakat Mandar dan

non Mandar menyatukan persepsi dan tujuan bersama. Hal itu

dilakukan melalui seminar, rapat akbar, dan deklarasi.

. Membentuk komite-komite aksi di setiap wilayah terkonsentrasi

pada warga Mandar seperti di Palu, Jakarta, Surabaya,
Samarinda, Kendari, Balikpapan, Manado dan kota-kota lainnya.
Sementara di tiga kabupaten (Polmas, Majene dan Mamuiju)

sepenuhnya dilakukan oleh kelompok kerja.

. Menggalang kekuatan intelektual untuk menjadi nara sumber dan

membentukan opini publik dan mengajak masyarakat Mandar

berperan aktif dalam pembentukan provinsi.

. Melakukan sosialisasi visi dan misi pembentukan provinsi melaui

media massa seperti media cetak dan elektronik. Penyebaran dan

pemasangan stiker, pamlet, spanduk, dan lain-lain.

. Menggalang dukungan dari seluruh masyarakat Mandar melalui

solidaritas lintas etnik dan agama. Hal itu dapat dilihat pada
pembentukan pansus di tiga DPRD (Polmas, Majene dan
Mamuju) yang akhimya DPRD dan Bupati masing-masing daerah

mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya diikuti rekomendasi
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Gubernur dan DPRD provinsi Sulawesi Selatan untuk difanjutkan
ke Jakarta.

6. Membuka rekening untuk menggalang dana melaiui pengusaha
asal Mandar, elite, dan masyarakat luas. Di samping itu
pemerintahan daerah menyediakan pos anggaran bagi
pembentukan provinsi yang kemudian dituangkan dalam APBD.

7. Melakukan loby dan negosiasi unfuk menyakinkan rasionalitas
dan kelayakan provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan baik oleh
KAPP-Sulbar melakukan pertemuan dengan DPRD Pusat, Komisi
I DPR, DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah)
Departemen Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan presiden
Abdul Rahman Wahid (saat itu). Sementara BPN-PPSB
melakukan loby dengan DPR khusunya komisi Il juga dengan

menteri PAN Ryas Rasyid (saat itu)®.

8 Agenda kerja yang disosialisasikan oleh Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
dalam laporannya “Propinsi Sulawes Barat Dan Keniscayaan Sejarah (studi Kelayakan), 2000.
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2, Realisasi atas Tindakan Konstruksi Di Daerah

Bagian ini secara khusus membahas observasi atas sosialisasi yang
dilakukan di tiga kabupaten, yaitu di daerah Polmas, Majene dan Mamuju.
Sosialisasi yang dilakukan meialui kekuatan kelompok kerja (pokja) masing-
masing daerah. Aktifitas kelompok kerja tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

Pertama, untuk daerah Poimas, kelompok kerja yang ditunjuk oleh
KAPP-Sulbar, dikoordinasi oleh Syahrir Hamdani, seorang aktifis, mantan
anggota DPRD Polmas, dan staf pengajar pada perguruan tinggi terkemuka
di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan tugas, strategi sosialisasi yang
dilakukan disebutnya sebagai tindakan gerilya. Hal itu dilakukan dengan
mendatangi tokoh-tokoh masyarakat untuk memdapat simpati dan
persetujuan untuk membentuk provinsi.

Kegiatan yang dilakukan oleh pokja tersebut, awalnya hanya sebatas
wacana untuk meyakinkan sebagian elite saja. Akan tetapi karena saat itu
kondisi belum memungkinkan, dan masa pemeintahan orde baru tidak
pernah memberi kesempatan kepada etnik Mandar untuk membentuk
propinsi sendiri. Ketua kelompok kerja Polmas, Syahrir H mengatakan:

“Bukan hanya pemerintah pusat yang tidak respon pada
perjuangan kami, tetapi orang nomor satu didaerah ini (polmas)
juga seakan-akan tidak pernah respon dengan ide yang kami
bawa. Beliau sempat mengatakan “‘jangan pemah mengambil
wilayah saya untuk membentuk provinsi karena tidak akan
pernah oleh pemerintah daerah”, lalu bagaimana bisa berjalan
dengan baik jika ada hambatan struktural seperti itu. Tapi dengan

hambatan seperti itu tidak membuat kami merasa harus mundur
dari perjuangan. kami tetap berusaha mengupayakan yang
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terbaik bagi warga kami, walaupun mungkin sebagaian birokrat
mengecam perjuangan kami, tapi niat kami tulus” (wawancara,
14 September 2005).

(Ketua Pokja/pelaku)

Sementara itu, walaupun dalam proses sosialisasi kurang mendapat
dukungan dari pemerintah daerah, akan tetapi tetap dijalankan dan sebagian
besar melakukan rapat atau pertemuan dengan tokoh-tokoch masyarakat
yang mendukung. Kegiatan ini lebih banyak ditakukan di Tinambung,
perjuangan tersebut cocok dengan karakter masyarakat Tinambung karena
masyarakatnya tegas dalam prinsip, terbuka, dan mudah kompromi. Selain
itu, Tinambung tempat menetapnya beberapa tokoh pejuang yang masih
hidup dan mendukung gerakan perjuangan tersebut. Tokoh yang dimaksud,
antara lain H. Abd. Malik Pettana E. Di tempat ini juga ada sekelompok
pemuda yang siap memberi dukungan. Kelompok itu tanpa henti-hentinya
melakukan diskusi untuk mempercepat pembentukan provinsi.

Responnya tokoh-tokoh masyarakat, terlihat pada peringatan hari
pahlawan tanggal 10 november 1998. Saat itu diadakan deklarasi di makam
pahlawan korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kecamatan Tinambung.
Acara itu dihadiri seluruh komponen pejuang pembentukan provinsi, selain
dihadiri oleh sesepuh masyarakat Mandar, hadir pula tokoh masyarakat dari
Makassar yang tergabung dalam “Sipamandar’, KAPP-Sulbar dan Pokja-

pokja dari masing-masing kabupaten. Kehadiran tokoh masyarakat, terutama

penggagas awal sejak awal kemerdekaan yang setiap tahunnya diundang,
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memberikan semangat bagi elite intelektual dan para pemuda, bahwa
perjuangannya tidak sia-sia dan mendapat dukungan kuat dari elite pejuang
(tokoh-tokoh masyarakat).

Setelah dari Tinambung, beralih ke Polewali. Di wilayah itu, sosialisasi
menggunakan media elektonik, seperti radio Sawerigading, salah satu radio
swasta yang memberikan waktu siaran untuk diskusi-diskusi pembentukan
provinsi dan mencari masukan-masukan dari masyarakat. Di samping itu,
koran daerah yaitu Mandar pos, memberikan rubrik sebagai ruang khusus
sebagai tempat menuangkan opini bagi elite untuk mempengaruhi
masyarakat. Kegiatan seperti itu, terus menerus dilakukan oleh kelompok
kerja.

Sosialisasi itu mencapai puncaknya pada rapat akbar di Wonomulyo
tanggal 12 januari 2000. Dalam rapat akbar itu bermunculan aspirasi
masyarakat mendukung pembentukan provinsi baru. Aspirasi itu dinyatakan
dalam bentuk pernyataan sikap yang dibacakan pada acara tersebut. Bahkan
ketua DPRD Polmas dan Mamuju sempat hadir dalam acara tersebut dan
memberikan dukungan secara pribadi.

Gencarnya dukungan masyarakat terhadap karya kepada kelompok
kerja, sehingga DPRD berinisiatif membentuk pansus guna menjaring dan
menampung kehendak rakyat untuk membentuk provinsi sendiri. Hasil yang
diperoleh pansus kemudian dikolaborasikan dengan hasil pertemuan tiga

DPRD Kabupaten yakni: Polmas, Majene, dan Mamuju). Pertemuan tiga
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DPRD itu bertempat di Mamuju tanggal 3 Juni 2000. Setelah kembali
kedaerahnya DPRD Polmas mengeluarkan rekomendasi pembentukan
propinsi, setelah itu disusul rekomendasi dari Bupati Polmas.

Kedua, sosialiasi di Majene, seperti halnya strategi yang dilakukan di
Polmas, yaitu mendatangi tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah
memperoleh  dukungan dan simpati masyarakat. Disamping itu
menyampaikan visi dan misi pembentukan provinsi. Pada dasarnya, tokoh-
tokoh tersebut cukup mendukung, akan tetapi belum dinyatakan dengan
dukungan resmi, mengingat belum ada respon dari pemerintah daerah. Hal
itu terlihat ketika diadakan pertemuan di Padasalama Majene bulan
September 1998. Pertemuan tersebut hanya dihadiri 3 orang dari 30 orang
yang diundang. Kurangnya undangan yang hadir disinyalir karena keraguan
atas kegiatan yang dianggap illegal.

Kondisi awal tersebut, tidak menurunkan semangat kelompok kerja
Majene. Kelompok kerja itu kemudian membentuk kelompok kerja yang lebih
kecil di tiap kecamatan. Hal itu dimaksudkan agar sosialisasinya lebih mudah
dikoordinasi. Hasil dari sosialisasi itu adalah terbentuknya kesadaran
masyarakat, sehingga melakukan rapat akbar di gedung Assamalewuang
Majene tanggal 9 April 2000. Daiam rapat akbar tersebut, tidak hanya dihadiri
tokoh dari Majene tetapi juga tokoh masyarakat dari dua kabupaten lainnya.
Berawal dari rapat akbar itu sehingga pihak DPRD Majene segera

membentuk pansus. Pansus itu menyepakati pembentukan provinsi baru.
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Kesepakatan pansus itu ditindaklanjuti dalam rapat tiga DPRD di Mamuju
tanggal 3 Juni 2000. Dalam rapat itu tiga DPRD bersepakat membentuk
provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan kesepakatan itu sehingga DPRD Majene mengeluarkan
rekomendasi dukungan kelembagaan kepada KAAP-Sulbar. Rekomendasi
itu diteruskan kepada Bupati untuk segera memberi rekomendasi
pembentukan provinsi baru di Mandar. Realisasi dukungan di Majene
difunjukkan saat diadakan Kongres Nasional | rakyat Mandar. Saat itu,
dukungan masyarakat meluas dan berbagai acara-acara tertentu selalu
disisipkan komitmen dan semangat pembentukan provinsi. Sementara
dukungan pemerintah daerah Majene dan DPRD sudah bulat, dengan
membentuk kepanitiaan daerah dan aparat pemerintah terlibat secara
langsung. Sebagai tindak lanjut dari dukungan tersebut, pemerintah daerah
mengalokasikan anggaran dalam APBD. Anggaran itu digunakan untuk
perjuangan pembentukan provinsi.

Ketiga, proses sosialisasi di daerah Mamuju sedikit berbeda dengan
Polmas dan Majene. Di Mamuju ketika wacana ini bergulir, pemerintah
daerah dan DPRD menyambut positif dan memberikan dukungan bulat. Hal
itu dapat dilihat dari adanya keinginan pemekaran Mamuju menjadi beberapa
kabupaten, sehingga sosialisasi tidak mengalami hambatan. Demikian juga

dari masyarakat, karena sebagian besar daerah Mamuju dihuni oleh
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pendatang yang cukup dinamis, sehingga mereka sebagian besar memiliki
keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di daerah baru.

Sosialisasi dilaksanakan secara bergilir, dari daerah satu ke daerah
yang lain, dengan memulai pada daerah yang akan dikembangkan menjadi
kabupaten. Upaya tersebut memperoleh hasil yang maksimal. Hal itu
ditandai dengan adanya persetujuan melalui tanda tangan dan pernyatan
sikap dari 4500 tokoh masyarakat dari berbagai etnik, 100 tokoh masyarakat
dari setiap desa dan terakhir dukungan dari 18 partai politik. Segenap
dukungan tersebut akhirnya direspon oleh pemerintah daerah, dan wujud
aspirasi masyarakat itu kemudian disetujui dengan rekomendasi dari DPRD
Mamuju dan Bupati, dalam hal ini rekomendasi tersebut sangat spesifik
karena didalamnya mencantumkan keinginan Mamuju sebagai ibukota
propinsi. Untuk hal ini, oleh KAAP-Sulbar akan diserahkan sepenuhnya

kepada Menteri Dalam Negeri'®.

1% piramu dari beberapa informasi yang diperoleh dalam Muliadi, Tesis “Gerakan Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat, 2001, juga dapat dilihat dalam Gustiana A Kambo, Tesis “Perjuangan Eks
Afdeling Mandar Dalam Proses Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, 2002.
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3. Pengaruh Elite Tradisional

Dinamika pembentukan provinsi diwarnali oieh‘aktiﬁtas dan pemikiran
elite, khususnya elite atau pemimpin tradisional dan elite atau pemimpin
masa kini (Koentjaraninggrat, 1945, 128). Dalam disertasi ini, elite tradisional
adalah orang-orang yang dipandang mempunyai kekuasaan atas nama
massa karena memiiiki ciri-ciri tradisional yang dinilai tingg oleh masyarakat
lokal, seperti; keberanian, kharisma, berkemampuan ekonomis, serta unsur
kebangsawanan uniuk dapat mengerakkan, mempengaruhi  dan
mengorganisasikan massa. Sedangkan elite massa Kini, diartikan sebagai
mereka yang dipandang mempunyai kekuasaan atas massa kini, ditandai
dengan pendidikan yang tinggi dan memiliki ciri-ciri kepemimpinan terutama
dalam pilihan rasional untuk me:mecahkan berbagai masalah
kemasyarakatan, serta legitimasi berdasarkan hukum yang berlaku.

Ketika ulasan kepemimpinan elite dibahas dalam struktur sosial
masyarakat, tampaknya diperoleh gambaran bahwa elite dipandang sebagai
teladan pada satu pihak dan pada pihak lain sebagai pemegang kekuasaan.
Elite dipandang sebagai teladan karena memiliki bakat yang lebih unggul dan
memenuhi misi historis tertentu. Sedangkan elite yang dipandang sebagai
pemegang kekuasaan, adalah mereka yang secara Kkolektif merupakan
pemimpin, pengambil keputusan, orang-crang yang berpengaruh dalam
mengendalikan berbagai kegiatan dalam masyarakat (Schoori, 128). Setiap

elite mempunyai pengaruh atau kekuasaan terhadap masyarakatnya, dalam
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pengertian ini kekuasaan mengacu pada suatu jenis pengaruh yang
dimanfaatkan oleh si obyek, individu atau kelompok dengan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, wawancara dilakukan dengan salah
seorang elite birokrat, yang tidak masuk dalam proses konstruksi, tetapi
sebagai fasilitator ketika kelompok kerja ingin menemui petinggi-petinggi
daerah, seperti Bupati. Tampaknya para birokrat bersikap dingin terhadap
ide/gagasan pembentukan provinsi, karena menurutnya merupakan
keinginan dari kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.

Sikap dingin itu terlihat ketika birokrat tersebut hendak diwawancarai,
mereka merasa tidak berkompenten untuk memberi informasi. Meskipun
kelihatan enggan dan kurang bersahabat, akan tetapi dengan penuh
kesabaran penulis dapat menemui kembali, sampai akhimya beliau mau
meluangkan waktu. Saat ditanyakan bagaimana kekuatan elite tradisional
sebagai kelompok penentu, dengan sedikit hati-hati beliau mengatakan:

“Jika kita menghubungkan berkembangnya ide atau gagasan
pembentukan provinsi Sulawesi Barat ini dengan elite, sangat
jelas bahwa gerakan perjuangan ini karena elite, terutama datang
elite tradisional yang kemudian dimobilisasi oleh elite intelektual
dari kelompok Hasanuddin cs, sebagai kelompok yang merasa
dirinya terpinggirkan. Gabungan kedua kekuatan tersebut yang
membentuk kelompok kerja yang senantiasa mendatangi tokoh
masyarakat dan mempengaruhinya, sehingga nyatanya sekarang
mereka dapat mudah mendapat tempat di hati masyarakat. Tapi
sebaiknya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada

pemerintah daerah “ (wawancara, 21 September 2005).

(Elite birokrat)
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Berbeda halnya dengan yang dikemukakan tokoh masyarakat lain.
Tokoh itu pernah dikunjungi kelompok kerja (pokja) Polmas untuk
memberikan dukungannya. Sebagai tokoh yang berpengaruh di wilayahnya,
dia merasa sangat terhormat ketika harus memberikan wejangan kepada
kelompok-kelompok anak muda yang memiliki semangat memperjuangkan
pembentukan provinsi.

Hal yang mengecewakan adalah birokrat di daerah ini tampaknya
bersikap dingin terhadap usaha kelompok kerja. Birokrat itu mengangap elite
tradisional hanya pemanis belaka. Hal itu dapat dilihat dari penuturannya:

“Kita tidak boieh lupa bahwa pembentukan provinsi di daerah
Mandar telah ada sejak awal kemerdekaan, dipelopori oleh elite
lokal masa itu. Sekarang bukan merupakan hal yang baru , jika
keinginan itu muncul kembali berupa perjuangan yang
berkelanjutan yang tidak boleh melupakan jasa dari elite
tradisional tersebut, jangan seperti lupa kacang akan kulitnya,
karena bagaimanapun juga mereka (elite tradisional) adalah
pejuang-pejuang pembentukan provinsi “ (15 November, 2005).
(Tokoh masyarakat/ Adat)

Dari kedua pemyataan tersebut, dapat diperoleh suatu pemyataan
bahwa untuk mewujudkan cita-cita membentuk provinsi baru faktor elite lokal
tidak boleh diabaikan. Mereka dapat berfungsi sebagai penggerak utama
dalam perjuangan tersebut. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adaiah

adanya dikotomi antara putera daerah dan non putera daerah yang semakin

berkembang dalam wacana pembentukan provinsi.
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Dalam kasus ini, putera daerah Mandar awalnya menilai bahwa
setidaknya jangan melibatkan orang lain atau etnik luar dalam proses
konstruksi, karena mereka takut kedudukannya dapat digeser. Keterlibatan
etnik lain dalam pembentukan provinsi dianggap mempersempit ruang gerak
mereka sebagai putera Mandar. Menanggapi hal demikian, salah satu
anggota Pokja Polmas menufurkan:

“Jika kita mengharapkan bahwa putera daerah untuk kemudian
tampil memimpin daerahnya sendiri, maka ini adalah sesuatu hai
yang salah. Untuk pengembangan daerah baru memang sangat
memerlukan SDM yang handal dan professional, akan tetapi
jangan hanya dari daerah Mandar saja. Jika nanti terbentuk,
berilah kesempatan yang bukan putera daerah yang berpotensi
untuk mengembangkan dan melaksanakan pembangunan dalam
kawasan ini. Saya kira ini akan memudahkan daerah Mandar
cepat maju” (wawancara, 14 September 2005).
{anggota pokja)

Elite ini menganggap, bahwa keterlibatan orang yang bukan putera
daerah ternyata memberikan banyak konstribusi. Seperti dukungan dari Ibnu
Munsir, beliau secara emosional bukan orang Mandar, tetapi pandangan dan
responnya cukup besar dibandingkan dengan sesama anggota DPR-RI asal
Sulawesi Selatan, di DPRD pusat. Meskipun mendapat kecaman dari orang
Sulawesi Selatan yang lain, tetapi beliau tetap ikut berjuang bersama dengan
orang Mandar misalnya Hasanuddin bersaudara dan Syahrir Hamdani (Pokja

Polmas). Hal itu dilakukan karena ibnu Munsir merasa memiliki hubungan

dekat dengan beberapa elit Mandar yang berjuang membentuk provinsi baru.
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Elit Mandar yang berupaya membentuk provinsi baru berusaha

mendapatkan dukungan baik putera daerah maupun yang bukan putera

daerah. Putera daerah tidak semuanya langsung memberikan dukungan

terhadap pembentukan provinsi baru. Ada diantara putera daerah yang

apatls, sehingga mereka tidak diajak dalam perjuangan itu.

Kelompok yang merasa tidak diikutkan dalam perjuangan mengangap

apa yang telah dikerjakan oleh KAPP-Sulbar dan rekan-rekannya hanyalah

demi kepentingan kelompoknya semata. Apa yang dilakukan dianggap

belum cukup mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Ketika kasus seperti itu

ditanyakan kepada salah seorang kelompok Hasanuddin, beliau mengatakan:

“Sebenarnya sebuah perjuangan, tidak mudah tercapai jika
diharapkan muncul dari rakyat semata, diperlukan adanya
motivator atau penggerak untuk. mempercepat perjuangan tersebut.
Sama dengan derah Mandar ini. Dalam perjuangan yang diialui
ada saja faktor penghalang yang muncul dalam prosesnya. Disini
saya melihat yang {ebih cenderung menghalangi itu karena adanya
elite lokal yang merasa tersisih kemudian tidak ditibatkan. Namun
awalnya mereka itu kurang tanggap dan menganggap apa yang
dilakukan merupakan hal yang sia-sia, tapi dengan segenap hati
kami melakukan ini hanya demi kemaslahatan rakyat Mandar, dan
apapun kendalanya kami tidak akan mundur, kepalang basah”
(wawancara, 15 November 2005).

(Unsur ekonomi/pengusaha)

Optimisme tersebut berhasil mendapat respon positif dari tokoh

masyarakat Mandar. Walaupun pada dasamya, tokoh-tokoh masyarakat itu

mengetahui siapa saja yang merasa tersisih dalam gerakan tersebut, tapi

menurutnya itu bukanlah kendala besar yang harus dihadapi tapi sebagai

Disertasi
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salah satu pemicu untuk tetap bertahan berjuang. Dalam banyak wejangan

yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat, salah satu yang berasal dari etnik

Jawa dan sebagai penggerak massa ikut memberikan pernyataan:

“ Kami merasa perjuangan ini memang menerjang apa saja yang
menghalangi. Begitulah wujud dari perjuangan kami, kami tahu
bahwa ada saja kendala yang dihadapi tapi itu bukan berarti kami
harus mundur. Sebagai suatu proses menuju yang lebih baik kami
menerima semua kritikan, semua kecaman yang dilontarkan. Ini
malah memicu semangat kami untuk lebih berbuat sebaik mungkin
dengan cara damai dan konstitusi.

Memang awal perjuangan kami mendapat kritikan dari berbagai
pihak, baik dari kalangan birokrat maupun dari beberapa tokoh
masyarakat . Tapi kami mampu mensosialisasikan kepada mereka
dan Alhamduliliah mereka dapat menerima perjuangan kami dan
bersama-sama untuk segera mewujudkannya“(wawancara, 15
November 2005).

(Tokoh masyarakat/ Adat)

Pernyataan di atas memperjelas bahwa setiap perjuangan selalu ada

saja kelompok yang kurang berkenan karena merasa kepentingan mereka

tidak tersalurkan. Akan tetapi wujudnya tidak dalam bentuk penolakan yang

bersifat merusak hubungan secar fisik, tetapi cenderung berupa kritikan

semata yang akhimya hilang dengan sendirinya. Seperti diungkapkan

kembali oleh salah satu anggota kelompok Hasanuddin:

Disertasi

“Dalam gerakan perjuangan ini, ternyata tidak hanya kami yang
yang teriibat dalam KAPP- Sulawesi Barat yang memotori.
Setelah ada reaksi dari pemerintah daerah ketiga kabupaten
tersebut. Tiba-tiba muncul kelompok kepentingan baru yang
berusaha mengambil alih, mereka merasa tidak dilibatkan dan
merasa bahwa daerah Mandar adalah daerahnya yang periu
segera lepas dari Sulawesi Selatan. Akan tetapi kelompok
kepentingan itu tidak direspon oleh masyarakat. Akhirya hilang
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dengan sendirinya bahkan sebagian apggotanya bergabung
dengan untuk berjuang dalam gerakan ini” (Idem).

(ldem)

Untuk mengantisipasi kondisi itu, maka setiap anggota kelompok kerja
berusaha mendekati kelompok-kelompok yang tidak sejalan. Mereka
berdialog dan terbuka satu sama lain sehingga konflik dapat dihindari.
Hasilnya hubungan mereka semakin akrab dan dapat terjalin silaturahmi
dengan baik. Akibatnya kelompok yang tadinya tidak sejalan dapat
memahami dan ikut bersama-sama dalam kegiatan itu, bahkan ada diantara
mereka yang menjadi pionir di wilayahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang pada awalnya
tidak setuju dapat diajak bergabung dalam pembentukan provinsi. Sejalan
dengan hal itu, maka salah satu anggota kélompok penekan mengatakan:

“Sebenarnya kami tidak berarti mengecam atau menghalangi
keinginan sebagian kelompok elite loka!l yang memperjuangkan
provinsi baru . Akan tetapi masyarakat harus mengerti sasaran
yang akan dicapai dengan melihat permasalahan dari provinsi
Sulawesi Selatan . Kalau rakyat mengerti benar terserah kemauan

mereka, mau berpisah dengan membentuk provinsi sendiri juga
terserah rakyat” (wawancara, 21 November 2005}

(Anggota kel. penekan )

Sejalan dengan perdebatan yang terjadi diantara kelompok pejuang
dengan kelompok yang tidak setuju, selain dapat diselesaikan oleh sebagian
kelompok kerja, ada pula campur tangan dari elite tradisional sebagai peletak

wacana pembentukan provinsi. Campur tangan elite tradisional adalah
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mengundang kedua kelompok tersebut sehingga terjadi dialog yang

konstruktif. Dalam dialog itu dicapai titik temu antara kedua kelompok itu.

Kegiatan itu dilakukan oleh Malik Pettana Ende. Beliau mengudang

KAPP-Sulbar dan berbagai kelompok yang tidak setuju dikediamannya, dan

meminta semua pihak (elite pejuangfintelektual, kelompok yang tidak setuju,

dan elite birokrat) bekerjasama untuk mempercepat proses terbentuknya

provinsi. Berdasarkan kenyataan tersebut, ketua KAPP-Sulbar mengatakan:

“Bahwa berhasil tidaknya usaha pembentukan provinsi tersebut
sangat tergantung pada kemampuan dan kapabilitas pihak atau
tokoh pencetusnya dahulu. Karena itu, dia menyarankan agar
para tokoh masyarakat dari ketiga kabupaten di wilayah Mandar
dapat betul-betul dilibatkan. Kalau masalah ada yang disebut
Panitia Pembentukan Provinsi Sul-Bar, para tokoh itu sebagai
elite lokal yang memiliki kapabilitas harus diajak berbicara.
Pemikiran mereka sangat penting dan diperlukan untuk
kepentingan rakyat Mandar “ (ldem).
(Idem)

Berdasarkan hal tersebut di atas, seorang fungsionaris partai politik

mengatakan:

Disertasi

“Adanya kritkan dari beberapa orang terhadap  gerakan
perjuangan Sulbar, menurut saya karena ada faktor penyebabnya.
Beberapa orang yang bersebrangan dengan pemerintah daerah
khususnya para elite lokal merasa terpanggil untuk mencetuskan
ide atau gagasan ini. Tokoh masyarakat yang dulu merasa tersisih
(tokoh lama) juga merasa ingin tampil seperti generasi muda
pencetus ide tersebut. Jadi memang mereka tidak dapat
dilupakan, akan sangat bersalah generasi muda jika
meninggatkan atau tidak pamit kepada golongan tua. Oleh karena
itu, disinilah peran yang penting bagi elite tradisional, karena
tanpa beliau sulit bagi KAPP- Sulbar bergerak dan memperoleh

dukungan” (wawancara, 21 Oktober 2005).
(Fungsionaris Partai Politik)
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Segenap wawancara yang telah dilakukan diperoleh suatu kenyataan,
bahwa elit fokal yang kharismatik, khususnya mereka yang memiliki pengaruh
yang besar dalam masyarakat Mandar. Perannya diperlukan dalam
membangun kekuatan baru. Artinya kekuatan elite tradisonal mempengaruhi
pemikiran generasi berikutnya untuk tetap berusaha menempatkan Mandar
sejajar dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Dengan demikian apa yang
dicita-citakan elite terdahulu menjadi perpanjangan tangan elite sekarang
untuk mempertegas kembalinya identitas Mandar.

Dari seluruh rangkaian proses konstruksi dan aktor yang berperan,
maka analisis pada proses ini memperiihat beberapa hal yang penting.
Pertama, berkembang pemikiran bahwa etnik Mandar, sebagai etnik yang
minoritas dan marginal, menggerakkan .elite khususnya gabungan antara
intelektual dan tradisional membentuk identitas politik. Dalam hal ini, elite
menyediakan ruang dan waktu untuk bertindak dan berpikir secara konstan
untuk berbuat yang terbaik untuk kehormatan etniknya. Semua kegiatan itu
dilakukan datam bentuk aksi-aksi politik.

Peran yang dijalankan oleh elite (aktor) sebagai aksi-aksi politik
diteriemahkan dalam pembentukan Komite Aksi Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat (KAPP-Sulbar), sebagai wadah untuk mempercepat proses
konstruksi dengan membentuk kelompok kerja untuk tiap daerah, serta

organisasi fain yang mendukung perjuangan tersebut.
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Kedua, proses sosialisasi yang mempercepat wacana ini tersebar
dalam masyarakat Mandar. Sosialisasi diperuntukkan pada tiga daerah dan
penekanannya pada mayarakat luas, hal ini dimaksudkan agar mudah
mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah, baik dari DPRD maupun
Bupati. Dalam sosialisasi dipaparkan visi dan misi pembentukan provinsi
baru, yang tidak bernuansa etnik. Sebab mereka yang terlibat berjuang
membentuk provinsi baru itu, meskipun bukan orang Mandar asli, akan tetapi
secara emosional memiliki kepekaan terhadap Mandar.

Ketiga, terdapat kesenjangan pemikiran (mind) dalam memaknai
tindakan konstruksi, terutama dalam memaknai peran elite intelektual yang
dianggap oleh sebagian kelompok penekan hanya usaha untuk memperoleh
kekuasaan, karena tidak ada kesempatan yang diperoleh dari pemerintah
provinsi, sehingga lahan kekuasan diarahkan kepada derahnya sendiri.
Kecurigaaan semakin berkembang saat elite intelektual hanya melibatkan
kelompok yang berpengaruh saja, terutama elite tradisional. Dalam hal ini,
sebagain putera daerah merasa tidak memiliki kesempatan yang lebih [uas.

Setidaknya dalam disertasi ini ditemukan empat kategori kelompok
yang setuju dan tidak setuju dalam proses pembentukan provinsi, yaitu (1)
kelompok yang kurang setuju, karena cenderung tidak memiliki sarana untuk
menyalurkan aspirasinya, dan merasa pembentukan provinsi tidak penting
baginya, kelompok ini sebagian diwakili oleh masyarakat biasa. (2)

kelompok yang setuju, tetapi tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui
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dengan pasti visi dan misi pembentukan provinsi, mereka hanya ikut-ikutan
saja. Mereka ibaratnya kelompck penonton yang berada di luar arena dan
suatu saat akan memberikan respon jika tidak sesuai dengan koridor yang
telah disetujui, kelompok ini juga ada dalam masyarakat. (3) kelompok yang
setuju, dan teribat bahkan sebagal kelompok penggagas pembentukan
provinsi. Kelompok ini membentuk gerakan perjuangan yang terencana,
sistematis, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gerakan itu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. (4).
kelompok yang kurang setuju, karena kelompok ini merasa tersisih, dan tidak
transparan untuk mengatakan ketidaksetujuannya. Namun yang cenderung
mereka lakukan mengkritik setiap agenda kerja dalam pembentukan provinsi,
kelompok ini diwakili oleh generasi baru dari tokoh lama yang merasa orang

tua mereka lebih dahulu memulai gerakan tersebut.
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C. Polemik setelah Provinsi Terbentuk

Bersamaan dengan terbentuknya provinsi Sulawesi Barat, muncul
beberapa polemik yang biasanya terjadi pula pada daerah yang melakukan
pemekaran wilayah. Pada bagian ini, secara khusus membahas dua hal
yang dianggap sebagai konflik internal di Mandar, yaitu (1) penentuan nama
ibukota, dan (2) konflik di Mamasa. Kedua konflik tersebut diuraikan lebih

lanjut.

1. Penentuan Nama tbukota dan Masalahnya

Penentuan ibukota provinsi setelah Sulawesi Barat terbentuk menjadi
salah satu polemik tersendiri. Hal ini terkait dengan rekomendasi DPRD dari
tiga kabupaten, yaitu Polmas, Majene dan Mamuju (sebelum pemekaran).
Dalam kongres nasional pertama rakyat Mandar, menetapkan bahwa Mamuju
akan dipersiapkan menjadi Ibukota provinsi. Namun hal ini telah
menimbulkan perdebatan di Polmas dan Mejene, dua kabupeten tersebut,
secara kelembagaan belum menyetujuinya, hal ini tampak ketika sebagian
masyarakat Polmas dan Majene kurang setuju ketika Mamuju akan menjadi
ibukota provinsi.

Sebelum polemik ini muncul, DPRD Mamuju telah memberikan
rekomendasi pembentukan provinsi Sulawesi Barat dengan syarat yang
spesifik, yaitu menempatkan Mamuju sebagi Ibukota provinsi, karena daerah

Mamuju dianggap memiliki potensi untuk menjadi ibukota dan menjadi
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wilayah strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi ini diteruskan
kepada DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk dipelajari.

Penepatan Mamuju sebagai ibukota provinsi sudah menjadi keputusan
final dari DPRD Mamuju, jika kemudian terjadi polemik atas penentuan
ibukota karena Polmas dan Majene tidak menyetuji, maka DPRD Mamuiju
sepakat, Mamuju akan mundur dan tidak bergabung dalam wiilayah Sulawesi
Barat. Kondisi ini memperiihatkan bahwa Mamuju telah mempersiapkan
posisi tawar yang lebih dari dua kabupaten lainnya.

Apa yang telah disepakati oleh DPRD Mamuju tersebut, mendapat
reaksi yang keras dari tokoh-tokoh dan masyarakat dari Polmas dan Majene.
Ketika observasi dilakukan, khususnya pada penentuan ibukota, ada
pernyataan dari beberapa tokoh masyakat Poimas yang mengatakan bahwa
secara kasat mata, tiga kabupaten yang sangat berpotensial menjadi ibukota
adalah Poimas, mengingat kabupaten ini telah siap menjadi ibukota dilihat
dari pertimbangan fasilitas dan sarana yang dimiliki. Sementara di Majene
berkembang isu bahwa untuk menjadi ibukota propinsi, Majene yang paling
tepat, karena berdasarkan latar belakang sejarah, Majene pernah menjadi
pusat pemerintahan afdeling Mandar masa pemerintah Belanda.

Perdebatan penentuan ibukota menjadi konflik intemal dalam
masyarakat, hal ini menjadi alasan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk
menghalangi upaya percepatan pembentukan provinsi. Untuk mengantisipasi

kondisi demikian, para elite pejuang melakukan dua pendekatan untuk
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meredam polemik tersebut agar tidak menjadi konflik yang berkepenjangan,
yaitu: Pertama, menyerahkan sepenuhnya penentuaﬁ ibukota kepada
pemerintah pusat, DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Hal ini
dilakukan setelah ada rekomendasi dari gubemur dan DPRD provinsi
Sulawesi Selatan atas pembentukan provinsi Sulawesi Barat. DPOD diberi
tugas oleh pemerintah untuk melakukan studi kelayakan berdasarkan UU
nomor 22 tahun 1999 dan PP 129 tahun 2000, menentukan kabupaten
mana yang pantas untuk menjadi ibukota provinsi.

Kedua, konflik penentuan ibukota dapat diselesaikan atas bantuan dari
tokoh kharismatik, yaitu mengingatkan kepada pihak-pihak yang bersiteru
untuk kembali kepada nilai budaya, "Sipamandar’. Kondisi ini tampak ketika
berlangsung kongres nasional di Majene, khususnya pada acara sidang
paripurna yang membahas hasil rekomendasi tiga kabupaten, terkait dengan
usulan penetapan ibukota. Suasana sidang dipenuhi dengan adu
argumentasi, sidang hampir ditunda, saat itu peserta kongres dengan
kesadaran dan kearifan menerima pencerahan dari tokoh H. Malik Pettana
Endeng untuk kembali mengingat visi dan misi perjuangan mereka.

Selain itu, dua tokoh lainnya juga datang dan memperkuat makna
"Sipamandar’, yaitu bangsawan Mamuju A. Maksum Da’i dan Basri
Hasanuddin sebagai tokoh dari Majene. Kedatangan kedua tokoh tersebut,
setidaknya memberi pengaruh, karena mereka berposisi sebagai penetralisisr

konfiik internal antar masyarakat. Perbedaan atas penetuan ibukota akhirnya
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dapat diselesaikan dengan baik, atas kesadaran dan kekeluargaan, yang
berseteru bersepakat dimanapun ibukota akan ditetapkan, yang terpenting
mereka tetap menjadi satu wilayah dan satu identitas, yaitu Mandar.

Untuk mengantisipasi konflik intenal tersebut, hal yang sama juga
ditakukan oleh Baharuddin lLopa, saat beliau masih hidup. Tokoh ini
mengundang beberapa elite pejuang melfakukan pertemuan dikediamannya.
Tokoh-tokoh masyarakat yang diundang meliputi  jajaran KAPP-Sulbar
sebagai perwakilan organisasi di daerah dan BPN-PPSB perwakilan
organisasi di pusat. Kedua organisasi ini bertemu dijembatai oleh Baharuddin
Lopa, maksud pertemuan tersebut mengupayakan situasi yang damai,
meredam konflik-konfiik internal antar organisasi dan bersama-sama
bersinergi mewujudkan percepatan pembentukan provinsi Sulawesi Barat,
hal ini dibuktikan saat tokoh Makmun Hasanuddin, Rahmat Hasanuddin dari
KAPP-Sulbar dan Borahima dan Imran P. Limboro dari BPN-PPSB saling
berjabatan tangan, berpelukan dan bersepakat berkerjasama. Apa yang
dilakukan di kediaman Baharuddin Lopa merupakan tindak lanjut hasil mubes
Kerukunan Keluarga Mandar (KKM), sebagai pengenjewatahan tugas KAPP-
Sulbar di pusat KKM diberi mandat untuk mengintensifkan koordinasi
perjuang, termasuk melakukan loby pada lembaga tinggi negara atau instansi
yang terkait di pusat.

Menindaklanjuti beberapa polemik yang berkembang, saiah satu cara

meredam isu pembentukan provinsi bukan merupakan mobilisasi kelompok
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elite, tetapi sebagai hasil aspirasi dan tuntutan dari masyarakat, maka
penentuan nama propinsi tidak didasarkan atas nama etnik yaitu provinsi
Mandar, tetapi provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dilatarbelakangi dari makna
"Sipamandar’, bahwa Mandar harus diperkuat kembali oleh tiga kabupaten
sebagai gabungan koordinasi dan partisipasi rakyat Mandar seutuhnya.

Mengapa harus Sulawesi Barat? dan bukan Mandar?, hasil observasi
menunjukkan, ada dua asumsi mengapa Mandar tidak dijadikan sebagai
nama propinsi. Perfama, secara etnik, bahwa kata "Mandar” sengaja untuk
dihindari, karena kata tersebut akan sangat mencerminkan sentimen etnik,
padahal pembentukan provinsi ini bukan hanya untuk etnik Mandar semata,
tetapi untuk segenap masyarakat yang berdiam di wilayah Mandar. Di
wilayah ini keberadaan etnik sangat heterogen, ada etnik Mandar, Makassar,
Bugis, Jawa, Toraja, Bali, dan lain-fain. Dengan demikian tidak tepat jika
harus menggunakan nama Mandar sebagai nama provinsi, karena hal itu
hanya menandakan refresentatif satu etnik saja.

Kedua, secara politik, jika nama Mandar akan dipakai sebagai nama
provinsi, maka hal ini akan mempersulit percepatan dalam memperoleh
rekomendasi dari pemerintah provinsi. Sulawesi Barat menjadi wacana yang
sengaja dikedepankan, karena selama ini Sulawesi Selatan tidak rela
melepaskan Mandar menjadi provinsi. Hal ini terlihat dari lambatnya
rekomendasi yang dikeluarkan dari gubernur dan DPRD. Kondisi ini,

membuat sebagian komponen masyarakat Mandar tidak menerima, dengan
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melakukan demonstrasi mahasiswa Mandar mengatasnamakan rakyat,
mendatangi kantor DPRD Sulawesi Selatan dan meminta pemerintah provinsi
secepatnya menyetujui pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Tidak
berlangsung lama dari peristiwa tersebut, rekomendasi dikeluarkan oleh
gubernur H.Z.B. Palaguna tanggal 23 Februari 2001, DPRD provinsi tanggal
27 Februari 2001. Dengan demikian, berdasarkan rekomendasi tersebut,
secara politik, witayah Mandar disetujui membentuk propinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan fenomena di atas, bahwa konflik internal dalam
penentuan ibukota provinsi dan pembentukan provinsi Sulawesi Barat
merupakan cerminan konflik bagi wilayah yang ingin mandiri. Keberadaan
konflik di Mandar menjadi negosiasi antar elite { dalam DPRD) untuk saling
memperkuat kedudukan daerahnya. Awalnya, posisi tawar ini menjadi
dikedepankan karena masing-masing kabupaten ingin agar daerahnya
menjadi ibukota propinsi. Akan tetapi mengingat semakin panjang proses
yang akan dijalani, dan menyebabkan propinsi Sulawesi Selatan tidak
percaya akan kesungguhan dalam pembentukan provinsi, maka dengan
penuh rasa kecintaan terhadap tanah dan orang Mandar konflik dapat
diredam. Dapat disimpuikan bahwa kesadaran antar elite di Mandar tersebut
merupakan kebersamaan yang mencerminkan menguatnya identitas Mandar
malab’bi.

Walaupun dalam penamaan provinsi tidak menyebutkan sebagai

provinsi Mandar, bukan berarti bahwa itu sebagai pengingkaran pada
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Mandar malab’bi. Akan tetapi penamaan provinsi dengan nama Sulawesi
Barat menerjemahkan kehidupan etnik yang heterogen di Mandar, provinsi ini
bukan provinsi etnik atau hanya untuk komunitas Mandar, tapi untuk semua

komunitas etnik yang berdiam di wilayah ini.

2. Konflik di Mamasa

Selain polemik atas penentuan nama ibukota, masalah yang timbul
setelah terbentuknya provinsi juga datang dari kabupaten Mamasa.
Kabupaten ini asalnya adalah wilayah Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas)
Mamasa adalah sebuah wilayah kecamatan, dengan Undang-undang Nomor
11 tahun 2002 wilayah ini menjadi kabupaten otonom Di kabupaten ini, ada
tiga kecamatan yang tidak ingin bergabung dengan Mamasa, vyaitu
kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi (ATM), setidaknya ada 26
desafkelurahan dari ketiga kecamatan yang tidak menginginkan bergabung
dengan Mamasa, yaitu 10 desa dari kecamatan Mambi, 10 desa dari
kecamatan Aralle dan 6 desa dari kecamatan Tabulahan.

Konflik yang terjadi di tiga kecamatan ini bersumber karena adanya
warga yang ingin tetap berada di wilayah Polmas, tak ingin bergabunng
(kontra) dengan Mamasa. Akan tetapi, di wilayah yang sama ada juga warga
yang tetap ingin bergabung {pro) dengan kabupaten baru tersebut. Hal ini
yang menjadi pangkal masalah yang menimbulkan konflik pasca

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2002.
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Penolakan bergabungnya tiga kecamatan Aralle, Mambi dan
Tabulahan (ATM), ditandai dengan adanya utusan masyarakat dari ketiga
kecamatan tersebut mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Agustus 2003. Kedatangan utusan
tersebut bertujuan meminta kepada KPUD mendukung tuntutan mereka, agar
masyarakat ATM diperkenankan menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu
2004 di kabupaten Polmas dan bukan Mamasa, karena mereka menganggap
masih menjadi bagian Polmas.

Protes masyarakat tidak hanya ke KPUD, tetapi juga ke kantor
Gubernur Sulawesi Selatan. Pada tanggal 16 September 2003 masyarakat
dari ketiga kecamatan tersebut sekitar 200 orang menggelar aksi menginap
di kantor Gubernur. Mereka menolak . pemekaran wilayah Poimas dan
menuntut pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2002.
Sebaliknya, kelompok yang pro — Mamasa juga terus melancarkan aksinya,
sampai akhirmya kedua kelompok itu saling mengancam.

Puncak dari konflik terjadi pada tanggal 28 september 2003, ketika tiga
orang dari kecamatan Aralle tewas dianiaya oleh warga yang diduga dari
kelompok pro-Mamasa, sebagai balasan atas aksi pelemparan rumah yang
dilakukan kelompok kontra-Mamasa. Pasca peristiwa itu, lebih dari 1.000
penduduk dari ketiga kecamatan tersebut mengungsi ke kabupaten Mamuju.

Saat itu situasi keamanan tidak kondusif, bahkan korban jiwa bertambah
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menyusul tewasnya 16 warga, baik dalam perjalanan ke pengungsian
maupun di tempat pengungsian.

Peristiwa terakhir terjadi akhir Juli sampai Agustus 2004, warga pro-
Mamasa memblokir jalan ke kecamatan Mambi, kendaraan tidak bisa lewat
sehingga lalu lintas lumpuh. Akibatnya, pasokan bahan kebutuhan sehari-
hari jadi tersendat. Mereka melakukan sweeping (pemeriksaan) Kartu Tanda
Penduduk (KTP) terhadap warga yang melintas. Warga yang bukan dari
kelompoknya dilarang melintas, sebagai balasan dari kelompok kontra yang
telah memblokir jalan di kawasan Pokko dekat Polewali. Mereka melakukan
hal yang sama, melarang kendaraan melintas dan memeriksa KTP.

Serangkain peristiwa penolakan Aralle, Tabulahan dan Mambi (ATM)
menjadi satu dengan kabupaten Mamasa, dapat diidentifikasi dari beberapa
faktor. antara lain:

Pertama, faktor historis (sejarah). Pusat konfederasi kerajaan Pitu
Ulunna Salu awalnya berada di Tabulahan, bukan di Mamasa. Hal ini
berlatar karena raja dari Mamasa keturunan dari Ulu Saddang (yang berasal
dari Tojaja) menikah dengan bangsawan Tabulahan, sehingga pusat
konfederasi kerajaan di Tabulahan. Ketika Belanda menguasai wilayah ini,
secara administrasi pusat kerajaan diubah ke Mamasa, tidak lagi di
Tabulahan. Mamasa dijadikan ibukota wilayah sebagai satu onder afdeling
selain onder afdeling Majene, Mamuju dan Polewali. Saat terjadi

pemberontakan A. Selle, wilayah onder afdeling Mamasa dipindahkan,
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digabungkan dengan onder afdeling Polewali. Berdasarkan pengabungan
onder afdeling Mamasa dan Polewali oleh A. Selle, kemudian direalisasikan
pemerintah Republik Indonesia menjadi kabupaten melalui Undang-undang
No 29 tahun 1959 tentang perubahan pembentukan daerah tingkat || menjadi
satu kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mamasa.

Kedua, penentuan ibukota Kabupaten. Dampak dari aspek sejarah
berimplikasi pula pada penentuan ibukota kabupaten. Masyarakat ATM yang
pro-Mamasa menganggap bahwa yang pantas menjadi ibukota kabupaten
adalah Mamasa, karena wilayah ini pernah menjadi onder afdeling,
sedangkan Tabulahan tidak. Sementara masyarakat ATM (kontra-Mamasa)
memandang bahwa Mamasa tidak pantas menjadi ibukota kabupaten, secara
historis Tabulahan lebih layak menjadi ibukota kabupaten karena wilayah ini
dahulu pernah menjadi ibukota kerajaan dari konfederasi Pitu Ulunna Salu.
Perubzhan ibukota ke Mamasa dianggap oleh sebagian masyarakat ATM
(kontra-Mamasa) sebagai cara pemerintah Belanda menghilangkan pengaruh
Tabulahan yang mayoritas muslim, sedangkan di Mamasa lebih banyak yang
kristen, sehingga pemerintah Belanda dianggap lebih dekat ke Mamasa
daripada ke Tabulahan. Akan tetapi, pengalihan ibukota dari Tabulahan ke
Mamasa oleh pemerintah Belanda dimaksudkan agar mengurangi hegemoni
Tabulahan ke Mamasa karena sebagian masyarakat Mamasa asalnya dari

Toraja, sehingga orang ATM (kontra Mamasa) menganggap orang Mamasa
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bukan orang Mandar, karena wilayahnya lebih dekat ke Toraja Barat
daripada ke Polewali.

Ketiga, kepentingan politik. Penolakan Aralle, Tabulahan dan Mambi
(ATM) bergabung dengan Mamasa, disinyalir bukan hanya berasal dari
aspirasi masyarakat ketiga kabupaten tersebut. Akan tetapi, bentuk
penotakan kelompok elite menengah yang tidak mendapatkan kekuasaan,
jika Mamasa di tempatkan sebagai ibukota kabupaten. Kelompok tersebut
menghembuskan wacana kesejarahan, etnik dan agama untuk menuntut
ATM dimekarkan juga menjadi kabupaten, lepas dari Mamasa. Dalam hal ini,
kelompok elite menengah dari ATM dapat berbagi kue politik (baca:
kekuasaan) menduduki jabatan seperti Bupati, anggota Dewan, kepala
Dinas, dan lain-lain. Sementara untuk menjadi daerah otonom (kabupaten)
tidak hanya menitik beratkan pada persoalan etnik dan agama saja, tetapi
menyangkut sistem administrasi dan kapabilitas, siapa yang mampu otonomi,
dialah yang berhak, sedangkan ATM dianggap belum mampu memenuhi
syarat tersebut.

Berkembangnya konflik tersebut, mengakibatkan berkembangnya pula
dua kekuatan di Aralle, Tabulahan dan Mambi (ATM), ada yang pro dan
kontra bergabung dengan Mamasa. Karena dua kekuatan tersebut sama
banyaknya, masyarakat di tiga kecamatan tersebut hanya mengakui
pemimpinnya masing-masing. Masyarakat yang pro hanya tunduk pada

pemimpin versi Mamasa. Begitu juga masyarakat yang kontra, patuh pada
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pemimpin yang ditunjuk Polmas. Dualisme kepemimpinan di ATM saat itu
dapat didentifikadi dari dua camat, dua lurah, dua kepala desa, bahkan dua
kepala sekolah (satu sekolah), dan dua kepala puskesmas (satu puskesmas).

Fenomena tersebut telah meresahkan masyarakat wilayah ATM dan
Mamasa, untuk mengantisipasi kondisi demikian, pada tanggal 6 oktober
2003 diadakan pertemuan dengan tujuan untuk menyelesatkan konflik di
wilayah ini. Pertemuan itu dihadiri beberapa utusan, seperti: utusan
pemerintah kabupaten Polmas, kabupaten Mamasa, DPRD Polmas, tokoh-
tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dari dua kekuatan. Pertemuan
menghasilkan kesepakatan damai dan saling pengertian untuk memberikan
hak bagi masyarakat di tiga kecamatan untuk tidak bergabung dengan
Mamasa.

Sementara pemerintah provinsi dalam mengantisipasi konflik di ATM,
mengundang 29 pejabat dalam jajaran musyawarah pimpinan daerah
(muspida) provinsi Sulawesi Selatan dengan muspida kabupaten Polmas dan
kabupaten Mamasa. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2004
di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan dan menghasilkkan empat
kesepakatan yaitu: (1) pembukaan pemblokiran jalan, (2) kesepakatan agar
pemerintah dan DPRD Polmas dan Mamasa proaktif melakukan
pengendalian di wilayah masing-masing, (3) penyelesaian tapal batas oleh
tim sendiri, (4) sepakat agar polisi bertindak tegas bila ada tindakan yang

meresahkan warga.
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Konflik Polmas-Mamasa seperti diuraikan di atas menunjukan bahwa
masyarakat di kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi kurang mampu
memahami arti dari otonomi daerah. Keinginan segelintir elite-elite karbitan
merekayasa wacana sejarah yang berdampak pada etnik dan agama,
membuat keresahan bahkan pertikaian masyarakat di tiga kecamatan
tersebut. Ini membuktikan bahwa konsep Mandar malab’bi yang dijadikan
kehormatan etnik telah diingkari hanya karena berebut kekuasaan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa konflik di Aralle, Tabulahan dan Mambi
merupakan konflik mengambil bentuk yang lebih keras (hard), seperti
pembakaran, pembilokiran jalan bahkan tindakan pembunuhan.

Fenomena konflik di Aralle, Tabulahan dan Mambi merupakan wajah
betapa kekuasaan bisa mengalahkan kebersamaan dan kemegahan etnik
Mandar dalam Pitu Baba'na Binangan dan Pitu Ulunna Salu. Nilai-nilai
identitas yang telah diwariskan dikhianati demi kepentingan kelompok
masing-masing. Apa yang telah terjadi di tiga kecamatan ini adalah bukti
bahwa belum dipahaminya makna multikultural sebagai pengenjewathan
berbagai perbedaan, sehingga dengan demikian perlu pembelajaran untuk
masyarakat dan pemerintah memahami konsep tersebut sebagai rangkaian

dari politik identitas.
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D. Posisi Elite Pejuang dan Penerus setelah Propinsi Terbentuk

Dalam rapat Paripurna DPR-RI tanggal 22 September 2004, masing-
masing fraksi mengemukakan pendapat akhirnya. Dalam pandangan akhir
fraksi-fraksi DPR-RI pada dasarnya berharap pembentukan provinsi Sulawesi
Barat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pesan
khusus yang dititipkan oleh Fraksi Perserikatan Daulatuh Ummah, Sayuti
Malik yang berpesan ‘jangan sampai pembentukan provinsi ini hanya
dinikmati segelintir elite, tetapi benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat
Mandar”.

Harapan fraksi-fraksi yang dititipkan tersebut sebenamya sesuai
dengan amanah nilai kemandaran yaitu kecintaan terhadap tanah Mandar,
dan sekaligus terhadap masyarakat, karena bagi orang Mandar, jika hal
tersebut ada dan melekat dalam setiap diri orang Mandar maka dialah yang
menyadang sifat mafabbi’ (Mandar utama). Sifat luhur ini yang kemudian
dimobilisasi untuk memudzahkan dalam pengukuhan identitas Mandar.

Setelah pendapat akhir fraksi dikemukakan masing-masing fraksi,
maka rapat Paripurna DPR-RI Rabu tanggal 22 september 2004 akhirnya
secara bulat menyetujui rancangan Undang-undang pembentukan provinsi
Sulawesi Barat menjadi undang-undang (Kompas, 23 September 2004).
Persetujuan DPR-RI tersebut harus mendapat pengesahan Presiden, paling
lambat 30 hari. Tanggal 21 Oktober 2004 Presiden mensahkan RUU tersebut

menjadi UU Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi Barat. Sejak
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saat itu daerah Mandar resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Menurut
Menteri Dalam Negeri, Hari Sabamo (saat itu), provinsi Sulawesi Barat
menjadi provinsi yang ke 33.

Provinsi Sulawesi Barat yang baru terbentuk memiliki luas 16.796,19
km2, daerah ini memiliki potensi sumber daya alam besar di bidang
pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Hasil penelitian tim
pengkaji Departemen Dalam Negeri mencatat Sulawesi Barat memiliki
cadangan minyak bumi berikut tambang emas, perak, dan batu granit dengan
deposit cukup besar. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sepuluh tahun
mendatang. Potensi sumber daya alam yang besar harus dikelola secara
optimal. Pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan semua elemen
yang terlibat baik secara langsung . maupun tidak langsung dalam
pembentukan provinsi baru itu. Hal itu perlu dikonstruksikan setelah provinsi
baru itu terbentuk.

Bagian ini akan diuraikan hasil wawancara dari informan yang mewakili
fenomena tindakan elite setelah pembentukan provinsi. Hasil wawancara
yang dilakukan penulis dibarengi juga dengan pengamatan langsung
dilapangan. Kombinasi antara wawancara dan pengamatan langsung
tersebut menghasilkan 2 kesimpulan sebagai makna tindakan elite dalam
mengkonstruksi indentitas etnik. Beberapa informasi dapat dikelompokkan

menjadi dua hal, yaitu:
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1. Pada dasarnya yang ditonjolkan oleh orang-orang Mandar adalah
keinginan untuk memperoleh peranan. Peranan tersebut
kencendrungan dibungkus, dimasukkan sebagai agenda pemikiran
untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan orang Mandar
semata.
2. Lliterature dan penuturan dari tokoh-tokoh masyarakat menyebutkan,
Mandar memiliki sebuah identitas yang layak untuk dipertahankan,
yakni sebuah identitas malab-bi’, yang direlevansikan menjadi visi dan
misi provinsi Sulawesi Barat. i
Kedua pemyataan tersebut menjadi kabur setelah terwujud menjadi w
provinsi. Beberapa pemyataan yang dapat dikelompokkan penulis
merupakan perwujudan atas bentuk kekecewaan. Kekecewaan tidak hanya
berasal dari elite-elite di Mandar tapi juga dari etnik di luar Mandar.
Pernyataan berikut berasal dari subjek penelitian yang telah memberikan
data dalam pemahaman marginalisasi dari etnik Mandar (Bab Iil hal 225).
Lebih lanjut subjek penelitian fni juga telah menguraikan kekecewaannya

terhadap hasil konstruksi, hal ini diuraikan akan pada bagian berikut.
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1. Pemahaman Etnik Mandar terhadap Posisi Elite Pejuang dan Elite
Penerus Konstruksi )

Bagian ini akan menguraikan pemahaman etnik Mandar terhadap
kondisi yang tengah dialami oleh elite pejuang dan penerus konstruksi.
Wacana ini berkembang disaat Sulawesi Barat telah terbentuk menjadi
provinsi. Apa yang dirasakan elite tersebut dapat dilihat dari wawancara dari
subjek penelitian berikut. Ketika ditanyakan bagaimana posisi gabungan elite
yang memperjuangkan pembentukan provinsi, Hadjar M, sebagai pelaku
konstruksi mengatakan:

“Sekarang setelah provinsi terbentuk, setelah identitasnya
diperoleh, apa yang dilakukan? Kita telah terlampau jauh dari apa
yang menjadi cita-cita luhur, terlampau jauh dari konsep dasar
pemikiran pembentukan provinsi. Entah Mandar mau dibawa
kemana. Ini sangat memalukan...” (wawancara, 5 Mei 2005)

(elite int./pelaku)

Ditambahkannya pula, sekarang di Mandar masuk dalam proses saling
tidak percaya, antara elite pejuang dan elite penerus. Hal ini ditandai dengan
hubungan yang tidak simultan antara masyarakat, DPRD dan pemerintah.
Masyarakat terkadang melakukan tekanan kepada DPRD dan pemerintan
daerah, karena menggangap masyarakat sebagai ujung tombak perjuangan.
Tetapi masalahnya, masyarakat sendiri tidak memahami politik. Sedangkan

di Mandar politik diartikan pada siapa yang masuk dalam sistem baik di

DPRD dan pemerintah daerah.
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Konteks demikian berlangsung di Sulawesi Barat. Ada kendala-
kendala internal antar elite sehingga melahirkan kecurigaan-kecurigaan di
antara mereka. Kecurigaan tersebut mengakibatkan distribution position yang
tidak berjalan setelah provinsi ini terbentuk.

Kekecewaan ini juga disebutkan oleh intelektual politik, beliau dengan
penuh keprihatinan mengatakan:

“Saya tidak habis pikir, mengapa setelah terbentuk provinsi
masing-masing pihak tidak mau duduk bersama-sama memikirkan
apa vyang selanjutnya terbaik dilakukan untuk mengejar
ketertinggalan kita. Sebelum provinsi ini ada, terasa sekali
kebersamaan, kita dengan kelompok anak muda menyatukan
pandangan untuk masa depan Mandar. Tetapi ini bagamana
kelanjutannya, perbedaan pendapat menyebabkan masyarakat
kebingungan siapa yang sepatutnya harus diteladani. Hilang
kecintaan mereka kepada rakyat, kepada lita Mandar. Katanya
demi kemajuan Mandar ke depan, tapi yang terlihat saling
menjatuhkan, kasihan Mandar jika terus menerus terjadi
persaingan yang tidak sehat antar elite” (wawancara, 2 September
2005).
(Intelektual Politik)

Di Mandar, setidaknya dapat diidentifikasi kategori elite. Kategori
tersebut sering mengatasnamakan identitas Mandar malab’bi. Perbedaan
kategori disebabkan adanya perbedaan prilaku elite. Penulis
mengelompokkan sebagai berikut:

1. Elite yang memiliki kekuatan modal, baik berupa kekuasaan, uang

maupun harta. Kelompok ini melakukan penggalangan opini di

masyarakat, bahwa kekuatan merekalah yang patut dan layak untuk
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menjadi pemimpin di Sulawesi Barat. Setidaknya ini diwakili oleh eiite
politisi didukung oleh elite agama.

2. Elite yang memutarbalikkan fakta sejarah, memcoba mengingkari
kebenaran, terutama penginkaran terhadap kelompok elite pejuang
yang mengkonstruksi awal pembentukan provinsi. Hal itu dilakukan
oleh elite yang banyak memberikan konstribusi, tetapi sangat
berambisi untuk mencapai posisi politik tertinggi di Sulawesi Barat.
Kelompok ini diwakili oleh elite politisi {praktisi politik).

3. Elite yang dikelompokkan sebagai elite yang secara finansial banyak
mendanai pembentukan provinsi, sehingga wajar untuk memperoleh
posisi penting sesuai pengorbanan yang telah dikeluarkannya.
Konteks itu menyiratkan adanya unsur balas bayar utang, berusaha
menyakinkan masyarakat atas pembentukan provinsi, dengan tujuan
mendapat dukungan kuat. Setidaknya ini diwakili oleh elite biroktrat

4. Elite yang berpikir rasional adalah gabungan dari elite yang kurang
memiliki modal, tapi tetap berpegang teguh pada pemikiran dasar
pembentukan provinsi yang intinya tetap berusaha menempatkan
Mandar pada posisi malab’bi. Elite ini memiliki tanggung jawab moral,
tetapi kendalanya mereka tidak masuk dalam sistem politik, mereka
tidak memiliki modal yang cukup besar. Setidaknya ini diwakili oleh
elite tradisional dan akademisi, yang juga para penggagas dan pelaku

konstruksi.
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Pengkategorian elite di atas menjadi sangat tajam ketika mereka
bersaing mengantikan pejabat sementara menjadi calon gubermur Sulawesi
Barat. Persaingan yang ketat semakin mengaburkan identitas Mandar yang
selaiu diagungkan, karena dalam nilai budaya Mandar, orang yang
diunggulkan untuk menjadi pemimpin di Mandar adalah mereka yang
memiliki jiwa kesatria yang tidak hanya mengutamakan kepentingannya,
tetapi juga lebih menekankan pada masyarakat dengan dua model kecintaan,
yaitu tanah (negeri) dan orang (masyarakat) Mandar.

Nilai kecintaan tersebut diharapkan melekat dalam jiwa kepemimpinan
orang Mandar, sehingga ketika hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Tau-fonganna Mandar (orang utuhnya Mandar) dengan segala
keutamaannya (kemalab'bi-an). Jika nilai itu tidak dianut oleh calon
pemimpin, maka orang itu tidak patut dipilih menjadi pemimpin di Mandar.

Nilai ke-Mandaran menjadi kabur dalam pencalonan gubernur
Sulawesi Barat. Hal itu disayangkan oleh Husni Dj seperti penuturannya:

“Tindakan yang seolah-olah mengesampingkan elite pejuang
adalah sesuatu tindakan “siri”, perasaan menempatkan hanya
sebagai batu loncatan semata. Tidak ada lagikah kebersamaan
berjuang memsejahterakan lita dan rakyat Mandar? Harusnya ada
kesepakatan seperti kesepakatan Sipamandar untuk memperkuat,
kemudian dilakukan distribusi, siapa yang patut mendapat jabatan,
dan siapa yang harus ikhals membatu kelancaran pembangunan.
Jadi ada upaya untuk saling terbuka, saling memcoba menghargai.
Tidak saling menjatuhkan, karena itu jauh dar konsep apa yang
telah kami perjuangan dulu, untuk membawa Mandar sejajar

dengan dengan etnik lain di Sulawesi. Setelah barang ini didapat,
dibagikan secara adil. Jangan ada yang mendominasi, karena
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orang Mandar yang sebenarnya tidak memiliki sifat seperti itu”
(wawancara, 20 September 2005)

(Elite. Tradisional)

Sifat tamak, haus kekuasaan pada dasarnya bukan sifat orang

Mandar. Akan tetapi sifat itu memudar ketika provinsi Sulawesi Barat

terbentuk karena pada saat itu banyak jabatan-jabatan penting yang masih

lowong, sehingga banyak orang Mandar yang terkesan berambisi untuk

menduduki posisi penting meskipun pada yang bersangkutan kurang pantas

menduduki jabatan itu. Fenomena itu menimbulkan kesan bahwa orang yang

seperti itu telah meninggalkan sifat kemandarannya, karena mereka terlihat

tamak dan haus kekuasaan.

Menurut salah satu pelaku konstruksi;

“Jika seandainya Mandar menjadi provinsi masih dilihat oleh
beberapa pejuang yang telah tiada, mungkin mereka akan sangat
kecewa dengan apa yang ada. Cita-cita murni mereka untuk
menegakkan ke-Mandaran kurang dihargai, para elite sibuk
dengan apa mencari lahan-lahan untuk berkuasa, tidak lagi banyak
memikirkan apa yang terbaik untuk masyarakat, jadi cita-cita
pejuang menjadi kurang tersampaikan oleh elite-elite itu. Lalu
bagaimana semangat kecintaan yang selalu diucapkannya?”

(wawancara, 5 Mei 2005)
(Elite pelaku)

Dari paparan beberapa informan dapat dipahami bahwa kekecewaan

mereka terletak pada upaya yang dilakukan oleh kelompok elite yang tidak

lagi menghormati nilai dasar perjuangan mereka, lebih disibukkan pada

upaya perebutan kekuasaan daripada upaya kesejahteraan rakyat. Walaupun

banyak elite mengatasnamakan rakyat tapi yang disayangkan adanya peta
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konflik yang sengaja diciptakan untuk memisahkan antara elite yang berjuang

dengan elite birokrat yang memiliki kekuatan modal.

2, Pemahaman Etnik Lain Terhadap Posisi Elite Pejuang dan Elite
Penerus Konstruksi

Bagian ini akan menguraikan data yang diperoleh dari informan dari
etnik lain. informan ini sebelumnya telah membahas marginalisasi terhadap
etnik Mandar (Bab Il hal 234). Uraian tentang kekecewaaan juga berasal
dari informan ini, sebagian menyanyangkan terjadinya jarak antara elite.

Jarak antara elite seperti itu menurut pengamat politik dari Unhas
disebut dengan pengkhianatan politik, dikatakannya:

“Konteks kemalab'bi-an Mandar telah berubah, seperti yang telah
saya katakan, orang Mandar jika sudah diberi kepercayaan
menjadi tidak bisa memegang amanat tersebut. Mereka cenderung
terlena dengan apa yang diperoleh tetapi tidak bisa berusaha untuk
mempertahankan apa vyang telah diperolehnya. Adanya
pengingkaran terhadap kesepakatan bersama, mereka kurang
mengingat kembali cita-cita luhur untuk kesejahteraan rakyat
Mandar, yang terjadi malah saling sikut, tidak ada lagi konteks
kemalab’bi-an yang saya lihat. Ini menjadi pertanyaan saya sampai
kapan mereka akan bersikap seperti itu? Mereka telah berusaha
memperoleh kehormatan etnik, malah sekarang antar mereka
kurang saling menghargai” (wawancara, 30 Agustus 2005).

(Elite. Int. Terate)

Apa yang dikatakan oleh intelektual itu bukan tanpa alasan. Beliau
menganggap adanya gesekan-gesekan politkk untuk mencapai kedudukan

nomor satu di Mandar pasca pembentukan provinsi. Persaingan kelompok-
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kelompok elite menyebabkan tertundanya pemilihan gubernur. Akibatnya
banyak masalah yang timbul yang harus diselesaikan terlebih dahulu
sebelum pemilihan gubernur dilaksanakan.

Ditambahkannya, mereka berebut untuk menjadi orang nomor satu di
Mandar. Kondisi itu merupakan euphoria karena selama ini daerah Mandar,
tidak pernah mendapat kesempatan menjadi gubernur Sulawesi Selatan
sehingga ketika kesempatan diberikan kepada elite Mandar, maka mereka
berlomba-lomba merebut posisi penting itu. Walaupun akhimya ada
beberapa elite melakukan penginkaran politik atas hal itu.

Pengkhianatan politik ity juga disebutkan oleh intelektual Makassar,
sebagaimana dituturkannya:

“Sejak awal saya mengamati proses jalannya pembentukan
provinsi, karena saya berteman dekat dengan penggagas
sekaligus pelaku pembentukan provinsi, saya mengetahui siapa-
siapa saja yang awalnya tidak mau menyetujui. Misalnya irfan
Munsi (bukan nama sebenamya), dulunya dia tidak mau
menyetujui kesepakatan untuk pembentukan provinsi bahkan
menolak, karena dia adalah birokrat yang mendapat tempat di
Makassar. Sekarang kenyataannya malah mendukung, dan
menempatkan dirinya bareng Mustafa Zainal (bukan nama
sebenarnya) untuk bersama-sama mencalonkan diri menjadi
gubenur dan wakilnya” (wawancara, 13 Agustus 2005)
(Elite.Int. Makassar)
Ditambahkannya, banyak pejabat-pejabat yang dulu menolak , bahkan

mendemo pembentukan provinsi, sekarang malah mendukung. Karena

berharap posisi penting akan mudah didapatkan di Mandar. Kondisi itu
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melahirkan persaingan baru antara elite pejuang dan elite birokrasi yang
menginginkan jabatan.

Kondisi itu banyak dikaburkan sehingga orang Mandar tidak lagi
memiliki rasa maiu kepada dirinya sendiri. Karena banyak elite Mandar yang
tidak punya andil besar waktu perjuangan, tiba-tiba merasa memifiki hak dan
kepentingan yang sama untuk memajukan Mandar, hanya karena mereka
memiliki modal finansial yang kuat. Fenomena itu telah mengaburlah makna
malab’bi to Mandar, hanya karena ingin memperoleh kursi politik.

Dalam politik, pembagian kekuasaan dimungkinkan jika ada
kesepakatan dan kesepahaman diantara aktor-aktor, tapi jika kesepahaman
tersebut dikhianati, maka mudah timbul perpecahan politik. Menurutnya hal
itu sudah terjadi di Mandar, perebutan kekuasaan untuk menjadi gubernur
telah mengawali terjadinya konflik intern antar elite yang ingin berkuasa.

Apa vyang dikatakan oleh intelektual ini, juga didukung oleh
pengamatan yang dilakukan oleh intektual Bugis, sebagaimana dituturkan:

“Menarik untuk diamati apa yang sekarang terjadi di Mandar,
setelah mereka berusaha semampunya untuk tidak
termarginalkan di Sulawesi Selatan, malah timbul marginalisasi
antar mereka sendiri. Kelompok pejuang tidak lagi ditempatkan
pada posisi sebegimana mestinya, mereka terpojokkan karena
tidak adanya dukungan partai tertentu atau tidak ada partai yang
menawarkan mereka sebab sebagian besar mereka adalah
kelompok akademisi, yang tidak memiliki kekuatan maten,
memang awalnya kurang memperhatikan distribusi kekuasaan,

tetapi setelah posisi mereka digeserkan oleh elite birokrat, mereka
merasa periu untuk bersaing” (wawancara, 7 Setember 2005)

(Elite Int.Bugis)
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Marginalisasi tampak ketika terjadi gesekan-gesekan politik. Kelompok
akademisi sebagai pelaku konstruksi tidak lagi diundang untuk ikut serta
dalam arena politik. Mereka menjadi penonton di tengah-tengah tawar
menawar kedudukan penting di Mandar. Calon seperti Mustafa Zainal, dapat
dianggap menjadi calon orang nomor satu di Mandar, karena beliau selain
seorang birokrat, juga memiliki pengorbanan yang besar dalam proses
pembentukan provinsi baru, setidaknya 40% dana perjuangan dari beliau.
Wajar apabila mendapat kesempatan untuk menjadi calon gubemur.

Intelektual itu menambahkan, Mustafa Zainal seharusnya mengetahui
peta-peta politik penting. Kalau beliau ingin mendapat dukungan yang kuat
dari masyarakat, seharusnya tidak menggandeng irfan Munsi yang juga dari
kalangan birokrat. Akan tetapi mengandeng salah satu elite pelaku dari
kalangan akademisi, mereka adalah kelompok yang banyak mengetahui
proses pembentukan provinsi dan langsung berhadapan dengan masyarakat
saat sosialisasi.

Sosialisasi setelah provinsi terbentuk dilakukan sebagai upaya
pembelajaran politk masyarakat. Saat itu masyarakat kebingungan sebab
apa yang dirasakan setelah terbentuknya provinsi Sulawesi Barat kurang baik
dibanding ketika masih berganbung dengan provinsi Sulawesi Selatan.
Intelektual itu menganggap, rasa pesimis masyarakat akibat tidak berjalannya
proses pemerintahan, berimplikasi pada berkurangnya elite-elite pejuang ikut

dalam proses pencalonan gubernur.
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Kondisi itu semakin dipertajam dengan muncuinya kelompok elite
tandingan yang mengupayakan tidak terpilihnya Mustafa Zainal. Kelompok
elite tandingan banyak bermuncutan. Kelompok itu tergolong minoritas. Asal
usul kelompok itu berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh
dan kharisma dalam masyarakat. seperti; kelompok Manggabarani, kelompok
Masdar, kelompok S. Mengga, kelompok Kambo, dan lain-lain.

Realitas tersebut menurut tokoh masyarakat dari etnik Toraja, sebagai
upaya mengecilkan kesempatan kekuasaan dominan satu kelompok,
dikatakannya:

“Sekarang banyak muncul kelompok elite lain, sebagai kelompok
penentang, karena merasa suaranya tidak didengar lagi, mereka
melabelkan dirinya dengan memakai nama keluarga besar,
khususnya orang tuanya yang dulu menjabat di Mandar. Saya kira
ini ditakukan untuk mencoba menetraikan kondisi, karena selama
ini ada persingungan antara kelompok birokrat yang memiliki dana
dengan kelompok akademisi, padahal mereka kalau disatukan

akan menjadi sebuah ikatan yang kuat’ (wawancara, 14 Oktober
2005)

(Tokoh Masyarakat/Toraja)

Munculnya kekuatan minoritas tersebut akan sangat baik, jika
dibarengi dengan koalisi antar mereka. Mereka lebih kuat bila bersatu dart
pada harus membentuk kekuatan baru, hal ini tidak bisa menyaingi dua
kekuatan antara elite birokrat dan elite pejuang. Masyarakat dapat meniiai
mana yang dapat dipilih dan mana yang tidak, karena suka ataupun tidak,

pilihan rakyat menentukan akhir konflik interen antar elite.
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Tokoh masyarakat ini menilai bahwa kekuatan yang sinergis lebih baik
jika ada kolaborasi antara siapa yang memiliki modal yang kuat, dengan
siapa yang mengetahui kondisi ril masyarakat Mandar. Artinya, jika
dimungkinkan kolaborasi itu dapat berasal dari birokrat yang secara finansiai
memiliki dana yang cukup, ditambah pengetahuan pemerintahannya serta
disandingkan dengan peiaku dari konstruksi yang pengorbanannya bukan
hanya finansial tetapi pengorbanan biaya dan pikiran.

Kenyataannya kolaborasi yang diharapkan tidak ada, malah muncul
kelompok-kelompok tandingan yang masuk dalam areal persaingan politik.
Kelompok tersebut memiliki caion tersendiri dalam pemilihan Gubernur.
Akibatnya banyak pasangan calon gubernur yang ikut bersaing. Banyaknya
pasangan calon yang muncul telah memicu persaingan tidak sehat diantara
pasangan calon. Persaingan yang tidak sehat menandakan adanya krisis
ketidakpercayaan terhadap pemimpin Mandar. Otonomi yang diperoleh,
malah membuat tidak singkronnya antara pemikiran dan gagasan dengan
tindakan untuk mensejahterakan Mandar. Lalu menurut tokoh masyarakat
ini, kemana nilai ke-Mandaran yang selalu diagungkan, seperti yang mereka
suarakan saat membentuk provinsi baru.

Rangkaian data di atas melahirkan analisis, bahwa terjadi kesejangan
(distorsi) dalam memaknai proses konstruksi. Adanya posisi-posisi yang
dijalankan antar elite birokrat dan intelektual menimbulkan jarak sosial antar

dua kekuatan itu. Jarak yang dilahirkan setelah proses berimplikasi pada
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jarak dalam distribution of power, karena masing-masing kekuatan merasa
telah banyak berkorban dalam perjuangan pembentukan provinsi, maka
kedua kekuatan tersebut merasa berhak pula untuk memimpin Sulawesi
Barat. Kenyataannya kedua kekuatan tersebut saling bersaing dan bahkan
saling tidak percaya, akibatnya muncul konflik internal antar elite, terutama
pada masalah siapa yang akan menjadi orang nomor satu memimpin

Sulawesi Barat.
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BAB YV

POLITIK IDENTITAS DAN PROPINSI SULAWESI BARAT

Analisis yang akan diuraikan pada bagian ini terkait dengan bagian
sebelumnya. Kaitannya dilihat dari perspektif teoritis, metodologis, serta
temuan-temuan di lapangan. Tujuannya agar ketiga aspek itu sejalan dan
memberikan konstribusi teoritik yang cukup kuat dari penelitian yang telah
dilakukan.

Pembahasan sebelumnya telah memaparkan secara keseluruhan
(komprehensif) temua-temuan di lapangan. Temuan tersebut merupakan
pemahaman penulis dalam melihat konstruksi identitas etnik di Mandar.
Dalam tahap ini, dikategorikan oleh penulis sebagai kolaborasi antara first
order understanding dan third order understanding, yaitu dimulai dengan
mencari informasi yang akurat dari subjek atas konstruksi serta penilaian
terhadap segala peristiwa-peristwa yang mendukung konstruksi tersebut,
karena dalam memperoleh informasi dari subjek selalu terkait dengan
peristiwa konstruksi.

Uraian selanjutnya, merupakan lanjutan dari kedua tahap tersebut
yaitu tahap second order understanding. Tujuan tahap ini, sebagai
pemahaman penuh penulis terhadap hasil interpretasi subjek terhadap

konstruksi identitas etnik, berbarengan dengan peristiwa-peristiwa yang
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mendukungnya. Metode ini, sedapat mungkin _diupayakan memberi

penjelasan dan pemahaman makna dari konstruksi identitas etnik tersebut.

A. Pemahaman Hasil Penelitian

Bertitik tolak dari perspektif teoritis, penelitian yang telah dilakukan
merujuk pada perspektif konstruktivis etnik. Perspektif ini, secara operasional
dipandang sebagai sesuatu yang tidak tetap, paragmatis, oportunistik, dan
dibentuk oleh orang-orang tertentu dengan memiliki tujuan tertentu pula.
Akibatnya aktor-aktor yang aktif dalam suatu hubungan mengkonstruksi
etnisitas ke dalam dunia sosial mereka, sesuai dengan alam pikirannya
(Detanty dalam Ritzer dan Smart, 2001 : 427).

Perspektif ini memandang etnisitas sebagai instrument yang
membantu individu atau kelompok, khususnya kelompok elite dan institusi
untuk memperoleh power. Dalam hal ini etnisitas merupakan upaya dari elite
untuk merespon, memiliki sikap pragmatis, dan merasionalkan dalam
lingkungannya. Sebagai sesuatu yang pragmatis, etnisitas menjadi tidak
tetap dan tidak alamiah, dijadikan sebagai sumber politik, sarana untuk
kohesi bagi orang yang akan dipromosikan guna memfasilitasi artikulasi
politik dari kepentingan orang dan kelompok. Hasilnya adalah suatu arena
politkk tawar menawar dalam situasi plural. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa polittk merupakan arena konflik elite memperoleh

kekuasaan.
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Kekuasaan yang diperoleh dapat bersumber dari etnisitas. Artinya,
etnisitas adalah sesuatu yang manipulated dan contruction yang sengaja
diciptakan, sesuatu yang tidak hanya diperoleh dari pembawaan turun
temurun dan fisik saja, tetapi juga adanya konstruksi yang dilakukan oleh
kelompcok terhadap kelompok lain secara intersubjektif (Feagen & feagen,
1996:12). Akhirnya, bahwa sesuatu yang diupayakan melalui etnisitas dapat
dikategorikan sebagai bentuk identitas. Hal ini dapat pula dibarengi dengan
pengupayaan identitas politiknya. Dengan demikian identitas dapat diperoleh
melalui ikatan sinergis antara etnik dan paoiitik.

lkatan sinergis etnik dan politk dalam disertasi ini, diasumsikan dari
konstruksi identitas etnik di Mandar dengan pengupayaan pembentukan
provinsi Sulawesi Barat. Konstruksi tersebut menunjukkan suatu proses yang
dimobilisasi oleh kelompok elite, mempresentasikan makna etnik sebagai
sesuatu nilai budaya kelompok, terutama pada makna kecintaan yang
menyatukan mereka dalam satu identitas etnik. Pengupayaan makna
kecintaan, merupakan pengikatan komunitas Mandar atas dasar kesamaam
keanggotaan etnik, pertimbangan bahwa mereka satu etnik, khususnya
dilihat dari fatarbelakang kelahiran, tempat tinggal, bahasa, geneologis, dan
lain-lain sebagai wujud kepemilikan  tanah/wilayah (lita’) dan orang
(pa’banua) Mandar.

Di satu pihak, kesamaan keanggota etnik tersebut menjadi cin khas,

merupakan pengakuan fakta secara objektif etnik Mandar, fakta tersebut oleh
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Jenkins (Haralambos, 2000: 886) disebut dengan identitas internal. Di pihak
lain, kesamaan anggota etnik dapat juga diperoleh atas pengakuan orang lain
terhadap etniknya, atau disebut pula dengan identitas eksternal, ini
merupakan pengakuan secara subjektif, bagaimana penilaian penting orang
lain, hal ini dalam istilah interaksi simbolik disebut dengan significant others.

Orang Mandar, menganggap identitas etnik tidak mudah dihilangkan,
tapi akan selalu diupayakan, dikonstruksi kembali. Konstruksi identitas
terkadang menimbulkan sentimen etnisitas. Hal itu merupakan kesadaran
perbedaan dengan orang lain, dan suafu perasaan akan diri mereka.
Pemikiran seperti itu menurut Andrain (1995: 98) dapat menentukan tindakan
untuk penghargaan kehormatan diri.

Konstruksi identitas di Mandar dapat dideteksi dari dua fungsi etnik,
yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal fungsi etnik merujuk
pada pemahaman bahwa etnik digunakan sebagai suatu ikatan untuk
menjaga integrasi, memperkokoh dan menjaga kesinambungan nilai-nilai dari
identitas kelompok etniknya. Nilai identitas tersebut dijadikan instrumen
mempersatukan komunitas Mandar dalam menjaga keutuhan etniknya.

Upaya untuk menjaga kesinambungan identitas etnik, terlebih dahulu
ditanamkan pemikiran akan “siapa dirinya yang sebenarnya” di tengah
pluralitas etnik. Dalam posisi demikian, etnik menjadi alat untuk menyatukan

dan memperkokoh kelompok etnik sehingga koeksistensi tetap terjaga.
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Perasaan sebagai satu kelompok etnik memperkuat rasa kebersamaan (in
group) dan berbeda dengan kelompok etnik lain (out group).

Secara eksternal etnik berfungsi sebagai sumber potensi yang efekiif
dalam menggerakkan massa (mobilisasi) untuk menggalang integrasi sosial.
Hal ini menimbulkan penegasan akan siapa “kita’ (we) dan siapa “mereka”
(they), dengan demikian ada legitimasi etnik yang diutamakan. Legitimasi ini
mempermudah elife melakukan mobilisasi dengan penguatan sentimen-
sentimen etnik, sehingga yang dipengaruhi seolah-olah mengikuti apa yang
dimobilisasikan tersebut adalah demi kepentingan kelompok etniknya.

Terkait dengan fungsi efnik tersebut, terdapat pemahaman tentang
siapa yang menjadi bagian kelompok etnik dan siapa yang bukan anggota
kelompok etnik. Hal ini terlihat pada kelompok elite dari etnik Mandar yang
melibatkan etnik lain (Bugis, Makassar, Jawa), baik yang terlibat dan tidak
terlibat dalam perjuangan pembentukan provinsi. Kelompok ini dimaknai
sebagai kami (we) dan mereka (they), yang dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, kelompok orang Mandar (dalam KAPP-Sulbar) yang terfibat
berjuang dan memiliki kepentingan sama dalam pembentukan provinsi dapat
berkonotasi "kami”, demikian pula dengan orang lain yang bersama-sama
berjuang dalam KAPP-Sulbar tetap dianggap sebagai kelompok "kami”
walaupun mereka dari etnik lain, seperti Bugis , Makassar dan Jawa.

Kedua, kelompok orang Mandar yang tidak terlibat atau berada diluar

garis dalam pembentukan provinsi dapat berkonotasi "kami” apabila mereka
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memiliki tujuan yang sama dan mendukung keinginan kelompok elite
membentuk provinsi. Demikian juga dengan etnik lain dapat dikategorikan
sebagai kelompok "kami” jika mendukung pembentukan provinsi, walaupun
mereka tidak berjuang bersama-sama orang Mandar akan tetapi dianggap
menjadi bagian dari etnik Mandar.

Ketiga, orang Mandar jika mereka tidak setuju pada pembentukan
provinsi dan berada di garis luar dalam perjuangan {tidak sejalan dengan
kelompok elite pejuang) maka dikategorikan sebagai "mereka”’, apalagi bagi
orang yang sering melakukan kritikan dan kecaman terhadap pembentukan
provinsi.

Keempat secara umum, siapa saja yang tidak mendukung
pembentukan provinsi dan tidak mengakui keberadaan perjuangan etnik
Mandar, atau hanya bisa mencurigai bahwa kelompok elite berjuang untuk
membentuk provinsi etnik dikategorikan sebagai "mereka’, apalagi jika
sampai memandang bahwa perjuangan mereka merupakan bentuk
distribution of power bagi elite di Mandar (baca pula tentang stereotip).

Fenomena penguatan pembentukan provinsi Sulawesi Barat,
merupakan kecendrungan bukti atas konstruksi etnik di Mandar, sebagai
upaya yang dilakukan elite untuk mempresentasikan identitas agar mendapat
penghargaan etnik dari etnik-etnik lain di Sulawesi Selatan. Tindakan dari
kelompok elite itu dapat dipahami sebagai upaya mobilisasi etnik untuk

memperoleh pengakuan atas etniknya dan kekuasaan di wilayah etniknya.
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Pengakuan secara etnik dan politik yang diusahakan oleh kelompok
elite, awalnya bertujuan tidak hanya untuk kepentingan kelompoknya saja,
tetapi juga lebih pada keinginan untuk mensejahterakan rakyat dan
menempatkan tanah Mandar sebagai wilayah yang otonom. Apa yang
diupayakan itu dikukuhkan melalui spirit nasionalisme. Spirit itu mentrasfer
dan memperkenal kembali nilai ke-Mandaran, yang diadopsi dari nilai budaya
Mandar pada kerajan Balanipa |, diperkenalkan oleh raja Tondifaling, yakni
semangat pengorbanan yang dititikberatkan pada kepentingan tanah dan
orang Mandar.

Semangat itu menjadi sangat penting, ketika Mandar mencoba lepas
dari provinsi induk dan berjuang untuk menjadi sebuah provinsi baru.
Pengenalan nilai-nilai tersebut dilakukan .mulai dari high elite sampai pada
masyarakat tingkat bawah. Agenda sosialisasi mempertajam bahwa Mandar
berbeda dengan etnik Bugis, etnik Makassar, dan etnik Toraja dan etnik-etnik
lain di Sulawesi Selatan. Mandar memiliki kekuatan tersendiri, Mandar
memiliki wilayah, dan Mandar memiliki imajinasi, semuanya harus dihargai
dan dihormati oleh etnik-etnik [ain.

Penegasan kecintaan tersebut terakumulasi pada keinginan Mandar
untuk berdiri sendiri. Berbarengan dengan itu, terdapat kesempatan yang
diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang 22 tahun 1999

tentang pemerintahan daerah yang memberikan peluang kepada daerah
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untuk melaksanakan otonomi daerah lebih luas, termasuk dimungkinkannya
dilakukan pemekaran wilayah.

Peluang tersebut dimanfaatkan oleh elite, dijadikan sebagai
penegasan melepaskan diri dari hegemoni Bugis. Menurut sebagian elite,
apa yang dirasakan Mandar merupakan situasi yang kurang menguntungkan,
mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang penting di
Sulawesi Selatan. Disamping itu, Mandar dianggap kurang mendapat
perhatian yang cukup dalam memperoleh anggaran untuk pembangunan fisik
seperti kabupaten-kabupaten yang lain di Sulawesi Selatan.

Kondisi itu membuat orang Mandar merasa termarginal. Perasaan
termarginal dalam sumber-sumber politk membuat Mandar menyakinkan
masyarakatnya agar bersatu dan bersama-sama berjuang untuk menjadi
daerah otonom. Dalam hal ini, Mandar mengusahakan perolehan hak-hak
kuasa menjadi provinsi, elite sebagai benggerak mengelaborasi segala
tuntutan dari rakyat (in put) dengan dukungan dari luar lingkungannya,

Pemahaman marginalisasi tersebut, tidak lepas pula dari kekalahan
Mandar berkompetisi memperoleh jabatan politik strategis. Hal itu direduksi
sebagai bentuk marginalisasi struktural etnik Bugis. Kondisi ini menimbulkan
kegelisahan bagi etnik Mandar yang ingin memperoleh bagian dalam
pembagian kue politik di provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena itu
dikonstruksi untuk membangun kesadaran etnik Mandar untuk memperoleh

kembali kehormatan etniknya. Apa yang dilakukan Mandar sebagai bentuk
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keinginan memperoleh hak kuasa di wilayahnya. Elite Mandar mengelaborasi
berbagai kepentingan sebagai agregrasi kepentingan rakyat dari tuntutan
(fnput) dan dukungan rakyat. Selain itu, elite juga menterjemahkan dukungan
darni luar lingkungannya, karena adanya peluang secara yuridis maupun
karena lingkungan yang tidak kondusif selama bergabung dengan provinsi

Sulawesi Selatan.

B. Politik 1dentitas Etnik Mandar

Dalam disertasi ini, ditemukan aksi-aksi politik oleh kelompok elite di
Mandar, terkait pada konstruksi identitas etniknya. Merujuk pada fenomena
tersebut, secara metodologis telah melahirkan stereotip antaretnik selama
proses pembentukan provinsi. Stereotip itu telah meiahirkan pro dan kontra.
baik itu dari orang Mandar sendiri maupun dari etnik lain di luar Mandar.

Pro kontra dapat diklasifikasi dalam dua kategori. Pertama, selama
proses konstruksi. Kategori pertama pro dan kontra berasal dari kelompok
masyarakat, terutama putera daerah yang orang tua mereka adalah
penggagas awal konstruksi. Kedua, pro kontra terjadi setelah propinsi
terbentuk. Pro kontra terjadi antara elite pejuang dengan elite birokrat.

Pro dan kontra atas pembentukan provinsi mengasumsikan, bahwa
selama ini kajian politik identitas menjadi bagian penting dalam proses
pembentulkan propinsi Sulawesi Barat. Polititk identitas itu mengemuka di

saat wacana pembentukan provinsi masuk dalam tahap kelima. Tahap itu
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merupakan gabungan antara elite tradisional dan elite intelektual untuk
mengambil peran besar dalam upaya pengukuhan identitas etnik Mandar.
Politik identitas etnik Mandar, kecenderungannya mengacu pada
suatu bentuk gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan
(difference), divisi sosial (social division) dan ketidaksetaraan (inequalities)
sebagai kategori politik utama yang menimbulkan perselisihan etnik.
Perselisihan etnik yang terjadi dibarengi dengan relasi kuasa, dominasi, dan
resistensi. Hal itu disebabkan adanya kelompok vyang dominan dan

mayoritas sebagai pemegang kekuasaan.

1. Kelompok Mayoritas dan Minoritas Etnik

Dalam percakapan sehari-hari, pemahaman kelompok mayoritas dan
minoritas selalu dihubungkan dengan mayoritas dan minoritas agama, suku
bangsa, ras atau etnik, dan golongan, serta keanggotaan legislatif yang
mewakili partai politik. Di Indonesia, secara rasional orang akan memandang
bukan sebagai negara Islam, tetapi negara dengan mayoritas penduduk
beragama Islam, artinya orang muslim merupakan mayoritas dan non muslim
sebagai minoritas. Hal itu dapat menciptakan jarak sosial sehingga dapat
menjadi beban sosial, dan kultur, jika tidak disikapi secara bijaksana.

Berbeda dengan Amerika dan Australia yang mendorong
multikulturalisme sebagai suatu potensi yang bermanfaat. Amerika bangga

dengan masyarakat yang beragam. Mereka menikmati situasi mayoritas dan
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minoritas, sehingga mereka memahami benar makna meiting pot atau salad
bolw, yaitu suatu pemahaman yang menjelaskan perbedaan beragam
kebudayaan yang membentuk bahasa dan bahkan budaya USA. Meskipun
mereka mengakui keragaman dalam sebuah makna melting pot, tetapi
mereka tetap menjadikan faktor identitas etnik dan ras sebagai penentu
mayoritas dan minoritas tersebut. Namun makna tersebut banyak
mengalami perubahan seperti penghapusan diskriminasi atas hak pilih,
maupun jenis pekerjaan. Secara umum, meskipun masih ada pemahaman
mayoritas dan minoritas, tetapi hanya merupakan ketegori sosial demi
menjelaskan identitas asal usul (Liliweri, 2005; 99).

Dominasi kuasa etnik biasanya berlangsung dalam suatu komunitas
yang didalamnya ada kelompok mayoritas dan minoritas etnik!. Kelompok
mayoritas dalam kekuasaan memberi kesempatan kaum minoritas
mengambil bagian dalam menjalankan kekuasaan melalui partisipasi mereka
dalam pengambilan keputusan. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar,
karena mereka juga merupakan bagian sistem politk. Dengan kata lain,
kekuasaan di dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok
mayoritas dan minoritas akan berbeda secara ekstrim, karena itu untuk
mengatasinya dibutuhkan proses akomodasi yang dituangkan ke dalam

berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjamin

' pada awalnya, istilah mayoritas sebenamya lebih dikenal dalam konsep politik, terutama
vang berkaitan dengan pemilihan. Kita sering menyebutnya sebagai mayoritas absolut (dalam Pemiiu)
dimana kemenangan ditentukan (lazimnya) oleh lebih dari 50% suara, karena jumlah suara itu sangat
menentukan jumlah posisi atau wakil politik di lembaga legislative.
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hak-hak kelompok minoritas. Keadaan itu harus terus diperjuangkan karena
fakta menunjukkan bahwa kelompok minoritas yang tidak berkuasa tidak
hanya dialami oleh etnik Mandar saja tetapi juga oleh sebagian etnik lain di
berbagai belahan dunia.

Etnik Bugis sebagai kelompok mayoritas dan kelompok dominan
memiliki kekuasaan yang besar dalam mayarakat. Kelompok itu memiliki
sumber daya kekuasaan dalam setting institusi yang berbeda-beda. Setting
institusi itu cenderung lebih penting karena hal tersebut mempengaruhi
penyelenggaran pemerintahan daerah. Dominasi etnik Bugis di Sulawesi
Selatan bukan hanya dalam kuantitas tetapi juga kualitas. Dari segi kuantitas
etnik Bugis jumlahnya lebih banyak dari pada etnik Makassar, Mandar, dan
Toraja. Sedangkan dari segi kualitas, etnik Bugis lebih di atas dibanding
dengan etnik lainnya, karena etnik Bugis lebih dahulu mendapat kesempatan
untuk mengenyam pendidikan dibanding dengan etnik lain di Sulawesi
Selatan. Wajar apabila mereka dapat mendominasi dan mengontrol aspek
kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dengan demikian
etnik-etnik fain, seperti Makassar, Toraja dan Mandar kurang berpeluang
pada bidang-bidang tersebut.

Dominasi etnik Bugis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman
mayoritas sejak awal terkait dengan pembagian kekuasaan (sharing power).
Kekuasaan untuk “mengatur’ dan “mengurus” masyarakat selalu

dihubungkan pada pemahaman superioritas etniknya yang dianggap memiliki
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pengaruh kuat terhadap etnik yang lain. Artinya, bahwa kelompok mayoritas
memposisikan dirinya sebagai pihak yang berkuasa. mempunyai status sosial
yang tinggi, dan harga diri yang harus dihormati. Etnik Bugis sebagai
mayoritas memperoleh lebih banyak hak privilese dibanding dengan etnik
minoritas di Sulawesi Selatan.

Sebagai kelompok minoritas, etnik Mandar merasa kurang mempunyai
akses terhadap sumber daya, privilese sedikit bahkan kurang berpeluang
mendapat kekuasaan politik. Pembagian kekuasaan yang kurang
proporsional telah mendorong munculnya prasangka (prejudice) bahkan
stereotip pada etnik Mandar. Mereka menganggap etnik mereka
kedudukannya lebih rendah dari kelompok mayoritas. Masalah itu sama
seperti pengungkapan masalah telur dan ‘ayam, mana yang iebih dahulu?
Bahwa prasangka membiarkan kekuasaan menjadi tidak seimbang dan
kekuasaan yang tidak seimbang yang mendorong prasangka.

Gejala yang menarik dari dominasi etnik terkait pada kekuasaan yang
tidak seimbang, dapat dilihat ketika etnik Mandar berkompetisi dalam ranah-
ranah politik. Gejala ini juga diperkuat oleh konsep perluasan wilayah
termasuk diantaranya adalah perkawinan politik, dalam hal ini etnik Bugis
menempati wilayah-wilayah tain dan cenderung menguasai.

Selanjutnya, sebagai kelompok minoritas etnik Mandar memandang
dirinya berada pada posisi termarginal. Pemahaman ini oleh etnik Mandar

dipertegas sebagai konstruk politik, yang menganggap etniknya diperlakukan
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tidak adil, merasa kelompok etniknya dijadikan sasaran diskriminasi. Semakin
kuatnya pemahaman sebagai kelompok minoritas sehingga etnik Mandar
merasakan tiga hal yang kurang baik. Pertama, etnik Mandar merasa
ditekan. Kedua, etnik Mandar merasa tidak diberikan kesempatan yang sama
untuk berkompetisi meraih jabatan strategis di Sulawesi Selatan. Ketiga, etnik
Mandar merasa tidak pemah beruntung mendapatkan kekuasaan, dan dalam
perkembangan kekuasaan etnik Mandar memang selalu kalah dalam
kompetisi menduduki jabatan-jabatan politik.

Pembedaan kelompok mayoritas dan minoritas, diasumsikan penutis
sebagai pengelompokan sejumiah orang yang memiliki pengaiaman dan
pengetahuan ketidakmampuan pada kelompok etnik, terutama terkait pada
aspek politik. Dalam hal ini etnik Mandar tidak diberi kesempatan
memperoleh kekuasaan secara adil. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak
menutup kemungkinan menimbuikan stereotif dari interaksi antaretnik.

Berikut ini penulis membedakan kelompok mayoritas dan minoritas.

Kelompok Mayoritas diwakili etnik | Kelompok Minoritas  diwakili etnik

Bugis Mandar
1. Memiliki kekuasaan 1. Kurang, bahkan tidak memiliki
kekuasan
2. Kedudukan lebih tinggi o
(superion 2. Kedudukan lebih rendah (inferior)
3. Kompetisi kuat 3. Lemah dalam kompetisi
4. Melakukan diskriminasi 4. Mendapat periakuan tidak adil

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

347

2. Stereotip Antaretnik

Pembedaan mayoritas dan minoritas, pada dasamya muncul ketika
ada interaksi sosial antarmanusia. Sejalan dengan itu, disertasi ini
menemukan hubungan interaksi yang dilakukan oleh kelompok etnik untuk
menyatakan identitasnya kepada orang lain (etnik lain), dan menerima
pengakuan atas identitas tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas
diantara mereka. identifikasi itu dapat dilihat dari pengakuan bahwa
kelompoknya sangat penting, karena pengakuan tersebut menjadi kekuatan
moral bagi kelompok etniknya.

Hasil  penelitian menemukan beberapa pemyataan yang
diidentifikasikan memiliki makna stereotip, baik stereotip negatif dan positif
terhadap etnik Mandar. Stereotip berkembang didasarkan atas keinginan
etnik Mandar mengkonstruksi identitasnya melalui pembentukan provinsi
baru. Stereotip tersebut menunjukkan perbedaan kategori: (1) *kami” (we)
dengan “mereka” (they), dimana kami selalu dikaitkan dengan superioritas
kelompok in group dan mereka sebagai inferior atau kelompok out group; (2)
proses kategori sosial yang menghasilkan “kami® dan “mereka’, atau in
group dan out group. In group biasanya cenderung menyenangkan
kelompok sendiri, dan cenderung mengevaluasi orang lain berdasarkan cara
pandang dari kelompok “kami”. Hal itu akan menghasilkan kontribusi atas
perilaku tertentu. Sementara itu, stereotip yang dimaksudkan adalah

pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang
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bersifat subjektif, bisa karena berasal dari kelompok itu, atau berasal dari
kelompok lain. Pemberian sifat tersebut dapat bersifat positif dan negatif.

Stereotip pada etnik Mandar berkembang berdasarkan pengalaman
dan interaksi antaretnik Mandar dengan etnik lain. Dari  sejumlah
pengalaman tersebut dipahami sebagai pengetahuan mengenai ciri-ciri etnik
Mandar. Walaupun pengetahuan tersebut terbatas dan subjektif, akan tetapi
semua didasarkan pada interpretasi pada hubungan tersebut, yang
digeneralisasikan sebagai ciri spesifik etnik Mandar. Sebuah stereotip yang
berisikan pemberian sifat yang jelek dapat menimbulkan prasangka. Dengan
demikian, berdasarkan pada prasangka-prasangka, mengakibatkan tindakan
diskriminasi terhadap etnik Mandar.

Pada umumnya elemen masyarakat yang pro terhadap pembentukan
provinsi menganggap bahwa pembentukan provinsi merupakan upaya
mempertegas wilayah Mandar untuk dihargai. Penghargaan terhadap
identitas wilayah memang tidak dapat ditawar lagi, mengingat telah ada
peluang dari pemerintah pusat kepada daerah dalam memberikan hak
otonomi untuk berdiri sendini sebagai satu provinsi.

Peluang itu direspon oleh elite yang tergabung dalam perjuangan
tahap kelima. Gabungan itu mengagendakan untuk segera mengkonstruksi
identitas kemandaran, seperti wilayah konfederasi kerajaan Pitu Babana
Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Upaya elite itu dianggap oleh masyarakat

sebagai tahap menumbuhkan tanggung jawab kebangsaan melalui
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pemerintahan yang bersih, kreatif dan dinamis karena telah mendapat
dukungan yang luas dari tiga kabupaten (sebelum dimekarkan) yaitu Polmas,
Majene, dan Mamuju. Dengan demikian masyarakat menganggap elite
mendapat angin segar untuk membentuk provinsi.

Selain kelompok yang pro terhadap pembentukan provinsi, ada pula
yang kontra terhadap pembentukan provinsi, hal ini cenderung melahirkan
stereotip negatif. Kelompok kontra ada tiga kategori, Pertama, kelompok
yang menganggap bahwa yang baik sebenarnya untuk wilayah Mandar
bukan membuat provinsi sendiri, akan tetapi pemekaran pada tingkat
kabupaten. Artinya otonomi pada tingkat kabupaten lebih dipertegas.
Mengingat, bila membentuk propinsi memeriukan dana yang banyak dan
segala fasilitas untuk menjadi provinsi harus segera disiapkan. Pemyataan
tersebut menyiratkan bahwa kesiapan secara materi belum dapat dianggap
mampu mewadahinya dalam membentuk propinsi.

Kedua, kelompok yang menganggap bahwa pembentukan provinsi
hanyalah merupakan keinginan sekelompok elite tertentu yang memiliki
kepentingan yang selama ini tidak terakomodasi. Kelompok tersebut
disinyalir sebagai kelompok pemburu jabatan semata, karena setelah
dikecewakan di tingkat provinsi, akhimya mengkonstruksi gagasan
membentuk provinsi sendiri, dengan demikian mereka nantinya akan

memperoleh jabatan di provinsi baru.
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Ketiga, kelompok yang menganggap bahwa pembentukan  provinsi
merupakan pembentukan provinsi etnik. Kondisi ini kecendrungan
melahirkan implikasi sosial yang tidak kondusif bagi perkembangan dan
dinamika sosial masyarakat. Sebab ada yang menilai apa yang dilakukan
oleh kalangan elite tersebut usaha dalam mengorganisir kepentingannya
yang mengatasnamakan kepentingan dan kehormatan etnik Mandar, karena
dalam hal ini isue etnik lebih mudah dimobilisasi.

Setelah kontruksi dilakukan, muncul kondisi yang memprihatinkan.
Satu sama lain antar elite sudah tidak saling mempercayai. Adanya distorsi
pemahanan antar kelompok elite pejuang dengan elite birokrat. Di antara
mereka masing-masing merasa mengklaim berhak untuk menduduki posisi
penting di Mandar, khususnya menjadi orang nomor satu sebagai gubermnur
pertama di Sulawesi Barat.

Kenyataan itu diperlihatkan dengan adanya pasangan-pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur. Terdapat pasangan yang berasal dari
kalangan birokrat dan juga terdapat pasangan dari kalangan putera-putera
mantan Bupati. Pasangan-pasangan calon tersebut membuat kelompok
sendiri, dan jelas melahirkan jarak sosial antarelite. Elite kemudian menjadi
terpisah-pisah, yang tragisnya, merasa tidak peduli dan bahkan tidak
mengakomodir kepentingan elite-elite pejuang yang selama ini banyak

berkorban dalam pembentukan provinsi.
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Elte pejuang (terutama dalam tahap kelima), lebih banyak dari
kelompok akademisi. Kelompok itu sebagian besar kurang memiliki modal
yang memadai untuk disandingkan dengan elite-elite birokrat sehingga
mereka tidak dilamar oleh partai politik untuk dijagokan menjadi calon
gubernur. Sementara elite birokrat dan putera mantan Bupati memiliki modal
yang memadai sehingga mereka diberi peluang besar menjadi calon
gubernur. Elite birokrat sengaja dipilih oleh partai Golkar karena alasan
sejarah. Selama pemerintahan orde baru, salah satu pendukung utama
Golkar (sekarang partai Golkar) adalah kalangan birokrat. Wajar apabila
partai Golkar dengan kalangan birokrat masih memiliki hubungan emosional
sehingga partai Golkar cenderung memilih calon gubernur dari kalangan
birokrat.

Lebih jelasnya, penulis mengidentifikasikan stereotip antaretnik

Mandar dalam tabel berikut:

Stereotip Positif Negatif
antaretnik
Mandar
1. Penegasan Identitas kemandaran Mengaburkan identitas
2 Keinginan masyarakat dan untuk | Keinginan dan Kepentingan
Kepentingan umum elite
3. Hak-hak untuk otonomi Hak kekuasaan elite
Lepas dar marginafisasi dan dominasi | Timbul marginalisasi
etnik lain antaretnik.
5. Membentuk provinsi Sulawesi Barat Membentuk provinsi etnik
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Sementara itu, perdebatan yang berkembang di Mandar juga
melahirkan stereotip (penilain sifat) dan etnik Iain di Sulawesi Selatan. Dalam
bagian ini diuraikan analisis tentang stereotip terhadap etnik Mandar.
Analisis ini terithami dari stereotip yang berasal dari lima etnik, yaitu pertama,
Makasaar; kedua, Termnate; ketiga, Bugis; keempat, Toraja; dan kelima Jawa.
Stereotif tersebut diuraikan febih lanjut.

Pertama, dari etnik Makassar, menyebutkan bahwa posisi hegemoni
Bugis menyulitkan etnik Mandar untuk mendapat posisi politik. Perlakuan
tidak adil sangat dirasakan dalam aspek politik. Pemilihan gubernur tahun
1992 menjadi momentum sejarah bahwa Mandar tidak dipercayakan untuk
menduduki posisi nomor satu di Sulawesi Selatan. Walaupun Mandar
memiliki kekuatan dari dua orang calon, akan tetapi dua caion tersebut masih
belum mampu menandingi satu calon dari etnik Bugis. Dua tokoh Mandar
walaupun bergabung menjadi satu belum bisa mengalahkan satu orang
Bugis dalam pertarungan politik. Bukan karena sosok Mandar tidak memiliki
kemampuan tapi lebih pada persekongkolan elite Bugis untuk menjatuhkan
orang Mandar dan memberikan perlakuan yang tidak adil.

Dalam penilaian tertentu, Orang Mandar, dianggap lebih jujur, lebih
memegang komitmen, dan memiliki kebersaman. Kebersamaan itu sangat
kuat, di saat mereka terdesak dan tertekan. Akan tetapi sangat disayangkan,
kebersamaan tersebut melahirkan keinginan komunitas Mandar untuk

memisahkan diri membentuk provinsi. Pemisahan tersebut, diperkirakan
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terimajinasi dari pembentukan provinsi Banten dan Gorontalo. Apa yang
telah dilakukan oleh etnik Mandar lepas dari kelompok dominan dan
mayoritas, sama halnya dengan gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh
orang Palestina dibawah pimpinan Yaser Arafat, yang membentuk negara
merdeka agar terpisah dari mayoritas dominan orang Israel.

Kedua, dari etnik Temate, mengidentifikasi bahwa sebagian besar
orang Mandar dipandang sebagai figure low profile, jujur dan punya
kesetiakawanan yang tinggi. Sifat ini tidak hanya berlaku bagi sesama etnik,
tetapi juga diluar etniknya. Namun ada kecendungan, di saat yang berbeda,
orang Mandar terkadang memiliki sifat yang iamban dan cenderung agak
malas. Hal Ini setidaknya dapat dilihat dan fenomena setelah propinsi
terbentuk. Fenomena distorsi antarelite yang dirasakan di Mandar dianggap
telah menghilangkan semangat kebersamaan, karena ada kepentingan
tertentu dari sebagian kelompok elite untuk mempertahankan harga diri dan
akibatnya mereka saling menjelek-jelekkan satu sama lain.

Orang Mandar, dianggap kurang mampu masuk dalam persaingan
politik, terutama yang diciptakan Bugis. Waiaupun memiliki sifat agresifitas,
sifatnya kontemporer semata. Sifat tersebut tidak melekat menjadi sesuatu
yang mendasar, hanya pada tataran tertentu saja. Sebab disaat orang
Mandar tertantang dalam lingkungan pekerjaan mereka dapat berdaptasi,

namun disaat menerima tantangan yang cukup berat dari pekerjaan tersebut

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 354

sifat agresifitasnya menurun. Terdapat kecendrungan bahwa orang Mandar
kurang percaya diri, sehingga menghilangkan identitas dirinya.

Hal seperti itu dipandang sebagai kelemahan orang Mandar, sehingga
dengan mengkontruksi identitas, penguatan pembentukan provinsi ditakutkan
menimbulkan permasalahan baru. Karena pemahanan atas etnik Mandar
tersebut, menyebabkan kurang optimisnya etnik lain terhadap keberhasilan
penyelengaraan pemerintahan di wilayah provinsi Sulawesi Barat. Apa yang
ditakutkan itu dilatarbelakangi oleh dinamika politik yang terjadi di Mandar.
Usaha untuk mendistribusikan kekuasaan bagi elite-elite hampir tidak
berjalan seperti keinginan para elite yang berjuang. Posisi penting lebih
mengedepankan elite birokrat semata tanpa memperdulikan siapa lagi yang
harus direkrut untuk dapat duduk bersama memajukan Mandar.

Ketiga, dari etnik Bugis, menyebutkan pandangan yang berbeda,
penulis mendapat pemahaman bahwa orang Mandar dinifai memiliki daya
saing dengan etnik lain di Sulawesi Selatan, daya saing tersebut hanya
berlaku pada tingkat jabatan menengah saja. Mereka kurang berani bersikap
tegas untuk mendapatkan hak-hak politik, hal ini disebabkan karena secara
kuantitas mereka lebih sedikit, sehingga sulit menduduki jabatan penting di
pemerintahan provinsi, bahkan tidak diberi kesempatan.

Hal yang sama dalam menilai orang Mandar, diidentifikasikan sebagai
figur-figur yang konsisten, jujur dan dapat dipercaya. Walaupun dalam

kondisi termarginal sebenarmnya mereka memiliki kapabilitas dalam
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memimpin. Sifat luhur ke-Mandaran tersebut, tidak bisa mengalahkan posisi
etnik Bugis yang cenderung memiliki sifat menjajah (kolonialisme), seperti
selalu menempatkan etniknya sebagai etnik yang memiliki kelas tertinggi di
Sulawesi Selatan, sehingga walaupun dinilai Mandar mampu memimpin,
tetap tidak akan pernah dipercayakan untuk menjadi pimpinan bagi etnik
Bugis.

Dibalik keluhuran sifat Mandar, dipahami pula bahwa orang Mandar
cenderung memiliki sifat agresif dalam kondisi tertekan, akan tetapi mereka
kurang memiliki kekuatan sosial antaretnik, ada persaingan dari etnik Mandar
sendiri. Jika ada salah satu dari etnik Mandar yang mendapat jabatan, maka
akan berusaha mempertahankan dengan lebih menghargai etnik yang
dominan (Bugis) daripada harus membangun kekuatan etniknya. Dengan
demikian maka jaringan etnik Mandar sangat lemah, karena antar mereka
tidak saling merekrut.

Keempat, dari etnik Toraja, menilai bahwa etnik Mandar tidak bisa
superior dari etnik Toraja, karena bagaimanapun juga secara historis Mandar
merupakan titisan dari orang-orang Toraja, mereka ada karena menurut
sejarah orang Toraja To-manurung orang Mandar berasal dari tanah Toraja.
Asumsi yang demikian dapat dipahami penulis, bahwa etnik Toraja
memandang Mandar sebagai etnik yang inferior masih berada di bawah
kelasnya. Walaupun demikian, etnik Toraja merasakan apa yang dirasakan

etnik Mandar sebagai kondisi yang tidak menguntungkan, posisinya di

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 356

pemerintahan masih belum bisa mengalahkan etnik Makassar ataupun
Toraja.

Hal yang sangat dikagumi, bahwa etnik Mandar memiliki sifat yang
jujur, lebih empati pada etnik lain. Dari sifat inilah, sehingga mereka sangat
konsisten terhadap prinsip dan terkadang menyebabkan mereka tidak
mampu bersaing pada sesuatu yang tidak sehat. Mereka hanya bisa
bergabung pada etnik-etnik minoritas, sehingga daya saingnya hanya
sebatas sesama etnik dan kurang memiliki keberanian untuk melawan secara
frontal pada etnik yang lain.

Kelima, figure fow profile orang Mandar, hampir sama dengan figure
orang Jawa, semakin di atas semakin merunduk. Etnik Jawa menganggap,
etnik Mandar iebih terbuka dengan orang fain, mampu bekerjasama. Tapi
disaat harga dirinya terpojokkan, cenderung menghindari konfiik frontal dan
terbuka, mereka cenderung lebih bersikap dingin untuk menghindar dari hal-
hal yang tidak menguntungkan.

Sifat dasar tersebut, dapat menjadi kelemahan etnik Mandar tapi dapat
juga menjadi kelebihannya. Disebut kelemahan karena etnik Mandar lebih
mengutamakan pertentangan yang tertutup, tapi menimbulkan dampak
perselisihan yang panjang. Sedangkan disebut sebagai kelebihannya,
mereka mencoba menjauhi konfiik terbuka, karena hal itu menurut mereka

akan menjatuhkan harga dirinya.
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Secara sederhana, penulis mengklasifikasikan sreteotip etnik lain

terhadap etnik Mandar seperti dalam tabel berikut:

Stereotip Etnik Positif Negatif
1. Etnik - Jujur -Kurang mampu bersaing
Makassar - Komitmen kuat -Kebersamaan berkurang
- Kebersamaan tatkala tertekan
2. Etnik Bugis - Memiliki daya saing -Daya saing  menurun

3. Etnik Toraja

4. Etnik Ternate

5. Etnik Jawa

- Lebih agresif

- Jujur
- Empati
- Konsiten

- Jujur
- Low profile
- Agresifitas tinggi

- Mampu bekerjasa
- Terbuka dengan etnik lain
-Meredam konflik terbuka

dalam persaingan politik
-Kurang tegas
-Basic sosial lemah

- Inferior
- Kurang mampu bersaing
-Bekerjasama hanya

dengan etnik minoritas

- Kurang percaya diri

- Lamban

-Agresifitas menurun tatkala
tidak mendasar

-Lebih memendam konflik
tertutup

Disertasi
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3. Tindakan dan Makna dalam mengukuhkan Identitas.

Fenomena hubungan antaretnik Mandar dengan etnik lain di Sulawesi
Selatan melahirkan berbagai stereotip positif maupun negatif. Jika ditelaah,
tatkala hubungan antaretnik beriangsung, maka didalamnya berlangsung
pula interaksi sosial. interaksi sosial antaretnik biasanya dipertegas dengan
pengenalan identitas etnik, hal ini biasanya dilakukan untuk mempertegas
dalam membedakan etniknya dengan etnik yang lain.

Interaksi antar etnik Mandar dengan etnik lain di Sulawesi Selatan,
dirasakan sebagai penempatan etnik Mandar sebagai kelompok etnik
minoritas, termarginal dan kurang mendapat kesempatan dalam kompetisi
politik. Posisi yang tidak menguntungkan ini, menjadi suatu kesadaran diri
dari etnik Mandar untuk menempatkan identitas etniknya sebagai sesuatu
yang harus diperoleh, dipelihara, dimodifikasi atau dibentuk kembali. Dengan
demikian, sebagai konstruksi sosial, identitas etnik terinternalisasi dalam
tindakan yang memiliki makna penting bagi kedudukan etniknya, seperti
halnya dengan etnik Mandar. Kesadaran etniknya telah melahirkan tindakan
nyata dalam aktualisasi etniknya, yang kemudian direalisasikan dalam
perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Barat.

Perwujudan pembentukan provinsi merupakan penegasan identitas
etnik Mandar. Keberadaannya dapat memproduksi kesadaran aktif politik
dari kelompok etnik. Kesadaran tersebut sebagai instrumen bagi aktor-aktor

untuk mengerahkan kelompok etnik daiam pemenuhan kepemilikan etnik dan
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sejarah. Atas dasar pemahaman tersebut, kesadaran identitas etnik
ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Di saat yang sama,
identitas itu dibentuk dalam aksi-aksi politik sebagai relasi kekuasaan, yang
merupakan suatu petanda agar etnik lain sebagai lingkungan luar
mengetahui dan mengenal identitasnya tersebut.

Di Mandar, konstruksi identitas etnik lebih mengarah pada penegasan
kembali pemikiran-pemikiran untuk menempatkan Mandar sebagai wilayah
yang patut dibanggakan dan dihargai oleh etnik lain di Sulawesi Selatan.
Penghargaan etnik dikukuhkan kembali, karena tidak adanya kesempatan
yang diberikan bagi etnik Mandar untuk berkompetisi memenangkan
kekuasaan politik. Untuk memperoleh kekuasaan, maka tindakan yang dipilih
adalah berusaha membentuk provinsi, hal ini sebagai pengenjewatahan hak-
hak etnik dan politkk. Kedua hak tersebut oleh Mandar memang teiah
diupayakan untuk diperoleh, karena Mandar sejak duiu dalam memperoleh
hak-hak tersebut mengalami hambatan. Pada masa kejayaan konfederasi
kerajaan, Belanda masuk mengutak-atik kekuasaan kerajaan, sehingga
meiemahkan posisi kerajaan di Mandar. Kekuasaan konfederasi kerajaan
Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu dipecah Belanda, dengan
membaginya dalam satu afdeling yaitu afdeling Mandar. Penyatuan tersebut
oleh Belanda tidak dilakukan dengan sendirinya, tapi mendapat bantuan dari
kerajaan dari Bone yang dipimpim oleh Arung Palakka. Saat itu Mandar

diserang oleh dua kekuatan Belanda dan kerajaan Bone.
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Kekuatan Belanda dan kerajaan Bone inilah yang akhirnya meredam
kejayaan kerajaan-kerajaan di Mandar. Adanya serangan dari kedua
kekuatan tersebut menyebabkan Mandar merasa kehilangan identitasnya,
Mandar ditempatkan sebagai wilayah jajahan Belanda sekaligus
menghilangkan hubungan harmonis kerajaannya dengan kerajaan Bone.
Kolonialisme ini tidak hanya didapat dari Belanda tetapi juga kerajaan Bone
yang ikut campur menakiukkan konfederasi kerajaan —kerajaaan di Mandar.

Secara reaktif, faktor sejarah menjadi salah satu alasan
menghilangkan kepemilikan etnik Mandar. Mandar dilebur menjadi wilayah
yang terkotak-kotak oleh Belanda. Dalam kondisi demikian, sedikit-demi
sedikit memupuskan kecintaan Mandar terhadap wilayahnya sendiri. Selain
itu telah memutuskan kecintaan raja-raja terhadap rakyat, karena Belanda
telah mengambil alih wilayahnya, sehingga menghilangkan wilayah kerajaan.

Posisi kolonialimes ini berlangsung lama hingga kemerdekaan. Saat
negeri ini telah mendapat kemerdekaan. Kecintaan tersebut kemudian
digulirkan dalam pemikiran-pemikiran pejuang tapi sampai pada tahap ke-
empat perjuangan, akan tetapi keempat tahap tersebut, belum
menempatkan Mandar sebagai provinsi. Hingga akhimya, zaman reformasi
mengubah kondisi ini, Mandar mendapat kesempatan untuk berdiri sendiri
sebagai daerah otonom serta kembali memperoleh kepemilikan etnik dan
sejarahnya. Wujud kepemifikan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran

pentingnya identitas Mandar. Walaupun usaha yang dilakukan mengalami
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kegagalan selama empat tahap, namun identitas tersebut tetap diupayakan
dalam tahap kelima sebagai tahap perjuangan antara elite intelektual dan
elite tradisional untuk mewujudkan Mandar sebagai provinsi sendiri.

Realisasi perjuangan tahap kelima masyarakat Mandar telah
mendapat dukungan dari presiden Megawati (ketika menjabat). Dukungan
yang berikan oleh Megawati disinyalir sebagai bentuk pertarungan
kepentingan antara pemerintah lokal dengan pemerintah pusat. Dukungan
Megawati sebagai dukungan politik, dibuktikan dengan kunjungannya ke
Polmas, hal ini sebagai bukti pemberian peluang atas percepatan
pembentukan provinsi. Walaupun posisinya sebagai presiden akan tetapi
kedatangan Megawati ke Polmas membawa misi untuk kepentingan
partainya bukan hanya untuk kepentingan masyarakat di Polmas.

Posisi tawar yang diberikan kepada masyarakat Mandar adalah
hubungan timbal balik atas dukungan Megawati. Artinya apa yang akan
diberikan masyarakat Mandar kepada Megawati berisikan dukungan penuh
terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) saat pemilihan presiden
perikutnya. Dukungan kepada Megawati berasal dari dua kekuatan yaitu
kekuatan ditingkat daerah dan tingkat pusat, artinya bahwa dukungan
diberlakukan tidak hanya bagi masyarakat di wilayah Mandar saja, tetapi juga
oleh masyarakat Mandar di luar wilayah tersebut, seperti komponen-
komponen perjuangan yang berada di Jakarta, ataupun komponen di daerah

lain seperti, di Surabaya, di Samarinda, di Kendari, di Palu, dan lain-lain.
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Pembentukan provinsi, pada dasarnya diawali dengan resistensi
pada kekuatan sosial politik. Resistensi seperti ini muncul ketika sebagian
elite merasa tersisih dan tidak diabaikan oleh Komite Aksi Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (KAPP-Sulbar) sebagai panitia pembentukan
provinsi. Elite yang kecewa kemudian mengembangkannya wacana kontra
atas konstruksi dengan merujuk pada hal tiga berikut: (1) perlunya peran
serta fungsi kemandirian yang kuat dari lingkungan elite pemerintah dan juga
rakyat Mandar pada umumnya, (2) hasil reformasi memang memunculkan
undang-undang otonomi daerah. Keberadaan undang-undang tersebut
membangkitkan semangat beberapa elite intelektual untuk menampilkan
kembali pemikiran pembentukan propinsi, akan tetapi konstruksi itu telah
mengabaikan beberapa elite lokal daerah, dan (3) pemikiran  pembentukan
provinsi dianggap belum saatnya untuk kembali dikumandangkan, karena
pengaruh kepemimpinan tradisional (bangsawan) masih kuat di daerah ini.

Wacana tersebut menjadi dilema bagi para penggagas. Untuk
mengantisipasi kondisi demikian, diperkenalkaniah strategi sosialisasi guna
mengendalikan dinamika sosial politk di Mandar. Strategi tersebut
merupakan upaya yang ditempuh untuk memudahkan gagasan pembentukan
provinsi diterima oleh masyarakat Mandar. Melalui sosialisasi ini, walaupun
bukan pekerjaaan yang mudah, akan tetapi pada intinya pihak-pihak yang
merasa dikecewakan dapat memahami tujuan pembentukan provinsi, dan

akhirnya menyetujui. Dengan demikian diharapkan mereka tidak perlu terus
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menerus kontra terhadap ide atau gagasan tersebut, tetapi dapat mengenal
lebih dekat gagasan dan program perencanaan untuk daerahnya.

Sosialisasi dilakukan dengan mengenalkan konsep (program) yang
menjadi visi dan misi dari gerakan perjuangan pembentukan provinsi. Selain
itu, disela-sela sosialisasi selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa
keberadaan Mandar sangat penting untuk menjadi provinsi, seperti kejayaan
konfiderasi kerajaan Pitu Babana Binanga dan Pitu Uluuna Salu. Pada
dasarnya konsep yang selalu didengungkan mengandung dua makna, yaitu
pertama, kecintaan mereka kepada tanah Mandar agar kembali memperoleh
hak kepemilikan etnik dan sejarahnya sebagai bentuk identitas. Kedua,
menanamkan kecintaan kepada orang/masyarakat Mandar agar tidak
menjadi etnik kelas empat di Sulawesi Selatan. Pemikiran tersebut, dapat
terrealisasi jika Mandar ditempatkan sebagai satu wilayah otonom dan lepas
dari dominasi etnik mayoritas di Sulawesi Selatan.

Salah satu bentuk sosialisasi dilakukan dengan bentuk Deklarasi.
Sebelum Deklarasi dicetuskan, KAPP Sul-Bar telah mempercepat
pengenalan konsep terhadap masyarakat dengan membentuk kelompok
kerja (Pokja). Kelompok kerja ini dibentuk pada setiap kabupaten, bertugas
untuk menerima masukan-masukan dari anggota masyarakat baik yang pro
maupun yang konta terhadap pembentukan provinsi. Untuk mempercepat

konsep konstruksi, metode kerja dilakukan dengan mengadakan pertemuan-
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pertemuan di masing-masing kabupaten. Pertemuan-pertemuan tersebut

antara lain:

1. Pertemuan di Majene, meliputi:

(1).

(2).

Pertemuan pertama di Majene tanggal 30 September 1999 yang
menghasilkan kesepakatan : Semua Parpol peserta Pemilu (minus
Golkar) mendukung pembentukan provinsi Sulawesi Barat dan segera
melakukan dengar pendapat dengan DPRD kabupaten Majene.

Pertemuan Kedua berlangsung tanggal 1 Oktober 1999 dengan
kesepakatan:  Seluruh  komponen  masyarakat mendukung
pembentukan provinsi Sulawesi Barat dan semua partai politik
peserta Pemilu, termasuk partai Golkar. Tugas selanjutnya adalah
melakukan sosialisasi secara _intensif melalui distribusi dan

penyebaran informasi tentang provinsi Sulawesi Barat.

2. Pertemuan Di Mamuju

Pertemuan bertangsung tanggal 2 Oktober 1999 dimana dihadiri oleh

tokoh-tokoh masyarakat pimpinan parpol anggota DPRD kabupaten dan

birokrasi dalam kapasitas pribadi. Hasil pertemuan menyimpulkan; periu

sosialisasi pembentukan provinsi Sulawesi Barat ke semua kalangan

masyarakat termasuk para pendatang (non- Mandar); konstruksi menjadi

sebuah provinsi Sulawesi Barat harus satu paket dengan pemekaran

kabupaten Mamuju menjadi beberapa kabupaten dan diusulkan agar ibukota

ditetapkan di wilayah Mamuju.
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3. Pertemuan di Polewali Mamasa (Polmas)

Pertemuan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 1999 dengan keputusan
yang diambil ada dua hal, pertama, sosialisasi yang intensif harus dilakukan
dengan memanfaatkan seluruh saluran yang tersedia; kedua, konstruksi
pembentukan provinsi Sulawesi Barat sudah harus dilakukan secara terbuka.
Hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan provinsi yaitu harus
mempertimbangkan aspek historis dan kultural terutama dalam menentukan
batas pemekaran, dengan tetap mempertimbangkan aspek topografi
ekonomi, geografi dan demografi (aspek pengembangan wilayah).

Setelah melakukan pertemuan-pertemuan, agenda kerja berikutnya
adalah mencetuskan deklarasi perjuangan. Deklarasi pembentukan provinsi
Sulawesi Barat dihadiri oleh ratusan pemuda pelajar, mahasiswa, tokoh
masyarakat, pejuang, tokoh agama, kaum cendikiawan dan parpol. Acara
yang digelar di Taman Makam Pahlawan korban 40.000 jiwa di desa Galung
Lombok, Kecamatan Tinambung kabupaten Polmas, tanggal 10 November
1999.

Adapun isi Deklarasi Galung Lombok tersebut :
1. Menegaskan komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia  yang diprokiamirkan pada tanggal 17 Agustus

1945 sebagai suatu konsep kenegaraan yang final.

2. Menyatakan komitmen bulat untuk berupaya memperjuangkan

terwujudnya provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi wilayah eks

Disertasi Politik Identitas: Studi ... Gustiana A Kambo




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 366

afdeling Mandar/ Daerah Swatantra Mandar, vyaitu Kabupaten
Polewali Mamasa (Poimas), Kabupaten Majene dan Kabupaten
Mamuju dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

terpisah dari provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini.

. Menghimbau kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah kabupaten Polmas, Majene dan
Mamuju serta Lembaga Legislatif (DPR-DPRD propinsi — DPRD
kabupaten) agar segera melakukan proses pemekaran wilayah
Kelurahan/Desa dan Kecamatan, serta Kabupaten di wilayah yang
bersangkutan berdasarkan  pertimbangan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, kondisi sosial budaya, aspek sosial-poiitik, jumiah
penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya yang menurut visi,
persepsi dan cita-cita luhur kami sejak lama, sudah sangat
memungkinkan terseienggaranya otonomi daerah dalam bentuk
daerah propinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

. Deklarasi ini disepakati, dibuat, dan dibacakan serta akan

disosialisaikan secara umum ke seluruh wilayah Mandar. Hal itu
bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua
pihak  Selanjutnya disampaikan kepada pemerintah  untuk

ditindaktanjuti, kemudian dibubuhi tanda tangan sebagai bukti sejarah
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yang otentik pada sebuah pajangan kain merah dan putih yang

merupakan rangkaian kesatuan dengan Deklarasi Galung Lombok ini.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
dekiarasi yang mereka kumandangkan, merupakan perwujudan lanjutan
perjuangan yang dirintis oleh para elite pejuang sebelumnya sejak awal
kemerdekaan. Deklarasi yang dijadwalkan bersamaan dengan hari
Pahlawan menandakan bahwa keinginan pembentukan provinsi Sutawesi
Barat suatu momentum yang tidak main-main. Acara penandatanganan
dukungan pada deklarasi tersebut diawali tokoh pejuang dan tokoh adat,
seperti A. H Malik Pettana Endeng, H, Ma'mun Hasanuddin, H Borahima
serta Sekjen Forum Sipamandar, KAPP-Sulbar, Kelompok Kerja dan
seluruh peserta yang mewakili kelompok-kelompok yang ada di daerah
Mandar.

Kehadiran A. H. Malik Pettana Endeng yang merupakan elite
kharismatik dan tokoh masyarakat tidak boleh diabaikan. Hal itu temyata
membawa dampak positif bagi perjuangan pembentukan provinsi untuk
meredam dinamika politk yang terjadi di daerah Mandar. Sekelumit tentang
A. H. Malik, bahwa beliau adalah tokoh utama dalam pembentukan provinsi
Sulawesi Barat. Pada tahap awal perjuangan, tokoh ini sebagai pelopornya,
untuk perjuangan selanjutnya berharap banyak dan menghimbau agar apa
yang telah diupayakan merupakan perjuangan yang tiada akhir. Tokoh ini

tampil sebagai pelopor penandatanganan pernyataan dukungan yang
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ditorehkan di atas sehelai kain putih kemudian disusul oleh seluruh warga
masyarakat dan peserta sarasehan di Galung Lombok. Artinya, mara'dia A
H. Malik Pettana yang sepuh itu siap menghabiskan sisa hidupnya untuk
perjuangan pembentukan provinsi Sulawesi Barat.

Sosialisasi yang puncaknya dengan deklarasi tersebut, ternyata
mendapat perhatian dan respon dikalangan anggota DPRD (kabupaten
Polmas, Majene dan Mamuju). Hal itu ditandai dengan kerelaan mereka
untuk membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan dukungan
pembentukan provinsi Sulawesi Barat. DPRD Majene tanggal 10 Maret 2000
yang menghasilkan keputusan No. 006/KPTS/DPRD/III/2000, sementara
DPRD Polmas menyusul penandatanganan tanggal 19 Juni 2000 dengan
keputusan No. 12/KPTS/DPRD/IV/2000, dan Mamuju terakhir tepatnya
tanggal 6 Oktober 2000 melalui keputusan No. 12/KPTS/DPRD/V/2000 yang
disertai dengan syarat-syarat pemekaran kabupaten dan usulan agar Mamuju
menjadi Ibukota provinsi Sulawesi Barat.

Dari sosialisasi yang dilakukan baik jaiur legislatif, eksekutif maupun
jalur mayarakat Mandar, titik berat perjuangan ini adalah memperkuat budaya
“Sipakatau” yaitu saling menghargai semua komponen yang berada di
daerah Mandar, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan
diharapkan saling menghargai dan mendukung selama tetap berada dalam

jalur damai dan konstitusi.
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Dari seluruh rangkaian politik identitas, yang diartikan sebagai politik
perbedaan antaretnik di Sulawesi Selatan, didasarkan atas dominasi etnik
dominan (Bugis) atas kelompok minoritas dan marginal (Mandar), oleh
penulis analisis atas kasus ini memperiihatkan beberapa hal yang penting.
Pertama, muculnya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, terlihat
sebagai upaya pemahaman pembedaan antara etnik Mandar sebagai
minoritas dan etnik Bugis sebagai mayoritas, kondisi ini dilatarbelakangi oleh
ketidakberdayaan kekuasaan oleh kaum minoritas akibat ketidak mampuan
persaingan yang diciptakan oleh kaum mayoritas. Persaingan yang tekadang
dibarengi dengan perlakuan yang tidak adil mengakibatkan penempatan
kaum minoritas sebagai sasaran diskriminasi, atau yang lebih terasa pada
dominan kultur, dimana kelompok mayoritas merasa dirinya lebih
mengutamakan etika kerja, dan menggagap keberhasilan secara materi
sebagai kunci peran yang tinggi sebagai kelompok mayoritas. Secara
sederhana dari pemahaman etnik minoritas yang demikian, maka
menetapkan kriterianya sebagai: (1) relatif kurang berpengaruh/berkuasa; (2)
menunjukkan diferensiasi yang bérbeda dengan kelompok mayoritas; (3)
selalu distereoctif; (4) diperlakukan tidak adil.

Kedua, penilaian sifat (stereotip) berkembang saat interaksi antar
kelompok mayoritas dan minoritas etnik. Penilaian negatif atas etnik Mandar
sebagai etnik yang kurang memiliki agresititas, kurang percaya diri dan

kurang tegas adalah sebuah bentuk generalisasi, setidaknya mengurangi
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kesempatan dan membuka jarak sosial. Penilaian tersebut memudahkan
prasangka sosial bahwa etnik Mandar sebagai etnik kelas bawah, yang pada
akhirnya mendorong asumsi mengenai superioritas dan inferioritas etnik.

Ketiga, diskriminasi struktural biasanya terjadi karena kesenjangan
dari sumber polittk dan ekonomi, terutama berhubungan dengan aspek
intrumental dan meterial (siapa mendapat apa. kapan dan bagaimana
ataupun pada siapa yang kehilangan dan berapa banyak), kondisi seperti itu
dibentuk oleh pola institusionalisasi dari kelompok mayoritas yang berkuasa.
Karena kekuasaannya, mereka mendominasi sehingga tanpa sadar telah
menimbulkan konflik (yang ditata dalam tatanan dengan rapi), dalam hal ini
konflik mengambil bentuk yang lebih tunak, halus (subtle) seperti
ketidaksukaan (dislikeness) atau ketidaksetujuan (disagreement).

Konflik lunak karena diskriminasi struktural terhadap etnik Mandar
berakar dari institusionalisasi rasisme (tatanan dan aturan membatasi ruang
gerak etnik), hal ini terkonstruksi dari stereotip dan prasangka yang
berkembang. Diskriminasi karena prasangka sosial berdimensi pada motivasi
dan berpengaruh dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini,
tindakan diskriminasi tanpa sadar oleh etnik Bugis bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan yang berbasis pada sentimen-sentimen etniknya.

Keempat, semakin tingginya derajat diskriminasi tersebut, dapat
diprediksi akan semakin mempersempit ruang gerak etnik Mandar.

Menyadari kondisi seperti ini, maka oleh etnik minoritas menggulirkan issue
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politik perbedaan (politik identitas) sebagai sarana untuk melepaskan diri dari
mayoritas. Peran yang diambil oleh aktor (elite) adalah memobilisasi makna-
makna budaya dan historis. Tindakan yang bermakna peran yang dibangun
tersebut adalah untuk menentukan ranah kekuasaan etniknya. Artinya,
makna tersebut dimunculkan dan diciptakan kembali dengan tujuan untuk
mengamankan dan menempatkan kembali kehormatan etnik sekaligus politik.

Tindakan nyata untuk memperkuat re-invented identitas, ditandai
dengan pembentukan daerah administratif, diwujudkan dalam provinsi
Sulawesi Barat, hal ini memperlihatkan adanya teritorialisasi identitas yang
berimplikasi pada pemisahan diri daerah Mandar. Teritorialisasi tersebut
merupakan re-grouping kultural dengan dasar wilayah yang pada akhirnya
mengambil wajah pembentukan daerah otonom.

Kelima, setelah konstruksi, ternyata melahirkan kendala antar elite.
Timbul kecurigaan antara kelompok elte dalam pemahaman distribution
position, khususnya sebagai gubernur Sulawesi Barat. Munculnya kategori-
kategori elite yang tidak memudahkan reformasi kepemimpinan bahkan pada
ketidakpercayaan pada kepemimpinan etnik Mandar. Fenomena demikian
sebagai akibat distorsi kekuatan antara elite pejuang dan elite birokrat,
persaingan antar elite tersebut, sehingga demikian dapat dimaknai

mengaburkan identitas Mandar malab’bi.
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Secara singkat rangkaian analisis penelitian dapat digambarkan
sebagai berikut:

Distorsi kultural terjadi karena interaksi Diskriminasi Struktural

stereotip (penilaian sifat)
prasangka

Re—mvent.-on identitas
Pembentukan Provinsi—® Dimobilisasi elite

Stereotip
Prasangka

Elemen Identitas terjadi karena interaksi Sejarah Kerajaan

Keterangan:

Reinvention identitas melalui proses politik dengan pembentukan
provinsi merupakan hasil interaksi baik dalam etnik Mandar sendiri dan antar
etnik lain. Interaksi tersebut sumbernya dari empat titik sentral, yaitu: elemen
identitas, sejarah kerajaan, distorsi kultural dan diskriminasi struktural.
Keempat hal tersebut memicu stereotip atas etnik Mandar, yang kemudian
dimobilisasi oleh elite sebagai respon dari stereotip untuk membentuk

provinsi baru.
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C. Interaksi Simbolik Memahami Konstruksi Identitas Etnik Mandar

Interaksi simbolik dikonstruksikan atas sejumlah ide-ide dasar. Ide
dasar ini mengacu pada masalah-masalah kelompok manusia atau
masyarakat, interaksi sosial, obyek manusia sebagai pelaku, tindakan
manusia dan interkoneksi saluran-saluran tindakan. Interaksi simbolik
dipahami, merujuk pada karakter interaksi khusus yang terjadi antar manusia.
Sifat khusus ini terdapat pada kenyataan bahwa manusia
menginterpretasikan dan mendefenisikan antara tindakan yang satu dengan
tindakan yang lain.

Sebagai makhluk yang bertindak, manusia merupakan makhluk sosial
dalam pengertian yang mendalam, yakni suatu makhluk yang ikut serta
berinteraksi sosial dengan dirinya, dengan membuat indikasi sendiri, dan
memberi respon pada sejumiah indikasi. Dalam pengertian ini, manusia
sebagai suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan
dirinya sendiri bahkan di luar lingkungannya.

Untuk memperjelas tradisi interaksi simbolik, maka dalam analisis ini
penulis menguraikan dalam pemikiran dasar Mead yang kemudian diperkuat
oleh interaksi simbolik ala-Blumer. Bertitik tolak pada prinsip dasar tersebut,
penulis membaca ulang pemikian Mead sebagai alat analisis dasar untuk
memperkuat fenomena. Hal ini diuraikan secara sederhana dalam

menjelaskan konstruksi identitas etnik di Mandar.
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Pemikiran mind, self and society, merupakan suatu pemikiran yang
memperkenalkan dialektika hubungan antara manusia dengan manusia,
manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini, konsep diri (self) bersifat
sebagai obyek maupun subyek secara sekaligus. Sebagai obyek bagi diri
sendiri, hat inilah yang menjadikan manusia mampu mencapai kesadaran diri
(self consciousness). Hal ini pula yang membuat seseorang dapat mengambil
sikap yang impersonal dan obyektif untuk dirinya sendiri, juga untuk situasi di
mana dia bertindak. “Diri” akan menjadi obyek terlebih dahulu sebelum
berada pada posisi sebagai subyek. Dalam hal ini “diri" akan mengalami
proses internalisasi atau interprestasi subyektif atas realitas struktur yang
lebin luas. Dia merupakan produk dialektis dari “I" —impulsif dari diri, aku
sebagai subyek- dan “Me’-sisi sosial dari. masyarakat. (Wallace and Wolf,
1980; Zetlin, 1995). Dengan demikian, “diri” muncul dalam proses interaksi
karena manusia baru menyadari dirinya sendiri di dalam suatu interaksi
sosial. Salah satu contoh bahwa elite di Mandar melakukan pemahaman atas
diri etniknya selain sebagai subyek juga sebagai obyek dapat dilihat dari
konstruksi awal identitas Mandar.

Dalam tataran subyek, penempatan etnik Mandar, diwakili oleh aktor-
aktor (elite) yang mengalami proses kesadaran diri (self consciousness
process). Kesadaran diri ini merupakan bentuk kesadaran etnik dan melekat
dalam diri etnik. Dalam hal ini, etnik dibangun sebagai pijakan dasar dalam

memberikan penguatan bahwa apa yang melekat dalam diri etnik merupakan
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simbol kemegahannya. Artinya, Mandar memiliki simbol identitas yang dapat
dibedakan dengan etnik iain baik dari aspek bahasa, wilayah, kebudayaan,
organisasi sosial maupun imajinasi etniknya.

Pemahaman terhadap simbol identitas etnik, menyebabkan Mandar
mengambil sikap dan peran yang sepatutnya, hal ini berdasarkan situasi
yang mengharuskan mereka untuk sadar akan posisi etniknya. Apa yang
dilakukan merupakan kemampuan dalam memahami bahwa dirinya berbeda
dengan etnik lain, dirinya memiliki kelebihan dibanding yang lain dan
kesemuanya itu membangkitkan semangat untuk tetap mempertahankan
kehormatan etniknya.

Melalui posisinya sebagai subyek, dapat juga dicermati dari realitas
elite (penggagas konstruksi identitas) memahami secara historis etnik
Mandar. Elite penggagas mereviev peristiwa-peristiwa sejarah dan nilai-nilai
budaya sebagai bentuk baku identitas etnik. Peristiwa sejarah ditransfer dari
kemegahan konfederasi kerajaan Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna
Salu, sebagai kerajaan yang memiliki otoritas membangun wilayah Mandar,
layaknya kemegahan kerajaan Bugis dan Makassar. Kemegahan konfederasi
kerajaan di Mandar oleh elite penggagas dijadikan sebagai instrumen
identitas diri etnik untuk dibangun kembali melalui penguatan pembentukan
provinsi Sulawesi Barat.

Sedangkan pemahaman nilai-nilai budaya sebagai unsur identitas

berakar dari amanat raja | (pertama) Balanipa Tondilaling, nilai identitas
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telah diajarkan kepada keturunan ke-53 mara'dia (raja). Nilai budaya
tersebut diproduksi menjadi kesadaran diri etnik Mandar, karena nilai itu
berisikan nilai-nilai perilaku dan sikap seutuhnya orang Mandar.

Orang Mandar, diharapkan selain mampu menjadi pemimpin dalam
dirinya sendiri, juga harus berhasil memimpin orang lain, apabila mereka
berada pada posisi menjadi pemimpin, seharusnya menjadi orang yang patut
dijadikan panutan (todipeccoi). Kategori panutan hanya dapat dicapai jika
mereka mampu menerapkan dua elemen identitas, maasayanni lita’
(kecintaan terhadap tanah/negeri Mandar) dan maasayanni pa’banua
(kecintaan terhadap orang/masyarakat Mandar). Kedua kecintaan ini,
manakala menjadi kesadararan diri orang Mandar, maka mereka dianggap
memiliki sifat “fo-malab’bi” suatu sifat luhur yang teraplikasi dalam cara
mereka berbuat (malab’bi kedo), cara mereka bertutur kata (malab’bi pau)
dan cara mereka bertindak (malab’bi gau). Sifat to-malab’bi jika ditelusuri
dalam pemikiran Mead menjadi cara pandang orang Mandar (sebagai
subyek) terhadap dirinya sendiri, memahami dirinya bahwa ketika mereka
menerapkan sifat fo-malab’bi, maka mereka akan menjadi manusia utama,
mengenal dirinya dalam lingkungan sosial, dan sekaligus menjadi pengikat
sesama etniknya.

Dalam tataran obyek, sebagai awal sebelum adanya pemahaman
subyek. Artinya, “diri" akan menjadi obyek sebelum berada pada subyek. Diri

masuk dalam proses internalisasi atau interpretasi atas realitas sosial yang
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lebih luas. Berger dan Luckman (1990:186) mengatakan bagaimanapun juga
dalam bentuk internalisasi yang kompieks, individu tersebut tidak hanya
memahami proses-proses subyektif orang lain, melainkan juga memahami
dunia dimana ia hidup di dunia itu menjadi dunia lainnya.

Intemalisasi merupakan pemahaman diri mengenai “sesama saya’,
yaitu pemahaman individu atas orang lain dalam mengenal dunia sosiainya.
Pemahaman ini merupakan hasil kolaborasi atas penciptaan makna secara
otonom individu yang tersosialisasi, dengan makna yang dapat diperoleh
individu atas orang lain. Dalam hal ini, internalisasi dicerminkan dari interaksi
elite penggagas dan pelaku konstruksi identitas terhadap dunia sosial di luar
etniknya.

Disaat etnik Mandar memandang diri pada posisi sosial, hal ini dapat
dicermati ketika etnik Mandar melakukan pemahaman terhadap dirinya
sendiri, di dalam lingkungan luarnya. Artinya, etnik Mandar (lewat elite-elite
yang mengkonstruksi) dapat menjadi obyek pemahaman atas etnik lain.
Mengapa mereka berusaha untuk mengkontruksi identitasnya sebagai
kepemilikan etnik dan sejarah, dan apa makna dibalik konstruksi tersebut.
Pemahaman etnik lain terhadap etnik Mandar merupakan makna
perkembangan kesadaran diri etnik Mandar. Dalam hal ini, kesadaran
tersebut ada karena bergantung pada sejumiah orang-orang penting di fuar

etnik Mandar, atau dalam istitah Mead disebut dengan significant other.
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Selanjutnya, significant other dapat memberikan penilaian, pandangan
dan pemahaman, di saat mereka terlibat khusus dalam meiakukan interaksi
sosial. Interpretasinya tersebut dapat merujuk pada peran yang dilakukan
oleh etnik Mandar, bagaimana hubungan sosialnya, terutama cara mereka
terlibat dalam kompetisi politik di Sulawesi Selatan. Lebih dari itu, etnik
Mandar dapat pula dipahami dari posisi etniknya atas etnik lain, termasuk
cara mereka menyertakan simbol-simbol etnik yang dimaknai sebagai bentuk
identitasnya.

Pada gilirannya interaksi telah melahirkan kesadaran diri (seff) juga
pikiran (mind), hal ini melalui penggunaan bahasa dan isyarat-isyarat
simbolik. Karena melalui instrumen ini manusia dapat Dberpikir, dan
mewujudkannya sebagai bentuk internalisasi antar individu dengan dirinya
sendiri akibat pengaruh orang lain.

Bagi orang Mandar, mind, dapat diteriemahkan dari stereotip terhadap
etnik Mandar dalam hubungannya dengan etnik lain di Sulawesi Selatan.
Etnik Mandar menilai bahwa konstruksi identitas diperkuat oleh faktor
kolonialisme internal dan kompetisi (khususnya politik). Pemikiran ini didasari
atas posisi ethik Mandar yang “termarginal’ dari etnik tain di Sulawesi
Selatan. Akibat marginalisasi, dirasakan ada batas-batas sosial antara etnik
Mandar dengan etnik lain. Artinya berdasarkan batas-batas etnik tersebut,
anggota etnik berpikir adanya pembedaan dirinya dengan yang lain, dan

menggolongkan sejumlah orang menjadi satu golongan etnik sebagai “kita"
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dan suatu kelompok etnik yang lain dengan “mereka”. Meialui batas-batas
etnik, akhimya stereotip menjadi lestari, karena melalui dan di dalam stereotip
tersebut pemikiran perbedaan-perbedan ini muncul.

Apa akibatnya jika pemikiran ini terus berlangsung? Mandar, merasa
tidak memiliki kesempatan untuk dapat berkembang, dominasi Bugis yang
teramat kental, batas-batas etnik menjamur ketika berada dalam posisi
memperoleh kekuasaan, rekayasa politik dijalankan, sehingga realitas
tersebut memicu pemikiran etnik Mandar untuk segera bertindak melepaskan
diri dan memperoleh kehormatan etniknya.

Pikiran-pikiran etnik Mandar tersebut, diketegorikan sebagai
mekanisme penunjukkan diri (self indication), yaitu suatu penunjukkan makna
atas diri-sendiri (orang Mandar) kepada orang lain. Pikiran tersebut
mengisyaratkan sejauh mana Mandar melihat diri mereka sendiri, siapa dan
apa mereka, obyek di sekitarnya sebagai komunitas masyarakat. Sehingga
demikian pikiran tersebut merupakan bagian integral dari masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat, individu membentuk masyarakat
sebagaimana masyarakat membentuknya (Zeitlin, 1995). Dalam hal ini,
masyarakat dibentuk dari individu-individu yang memiliki diri sendiri. Bahwa
tindakan manusia merupakan konstruksi yang dibentuk oleh individu melalui
dokumentasi dan interpretasi hai-hal penting di mana ia akan bertindak.
Bahwa tindakan kelompok terdiri atas perpaduan dari tindakan-tindakan dan

pikiran dari individu-individu atau diri (seff).
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Tindakan orang Mandar dalam mengkonstruksi identitasnya,
merupakan tindakan kelompok etnik yang diramu dari perpaduan pemikiran
diri (masing-masing elite) yang memahami bahwa etnik Mandar berada pada
posisi terkalahkan dan terpuruk. Pikiran-pikiran individu tersebut memicu
lahirnya tindakan sosial yang diletakkan berdasarkan tindakan individu.
Artinya bahwa segala bentuk tindakan individu akhirmya diidentifikasi menjadi
tindakan sosial berdasarkan interpretasi individu. Dengan demikian, segala
tindakan tersebut telah menerjemahkan aktifitas mind, seff dan society.

Akhirnya dapat diasumsikan bahwa konstruksi identitas etnik Mandar,
merupakan tindakan kolektif (coffective action) etnik berdasarkan pemikiran
dan tindakan masing-masing elite. Elite sebagai individu merupakan bagian
dari diri baik secara subyek maupun obyek. Tindakan yang dilakukan oleh diri
merupakan bentukan dari masyarakat. Dengan demikian, tindakan elite
(sebagai diri) dalam mengkonstruksi identitas adalah refresentatif dari bagian

masyarakat (baca: komunitas) Mandar.
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Secara singkat analisis diatas dapat dlihat dalam tabel! berikut:

Momen

Proses

Pemahaman etnik Mandar.

Self

Kesadaran diri
(self consciousness)

Melahirkan kesadaran etnik,
yaitu sebagai identitas yang
membedakan etniknya
dengan etnik lain,
sekaligus kesadaran bahwa
identitas yang dikonstruksi
tersebut adalah pengikat
antaretnik Mandar.

Mind

Penunjukkan diri
(self indication)

Melahirkan pemikiran
bahwa etnik Mandar
termarginal, hat ini
disebabkan adanya kolonial
internal yang dijalankan
oleh etnik Bugis. Selain itu,
etnik Mandar dianggap
tidak mampu berkompetisi
dalam sumber politk dan
ekonomi. Pemikiran
demikian yang berkembang
kemudian dimobilisasi oleh
elite dan diformulasi
sebagai instrument
penunjukkan  din  untuk
memperoleh  kehormatan
etnik dan sejarah.

Society

Mengarah pada
tindakan  kelompok,
yaitu perpaduan
antara tindakan
individu dan pemikiran
diri (seff).

Secepatnya
mengkonstruksi  identitas
etniknya melalui tindakan
pengupayaan wilayah
Mandar sebagai wilayah
otonom. Tindakan tersebut
sebagai wujud dari tindakan
masing-masing elite (secara
pribadi), atas pemikirannya
terhadap kondisi etniknya.

Uraian diatas telah menjelaskan bagaimana pemikiran dasar Mead

memahami fenomena konstruksi identitas etnik Mandar. Selanjutnya untuk
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mempertegas tradisi interaksi simbolik, penulis menguraikan analisis melalui

pemikiran yang dikembangkan oleh Blumer.

Interaksi simbolik Blumer dalam Memahami Konstruksi Identitas Etnik
Mandar.

Herbert Blumer adalah murid Mead, gagasannya tentang psikologi
sosial banyak dipengaruhi dari teori interaksi simbolik Mead. Namun
demikian, Blumer memiliki kekhasan dalam pemikirannya. Blumer (1969)
memandang interaksi simbolik sebagai suatu kumpulan dari suatu prosedur-
prosedur interpretatif yang memungkinkan kita memberi arti interpretasi yang
ditujukan terhadap interpretasi orang lain. Dalam hal ini, Blumer
mengedepankan tentang interaksi. Menurutnya, interaksi merupakan proses
kemampuan berpikir yang perlu dikembangkan dan diungkapkan. Semua
jenis interaksi, memperhalus kemampuan untuk berpikir, karena berpikir
menurut Blumer membentuk proses interaksi.

Kekhasan pemikiran Blumer, diwakili dalam tiga premis interaksi
simbolik, yaitu : pertama, manusia bertindak atau merespon lingkungan
(thing) berdasarkan makna yang dimiliki oleh komponen-komponen
lingkungan bagi mereka; kedua, makna tersebut diperoleh dari hasil interaksi
sosial yang dilakukan dengan orang lain, khususnya orang yang dianggap
mempunyai arti penting (significant others); ketiga, makna sebagai hasil

interaksi sosial disempurnakan melalui suatu proses penafsiran, dengan
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demikian tindakan manusia merupakan tindakan interpretatif, dalam arti
manusia bertindak berdasarkan berbagai pertimbangan sehingga melahirkan
perubahan perilaku.

Dalam kaitannya dengan konstruksi identitas etnik Mandar, ketiga
premis tersebut menjadi tugas penulis untuk melakukan pembacaan ulang
dalam menjelaskan fenomena di lapangan. Premis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:

Pertama, tindakan vyang dilakukan oleh etnik Mandar, dalam
mengkonstruksi identitas etnik mengandung makna yang dalam. Tindakan
yang diwujudkan dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat, terbangun
dari makna yang berasal dari etnik Mandar sendiri (internal) dan makna yang
berasal dari luar etnik Mandar (eksternal).

Dalam tataran makna internal, orang Mandar, menganggap tindakan
tersebut dilatarbelakangi atas pemahamannya sebagai etnik yang
terkalahkan dan termarginal. Diskriminasi struktural (stuctural discrimination)
yang berkembang telah membedakan etnik Mandar dan etnik lain,
melahirkan posisi dominan etnik Bugis. Respon yang diberikan atas
persaingan politik menjadi tujuan dalam melepaskan hubungan mayoritas
dan minoritas antara etnik Bugis dan etnik Mandar. Dominasi Bugis yang
berlebihan dimaknai sebagai relasi kekuasaan yang timpang, struktur yang
menempatkan Mandar sebagai etnik yang tidak menguntungkan dan tidak

memiliki kemampuan daya saing.
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Dalam makna eksternal, etnik lain menganggap bahwa di balik
tindakan pembentukan provinsi Sulawesi Barat, selain merupakan keinginan
etnik Mandar lepas dari ketergantungan terhadap etnik dominan -yang
menempatkannya sebagai etnik minoritas dan marginal- juga merupakan
usaha pembagian kekuasaan (distribution of power) dari elite yang
mengkonstruksi. Keinginan memiliki kekuasan etnik yang absolut (absolute
ethnic power) di wilayahnya sendiri dimaknai sebagai bentuk dari konstruksi
elite yang diasumsikan sebagai fenomena pembentukan provinsi etnik (ethnic
province).

Kedua, makna yang terbangun dari interaksi sosial oleh significant
others, merujuk pada pemahaman bahwa etnik Mandar tidak mampu
mengembangkan kemampuan. Pemaknaaan ini terinspirasi dari fenomena
politik pada kasus pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 1992, saat itu
dua calon dari etnik Mandar akhirnya harus tunduk pada aturan main (the
rule of game) politik dari DPRD provinsi, terutama pada pembagian suara
yang memberikan kemenangan mutlak bagi calon dari etnik Bugis.

Uraian dari informan penting (significant others) tersebut
menyimpulkan bahwa untuk mengadu kemampuan dua calon dari etnik
Mandar, secara rasional pilihan akan dijatuhkan pada salah satu calon dari
Mandar. Untuk menjadi seorang pemimpin, figure Baharuddin Lopa yang
patut dipilih menjadi pemimpin, beliau dianggap tokoh yang sederhana, jujur

dan sangat mencintai rakyat. Namun kenyataan berbeda, kekuatan elite
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penentu (Anggota DPRD) merekasa pemiiihan tersebut. Hal ini menyebabkan
dua colon etnik Mandar, Baharuddin Lopa dan Basr Hasanuddin takluk atas
kemenangan Zainal B. Palaguna.

Pemaknaan Mandar sebagai etnik yang termagilnal, dimobilisir elite
sebagai instrumen re-invention identitas. Hal ini dimungkinkan agar Mandar
menempati posisi yang setara dengan etnik lain. Artinya, apa yang
diupayakan merupakan perjuangan memperoleh kembali kehormatan etnik
(ethnic honour), dan yang terpenting adalah membongkar relasi kekuasaan
yang tidak setara untuk menciptakan stratifikasi sosial (social stratification)
yang baru. Dengan demikian, segala upaya mensejajarkan kedudukan etnik
Mandar dengan etnik-etnik fain di Sulawesi Selatan, adalah untuk
mengurangi dan sekaligus menghindari sumber konflik (conflict resource)
intenal antraetnik Mandar dan etnik lain.

Tindakan konstruksi dimaknai sebagai hasil interaksi dengan dunia
lingkungannya, sekaligus sebagai interaksi di dalam lingkungannya. Interaksi
yang melahirkan tindakan konstruksi etnik Mandar disempurnakan melalui
penafsiran atas fenomena, khususnya pada kompetisi politik yang tidak
sehat. Kompetisi ini memudahkan etnik Bugis mencabarkan kekuasaannya
tidak hanya di lingkungannya sendiri, tetapi juga di luar lingkungannya
(wilayah Bugis).

Makna atas etnik marginal, patut untuk diketahui, tidak hanya dilihat

dari pola interaksi dengan etnik lain, tetapi juga dalam interaksi antaretnik
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Mandar. Ketika proses konstruksi berlangsung, melibatkan kolabarost
perjuangan antarelite intelektual dan tradisional. Ditengah pembagian
kekuasaan (distribution of power), kedua kekuatan itu bersilang pendapat,
keduanya kukuh pada kekuatan masing-masing, hal ini mengakibatkan
terjadinya perubahan perilaku dalam interaksi mereka.

Elite pejuang -sebagai peletak dasar pemikiran dan sekaligus
penggerak konstruksi-, setelah membentuk provinsi harus menerima
kenyataan dikesampingkan dalam sistem. Mereka sebagian besar berasal
dari akademisi, tetapi tidak banyak berperan. Berkurangnya peran mereka,
bukan disebabkan berkurangnya kecintaan terhadap fita’ (tanah) dan
pa’banua (rakyat), akan tetapi mereka dianggap kurang memiliki modal
finansial untuk ikut berkompetisi dalam arena pemilihan gubernur Sulawesi
Barat.

Pemilihan calon gubermnur Sulawesi Barat merupakan interaksi
antaretnik Mandar, realitas ini bermakna memarginalkan posisi elite pejuang.
Selain karena faktor finalsial, elite pejuang tidak mendapat tempat untuk
mewakili partai politik. Mereka bukanlah anggota partai politik yang dapat
mencalonkan diri, karena tidak ada partai politik yang berani melamar elite
tersebut. Kendala struktural (structural constraint), dimanfaatkan oleh elite
birokrat untuk memperoleh kedudukan melalui bargaining position. Mereka
yang memiliki kemampuan finansial dicalonkan oleh partai-partai politik untuk

ikut dalam pemilihan gubernur.
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Bargaining position yang dijalankan elite, dimaknai sebagai bentuk
pengingkaran terhadap elemen-elemen identias Mandar. Elemen yang
dipahami sebagai kepemilikan etnik dan sejarah menjadi sangat kabur. Hal
ini terjadi ketika masing-masing pihak berusaha memperoleh kekuasaan.
Makna kecintaan terhadap tanah Mandar (maasyanni lita) dan kecintaan
terhadap orang (maasayanni pa’banua) telah dikhianati oleh elite yang
mengejar kekuasaan. Tidak ada lagi kebersamaan saat seperii identitas
Mandar mulai dikonstruksi. pemikiran awai saat identitas Mandar
dikonstruksikan.

Penggaburan makna identitas, diasumsikan sebagai interpretasi
bahwa kelompok elite yang mengejar kekuasaan tidak memaknai perjuangan
secara mendalam. Makna tersebut hanya dipakai pada saat elite mengejar
identitas semata, akan tetapi saat identitas itu dimiliki, tidak dijaga, dipelihara
karena dalam hal ini wujud identitas tersebut sudah tidak merepresentasikan
sepenuhnya sosok seorang Mandar. Perubahan makna tersebut menjadi
pemikiran, bahwa terjadi transformasi identitas etnik {transformation of ethnic
identity), terutama yang terkait pada persoalan kompetisi politik antareiite di
Mandar.

Kefiga, konstruksi identitas etnik Mandar yang diwujudkan dalam
pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan serangkaian tindakan yang
bermakna. Tindakan dari komunitas Mandar yang diwakili oleh elite

merupakan bentuk yang oleh Blumer disebut sebagai tindakan interpretatif.
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Dikatakan demikian karena pembentukan provinsi merupakan bagian dari
proses penafsiran yang panjang dari segala pihak, baik dari etnik Mandar
sendiri maupun etnik diluar Mandar,

Tindakan interpertatif (action of interpretatify merupakan kolaborasi
stimuli dari diri orang Mandar dalam memahami makna tentang etniknya,
sekaligus stimuli dari luar lingkungannya. Stimuli-stimuli tersebut direspon
oleh etnik Mandar yang diaplikasikan dalam bentuk tindakan yang
diinterpretasikan sebagai suatu bentuk interaksi dengan orang lain. Dalam
hal ini, tindakan tersebut disesuaikan dengan tujuan, rencana dan
pengetahuan yang dimiliki untuk mewujudkan apa yang diinginkannya.

Serangkaian tindakan tersebut pada dasarnya merupakan interpretasi
dari self indication (penunjukan diri) dari orang Mandar. Tindakan yang
disesuaikan dengan penilaian individu tersebut, sekaligus dapat menjadi
instrumen dalam mengambil keputusan, sehingga daiam hal ini, menjadi
orang Mandar berarti memiliki kesadaran dan relektif menyatukan obyek-
obyek potensial yang ada dalam etniknya untuk kemudian diperkenalkan
sebagai bentuk penunjukkan diri. Artinya, dengan konstruksi identitas, etnik
Mandar telah mampu menilai dan memberi makna pada tindakannya dan

memutuskan tindakan yang terbaik sebagai penunjukkan diri secara etnik

dan politik.
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Secara singkat analisis diatas dapat diidentifikasikan dalam tabel

berikut:

| Momen

Proses

Lingkungan

Tindakan

Konstruksi identitas etnik

terjadi  melaiui  proses

politk yang  dikaitkan
dengan pembentukan

propinsi Sulawesi Barat.

-Pembentukan provinsi Sulawesi
Barat adalah hasit dari merespon
makna Mandar yang berusaha
menemukan kembali
(reinventions) darn elemen-elemen
identitas  sebagai  instrumen
pengakuan etnik dan politik.
-Pembentukan provinsi Sulawesi
juga diupayakan melalui
mobilisasi yang dilakukan oleh
komunitas etnik Mandar yang
selama ini merasa telah diabaikan
oleh kekuasaan dominan Bugis
serta oleh kekuasaan orde baru
yang monolitik.

MViakna

Konstruksi identitas etnik
dipahami dua makna, yaitu
makna internal dan makna

ekternal.

-Merespon makna Mandar yang
dipahami sebagai etnik minoritas
dan marginal akibat diskrniminasi
struktural yang berkepanjangan
dan relasi kekuasaan yang tidak
setara.

-Respon etnik lain  yang
memahami akan adanya
pembagian kekuasaan  untuk
absolute ethnic power dengan
pembentukan provinsi etnik.

Tindakan
Interpretasi

Penunjukkan diri
(self indication)

-Menjadi orang Mandar berarti
memiliki kesadaran dan relektif
dalam menyatukan objek
potensial yang membangun
keinginan mereka dalam
mengkonstruksi identitasnya.
-Menjadi orang Mandar berarti
mampu menilai dan memben
makna pada tindakannya sebagai
wujud atas penunjukkan din
secara etnik dan politik.
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BAB Vi

SIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

Bagian ini akan menguraikan dua hal yaitu: simputan dan implikasi

teoritik. Kedua bagian tersebut diuraikan lebih lanjut.

A. Simpulan

Secara umum, disertasi ini menemukan bahwa formasi identitas
Mandar terjadi melalui proses politk yang sangat terkait dengan
pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Dengan kata lain, formasi identitas
Mandar pertama-tama merupakan bentuk mobilisasi politik berbasiskan
identitas etnik yang sebelumnya ditekan (suppressed) bahkan diabaikan
(neglected) oleh kelompok dominan etnileugis dan sampai batas tertentu
oleh kekuasaan Orde Baru yang bersifat monolittk. Walaupun memiliki dua
dimensi yang bercampur aduk, adalah sangat jelas bahwa respon terhadap
marginalisasi merupakan dasar terpenting dari usaha menemukan kembali
(reinvention) elemen-elemen pokok yang membentuk identitas Mandar
sebagai sebuah konstruksi politik dan sosial.

Usaha untuk menemukan kembali elemen-elemen pokok identitas
Mandar di satu pihak dan membangun kesadaran baru akan keabsahan
klaim atas “pemisahan teritori” (teritorial seccession} dilakukan melaiui dua

cara dengan arah yang berbeda secara berhadap-hadapan. Pertama,
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melalui apa yang sering disebut dengan ‘mengunjungi kembali” (revisiting)
akar sejarah yang bersifat khusus. Kekhususan sejarah (hfstorica! specifity)
yang di dalamnya melibatkan kiaim atas kemandirian wilayah (teriforiaf
autonomy) dan kesetaraan berbasiskan kedaulatan etnik (equality based on
ethnic souvernigty) merupakan dua pilar penting yang dirujuk untuk
membangun kesadaran kritis di antara kelompok etnik Mandar dan
meletakkan argumentasi penyokong dalam rangka memenangkan
perjuangan keluar dalam pembentukan provinsi Sulawesi Barat yang terpisah
dari provinsi Sulawesi Selatan. Kenyataan bahwa Mandar merupakan salah
satu wilayah afdeling di masa kolonial dan posisi etnik Mandar terhadap
relasi kekuasaan di antara kerajaan Gowa, kerajaan Bone, dan kerajaan
Luwu pada masa prakolonial adalah dua peristiwa sejarah yang dipakai untuk
membangun dua pilar penting itu.

Kedua, dikembangkannya kepercayaan bahwa masa depan Sulawesi
Barat yang lebih baik dapat dibangun hanya melalui pemisahan diri dari
provinsi Sulawesi Selatan adalah klaim lain yang digunakan untuk
memperkuat dukungan pembentukan provinsi baru berdasarkan prinsip-
prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Sementara cara pertama
menekankan kesadaran akan “otentisitas” (authenticity) berbasiskan “warisan
sejarah” (legacy of history) yang bersifat eksklusif , cara kedua menekankan
akan masa depan bersama (common future) yang bersifat inklusif dan

modern.
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Dengan demikian, adalah jelas bahwa seluruh proses konstruksi
identitas Mandar adalah hasil dialektika di antara pénerﬁuan “lama” dan
‘bary” yang di dalamnya juga menyertakan makna yang dimobilisasi
berdasarkan proses negosiasi dan renegosiasi atas pengalaman kolektif dan
individual dari dan di antara mereka yang secara tangsung maupun tidak
terlibat dalam proses itu. ni berarti bahwa, apa yang dikandung secara aktif
maupun pasif dalam identitas Mandar bukaniah proses yang sekali jadi,
apalagi final. Dengan mengatakan seperti itu, ini juga berarti bahwa proses
formasi identitas Mandar senantiasa melibatkan kompetisi makna di antara
yang terucap dan tidak (stated and unstated), yang dinyatakan dan tidak
(declared and undeclared), yang dimasudkan dan yang tidak (intended and
unintended), dan di atas semua itu di antara yang dipublikasikan dan yang
disembunyikan (go-public and being hidden).

Selain bahasa, agama, dan ftradisi, identitas etnik Mandar sangat
terkait dengan kepercayaan pokok akan pentingnya apa yang oleh mereka
sendiri disebut dengan “kecintaan terhadap tanah Mandar” {(maasayanni lita’)
dan “kecintaan terhadap orang Mandar” (maasayanni pa'banua). Sentimen
yang melibatkan ikatan emosional terhadap tanah (/and) dan orang (people)
adalah salah satu penanda penting identitas Mandar. Catatan terpenting
saya dalam ihwal ini adalah, walaupun kecendrungan untuk menekankan
sentimen yang kuat kepada dua hal tersebut merupakan hal yang cukup

umum ditemukan dalam berbagai kelompok etnik lainnya, terdapat cukup
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bukti untuk menunjukkan bahwa ikatan itu dirajut kembali untuk dan dalam
kerangka pembentukan provinsi Sulawesi Barat. Sangat jelas bahwa subjek
yang diteliti terlihat sangat menekankan pentingnya ikatan emosional itu dan,
lebih penting dari itu, ketika mereka menggunakannnya sebagai instrumen
politik untuk mengukuhkan klaim atas pembentukan provinsi Sulawesi Barat.
Selain itu, juga sangat penting untuk dicatat di sini bahwa identitas
etnik Mandar yang baru atau yang diperbaharui itu juga melibatkan usaha
untuk membangkitkan kembali dan mengintegrasikan sentimen sejarah yang
mengaitkan ke-Mandar-an dengan semangat pembebasan (spint of
liberation) dari segala bentuk dominasi dan marginalisasi. Kepahitan akan
peristiwa sejarah yang melibatkan konspirasi politik di antara Pemerintah
Kolonial dan Kerajaan Bone di masa lalu untuk menaklukan dan menguasai
konfederasi empat belas kerajaan yang merupakan gabungan dari “Pitu
Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu” dipakai sebagai landasan unfuk
membangkitkan “semangat pembebasan” dalam pembentukan provinsi
Sulawesi Barat. Menjadi orang Mandar dalam konteks saat ini berarti
meneguhkan kembali kehendak kolektif untuk membebaskan diri dari
dominasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh kelompok etnik Bugis. Lebih
penting dari itu, menjadi orang Mandar ini berarti juga sebagai pengalaman
ketertidasan yang membawa dampak ketertinggalan etnik Mandar dengan
etnik lain di Sulawesi Selatan, pada akhirnya konteks ini memperkuat

pentingnya identitas secara politik dan sosial bagt komunitas etnik Mandar.
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Disertasi ini juga menyimpulkan bahwa, sebagai sebuah konstruksi
sosial, identitas etnik Mandar adalah sebuah project identity yang
berkedudukan melampaui dan di atas {beyond and above) resistance identity
yang dikembangkan dengan orientasinya yang kuat pada usaha untuk
membangun kembali martabat sosial (sosial dignity), kehormatan (honour),
kemandirian (independence), otonomi {autonomy), kesetaraan (equality), dan
kemerdekaan (freedom). Sebagai sebuah project identity, adalah sangat
jelas bahwa formasi identitas etnik Mandar adalah sebuah respon politik,
sosial, kultural, dan sejarah terhadap realitas etnisitas yang di dalamnya
menyertakan juga transformasi atas relast kekuasaan di antara kelompok
etnik dominan Bugis dan kelompok etnik Mandar. Ini berarti bahwa di dalam
formasi identitas terkait pula transformasi dan mobilitas sosial yang memcoba
membongkar kembali relasi kekuasaan yang tidak setara untuk menghasilkan
stratifikasi sosial baru.

Menandai project identity, konstruksi identitas etnik Mandar terbangun
sebagai collective action yang mengasumsikan bahwa identitas merupakan
kompleksitas dari dimensi individu dan dimensi kolektif. Selain itu, atas
revitalisasi identitas yang dirajut dan dikembangkan kembali merupakan
definisi dan re-definisi proyek individu dalam berbagai kemungkinan
melakukan findakan kolektif secara terbuka dan tertutup. Atas tindakan
konstruksi yang dibangun olek etnik Mandar, maka identitas adalah proyek

politik dan pribadi yang melibatkan aktor terlibat untuk berpartisipasi atau
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bahkan memobilisasi, sehingga dalam hal ini, identitas tidak hanya berfokus
pada kajian psikologis dari proses sosial, tetapi juga dimaknai sebagai re-
invented hasil dari proses kolektif.

Dengan demikian, sebagai sebuah identitas, Mandar adalah sebuah
konstruksi sosial, politik, kultural, sejarah dan etnik sekaligus. Lebih dari itu,
disertasi ini juga memperlihatkan bahwa konstruksi identitas etnik Mandar
tidak hanya mengedepankan kekhususan (specifity) dan kekhasan
{peculianty) etnisitas yang bersifat partikular (seperti misalnya bahasa,
agama, tradisi, dan keterikatan emosional terhadap tanah dan orang Mandar)
melainkan juga pada nilai-nilai umum yang bersifat universal (seperti
misalnya kemandirian (independence), otonomi (oufonomy), kesetaraan
(equality), dan kemerdekaan (freedom). Dengan demikian, dalam konteks
Mandar, identitas tidak saja berfungsi sebagai penanda, pembeda, dan
sebagai institusi sosial yang menciptakan solidaritas dan integrasi sosial si
antara anggota kelompok etnik Mandar, namun juga berfungsi secara aktif
sebagai “pengada”.

Dalam ihwal yang disebut terakhir ini, identitas Mandar menstrukturkan
kesadaran dan sentimen sosial baru yang menegaskan keberadaan etnik
Mandar dalam relasinya yang lebih membebaskan dengan etnik lainnya,
terutama Bugis. Dalam fungsinya sebagai “pengada’, identitas etnik Mandar
secara aktif menciptakan realitas baru dalam hubungan antar-etnis yang di

dalamnya juga mengimplikasikan struktur dan relasi kekuasaan yang baru.
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Berbeda dalam fungsinya sebagai penanda, pembeda, pemelihara solidaritas
dan integrasi sosial, identitas Mandar dalam fungsinya sebagai pengada
melibatkan sebuah proses sosial yang mengubah secara radikal hubungan
mayoritas dan minoritas yang sebelum terjadinya pembentukan provinsi
Sulawesi Barat menandai hubungan di antara kelompok etnik Bugis dan
Makassar. Terbentuknya provinsi Sulawesi Barat secara jelas telah
mengubah arah hubungan itu.

Walaupun memiliki dimensi sosial, kultur, sejarah dan etnik, tetapi
yang jelas pembentukan provinsi Sulawesi Barat lebih merupakan penguatan
dari konstruksi identitas politik yang di dalamnya melibatkan reduksi dan
manipulasi yang dimainkan oleh elite, hai ini ditandai dengan kemampuan
kelompok etnik Mandar mengakumulasi tekanan-tekanan politik sebagai
instrumen transformasi kekuasaan dari kekuasaan politik yang dikendalikan
menjadi kekuasaan politik yang absolut dan otonom. Tidak hanya itu, melalui
konsensus yang menempatkan Mamuju sebagai ibukota provinsi, dengan
tidak secara eklusif mempertahankan nama “Mandar’ sebagai nama provinsi
tetapi dengan nama provinsi Sulawesi Barat, jelas memperlihatkan kuatnya
kompromi politik dari kelompok Mandar untuk secepatnya pisah dari provinsi
Sulawesi Selatan.

Provinsi yang penduduknya berjumiah 1.102. 878 jiwa ini memiliki
etnik terbesar Mandar (sekitar 50%), Bugis (sekitar 15%), Makassar (sekitar

5%), Jawa (sekitar 10%), lainnya (sekitar 20%). Walaupun jumiah bukanlah
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segala-galanya dalam menentukan relasi kekuasaan di antara etnik yang
berbeda, adalah jelas bahwa jumlah yang besar dan' wilayah yang dapat
diklaim sebagai teritori etnik memberikan dasar yang luas dan sering kali kuat
tidak hanya bagi terjadinya teritorialisasi identitas, tetapi juga re-teritorialisasi
identitas yang di dalamnya melibatkan transformasi mandat dan relasi
kekuasaan di antara dua kelompok etnik itu, yakni Mandar dan Bugis di satu
pihak dan di antara etnik kelompok etnik lainnya dipihak lain.

Ini berarti bahwa formasi identitas Mandar selanjutnya akan ditentukan
oleh bagaimana kelompok ini secara resiprokal memahami etnisitas mereka
sendiri dan kelompok etnik lainnya. Dengan menyebut semua itu, disertasi
ini menyimpulkan bahwa formasi identitas etnik yang sangat terkait dengan
pembentukan provinsi Sulawesi Barat ini adalah sebuah tahap
perkembangan awal dari penstrukturan kembali identitas kelompok Mandar
dan kelompok etnik lainnya yang selain mengimplikasikan politik perbedaan
(politics of difference) juga menegaskan divisi sosial (social division) dan
ketidaksetaraan (inequalities) baru dalam konteks praktik sosial yang

senantiasa berubah.
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B. Implikasi Teoritik

Disertasi ini memcoba memahami dinamika politik Ibka! yang terjadi
pada salah satu komunitas etnik di Sulawesi. Pada dasarnya, studi ini
diarahkan untuk menjelaskan fenomena politik identitas yang terjadi pada
masyarakat etnik Mandar. Disertasi ini difokuskan untuk menganalisis teori-
teori dan konsep-konsep yang relevan dengan fenomena di lapangan, yaitu
suatu kondisi yang menitikberatkan pada pentingnya suatu identitas
dikonstruksikan sebagai instrumen ‘penanda’ pengikat sesama etnik atau
sebagai “pembeda” dengan etnik yang lain, sekaligus sebagai ‘pengada’
suatu kelompok etnik dalam ranah politik.

Penekanan kerangka teori terutama datang dari pemikiran Bradley
(1997), Hale (2004), dan Castell (2004) yang menitik beratkan pada kajian
identitas etnik. Castell menguraikan bahwa kajian identitas dapat dibidik
melaiui kacamata resistensi identity dan project identity. Pemikiran resistensi
identity memandang bahwa kecendungan identitas dimunculkan dari
kelompok minoritas, termarginal, dan didevaluasi oleh kelompok dominan.
Sedangkan project identity menitikberatkan pada identitas tandingan yang
dibangun (baca: dikonstruksi) dengah antusias oleh kelompok tertentu yang
menginginkan otonomi dan lepas dari jeratan masa fampau. Dalam hal ini
kedua hal itu terkait dengan transformasi identitas yang dibangun untuk

menghasilkan perubahan.
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Sementara itu, Hale menawarkan dua pendekatan dalam melihat
identitas etnik yaitu primordialisme dan konstruktivis. Dalam hal ini,
pendekatan konstruktivis dipakai sebagai pijakan untuk menelusuri fenomena
konstruksi identitas etnik di Mandar, karena implikasi pendekatan ini
menekankan konstruksi kesadaran kelompok merespon segala tekanan dan
perlakuan pilih kasih kelompok dominan untuk membangun kesadaran baru
sebagai kelompok  yang diperhitungkan. Sedangkan Bradley
mengkategorikan bahwa etnisitas menjadi salah satu sumber dari
kebertahanan suatu identitas, dalam prosesnya yang dicermati adalah
kepentingan kelompok untuk menjaga, mengamankan (securitisation) agar
identitasnya eksis. Upaya yang dilakukan kelompok tersebut adalah untuk
menghindari bahkan untuk menghilangkan ketidaksetaraan, divisi sosial dan
perbedaan.

Analisis kualitatif yang digunakan merujuk pada tradisi interaksi
simbolik. Suatu tradisi yang digunakan yang bertolak pada tiga premis.
Pertama, individu (aktor) merespon situasi simbolik, merespon lingkungan
berdasarkan makna sehingga individu sangat menentukan lingkungan
mereka sendin. Kedua, individu (aktor) membayangkan dan merencanakan
apa yang akan dilakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain
merespon tindakan mereka lakukan. Ketiga, makna dari produk interaksi
sosial, dapat berubah lewat interpretasi individu ketika situasi interaksi sosial

berubah.
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T

Perspektif konstruktivistis lebih dikedepankan pada disertasi ini
menyebutkan bahwa realitas merupakan konstruksi sosiall yang diciptakan
oleh individu. Dalam hal ini, individu bukanlah entitas yang ditentukan oleh
realitas sosial di luar dirinya, tetapi agen kreatif yang memproduksi sekaligus
mereproduksi serta mengkonstruksi dunia sosialnya. Dengan demikian,
peran individu sebagai agen konstruksi dapat menjelaskan dinamika politik
identitas etnik pada komunitas etnik yang sedang dikaji.

Berdasarkan perspektif yang telah diuraikan, disertasi ini
memperlihatkan empat temuan yang membawa implikasi pada teori sosial,
antara lain:

Implikasi pertama, masa depan konsep identitas, terutama yang
mengkaitkan pada pendekatan etnik akan memiliki kelemahan jika
penekanannya lebih pada pemahaman etnik secara primordial. Karena
pemahaman seperti ini akan memudahkan terjadinya konflik. (Rothchild,
1981: 2; Triyono, 2003: 27). Kecendrungan konflik biasanya terjadi karena
tingginya sentimen etnik, sehingga terkadang kelompok etnik sulit untuk
dapat berinteraksi dengan kelompok etnik lain. Selain itu, secara primordial
etnik yang terlibat dalam kompetisi politik, ekonomi, sosial dan budaya
mendorong penguatan identitas dan emotional appeal kelompok etniknya.

lkatan primordial terhadap etnik oleh Mckay (1982) dipercaya dapat
dihubungkan dengan ikatan mobilisasi. Keduanya secara teoritis sebagai

manifestasi dari makna-makna etnisitas. Apa yang disandang oleh primordial
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menjadi instrumen bagi aktor dalam mengaktualisasikan simbol etnik metalui
mobilisasi demi kepentingan etniknya. Etnisitas dalam hal ini berfungsi
sebagai atribut budaya yang membedakan dengan komunitas lain, sehingga
menjadi sesuatu yang dicari kembali (reinvented) dan ditafsirkan kembali
(reinterpreted) dari generasi ke generasi. Dengan demikian, etnisitas
merupakan proses yang dinamis dan berkembang sepenuhnya melalui
pefjuangan panjang.

Implikasi  kedua, walaupun identitas etnik yang dirajut
mengatasnamakan sentimen etnik danfatau loyalitas etnik, akan tetapi
kenyatannya dipahami sebagai kesadaran diri {self consciouneus) etnik
selanjutnya sebagai langkah dalam penunjukkan diri (seff identifications)
identitas etnik. Dalam ihwal tersebut, disertasi ini jelas menemukan,
sekurang-kurang tiga kategori fungsi identitas, yaitu sebagai ‘penanda’,
‘pembeda’ dan 'pangada’ yang di dalamnya memiliki kaitan (/ingkage) dengan
proses solidaritas dan integrasi sosial.

Implikasi ketiga, konsep identitas tidak dapat dimaknai secara personal
dan lokal saja, lebih dari itu, identitas juga bersifat situasional dan global.
Dalam situasi tertentu, identitas merupakan refresentatif dan konstruksi
sosial, politik, kultur, sejarah dan etnik yang tidak hanya terjadi pada suatu
wilayah saja tetapi juga dapat terjadi pada wilayah lain. Kenyataan bahwa
pemekaran wilayah menunjukkan realisasi dari bentuk pengakuan identitas

etnik (confession ethnic of identity), dan yang lebih penting, sebagai
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pengakuan identitas politik {confession politics of identity). Pembentukan
provinsi merupakan respon terhadap peluang yang diberikan pemerintah
untuk memekarkan wilayah sebagai daerah administratif dan sekaligus
memperlihatkan tidak hanya terjadi teritorialisasi identitas, tetapi juga re-
teritorialisasi identitas.

Implikasi keempat, konstruksi identitas politik etnik terjadi dan bahkan
berlangsung dalam proses interaksi antar sesama etnik ataupun antaretnik
yang lain. Interaksi yang kontinyu, dalam batas-batas tertentu membawa
implikasi dalam pola hubungan penciptaan stereotip, baik stereotip negatif
dan positif, dan semakin lama berkembang menjadi bentuk prasangka-
prasangka (prejudice) posistif dan negatif pula. Dalam situasi yang demikian,
aktor yang terkalahkan dalam politik etnik, biasanya memanfaatkan isue
etnisitas guna melancarkan siasat dalam tindakan politiknya. Bentuk tindakan
tersebut, dalam konteks identitas dipahami oleh Sparringa (2005) sebagai
konstruktivis-interpretivis yang menyatakan bahwa identitas adalah hasil dari
sebuah konstruksi politik dan sosial yang dipercaya sebagai sumber dan
sekaligus membentuk makna dan pengalaman yang bersifat subjek dan inter-
subjektif.

Dengan demikian, apa yang telah diuraikan dalam implikasi di atas
tersirat adanya pemahaman dan kesadaran bahwa identitas penting untuk
diupayakan selain sebagai alat penegasan pembeda dengan etnik lain, juga

mengekpresikan diri akan kemampuan etniknya. Penegasan identitas
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membuktikan bahwa etnisitas tidak hanya menjadi simbol! identitas seseorang
-sebagai alat pembeda- tetapi dapat sekaligus sebagai instrumen pengikat
solidaritas dari suatu komunitas etnik. Dengan kata lain, etnisitas tidak hanya
dikenakan pada ranah individu tetapi juga pada ranah publik. Konstruksi
identitas Mandar yang menerjemahkan pemikiran Castell jelas menunjukkan
bahwa identitas muncul karena adanya resistensi dari kelompok minoritas
dan termarginal atas dominasi yang sangat kuat dari kelompok mayoritas.
Dengan kondisi yang demikian, komunitas etnik mudah untuk melakukan
project identity dengan mengarahkan pada transformasi dan mobilitas sosial
agar relasi kekuasaannya seimbang.

Temuan disertasi ini sangat jelas selain menegaskan resistance
identity juga project identity yang didukung oleh pandangan konstruktivis
etnik, yang menilai bahwa etnik merupakan sumber penting identitas karena
posisinya dapat memproduksi kesadaran aktif dari aktor-aktor politik dari
kelompok etnik. Kesadaran tersebut tumbuh akibat posisi etnik yang
terkadang kurang menguntungkan dan pemanfaatan identitas secara politik
biasanya dilakukan untuk memperoleh kepemilikan etnik dan sejarah.
Bersamaan dengan hal tersebut, aktor-aktor memiliki kepentingan lain yang
mengatasnamakan etnik.

Kenyataannya bahwa melalui pendekatan konstruktivisme ini suatu
identitas etnik dikonstruksi dan diciptakan secara aktif dengan tujuan untuk

dipelihara, diberi penguatan oleh individu dan kelompok agar memperoleh
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akses-akses politik dan sosial. Mereka yang mengkonstruksi biasanya
memperkenalkan simbol-simbol etnik sebagai instrumen untuk membentuk
dukungan emosional dari segenap pihak. Dukungan yang diperoleh biasanya
melontarkan berbagai alasan praktis dan dibaliknya terdapat kepentingan-
kepentingan tertentu.

Sementara itu, ditempatkan dalam ranah politik, dalam disertasi ini
sangat jelas memperlihatkan implikasi dari kajian politik perbedaan
(difference) atau politik identitas. Dalam pandangan Foucault, kajian ini
disebut dengan poiitik wacana (politic of discourse) dan bio-politik. Disebut
sebagai polittk wacana karena identitas yang dikonstruksi berasal dari
komunitas etnik marginal yang menginginkan persamaan. Perbedaan etnik
diletakkan dalam konteks siasat menjadikan mereka berada pada posisi
berkompetisi, yakni etnik Bugis yang bersaing (baca: sangat dominan)
dengan etnik lain, khususnya Mandar. Posisi keduanya menjadikan orang
Mandar memahami bahwa dirinya sebagai etnik kelas empat, hal ini menjadi
titk awal untuk menolak kondisi tersebut, bahkan dijadikan pijakan
memperkuat identitas etnik, memproduksi, dan mereduksi strategi untuk
perlawanan (baca: lepas dani etnik dominan). Dengan demikian, posisi
tersebut mengintegrasikan etnik sebagai satu komunitas yang utuh.

Disebut sebagai bic-politik, karena fokusnya pada entitas kelompok
yang berusaha memperoleh hak-haknya agar dapat dikenal, dan dihargai.

Dalam pandangan ini, tindakan yang memanfaatkan etnisitas oleh elite
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Mandar sebagai bentuk negosiasi untuk mendapatkan hak-hak etnik dan
politik. Walaupun telah banyak fenomena yang memisahkan hak-hak tersebut
antara etnik dominan dengan Mandar, akan tetapi perseteruan tersebut tidak
mengarah pada pembersihan etnik (genocide). Hak-hak yang diperjuangan
berlindung kepada elemen identitas, suatu makna dan simbol komunitas etnik
yang harus dikenal dan dihargai. Dengan demikian, identitas dapat menjadi
instrumen pembeda antaretnik satu dengan lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, penelitian ini bertujuan
untuk memahami dan menganalisis secara mendalam identitas politik etnik
Mandar. Analisis yang dilakukan menterjemahkan pemikiran colletive action
dari Porta, yang didasarkan pada pengalaman dan tindakan kolektif
konstruksi identitas etnik, terutama pada perspektif interaksi simbolik.
Disertasi ini menemukan kenyataan bahwa konstruksi yang dilakukan elite
sebagai bentuk cofletive action tidak hanya melibatkan kepentingan elite saja,
tetapi juga membawa nilai-nilai sekaiigus common historis yang sengaja
dikedepankan. Ketegangan yang berujung pada re-invented identitas
diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan aktor (elite) selain
mengenal diri mereka sendiri juga bertujuan untuk dapat dikenali olek aktor
yang lain sebagai komunitas yang lebih luas. Dalam hal ini identitas yang
dikonstruksikan tersebut tidak merupakan obyek otonom tetapi sebuah

proses yang panjang.
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Dalam hat ilwal yang diuraiakan terakhir, identitas yang dikonstruksi
diterjemahkan sebagai kompleksitas dari kepentingan individu dan kolektif,
dalam hal ini melibatkan pemeliharaan dan bahkan revitalisasi identitas
sekaligus mendefinisikan dan meredefinisikan proyek individu dari berbagai
kemungkinan sebagai tindakan kolektif yang terbuka atau tertutup. Dengan
demikian, identitas merupakan proyek politik individu dan kolektif yang
melibatkan aktor (elite) untuk berpartisipasi lebih banyak, sehingga identitas
dimungkinkan sebagai re-invented hasii dari proses kolektif.

Melalui perspektif interaksi simbolik, disertasi ini memperlihatkan
adanya negosiasi dan renegosiasi yang dibangun dari individu yang satu
dengan individu yang lain bahkan komunitas etnik yang satu dengan lain.
Biasanya individu dan kelompok tersebut menempatkan diri pada konsep diri
(seff) baik sebagai subjek dan objek sekaligus. Dalam kaitannya dengan
ihwal ini, subjek mampu mencapai kesadaran diri (self consciousness) dan
mengambil sikap yang obyektif untuk dirinya dan kelompoknya, juga untuk
situasi dimana dia bertindak.

Sementara itu untuk menghubungkan dengan interaksi simbolik, Porta
menyebutkan bahwa tindakan kolektif (cofletive action) dalam identitas
menghadirkan pemaknaan ‘we’ dan ‘other. We diterjemahkan sebagai
penanda ‘common traits’ dan solidaritas spesitif suatu komunitas. Konstruksi
yang dihadirkan oleh komunitas Mandar adalah bentukan dari common traits

untuk lepas dari propinsi induk, sehingga identitas menjadi alat pengikat
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solidaritas bersama. Sedangkan dalam pemaknaan ‘other tindakan kolektif
identitas menterjemahkan bagaimana kekuatan strategi yang dilakukan oleh
elite dalam membangun wacana marginalisasi dan minoritas pada etnik
Mandar. Dalam hal ini, elite memiliki responsibility terhadap wacana yang
dikembangkan untuk kemudian melakukan mobilisasi terhadap masyarakat.
Akhimya melalui tindakan pembentukan provinsi, para elite melakukan
sejumlah strategi untuk memenangkan dan menetapkan identitas secara
utuh. Hal itu berarti membangun (baca: mengkonstruksi} dan memanfaatkan
wacana “marginal etnik” menjadi “loyalitas etnik”. Koalisi elite dibentuk atas
dasar kepentingan kelompok tertentu. Kemampuan elite mengkonstruksi
elemen identitas etnik merupakan re-grouping cultural atas dasar wilayah.
Situasi tersebut mempresentasikan wajah teritorialisasi dan re-teritorialisasi
identitas, vyaitu pemisahan wilayah dengan tujuan pembentukan
pemerintahan baru. Hal ini memperlihatkan betapa wajah project identity dan
collective action telah membangun kesadaran kelompok dalam menciptakan
perubahan pada masyarakatnya sebagai wujud transformasi identitas.
Serangkaian tindakan konstruksi menunjukkan bagaimanapun elite-
elite memaknai identitas etnik dalam arena politik lokal baik di Sutawest
Selatan (sebelum dimekarkan) ataupun di Mandar (setelah terbentuk provinsi
Sulawesi Barat), pada dasarmya adalah bentuk loyalitas anggota etnik
terhadap komunitasnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-

faktor etnisitas menjadi pengaruh kesetiaan dan perilaku poiitik individu
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ataupun kelompok. Dalam penelitian ini, temuan empiris terhadap segenap
upaya elite mengkonstruksi identitas memperlihatkan adanya peneguhan dan
penyempurnaan konsep-konsep yang ditawarkan Bradiey, Hale, Castell

ataupun Porta dengan memakai hubungan interaksi simbolik.

C. Implikasi Temuan bagi Politik Lokal di Indonesia.

Pemekaran wilayah untuk membentuk suatu kabupaten/provinsi baru
merupakan suatu fenomena umum yang bukan saja terjadi di Sulawesi Barat,
tetapi juga terjadi di berbagai provinsi atau kabupaten di Indonesia, seperti
Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo. Dalam pemekaran wilayah yang
selalu dikonstruksi sebagai alasan utama adalah memperbesar issue
identitas etnik untuk memperoleh pengukuhan politik baik dari pemerintah
pusat maupun dari pemerintah induknya (provinsi/kabupaten kota) yang
menjadi induk dari daerah yang dimekakarkan. Tampaknya terjadi reduksi
dan manipulasi dari elite-elite yang mengkonstruksikan pembentukan
provinsi/kabupaten baru.

Disertasi ini jelas menemukan politik etnik Mandar dalam upaya
mengkonstruksi identitasnya melalui proses politik melalui pembentukan
provinsi Sulawesi Barat. Implikasi 1ain dalam disertasi ini adatah saran-saran
praktis dan teknis implementatif guna pengurangan diskriminasi struktural
(structural discrimination) dan strereotip kultur serta memperkuat pemahaman

multikulturalisme. Konstribusi ini ditujukan kepada pemerintah pusat dan
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daerah, dan pihak-pihak yang terkait dalam usaha meﬁbangun teritorialisasi
identitas terutama pembentukan daerah baru. Konstribusi yang dimaksud,
ada tiga, yaitu:

Pertama, menciptakan kondisi struktural yang menjamin heterogenitas
komunitas, terutama mengurangi bentuk-bentuk rasisme institusional dengan
tidak membatasi ruang gerak suatu kelompok etnik tertentu baik dalam aspek
sosial, ekonomi, budaya ataupun politik. Konstribusi ini merupakan refieksi
dari temuan studi ini, bahwa penyebab mendasar pembentukan provinsi
Sulawesi Barat adalah kondisi struktural dalam proses demokrasi,
pembangunan dan perubahan dalam power struktur politik pemerintahan
tidak adaptif terhadap heterogenitas etnik di Sulawesi Selatan. Oleh karena
itu, disarankan untuk mengurangi kondisi -seperti itu sepatut dilakukan: (1)
menciptakan politics insecurity lebih luas, utamanya bagi semua komunitas
etnik dalam suatu wilayah. Misalnya dengan tidak membatasi ruang gerak
politik satu etnik, memberikan kesempatan semua komunitas etnik terlibat
dalam politik lokal yang sehat, melakukan konsolidasi dan kompromi politk
yang menguntungkan semua etnik. (2) membangun kembali pratana sosial
dengan tidak menciptakan stratifikasi antaretnik, mengurangi dominasi politik
satu etnik, serta menghilangkan hubungan mayoritas dan minoritas. Misalnya
melalui upaya peningkatan kapasitas kemampuan dan kekuasaan formal
bagi pemimpin semua komunitas, menfasilitas terbentuknya forum dialog

antaretnik dan tetap mengsosialosasikan nilai dan tradisi yang
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mempersatukan semua komunitas, Misalnya tetap menjalin hubungan
harmonis antaretnik seperti kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dahulu
sebelum kedatangan kolonial Belanda.

Kedua, untuk wilayah dengan heterogenitas etnik, sebaiknya
mengurangi bentuk-bentuk strereotip, terutama yang terkait pada sentimen
etnik yang berlebihan. Dikembangkan suatu kondisi pencitraan yang baik
bagi semua pihak, hal itu dapat dicermati melalui dua cara :(1) tidak
menyingkirkan status dan peran sekelompok orang dari hubungan pergaulan
serta komunikasi antaretnik. Misalnya, tidak membuat jarak dan memisahkan
tempat tinggal mereka. (2) dikembangkan pemeliharaan situasi damai. Situasi
yang damai seharusnya tetap dipelihara, karena biasanya, pada batas-batas
tertentu kondisi ini menjadi isue penyebab konflik antaretnik. Upaya jangka
panjang dengan melakukan pencegahan dini tindakan eskalasi kekerasan
etnik secara horinsontal maupun vertikal, lebih penting dari itu, pemberian
dalam penggunaan kekuasaan dan hukum informal, yaitu dengan jalan
menggunakan sanksi budaya dan tradisi yang dikendalikan oleh pemimpin
komunitas masing-masing etnik terhadap anggota etnik yang melakukan
tindakan kekerasan etnik baik secara fisik dan non fisik.

Ketiga, perlunya segenap pihak memahami arti multikuturalisme,
karena gagasan ini melatarbelakangi “common future dan common culture’
Karena konsep ini telah memberi ruang pada daerah yang ingin melakukan

pemekaran wilayah untuk mencapai dua kebutuhan sekaligus, vyaitu
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memeliharanya kemajemukan dan integrasi (intégration) di tingkat
masyarakat yang heterogen, dan memelihara persatuan (unity) yang
berkelanjutkan setelah terbentuknya wilayah baru. Dalam disertasi ini, apa
yang disandang oleh muitimulturalisme, sangat jelas memperiihatkan
kerangka mengunjungi kembali (revisiting) dan menemukan kembali
(reinventing) selain gagasan-gagasan nilai dan tradisi budaya yang bersifat
partikular, juga nilai-nilai yang bersifat universal. Dengan kata lain,
bagamanapun kelompok etnik dan budaya yang berbeda denominasinya
disatu pihak dapat memiliki kesanggupan memelihara identitas kelompoknya
dan di pihak lain mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandat
oleh kesediaaan untuk menerima pluralisme dan toleransi (mengakui dan
menghormati  perbedaan). Dengan demikian, pembentukan daerah
administratif seharusnya tidak mengeyampingkan konsep multikulturalisme,
dan bahkan mungkin dapat dijadikan sebagai agenda khusus sebelum

membentuk daerah otonom.
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Lampiran-lampiran

Gubernur yang Pernah Menjabat di Sulawesi dan Sulawesi Selatan

Nama Provinsi Nama Gubernur Etnik Asal Asal
1. Sulawesi Ratulangi Manado Partai Kedaulatan
Rakyat
2. Sulawesi Sudiro Jawa Partai Nasional
Indonesia
3. Sulawesi Lanto Dg Makassar/Jeneponto | Partai Kedaulatan
Pasewang Rakyat
4. Sul-Sel-ra | A Pangeran Bugis/Makassar -
Pettarani
5. Sul-Sel-ra | A. Rifai Bugis/Mandar Militer
6. Sul-Sel Ahmad Lamo Bugis/Enrekang Militer
(Duri)
Militer
7. Sul-Sel A.Oddang Bugis/Makassar
{Gowa/Barru) Akademisi
8  Sul-Sel Amiruddin Bugis/Wajo Militer
9. Sul-Sel Zainal B. Palaguna | Bugis/Soppeng Militer
10. Sul-sel Amin Syam Bugis/Bone

Sumber: diramu dari hasil wawancara dengan informan
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Nama Pejabat Teras Propinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1997

Nama Pejabat Jabatan Asal Etnik
H.Z B. Palaguna Gubernur Kep. Daerah Bugis
Mayjen TNI Agum Gumelar Panglima Kodam VII Wirabuana -
Marsda. TNI. Hanafie Asnan Panglima Kodam Op.AU Il -
Brigjen. Pol. Drs. Ali Hanafiah Kep.Kepolisian Daerah VII Bugis
LaksamaTNI.AL.Totok Laksito Dan Laktamal IV -
W.H. Jacob Rahim Saleh, SH. Kep. Kejaksaan Tinggl -
Soewawi Ketua Pengadilan Tinggi -
H. Alim Bahn Ketua DPRD Makassar

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997
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Nama Pejabat Pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan
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H.Z.B. Palaguna Gubemnur Kep. Daerah Bugis
H.Darmad: C.H. Wkl. Gub. Bid ekon/pol Jawa
Drs. Masnawi.AS Wkl. Gub. Bid sos/fadm Bugis
Drs. Hakamuddin Jamil Sek. Wilayah daerah Makassar
Drs. Moh. Alwy Rum Asisten Ketataprajaan Bugts
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Drs.Abbas Sabbi, S.H Asisten Administrasi Bugis
H.A.S. Surya Ulang, S.H Kep. Biro Tata Pemb. Umum Bugis
H.S. Parawansa, S.H. Kep. Biro Pemerintahan Desa Makassar
A.Syahrir, SH Kep. Biro Hukum Bugis
Drs. H. Abd. Azis Mattola, M,SC | Kep. Biro Perekonomian Bugis
Drs. Husni Husain, A.E Kep. Biro Bina Penyusunan Bugis

Program Bugis
Drs. H A.Djamaluddin,S Kep. Biro Sosial Bugis
Drs. Padjung Akil Kep. Biro Bina Ling. Hidup Bugis
Drs.H. Mappigau Samma Kep. Biro Kepegawaian Bugis
A.Yaksan Hamzah, SE MS Kep. Biro Keuangan Bugis
Drs. H. Mustaja Rauf Kep. Biro Organisasi Bugis
Drs. H. Hasan Sulur Kep. Biro Perlengkapan Mandar
Drs. HA. Arifuddin Saransi Kep. Biro Hub. Masyarakat Bugis
Drs. Muh. Arsyad Kale Kep. Biro Umum Bugis

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997
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Nama-nama Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997

Nama Jabatan [ Asal Etnik i\
H. Alim Bachrie Ketua Makassar
Suwahyo Wakil Ketua Jawa
dr.H.Nurdin A. Mappewali Wakil Ketua Bugis

Drs. H. Tadjuddin Ibrahim Anggota Bugis/Makassar
H. Muh. Adnan Tiro - Bugis
Sahabuddin Gading - Makassar

Drs. H.A. Bakri Tandamarang - Bugis

H. Hasan Sammana - Bugis

Drs. H. Eddy Baramuly - Bugis

Drs. H.A. Syafiuddin Makka - Bugis

Pdt. AJ. Anggui MT - Toraja

Andi Altin Noor \ - Bugis

Drs. H. Abdul Karim - Bugis/Makassar
M. Saleh Nurdin Agung - Bugis

Drs. H. [bnu Munzir BW - Makassar

Dra. H.A. Niniek Lantara MS. - Bugis

ir. H. Susilo Tamzil Harahap - -

Dra. H. Syuhada Husein - -

Ny. Nurhayati Yasin Limpo - Makassar
Dra. Ny. HA. Nurtiah Panawan - Bugis

Ir. Chairul Tally Rahim - -

Drs. H. Andi Bintang Makkulau - Bugis
Drs. H. Ambas Syam, MS - Bugis
Alkianus Jacobs - Toraja

Dra. Ny. Maemunah Dawy Dalle - -
Ny. H. Adee Netty J. Mokalu - -
Dra. Ny. HA. Tja M. Said - Bugis

Dra. Ny. Djamaluddin M - Bugis
H.A. Kadir Dalle - Makassar
H. Tbrahim Tulle - Makassar
Ny. Anneke Syam Lih - Bugis
Husni Jamaluddin - Mandar

Drs. H. Muchtar Husein - -

A. Maksum Dai - -
Pangerang Rahim - Bugis
dr. A. Hermien M. Maitalata Bugis
Andi Hasit Bugis
I. Putu Sedana Bali
Kol. HM. Djafar Gujawar, BA -
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Kallo Bandosa - Toraja
Raden Mulyono - Jawa

I Nyoman Suartha - Bali
Syamsul Bahn Effendi - Bugis
Achmad Saransi -

Drs. Sumadi Bugis

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997
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Nama Pejabat Teras Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004

Nama Jabatan Asal Etnik
H.M. Amin Syam Gubernur Sulawesi Selatan | Bugis/Makassar
H. Syahrul Yasin Limpo, S.H. M.S1 | Wakil. Gubernur Sul-Sel Makassar
May. Jend. Suprato Panglima Kodam VII Wrb | Jawa
Marsma TNI Teddy Sumarno Pangkoopsau I Jawa
Irjen.Pol.Drs. Yusuf Manggabarani | Kapolda XIV Sul-Sel Bugis/Mandar
Brigjen TNI Herman Rastaman Komandan Lantamal -
Marsma TNI Pandji Utama, S.1P Pangkosek Hanudnas Jawa
Prasetyo, SH Kep. Kejaksaan Tinggi Jawa
Kardjan, SH Ketua Pangadilan Tinggi -
I Ketut Suradnya, SH. MH th;a Pengadilan Tinggi Bali

T .

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004
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Nama Pejabat Pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2004
Nama Jabatan Asal Etnik
Drs. H.A Tjoneng Mallombasang ;| Sekretaris Daerah Makassar
Drs. Syahru! Saharudin. MS Asisten Ketataprajaan Bugis
Drs. HM. Farid Suaib, MS Asisten Ekon, Pemb dan Keu Bugis
H. Basrah Hafid, SH, MM Asisten Adminitrasi Bugis
Ir. Masykur Sulthan, MS Kep. Biro Otonomi Bugis
Drs. Jufri Rahman, MSi Kep. Biro Dekonsentrast Bugis
Hj. Rosda Masrich, SHMSi Kep. Biro Hkm dan Organisasi | Bugis
Drs. H.Muh. Alwi Akil Kep. Biro Perekon dan Pemb Makassar
Drs. H .M.Yushar Huduri, MSi | Kep. Biro Keuangan Bugis
Dra. Hj. Husnah Latief, MSi Kep. Biro Kesejahteraan,agama | Bugis
pemberdayaan perempuan
Drs. HM. Amri Sanusi, M.S1 Kep. Biro Perlengkapan Bugis/Makaasar
Drs. Hasyim Soedikio Kep. Biro Humas dan Protokol | -
Drs. Andi Soetomo Kep. Biro Umum Bugis

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004
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Nama-nama Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004

Nama Jabatan Asal Etnik
H. Eddy Baramul, SE Ketua DPRD : Bugis

Ir. H. Agus Nu'mang, MS Wkl ketua Fraksi Partai Golkar | Bugis

H. Andi Potjt Wki ketua Fraksi Partai PDIP | Bugis

H. Muh. Adnan Tiro Wkl Ketua Fraks: PPP Bugis

Andi Altin Noor Anggota Bugts

H.M. Ramli Rewa - Makassar
Drs. H A. Syafiuddin Makka - Bugis
Marwan Yahya - Bugis/Makassar
Ir. H. Susilo Tamsil Harahap - -

Drs. HA. Kadir Halid - Bugis

Yunus Lamba - -

Drs. H.A Burhanuddin - Bugis

Ir. H. Itham Arief Sirajuddin - Makassar
Drs. H. Andi Marzuki W - Bugis

H. Pangerang Rahim - Bugis

Drs. Lakama Wiyaka, M.Si - Bugis

H.M. Ruslan, MA - -

H. Abdul Wahab Solong - -

H. Nurdin Mangkana, SH - -

Drs. Hasanuddin Arsyad B - Bugis

Dra. Hj. A. Tia Tjambolong, Ms | - Bugis

Dr. K.H. Mochtar Husein - Bugis

Ir. Andi Ibrahim Masdar - Mandar

Drs. H. Muhammad Hadjar - -

Drs. Hamzah Hapati Hasan - Mandar

Ir. H. Abd. Madjid Tahir - Bugis

H. Sadly Mansyur, SE - Bugis

Drs. H. Ambas Syam, MS - Bugis

Drs. M. Aris Pangerang, MH. - Bugis/Makassar
Ir. H. Sukman Baharuddin, MS - Makassar

Ir. H. Chairil Tallu rahzm - Bugis/Toraja
Drs. H. A. Arifuddin S - Bugis

H.A. Bahrunizai, SH - Bugis

Drs. H. Dachlan M. MS - Bugts

H. Ajeip Padindang - Bugis

H. Abdul rahman - Bugis/makassar
Abbas Ninring, SH - Makassar

H. Abd. Rahim Patta, BA - Makassar
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M. Nasir Agam.

L

1

Ir. M. Arfandy Idris i " Makassar }
Hoist Bachtiar , . Makassar |
Drs. Chaidir Arnif Krg Sidjaya |  Makassar i
H. Ichsan Yasin Limpo | Makassar :
Drs. H. Mapparessa Tutu | Bugis |
Drs. H. Achmad Kelana { Bugis }
Drs. Abd. Wahid Ismail ! Bugis Makassar
M. Nazir Dg.Mappaseng : Makassar 5
Drs. H. Abubakar Wasahua : Maluku l
H. Mansyur Palewai : Mandar

Dan Pongtasik, SH i Toraja

H. Umar Selle | - Makassar 1
Stefanus Andu , Toraa ;
Fredrik Latuperissa, SE Maluku
H. Andi iskandar Tompo - Bugis:makassar |
H. Muh. Ramli haba, SH Makassar j
Drs. H. M.Yamin Amna,M Ag - J
H. Surya Darma, LC Bugis '
H. Abustan, SH Bugis j
H. Muh. Ali Gazali Beta " Bugis
Drs. H. Tanring Tola ' Makassar ‘
Morra Krg. Bilu - Makassar ?
Drs. H. Abdurrahman K " Bugis ;
H. Alimuddin, SH  Bugis :
Drs. M. Rappang Pagayang Toraja ;
Drs. H. Asrullah . Bugis
Drs. Muchlis Agung, M.Si } ' Bugis |
H. hasanuddin Machmud } . Bugis. Makassar 1
Sugeng Nasoch ' Sunda :
Dra. Sasi Handajani i ' Sunda

Drs. Siswanto Sunarse, SH. MH ! - Jawa

H. Elon Suherlan, S.IP ' -

Samtoko, S.IP Jawa

' Bugis Makassar |

Sumber: Buku Kerja Pemerintah Firbbinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004
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